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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Menimbang

SK No 253386 A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui
penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perla
dilakukan reformasi kebijakan secara berkelanjutan
dalam mewujudkan kemudahan dalamm memulai dan
menjalankan usaha guna mendukung cipta kerja;

bahwa penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui
penerapan  Perizinan Berusaha  Berbasis  Risiko
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggarasn Perizinan
Berusaha Berbasis Risike vang merupakan peraturan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja perlu disempurnakan untuk semakin
memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha

terutama mengenai proses bisnis dan jaminan kualitas
layanan;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor ©
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ientang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah  Nomor &  Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
perlu diganti;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;

Mengingat: . . .



Mengingat

Menetapkan
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Pasal o avat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarm Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya
disingkat PBBR adalah perizinan berusaha vyang
mengeunakan pendekatan berbasis risiko yvang diperoleh
dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.

Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari
suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat
bahaya.

Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah
legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk
memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
yang selanjutnyva disingkat PB UMKU adalah legalitas
yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang
kegiatan usaha.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

&, Pemerintah . . .
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Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyclenggara pemeriniahan daerah yvang memimpin
pelaksanaan wurusan  pemerintahan  yvang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Kawasan Ekonomi Khusus yvang selanjulnya disingkat
KEK adalah Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang
kawasan ekonomi khusus.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yvang
selanjuinya  disingkat KPBPB  adalah  Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang
kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Adminmistrator Kawasan  Ekonomi  Khusus  yang
selanjutnya  disebut  Administrator KEK  adalah
Administrator KEK sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi
khusus.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas wyang selanjutnya disebut Badan
Pengusahaan KPBPB adalah Badan Pengusahaan KPBPB
sebagaimana diatur dalam peraluran perundang-
undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan
pelabuhan bebas.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang tertentu.

Nomor Induk Berusaha vang sclanjutnya disingkat NIB
adalah bukti regisirasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk
melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi
Pelaku Usaha dalam pclaksanaan kegiatan usahanya.

sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti
pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

[zin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usagha
vang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum
melaksanakan kegiatan usahanya.

15, Burat. ..
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Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan  dan
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disingkat SPPL adalah Surat Pernyvataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
scbagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Linglkungan Hidup wyang selanjutnya
disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pcmantauan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

Pengawasan  adalah  upava untuk  memastikan
pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar
pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui
pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus
dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK
adalah Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah vang selanjutnva
disingkat UMK-M adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang mengenal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang
selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasiikasi yang
diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

Sistem Perizinan Berusaha Terinlegras) Secara Elektronik
{Online Single Submission) vang selanjutnya disebut
Sistern O35 adalah sistem elektronik terintegrasi yvang
dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk
penyelenggaraan PBBR.

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OS5  yang
selanjutnya disebui. Lembaga 055 adalah
kementerian/badan yang mcnyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan
di bidang koordinasi penanaman modal.

Penanaman Madal adalah Penanaman Modal
sebagaimana diatur dalam peraturan  perundang-
undangan di bidang penanaman modal.

24. Penanaman . . .
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Penanaman Modal Asing adalah Penanaman Modal Asing
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang penanaman modal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu wyang selanjuinya disingkat DPMPTSP adalah
organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau
pemerintah  kabupaten/kota vang mempunval tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah  di
bidang Penanaman Modal.

Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

Kesesuaian  Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
selanjutnya disingkat KKPR adalah Kesesuaian antara
rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana
tata ruang.

Kesesualan Keglatan Pemanfaatan Ruang Laut yang
selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesualan antara
rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana
lata ruang yang lokasi usahanya berada di laut,

Persetujuan Lingkungan vang selanjutnya disingkat PL
adalah Persetuyjuan Lingkungan scbagaimana diatur
dalam peraluran perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Persetujuan Bangunan Gedung vyang selanjutnya
disingkat PBG adalah Persetujuan Bangunan Gedung
sebagaimana diatur dalam peraturan  perundang-
undangan di bidang bangunan gedung.

Bangunan  Gedung adalah Bangunan  Gedung
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang bangunan gedung.

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung vang selanjutnya
disebut SLF adalah Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang bangunan gedung.

Rencana Tata Ruang yang sclanjutnya disingkat RTR
adalah Rencana Tala Ruang sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat
RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang
lala ruang.

35, Analisis . . .
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Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wyang
selanjutnya disebul Amdal adalah Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup.

Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang sclanjutnyva
disebut Andal adalah Analisis Dampak Lingkungan Hidup
sebagaimana dialur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjulnya
disebut RKL adalah Rencana Pengelolaan Lingkungan
Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup  vang
selanjutnya discbut RPL adalah Rencana Pemantauan
Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan i bidang perlindungan dan
peneelclaan linglkungan hidup.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah Tim Uj
Kelayakan Lingkungan Hidup scbagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya
disingkat PNBP adalah Pcnerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana diatur dalam peraturan  perundang-
undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 2

Pemnerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan
PBEER.

Ruang lingkup penyelenggaraan PBBR sebagaimana
dimaksud pada avat (1) meliputi:

4. persyaratan dasar;

L. PB;

c. PB UMKL;

d. norma, standar, prosedur, dan kriteria;
¢. layanan Sistem OS3;

{. Pengawasan;

g. evaluasi . ..
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evaluasi dan reformasi kebijakan;

g

h. pendanaan;
1. penyelesaian permasalahan dan hambatan; dan

j.  sankst.

Pasal 3

Penyelenggaraan PBBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
bertuyjuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan
kegiatan usaha, melalun

a.

(1)

(2)

(3)

(4}

(9)

(1)

pelaksanaan penerbilan persyaratan dasar, PB, dan PB
UMKU sceara lebih efelktif dan sederhana; dan

Pengawasan vang transparan, terstruktur, dan dapat
dipertanggungjawabkan  secsuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib
memiliki PB.

PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah
Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar
terlebih dahuli, kecuali diatur lain dalam Peraturan
Pemerintah ini.

Apabila PB sebagaimana dimaksud pada avat (1) perlu
dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang
kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB UMKU.

Persyaratan dasar dan PB sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] serta PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat
(3} diproses secara elektronik melahui Sistemn OSS.

Sistern OSS8 sebagaimana  dimaksud pada avat (4}
terinlegrast  secara elekwronik  dengan sistem di
kementernian/lembaga.

Pasal 5

Penyelenggaraan PB  sebapaimana  dimaksud dalam
Pasal 2 ayal (2) huruf b dan/atau PB UMKU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat {2} huruf ¢ meliputi sektor:

a. kelautan dan perikanan;
bh. pertaniarn;
c. kehutanan . . .



PRESIDEN
REFPUBLIK INDOMNESIA

-R-

kehutanarn;

g0

energi dan sumber daya mineral;
ketenaganukliran;
perindustrian;

perdagangan dan metrologl legal;

S5m0

. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

—-

lransportasi;

kesehatan, obat, dan makanan;

m

pendidikan dan kebudayaan;

1. pariwisata;

m. keagamaan;

n. pos, lelekomunikasl, dan penviaran; dan
0. pertahanan dan keamanan.

{2] BSelain sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penyelenggaraan PB dan/atau PB UMKU meliputi pula
sektor:

a. ekonomi kreatil;

L. informasi geospasial;

¢. ketenagakerjaan;

d. perkoperasian;

e. penanaman modal;

f. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik; dan
g. linglkungan hidup.

(3} PBBR pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan:

a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang hngkup
kegiatan, skala usaha, tingkat Risiko, PB, persyaratan,
jangka waktu penerbitan, kewajiban, PB UMKU,
parameter, dan kewenangan bagi PB setiap sektor;

b. nomenkdatur PB UMKU, persyaratan, jangka waktu
penerbitan, kewajiban, masa berlaku, parameter, dan
kewenangan bagi PB UMKU setiap sektor;

c. metode analisis Risiko; dan

d. standar kegiatan usaha dan/atau  standar
produk/jasa.
{(4) Kode . . .

SK No 251886 A
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Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
keglalan, skala usaha, tingkat Risiko, PB, persyaratan,
jangka wakiu penerbitan, kewajiban, PB UMKU,
parameter, dan kewenangan bagi PB setlap scktor
schagaimana dimaksud pada avat (3} huruf a tercantum
dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Nomenklatur PB UMKLU, persvaratan, jangka waktu
penerbitan, kewajiban, masa berlaku, parameter, dan
kewenangan bagi PB UMKU setiap sektor scbapgaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dar1 Peraturan Pemerintah ini.

Metode analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(3] huruf ¢ tercantum dalam Lampiran Il vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemenntah ini.

Standar kegiatan usaha dan/alau standar produk/jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurul d dan
mekanisme penerbitannya diatur dengan peraturan
menteri/kepala lembaga.

Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa
serta mekarisme penerbitannya sebagaimana dimaksud
pada avat (7} menjadi pedoman bagi
kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator
KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB.

Peraturan  menteri/kepala lembaga  sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) mengacu pada pedoman
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan
Pemerintah ini.

PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
memiliki  masa berlaku sepanjang Pclaku Usaha
melakukan kepiatan usaha.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
dikecualikan atas PB vang diberikan dalam rangka:

a. pelaksanaan ketentuan/perjanjian internasional,
b. pemanfaatan sumber daya alam;

c. perdagangan bahan berbahaya danj/atau beracun;
dan/atau

d. perdagangan . ..
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d. perdagangan barang atau bahan yang dibatasi
peredarannya,

vang masa berlakunya diatur dalam Undang-Undang,
Pcraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden.

Pcraturan menteri/kepala lembaga  sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) ditetapkan setelah berkoordinasi
dengan menteri yang menyeclenggarakan sinkronisasi dan
koordinast serta pengendalian pelaksanaan urusan
kemenierian dalam penyelenggaraan pemerintahan di
bidang perckonomian.

Pasal &

Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator
KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB dilarang
menerbitkan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU di luar
vang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Persyaralan dasar, PB, dan PB UMKU pada masing-
masing sektor dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh
mernteri/kepala lembaga, gubernur, bupatifwali kota,
kepala Administrator KEK, atau kepala Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-
Mmasing.

Pasal 7

Untuk melakukan kegialan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:

a. memulai usaha: dan

b. menjalankan usaha.

(1)

Pasal 8

Tahapan memulai usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a meliputi:

a. subtahapan pemenuhan legalitas usaha;

b. subtahapan pemenuhan persyaralan dasar berupa
KKPR, dan PL untuk usaha dan/atau kegiatan vang
tidak wajib Amndal atau UKL-UPL; dan

c. subtahapan perolechan PB atau pengajuan PB
berdasarkan kegiatan usaha.

{2) Subtahapan ...
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Subtahapan pemenuhan legalitas usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf a bagi yang berbentuk
badan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang badan usaha.

Subtahapan pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf b berupa:

a. KKPR berupa KKPR di darat atau KKPRL untuk lokasi
usaha vang berada di laut; dan

b. PL berupa SPPL bagi usaha dan/alau kegiatan vang
tidak wajib» Amdal atau UKL-UPL.

Setelah melakukan subtahapan pemenuhan legalitas
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
subtahapan pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3], Pelaitu Usaha menvampaikan
permohonan perolehan atau pengajuan PB berdasarkan
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c.

Pasal 9

Setelah memenuhi tahapan memulal usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Pelaku Usaha memenuhi
tahapan menjalankan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b.

Tahapan menjalankan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) meliputi:

a. subtahapan persiapan; dan

b. sublahapan operasional dan/atan komersial.

Pasal 10

Subtahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2} hurul 4 terdiri atas kegiatan:

a. pengadaan tanah;

b. pemenuhan persyaratan dasar berupa PL bagi usaha
dan kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dan
PBG bagi Pelaku Usaha yang akan melakukan
pembangunan Bangunan Gedung;

¢. pembangunan Bangunan Gedung;
pengadaan peralatan alau sarana;
€. pengadaan sumber daya manusia;

f. pemenuhan . . .
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f. pemenuhan standar usaha; dan/atau
g. pemenuhan persvaratan PB.

Subtahapan operasional dan/atau komersial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas
kegiatan:

a. produks] barang dan/atau jasa;
b. logistik dan distribusi barang dan/atau jasa;
c. pemasaran barang dan/atau jasa; dan/atau

d. kegiatan lain dalam rangka operasional dan/atau
komersial.

Pasal 11

Kegiatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) hurul a termasuk pembersihan atau
pembukaan lahan.

Kegiatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan pemenuhan
PL bagi usaha dan kegiatan yang wajib Amdal atau UKIL-
UPL dan PBG bagl Pelaku Usaha yang akan melakukan
pembangunan Bangunan Gedung.

Jika akan melakukan pembangunan Bangunan
(tcdung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf ¢, Pelaku Usaha wajib memiliki persyaratan dasar
dalam bentuk PL dan PBG sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Untuk kegiatan usaha vang mempunyal tingkat Risiko
rendah atau menengah rendah, setelab memperoleh PB,
Pelalktu Usaha melakukan kegiatan operasional dan/fatan
komersial.

Untuk kegiatan usaha yvang mempunyal tingkat Risiko
menengah tinggl atau tinggi, setelah diterbitkan PB,
Pelaltu Usaha dapat melakukan kegiatan operasional
dan/atau komersial.

Jika untuk melakukan kegiatan operasional danfatau
komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat
(3) dipersyaratkan PB UMKU, Pelaku Usaha wajib memiliki
PB UMKU.

BAB . ..
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BABII
PERSYARATAN DASAR

Bagian Kcsatu

Umum

Pasal 12
Persyaratan dasar scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) meliputi:
a. KKPR;
b. PL; dan
¢. PBG dan SLF,

Penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan scsuai dengan lokasi kegiatan
usaha.

Pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dilakukan oleh:

a. Lembaga OS5;

b. Lembaga O35S atas nama menteri/kepala lembaga;
c. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur; dan
d

kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama
bupati/wali kota,

sesual dengan kewenangan masing-masing.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
avat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d untuk penerbitan
persyaratan dasar:

a. dalam hal keglatan usaha dilakukan pada wilayah
KEK, Lkewenangan penerbitan persyaratan dasar
dilakukan oleh Administrator KEK sesuai dengan
ketentuan peraluran perundang-undangan di bidang
kawasan ekonomi khusus; atau

b. dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah
KPBPB, kewenangan penerbitan persyaratan dasar
dilakukan oleh kepala Badan Pengusahaan KPBPB
sesUal  denpan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan
pelabuhan bebas.

(5) Penerbitan . . .
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{3] Penerbitan persyaratan dasar untuk provek strategis
nasiwonal dilakukan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang provek strategis nasional,
penvelenggaraan penalaan ruang, kelautan, wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil, Bangunan Gedung, seria
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 13

Dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada suatu Bangunan
Gedung atau komplek perdagangan/jasa vang dipakai bersama
dan pengelolanya telah memiliki KKPR, PL, PBG, dan /atan SLF,
Pelaku Usaha perdagangan/jasa tidak perlu memenuhi
persyaratan dasar dan dapat langsung melanjutkan ke tahap
permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui Sistem 0SS,

Pasal 14

Sistern OS8 melaksanakan pemeriksaan lokasi usaha vang
diajukan oleh Pelaku Usaha terdiri atas:

4. darat; danfatau

b. laut.

Bagan Kedua
Pemenksaan Lokas: Usaha di Darat

Pasal 13

{1) Pelaksanaan pemeriksaan lokasi wusaha di  darat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan
melalui KKPR.

{2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat {1)] melipudi:
a. konfirmasi KKPR; atau

b. persetujuan KKPR.

Pa=al 16

EKPR untuk kegiatan usaha yang bersifat strategis nasional
dilakukan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang tata ruang.

Pasal . . .
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Pasal 17

Koniirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2] hurif a diberikan berdasarkan kesesualan
rcncana lokasi Kegiatan pernanfaatan ruang dengan RDTR
vang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.

Persetujuan terhadap permchonan konfirmasi KKPR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara
otomatis oleh kepala Lembaga O88 melaluil Sistem O385.

Penolakan terhadap permohonan konfirmasi KKPR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
otomatis.

Pasal 18

Persctujuan KKPR sebagaimana dirmnaksud dalam Pasal 15
ayat (2) huruf b diberikan dalam hal RDTR belum Lersedia.

Persetnjuan KKPR schbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilalukan dengan tahapan:

a. pendaftaran;

b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan
ruang;

c. penilaian dekumen usulan kegiatan pemaniaatan
ruang; dan

d. penerbitan persetujuan KKPE.

Pasal 19

Pendaltaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (2) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha dengan
melengkapi dokumcen usulan kegiatan pernanfaatan ruang
yvang lerdin atas:

koordinat lokasi;

kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
informasi penguasaan tanah;

informasi jenis kegiatan;

rencana jumlah lantai bangunan;

rencana luas lantai bangunan; dan

AR N N I

rencana teknis bangunan dan/fatau rencana induk
kawasan.

(2) Setlelah . . .
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Setelah dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima lengkap,
Sistern O8SS menerbitkan surat perintah setor PNBP
pertama sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP dalam jangka
waktu paling lama 7 (fujuh) hari kalender sejak diterbitkan
surat perintah setor PNBP pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Apabhila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
{3} terlampaui:

&. surat perintah setor PNBP pertama scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) menjadi tidak berlaku; dan

b. Sistern OS88 menerbilkan surat perintah setor PNBP
kedua.

Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP dalam jangka
waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan
sural perintah setor PNBP kedua sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b,

Apabila jangks waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
{5) terlampauni, surat perintah selor PNBP kedua menjadi
tidak berlaicu dan permohanan perseiwyuan KKPR
dianggap ditank kembali.

Dalam hal permohonan persetujuan KKPR dianggap
ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada avat (6),
Pelallu Usaha dapal mengajukan kembali permohonan
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

Pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
huruf b dilakukan untuk memeriksa kebenaran dokumen
usulan kegiatan pemanfaatan ruang.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 3 (lima] Hari sejak pembayaran
PNBP terpenuhi.

(3} Jika . . .
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Jika berdasarkan thasil pemenksaan sebaguaimana
dimaksud pada ayat (1) dokumen usulan kegiatan
pemanlaatan ruang dinyvatakan benar, permohonan
dilanjutkan ke tahapan penilaian dokumen usulan
kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c.

Pasal 21

Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang
sebagaimana dimalksud dalam Pasal 18 avat (2) hurul ¢
dilakukan melalui kajian atas dokumen usulan kegiatan
pemanfaatan ruang dengan menggunakan asas berjenjang
dan komplementer berdasarkan:

4. RTER wilayah kabupaten/kota;

L. RTR wilayah provinsi;

c. RTR kawasan stralegis nasional;
d. RTR pulau/kepulauan; dan/atau
¢. RTR wilayah nasional.

Penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada avat (1)
termasuk pertimbangan teknis pertanahan.

Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada avat (1} dan ayat (2)
dilakukan paling lama 20 (dua puluh) Har sejak dokumen
usulan keglatan pemanfaatan ruang dinyatakan benar,

Pagal 22

Jika hasil penilaian serta dokumen usulan kegiatan
pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Pasal 21
ayat (1} dan ayat (2}, persetujuan KKPR diterbitkan dan
diberitahukan kepada Pelaku Usaha melalui Sistermn OSS.

Jika hasil penilaian deokumen usulan kegiatan
pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Pasad
21 ayal (1) dan avat (2}, permohonan persctujuan KKPR
ditolak  disertai dengan alasan  penolakan  dan
diberitahukan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

{3) Apabila . ..
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Apabila pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tidak tercakup dalam
hasil penilaian dalam jangka waklu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), persetujuan KKPR
diterbitlkkan tanpa pertimbangan tcknis pertanahan.

Pasal 23

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat {2) huruf b dokumen
usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan tidak
benar, dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang
dikembalikan kepada Pelaku Usaha disertar dengan
catatan perbaikan dan diberitahukan melalui Sistem QS5.

Pelaku Usaha menvampaikan perbaikan dokumen usulan
paling lama 5 {lima) Harl sejak pengembalian dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} melalui Sistem OSS.
Berdasarkan penyampaian perbaikan dokumen usulan
scbagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
pemeriksaan ulang atas dokumen usulan kegiatan
pemanfaatan ruang paling lama 3 [tiga) Harl sejak
perbaikan dokumen usulan diterima.

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] dokumen usulan kegiatan
pemanfaatan riang dinyatakkan ldak benar, dokumen
usulan kegiatan pemanfaatan ruang dikembalikan kepada
Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan dan
diberitahukan melalui Sistem 058,

Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan kedua dokumen
usitlan paling lama 5 (lima] Hari seciak pcngembalian
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui
Sistem 088,

Berdasarkan penyampaian perbaikan kedua dokumen
usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9], dilakukan
pemeriksaan ulang kedua atas dekumen usulan kegiatan
pecmanfaatan ruang paling lama 2 [dua]l Han sejak
perbaikan dokumen usulan diterima.

Apamlla Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan
dalam jangka wakiu yang ditentukan sebagaimana
dimaksud pada ayvat {2) atau ayat {3} atau berdasarkan
hasil pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan
riang sebagaimana dimaksud pada avat (6) dokumen
usulan dinyatakan tidak benar, permohonan persetujuan
KKPR ditolak disertai dengan alasan pcnolakan dan
diberitahukan kepada Pelaku Usaha melalul Sistem OS3S.

(8) Berdasarkan . . .
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Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] atau ayvat (6} dokumen usulan kegiatan
pemanfaatan ruang dinyatakan benar, permohonan
dilanjutkan ke tahapan penilaian dokumen usulan
kegiatan pemanfaalan ruang.

Pasal 24

Ketentuan mengenai:

a.

b.

penilaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21; dan

penerbitan persetujuan KKPR sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 22,

berlaku sccara muatatis muitandis terhadap penilaian dokumen
dan penerbitan persetujuan KKPR hasil perbaikan dokumen
usulan kegiatan pemanfaatan ruang.

(1]

(2)

(3)

(4)

(5}

Pasal 23

Dalam hal kegiatan usaha yvang seluruh lokasi usahanya
berada di dalam delineasi RDTR yang belum terintegrasi
dengan sistem OS85, penerbitan persetujuan KKPR
dilakukan melaiui kajian berdasarkan RTR scbagaimana
dimalksud dalam Pasal 21 ayat {1).

Penilaian dekumen untuk persetujuan KKPR sebagaimana
dimaksud pada aval (1) dilakukan dengan
mempertimbangkan RDTR,

Penerbitan persctujuan KKPR sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan tanpa mclalui pertimbangan
teknis pertanahan.

Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan tahapan sebagal benkut:

a. pendaftaran;

b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanlaatan
ruang;

¢. penilaian dokumen wusulan kegiatan pemanfaatan
ruanyg; dan

d. penerbitan perselujuan KKPR.
Ketentuan mengenai;

a. pendaftaran persetujuan KKPR schagaimana
dimaksud dalam Pasal 19; dan

b. pemeriksaan . . .
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b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan
Pasal 23,

berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan
pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan
ruang sebagaimana dimaksud pada ayat {4) huruf b.

(6) Penilaian dekumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4} huruf ¢ dilakukan
paling lama 20 (dua puluh) Hari.

{7} Jika berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan
ruang telah sesuai dengan RTR sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), persetujuan KKPR diterbitkan dan
diberitahukan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem (OS85,

(8) Jika berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (6} dokumen usulan kegiatan pemanfaatan
ruang tidak sesuai dengan RTR sebagaimana dimmaksud
pada ayal (1), persetujuan KKPR dinyatakan ditolak
discrtai dengan alasan penolakan dan diberitahukan
kepada Pclaku Usaha melalui Sistern OSS.

Pasal 26

Menteri/kepala badan yang mcenyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas
pemerintahan  di  bidang pertanahan, gubernur, dan
bupati/wali kota sesual dengan kewenangan masing-masing
melakukan  pemeriksaan  dokumen  usulan  kegiatan
pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
dan Pasal 23 ayat (3) atau ayat (6] serta Pasal 25 avat (3) huruf
b, penilaan dekumen usulan kegiatan pemanflaatan ruang
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 24 huruf a
serta Pasal 25 ayat (6], dan pertimbangan teknis pertanahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

Pazal 27

(1) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) bhurul b dapat diterbitkan tanpa dilakukan
penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang
uniuk kondisi tertentu.

{2} Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
meliputi:

a. lokasi . ..
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lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi KEK
atau kawasan industri vang poligon koordinat
lokasinya telah terdaftar dalam Sistem OS8 dan
terdapal bukti bahwa Pelaku Usaha dapat melakukan
kegiatan usaha di KEK atau kawasan industri;

lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di kawasan
vang dikclola oleh oforita atau badan penyelenggara
pengembangan suatu kawasan yang poligon koordinat
lokasinya telah terdaftar dalam Sistem (55 dan
terdapal bukll bahwa Pelaku Usaha dapat melakukan
kegiatan usaha di kawasan tersebul,;

lokasi usaha dan/atau keglatan berada pada tanah
yvang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah
mendapatkan KKPR dan dialihkan kepada Pelaku
Usaha yang baru dengan KBLI dan jenis kegiatan
usaha yang sama, serta luasan yang sama;

lokasi usaha dan/atau kegiatan berada pada tanah
vang sudah dikuasai scluruhnya ocleh Pelaku Usaha
lain vang telah mendapatkan KKPR dan disewakan
atau pinjam pakai kepada Pelaku Usaha dengan KBLI
dan jenis kegiatan usaha yang sama, serta luasan yvang
sAma;

lockasi usaha dan/atau kegiatan terkait hulu minyak
dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;

lokasi usaha danjfatau kegiatan diperlukan untuk
perluasan usaha yang sudah berjalan dan terintegrasi,
dengan luasan vang lebih kecil dari luasan eksisting,
letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha
eksisting, dan pada pola ruang yvang sama; dan/atau

lokas1 usaha dan/atau kegiatan diperlukan untuk
pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan
rendah dengan luasan tidak lebih dari 5 (lima) heklare
dan sesuai dengan RTE.

Persetujuan KKPR untuk kondisi tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) dilakukan dengan tahapan sebagai
berikut:

a.
b.

pendaftaran;

pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pernanfaalan
ruang; dan

penerbitan persetujuan KKPR.
(4) Sistem . . .
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Sistem 088 mengalirkan permohonan persetujuan KKPR
untuk kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} kepada menteri/kepala badan yang menvelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang
serta tugas pemerintahan  di  bidang pertanahan,
gubernur, bupati, atau wali kota scsuai dengan
kewenangan masing-masing.

Pasal 28

Ketentuan pendaftaran persctujuan KKPR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berlaku sccara mutatis
mutandis terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayvat (3} huruf a,

Sclain  dokumen pendaflaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) diperlukan juga kelengkapan
dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang lainnya
untuk kondisi tlertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat {2}

Pasal 29

Pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3]
huruf b dilakukan untuk memeriksa kebenaran dokumen
usulan kegiatan pemanfaatan ruang.

Pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan
ruang scbagaimana dimaksud pada aval (1} dilakukan
paling lama 5 {lima)} Hari sejak diterimanya pendaftaran
scbagaimana dimaksud dalum Pasal 28 ayat (1).

Berdasarkan hasil pemenksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat {2] dokumen usulan kegiatan pemanfaatan
ruang dinyvatakan benar, permohonan dilanjutkan ke
tahapan penerbitan persetujuan KKPR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat {3] hurul ¢.

Jika berdasarkan hasil pemerksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} dokumen usulan kegiatan
pemanfaatan ruang dinyatakan tidak benar, permohonan
persetujuan KKPR dinyvatakan ditolak disertai dengan
alasan penclakan dan diberitahukan kepada Pelaku
Usaha melalui Sistemn 088,

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh kepala Lembaga 08S5.

Pasal . . .
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Pasal 30

Apabila lokasi usaha dan/alau keglatan berada di
kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 avat (2)
huruf a dan tclah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemernintah Daerah sesual dengan kewenangan masing-
masing, pengelola kawasan menvampaikan rencana induk
kawasan kepada kepala Lembaga OS8.

Kepala Lembaga O88 memasukkan rencana induk
kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam
Sistem OS85 sebagal dasar penerbitan KKPR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat {1).

Pasal 31

Penerbitan perselujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (3] huruf ¢ dilakukan oleh kepala Lembaga OS55
melalui Sistern 088,

Pasal 32

Jika Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan Risiko usaha
rendah, KKPR atas lokasi usaha diterbitkan melalui Sistem
088 berupa pernyataan mandiri dan Pelaku Usaha.

(1)

(2)

(3)

Pasal 33

Dalam hal pernyvalaan mandiri dari Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 telah diterbitkan,
Bistem 0858 mengalirkan data pernyataan mandici kepada
menteri/kepala badan wvang menvelenggarakan urusan
pemerinlahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas
pemerintahan di bidang pertanahan, gubernur, bupati,
atau wali kota sesuai dengan lokasi penerbitan KKPR.

Menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urnisan
pemerintahan di bidang agrana dan tata ruang serta tugas
pemerintahan di bidang pertanahan, gubernur, bupaldi,
atau wali kola sesual dengan kewenangan masing-masing
melakukan penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang
dengan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana termuat
dalam pernyataan mandiri dengan RTR dalam jangka
waktu paling lama 10 (scpuluh) Hari,

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana
dimaksud pada aval (2) ditemukan ketidaksesuaian antara
usaha dan/fatau kegiatan dengan RTR, menteri/kepala
badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang agrana dan tata ruang serta tugas pemerintahan di
bidang pertanahan, gubernur, bupati, atau wali kota:

a. menyampalkan. . .
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a. menyampaikan surat keterangan ketidaksesuaian RTR
melalul Sistem O35; dan

b. melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha.

Bagian Ketiga

Persetujuan Kesesualan Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Pulau-Pulau Kecil
dengan Luas di Bawah Seratus Kilometer Persegi

SK No 251870 A

(1)

(2)

{4

(1)

Pasal 34

Apabila telah tersedia RDTR yvang telah terintegrasi dengan
Sistemn OS85, ketentuan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis untuk
penerbitan konfirmasi KKPR di pulau-pulau kecil dengan
luas di bawah 100 km? (seratus Kilomeler persegi).

Apabila RTR selain RDTR telah tersedia dan telah memuat
pengaturan zonasi terkait pemanfaatan raang di pulau-
pulau kecil dengan luas di bawah 100 km< (seratus
kilometer persegi), kelenluan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 25 berlaku secara
mutalis mutandis untuk penerbitan persetujuan KKPR di
pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km? (seratus
kilometer persegi).

RTR wyang telah memuat pengaturan =zonasi terkait
pemanfaatan ruang sebagaimana dirmnaksud pada ayat {2)
harus memenuhi standar teknis pecmanfaatan ruang yang
ditelapkan oleh menten yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Ketenluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), avat (2],
dan ayat (3) berlaku secara mutatis mulandis terhadap
pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil dengan luas 0
(nol) sampail dengan 2.000 km? (dua ribu kilometer persegi)
oleh Penanaman Modal Asing dalam bentuk perseroan
terbatas.

Pasal 35
Apabila:
a. belum tersedia RDTR,;

b. telah tersedia RDTR namun belum terintegrasi dengan
Sistem (85;

c. RTR belum memuat pengaturan zonasi terkail
pemanlaatan ruang di pulau-pulau kecil dengan luas
di bawah 100 km? {seratus kilometer persegi); atau

d. tidak. ..
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d. udak termasuk dalam kondisi tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27,

penerbitan persetuyjuan KKPR di pulau-pulau  kecil
dengan luas di bawah 100 km? (seratus kilometer persegi)
wajib  terlebih dahulu  memperoleh  rekomendasi
pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100
km? (seratus kilomeler persegi) dari menteri vyang
menyelenggarakan urusan pererintahan di bidang
kelautan dan perikanan.

Rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas
di bawah 100 km? {seratus kilometer persegi) sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1) diberikan berdasarkan penilaian
secara administrasi dan teknis paling lama 14 (cmpat
belas) Hari sejak dokumen usulan kegiatan pemanfaatan
ruang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayal (1)
diterima secara lengkap.

Apabila berdasarkan pcnilaian administrasi dan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] permohonan yang
diajukcan oleh Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan
maka pecrmohonan rekomendasi  dinvatakan  dilolak
disertal dengan alasan penoclakan.

Apabila permohonan rckomendasi dinyatakan ditolak
scbagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan
persetuyjuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di
bawah 100 km?2 (scratus kilometer persegi) dinvatakan
ditolal disertai dengan alasan pcnoilakan.

Apabila berdasarkan penilaian administrasi dan teknis
sebagaimana dimaksud pada avat (2] permohonan yang
diajukan oleh Pelaku Usaha memenuhi persyaratan maka
rekomendasi dileritkan.

Apabila rekomendasi diterbitkan sebagaimana dimaksud
pada avat (5], Sistemn 088 menerbitkan:

a. sural perintah setor PNBP secara otomatis untuk
pembayvaran pelayanan penerbitan rekomendasi; dan

b. surat perintah setor PNBP secara otomatis untuk
pembayaran pelayanan permchonan persetujuan
KKPR,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dl bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP schagaimana
dimaksud pada ayal [6) dalam jangka waktu paling lama 7
ftujuh) hari kalender scjak diterbitkan surat perintah setor
PNBP.

(8] Apabila . . .
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Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) terlampaui, surat perintah setor PNBP menjadi tidak
berlaku serta:

a. rekomendasi dinyatakan tidak berlaku; dan

b. permohonan persctujuan KKPR dinyatakan ditarik
kembali.

Pemeriksaan dan penilaian dolumen usulan kegiatan
pemanfaatan ruang dalam rangka penerbitan KKPR
dilakukan setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran
FNEP.

Ketentuan pemeriksaan dan penilaian dolkumen usulan
kegiatan pemanfaatan ruang serta penerbitan persetujuan
KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai
dengan Pasal 25 berlalu secara mutatis mutandis untuk
penerbitan persetujuan KKPR di pulau-pulanu kecil dengan
luas di bawah 100 km? (seratus kilometer persegi).

Pasal 36

Apabila rekomendasi tidak dilerbitkan dalam jangka
waktu scbagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat {2,
proses persetujuan KKPR dilanjutkan tanpa rekomendasi
pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100
km? (seratus kilometer perseg).

Kctentuan mengenai persetujuan KKPR  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlalou secara mutatis mutandis
lerhadap pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil dengan
hias O (nol) sampai dengan 2.000 km? (dua nbu kilometer
persegi}) oleh Penanaman Modal Asing dalam bentuk
perseroan terbatas.

Bagian Keempal
Persefujuan Kawasan Hutan
Paragral 1
Umum

Pasal 37

Dalam hal kegiatan usaha yang berlokasi di kawasan
hutan, pelaksanaan pemcriksaan lokasi usaha di kawasan
hutan dilakukan melalu:

a. persetujuan penggunaan kawasan hutan;
b, persetujuan komitmen pemanlaatan hutan;

C. persetyjuan . . .
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c. perselujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di
kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan
tarman buru; dan

d. persetujuan pelepasan kawasan hutan.

Kewenangan  penerbilan persetujuan  sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} dilaksanakan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
kehutanan.

Dalam hal kegiatan usaha dilakukan di wilavah KPBPB,
kewenangan penerbitan perselujuan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Badan
Pengusahaan KPBPB scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan
bebas dan pelabuhan bebas.

Paragraf 2

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

(1}

Pasal 38

Perselujuan penggunasn kawasan hutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf 2 diberikan untuk

kegiatan usaha vang:

a. dilaksanakan dalam rangka Kegiatan usaha di luar
seletor kehutanan; dan

b. berada di dalam kawasan hutan produksi atau
kawasan hutan lindung.

Perselujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. pendaftaran;

b. penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan;
dan

c. penelashan dan penerbitan persetujuan penggunaan
kawasan hutan,

Pasal 39

Pendafiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2)
huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OS8S
dengan melengkapi persyaratan:

a.
b.

administrasi; dan
teknis.
Pasal . | .
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Pasal 40

Jika persyvaralan pendaftaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 lelah lengkap, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di | bidang
kehutanan melakukan penclaahan kesesualan dokumen
dan persyaratan paling lama 5 (lima) Hari scjak
ditenimanya  permchonan  persetujuan  penggunaan
kawasan hulan.

Dalam hal berdasarkan penelaahan kesesualan dokumen
dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dokumen permohonan perschgjuan pengounaan kawasan
hutan masih perlu diperbaiki, permohonan persetujuan
penggunaan kawasan hutan disampaikan kembali kepada
Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan melalu
Sistem 58,

Pelaku Usaha melakukan perbaikan permochonan
persctujuan penggunaan kawasan hutan dalam jangka
waklu paling lama 3 (lima) Hari sejak diterimanya catatan
perbaikan sebagaimana dimaksud pada aval (2).

Menieri yang menvelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kehutanan melakukan penelaahan ulang
kesesuaian dokumen dan persyvaratan paling lama 3 {tiga)
Hanm  sejak  diterimanya  perbaikan  persetujuan
penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat {3].

Apabila berdasarkan hasil penelaahan ulang kesesuaian
dokumen dan persvaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) doltumen permohconan persetujuan penggunaan
kawasan hutan dinyatakan masih perlu diperbaiki,
doloumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan
hutan dikembalikan kepada Pelaku Usaha disertal dengan
catatan perbaikan dan diberitahukan melalui Sistem OSS.

Pclaku Usaha melakukan perbaikan kembali dokumen
permeohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan
dalam jangka waktu paling lama 3 {uga) Han sejak
diterimanya catatan perbaikan scbagaimana dimaksud
pada ayal (3.

Menten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kchutanan melakukan penelaahan ulang
kesesuaian dokumen dan persyaratan paling lama 2 [dua)
Hari sejak diterimanya perbailkan kembali persetujuan
pengegunaan kawasan hutan schagaimana dimaksud pada
ayat (6).

(8) Dalam . . .
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Dalam hal berdasarkan penelaahan kescsuaian dolkumen
dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
atau penelaahan ulang dokumen dan persyvaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayal (7],
dokumen permohonan persctujuan penggunaan kawasan
hutan dinyatakan telah memenuhi kesesuaian dokumen
dan persvaratan, permchonan dilanjutkan ke tahapan
penelaahan dan penerbilan persetujuan penggunaan
kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (2) huruf c.

Dalam hal berdasarkan penelaahan kesesuaian dokumen
dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat {7)
dokumen permohonan persctujuan penggunaan kawasan
hutan dinyatakan tidak memenuhi kesesuaian dokumen
dan persyaratan, permohonan dilolak disertal dengan
alasan penolakan melalui Sistem O88 dan diberitahukan
kepada Pelaku Usaha melalui Sistem O88.

Pasal 41

Penelaahan dan penerbitan persetujuan penggunaan
kawasan hutan sebapaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (2} huruf ¢ dilakukan paling lama 47 (empat puluh
tujuh) Hari sejak dockumen permohonan persetujuan
penggunaan kawasan hutan dinyatakan telah memenuhi
kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (8) oleh kementerian vang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di  bidang
kehutanan.

Dalam hal berdasarkan penelaahan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1] permchonan tidak memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kehutanan, mentern yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di  bidang kehutanan menyampaikan
notifikasi pcnolakan permahonan perselilplan
penggunaan kawasan hutan disertal alasan penclakan ke
Sistern 088,

Dalam hal berdasarkan penelaahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) permohonan memenuhi kelentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan,
menter: yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kchutanan menyampaikan noulikasi berupa
keputusan persetujuan penggunaan kawasan hutan dan
peta lampiran ke Sistem OSS8.

Pasal . . .
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Pasal 42

Kelenluan lebih largul menpgenal tata cara  perselujuan
penggunaan  kawasan  hutan  diatur  dalam  peraturan
perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragrat 3

Persetujuan Komitmen Pemanfaatan Hutan

Pasal 43

(1} Persetuyjuan komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayvat (1) huruf b diberikan untuk
kegiatan usaha pemanfaatan hutan pada kawasan hutan
lindung dan hutan produksi.

(2} Persetujuan komilmen pemanfaatan hutan dibenkan pada
arcal kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang
belum digunakan oleh Pelaku Usaha lain mengacu pada
peta arahan pemanfaatan hutan yvang ditetapkan oleh
menteri yang menvelenggarakan urusan pemerintahan <i
bidang kehutanan.

[3) Persetujuan komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. pendaftaran;

b. verifikasi administrasi;
c. telaghan teknis; dan
d

. penerbitan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan.

Pasal 44

(1} Pendaftaran  permochonan persctujuan komitmen
pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (3) hurnuf a digyukan melalu Sisterm 088
vang  dilengkap dengan dokumen  persyaratan
permohonan yang melipur:

a. pernyataan komitmen; dan
b. persyaratan teknis,

(2) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf a meliputi:

a. pembuatan berita acara hasil pembuatan koordinat
geografis batas areal vang dimohon;

b. penvusunan . . .
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b. penyusunan dokumen lingkungan; dan
¢. pelunasan iuran PB pemanfaatan hutan.

Persyaratan teknmis sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
huruf b meliputi:

a. surat permohonan;

b. peta permohonan dan disertai dengan berkas digital
dalam [ormat shape file {shpj;

¢. proposal teknis;

d. pakta integritas; dan

c. pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis dan peta
pertimbangan teknis dari gubernur kepada menteri

yang menyelenggarakan wurusan pemerintahan di
bidang kehutanan.

Dalam hai pertimbangan leknis atau rekomendasi teknis
dari gubernur scbagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
¢ tidak diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10
sepuluh} Han sejak diterima permohonan, Lembaga G35
MCMProscs permohonan persetujuan kormitmen
pemanfaatan hutan.

Kctentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran permohonan
persetujuan komitmen pemanfaatan hutan, pernyataan
komitmen, dan persvaratan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) sampal dengan ayat (3) diatur dalam
peraturan menteri yang menyelengrarakan urusan
pemerintahan di bidang kehutanan.

Pazal 45

Menten yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kebhutanan melakukan wvenlikasi administrasi
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 43 aval (3) hurul b
paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya permohonan

persetuyjuan komitmen pemanfaatan hutan melalui Sistem
55,

Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada

aval (1) berupa:

a, permohonan tidak memenuhi kelengkapan
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; atall

b. permohonan lelah memenuhi kelengkapan
persyaratan scsuai dengan Ketentuan peraiuran
perundang-undangar.

Pasal . ..
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Pasal 46

Apabila permohonan tidak memenuhi kelengkapan
persyaratan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat {2} huruf a, permohonan perselujuan
komitmen pemanfaatan hutan dinyatakan ditolak disertai
dengan alasan penolakan.

Apabila permohonan dinyalakan telah memenuhi
kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (2] huruf b, menter] yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kchutanan melakukan
telaahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (3] huruf c paling lama 25 [dua puluh lima) Hari.

Berdasarkan hasil telaghan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] dokumen dinvatakan telah memenuhi
persyaratan, permohonan persetujuan komitmen
pemanfaatan hutan dilanjutkan ke tahapan penerbitan
persetujuan komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 43 ayat (3] huruf d.

Pasal 47

Apabila berdasarkan telaahan teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 avat (2] dokumen permohonan
persetujuan komitmen pemanfaatan hutan masih perlu
diperbaiki, permohonan persetujuan komitmen
pemanfaatan huilan disampaikan kembali kepada Pelaku
Usaha disertal dengan catatan perbaikan melalui Sistem
O8S,

Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dengan
jangka waktu masing-masing paling lama 10 (sepuluh)
Harl scjak permochonan disampaikan kembali kecpada
Pelaku Usaha.

Apabila Pelaku Usaha tidak mcnyampaikan perbaikan
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
atau berdasarkan hasil telaahan teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 avat {2) permohonan dinvatakan
tidak memenuhi persyaratan, permohonan persctujuan
komitmen pemanfaatan hutan dilelak disertai dengan
alasan penoclakan melalul Sistermn 088,

{4) Penolakan . . .
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4] Penolakan persetuyuan komitmen pemanfaatan hutan
diberitahukan oleh menteri vang menyelengearakan
urusan pemerintahan di bidang kchutanan paling lama
S (lima) Hari sejak Pelaku Usaha tidak menyampaikan
perbalkan atau dokumen dinyvatakan tidak memenuhi
persyaratan sebagaimand dimaksud pada ayat (3).

Pasal 48

Penerbitan persctujuan  komitmen pemanlaatan hutan
dilakukan o¢leh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kehutanan paling lama 5 (lima) Hari
scjak dokumen dinyatakan telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran,
veriflikasi administrasi, dan penerbitan persetujuan komitmen
pemanfaatan hutan diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 4

Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Suaka Alam,

SK No 251861 A

Kawasan Peleslarian Alam, dan Taman Buru

Pasal 30

(1} Persetuyjuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di
kawasan suaka alam, kawasan pelesltarian alam, dan
taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1) huruf ¢ diberikan untuk kegiatan pemanfaatan
jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan
pelestarian alam, dan taman buru sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2] Persetujuan pnnsip pemanfaatan jasa lingkungan di
kawasan suaka alam, kawasan pelestanian alam, dan
taman buru secbagaimana dimaksud pada aval (1)
dilakukan dengan tahapan:

a. pendallaran;
b. wveriiikasi; dan
c. penerbitan . . .
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penerbitan  persetujuan prinsip pemanfaatan jasa
lingkungan di  kawasan suaka alam, kawasan
pelestarian alam, dan taman buru.

Pasal 51

Pendaftaran permohonan persetujuan prinsip
pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam,
kawasan pelestarian alam, dan taman buru scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a diajukan melalui
Sistem 088 yang dilengkapi dengan dokurnen persyvaratan
permchonan yang meliputi:

a.

b.

C.
d.

rencana kegiatan usaha;

pertimbangan teknis dari mernteri vang
menyclenggarakan urusan pemeriniahan di bidang
kehutanan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangan masing-masing;

peta usulan areal usaha; dan

pakta integritas.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
permohonan Pelaku Usaha dilengkapi dengan:

a.

pertimbangan teknis dari kepala dinas provinsi atau
kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangan yang membidangi sumber dava air, dalam
hal PB yang dimohonkan merupakan PB pemanfaatan
jasa lingkungan air;

pertimbangan teknis dari kepala dinas provinsi atau
kepala dinas kabupalen/kota sesuai  dengan
kewenangan yang membidangi ketenagalistrikan,
dalam hal PB yang dimohonkan merupakan PB
pemanfaatan jasa lingkungan energi air;

pertimbangan tekmis dar kepala dinas provinsi atau
kepala dinas kabupatenj/kota sesuai  dengan
kewenangan yang membidangi kepariwisataan, dalam
hal PB yvang dimohonkan merupakan PB pengusahaan
sarana Jasa lingkungan wisata alam dan PB
pengusahaan taman bury; dan/atau

surat  keterangan  keahlian/pernah  mengikuti
pelatihan pemandu wisata alam bagt pemohon PB
pernyediaan jasa wisata alam pemandu wisata alam.

{3) Untuk . . .
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Untuk PB penvediaan jasa wisata alam, dokumen
persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ tidak menjadi persyaratan.

Pasal 52

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kehutanan melakukan verifikasi (erhadap
permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa
lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian
alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (2) huruf b paling lama 15 {lima hbelas) Hari
scjak ditenmanya permochonan persetujuan prinsip
pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam,
kawasan pelestarian alam, dan taman buru di Sistem OS5,

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada avat {1) dilakukan
dengan hasil berupa:

4. penolakan;
b. perbaikan; dan
c. persetujuan.

Kriteria verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
terdiri atas:

a. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksnd
dalam Pasal 51 ayal (1); dan

b. pemenuhan ketentuan teknis.

Penclakan scbagaimana dimaksud pada avatl (2} huruf a,
dalam hal:

a. permohonan lidak memenuhi kelengkapan
persyaratan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 51
avat (1) dan tidak memenuhi ketentian teknis
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; atan

b. permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 51 avat {1} dan
tidak memenuhi ketentuan tcknis sebagaimana
dimaksud pada avat {3] huruf b.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf ¢,
dalam hal:

a. permohonan . . .
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a. permchonan memenuhi kelengkapan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); dan

b, permohonan mementuhi ketentuan teknis
sebagaimana dimaksud pada avat (3) huruf b.

Dalam hal:

a. permchonan tidak memenuhi kelengkapan
persvaralan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5l
avat (1); dan

b. permchonan memernuhi ketentuan teknis
sebagaimana dimaksud pada avat {3} hurul b,

permohonan dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk
diperbaiki.

Pasal 53

Dalam hal berdasarkan hasil wverifikasl scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 permohonan dinyatakan tidak
scsuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-
undangan, permchonan persetujuan prinsip pemanfaatan
jasa hngkungan di kawasan suaka alam, kawasan
pelestarian alam, dan taman bura dinyatakan ditelak
disertai dengan alasan penolakan.

Penyampaian notifikasi penclakan persetujuan prinsip
pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam,
kawasan pelesiarian alarn, dan taman buru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan cleh mentenn yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan  di  bidang
kehutanan paling lama 2 {dua) Hari sejalk permohonan
persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di
kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan
taman buru dinyatakan ditolak melalui Sistem OS85,

Pasal 54

Dalam hal berdasarkkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 permochonan dinyatakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
permohonan disetujui dan dilanjutkan dengan penerbitan
persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di
kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan
taman buru scbagaimana dimaksud dalam Pasal 50
avat (2) huruf c.

() Penerbitan . . .
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Penerbitan  persetujuan  prinsip  pemanfaatan jasa
lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestanan
alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud pada avat
(1) dilakulkan cleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kehutanan paling lama 2 [dua)
Hari sejak permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan
jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan
pelestarian alam, dan taman buru dinyatakan disetujui
melalui Sistem O885.

Pasal 55

Apabila diminta melakukan perbaikan, Pelaku Usaha
menyampaikan perbaikan permohonan dalam jangka
waktu paling lama 10 (sepuluh) Har sejak dokumen
perbaikan  dikembalikan  kepada  Pelaku  Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6).

Perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dilakukan paling banyak 2 (dua) kali perbaikan.

Mentert yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kehutanan melakukan verifikasi paling lama
8 (dclapan) Hari sejak penyampalan dokumen perbaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Ketentuan mengenai tata cara verifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap ketentuan verifikasi dokumen
perbaikan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan
avat (2].

Ketentuan mengenai verifikasi scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 sampa dengan Pasal 54 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap kelentuan penerbitan
persetyjuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di
kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan
taman buru.

Pasal 536

Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pendaftaran,
verifikasi, dan penerbilan persetujuan prinsip pemanfaatan
jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian
alam, dan laman buru diatur dengan peraturan menteri yang
menyclenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Paragraf . . .
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Paragral 5

Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan

Pasal 57

Persctujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 avat {1} huruf d diberikan untuk
kematan usaha yang:

a. dilaksanakan dalam rangky kepentingan
pembangunan di luar kegiatan kehutanan; dan

b. berada di dalam kawasan hutlan produksi yang dapat
dikonversi.

Persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana
dimaksud pada avat {1) dilakukan dengan tahapan:

a. pendaftaran;

b. wverifikasi pernyataan komitmen dan persvaratan
adminisirasi dan teknis;

¢. pembentukan tim terpadu;

pertimbangan  laporan  hasil  penelilian  dan
rekomendasi Uim terpadu; dan

€. penerbitan persetujuan pelepasan kawasan hulan.

Pa=al 58

Dalam hal permohonan persetujuan pelepasan kawasan
hutan berupa proyek strategis nasional di kawasan hutan,
Pclaku Usaba mengajukan kepada menteri vyang
menyelenggarakan urusan pemerintashan di bidang
kehuilanan melalui Sistem OS85,

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang  kehutanan menindaklanjuti permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] sesua dengan
ketentuan pcraturan perundang-undangan di bidang
penyelenggaraan  kehutanan dan  proyek strategis
nasional.

Menteri yang menyelengegarakan urusan pemerintahan di
bidang kehutanan menyampaikan penerbitan pcrsetujuan
pelepasan kawasan hutan kepada Pelaku Usaha melalui
Sistern 038,

Pasal . . .
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Pasal 59

Pendaftaran  persetujuan  pelepasan kawasan  hulan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat {2) huruf a
digjukan melalui Sistem 035 yang dilengkapi dengan
dokumern:

a. permyataan komitmen; dan

b. persyaratan administras: dan teknis.

Pazal 60

(1) Jika dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 telah lengkap, menteri vang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kehutanan meiakukan
verifikasi pernyataan komitmen dan  persyaratan
adminisirasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 ayat (2) huruf b.

(2} Verifikasi pernyataan komitmen dan persyaratan
administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk melakukan identifikasi dan
pemilahan data kelengkapan persyaratan permchonan
dan melakukan penelaahan teknis.

(3] Verilikasl pernyataan komitmen dan persyaratan
administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} dilakukan paling lama 39 (tiga puluh sembilan)
Har.

(4] Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi pernyvataan
komitmen dan persyaratan administrasi dan tcknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} permohonan
persetujuan pelepasan kawasan hutan tidak memenuhi

persvaratan, permohcnan persectujuan pelepasan Kawasan
hutan dinvalakan ditolak.

{(3) Dalam hal berdasarkan hasil veriikasi pernyataan
komitmen dan persyaratan administrasi dan tleknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} permohonan
persefujuan  pelepasan  kawasan hutan  memenuhi
persyaratan, dilanjutkan ke tahapan pembentukan tim
terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2)
huruf c.

Pasal . . .
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Pasal 61

Pembentukan tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 ayat (2) huruf ¢ dilakukan oleh menteri yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan  di hidang
kehutanan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak
permohonan  memenuhi  persyaratan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3).

Tim terpadu melaksanakan penchtian dan menyampaikan
laporan hasil penelitian dan rekomendasi kepada menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kehutanan paling lambat 60 (enam puluh) Hari secjak
dilelapkannya surat penintah tugas dari pejabat pimpinan
tinggi madya yang bertanggung jawab i bidang planologi
kehutanan dan tata lingkungan.

Pasal 62

Laporan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu
scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 61 avat (2) sebagai
bahan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di  bidang kehutanan untuk
menerbitkan keputusan persetuuan pelepasan kawasan
hutan dalam jangka waktu paling lama 7 {tujuh) Hari sejak
diterimanya laporan hasil penelitian dan rekomendast tim
terpadu.

Keputusan persetujuan pelepasan  kawasan hutan
scbagaimana dimaksud pada ayal (1) berupa:

a. penolakan permohonan persetujuan pelepasan
kawasan hutan; dan/atau

b. persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagian atau
seluruhnysa.

Dalam hal kepuiusan berupa penolakan permohonan
persctujuan pelepasan kawasan hulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, permohonan perseiujuan
pelepasan kawasan hutan dinyatakan dilelak disertai
dengan alasan penolakan dan disampaikan kepada Pelaku
Usaha melalui Sistem OSS.

Dalarn hal keputusan berupa persetujuan pelepasan
kawasan hutan sebagian alau seluruhnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, permohonan perseiujuan
pelepasan kawasan hutan dilanjutkan ke tahapan
penecrbitan  persetujuan pelepasan  kawasan hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e.

Pasal . ..
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Pasal 63

Penerbitan  persetujuan  pelepasan kawasan hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e
dilakukan paling lama 20 (dua puluh] Hari sejak persetujuan
pelepasan kawasan hutan sebagian atau seluruhnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4).

Pasal £4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perselujuan
pelepasan kawasan hutan diatur dengan peraturan menteri
yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kehutanan.

Bagian Keclima
Pemeriksaan Lokasi Usaha di Laul

Pasal 65

{1} Pclaksanaan pemeriksaan lokasi usaha di laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan
melalui KKPRL.

{2) EKKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalut persetujuan KKPRL.

Pasal 666

(1) Persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (2] dilakukan dengan tahapan:

a. pendaftaran;

b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan
ruang laut;

¢. penilalan dokumen wusulan kegiatan pemanfaatan
ruang laut; dan

d. penerbitan perselujuan KKPRL.

(2} Persetyjuan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (2} dilakukan untuk keglatan secara
menetap di sebagian ruang laut yang mencakup:

a. permukaan laut;

b. kolom air; dan/atau
¢. permukaan . ..
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¢. permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang kelautan dan pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil.

Kegiatan secara menctap sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} harus memenuhi kriteria;

a. dilakukan secara terus menerus; dan

b. dilakukan selama paling singkat 30 (tiga puluh) hari
kalender,

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang kelautan dan pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil.

Pasal 67

Pendaltlaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
ayat (1) huruf a diajukan melalui Sistem OS8 yang
dilengkapi dengan:

a. koordinat lokasi;

b. rencana kegiatan, bangunan, dan/atau instalasi di
lait;

¢. kebutuhan has kegiatan pemanfaatan ruang di laug;
d. informasi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan
c. kedalaman lokasi.

Sctelah pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterima lengkap, dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan
dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b.

Pasal 68

Pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanlaatan
ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1)
huruf b dilakukan untuk memeriksa kebenaran dokumen
usulan kegiatan pemanfastan ruang laut vang dilakukan
paling lama 5 {lima) Hari sejak dokumen diterima lengkap.

(2) Apabila . . .
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Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada avat (1} dokumen usulan kegiatan
pemanfaatan ruang laut dinyatakan bcnar, permohonan
pemanfaatan ruang laut dilakukan ke tahapan penilaian
dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat {1] huruf c.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada aval (1] dokumen usulan kegiatan
pemanfaatan  ruang laut dinyatakan tidak benar,
permohcnan pemanfaatan ruang laut dinyatakan ditolak
disertal dengan alasan penoclakan.

Pasal 69

Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang
laut scbagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1)
huruf ¢ dilakukan melalui kajian atas dekumen usutan
kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan menggunakan
asas berjenjang dan kemplemenier berdasarkan:

a. RTR wilayah provinsi;

b. RTR kawasan sirategls nasional;

£. rencana zonasl kawasan strategis nasional tertentu;
d. rencana zonasi kawasan antarwilayah; dan/atau

€. RTR wilayah nastonal.

Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang
laul sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan
paling lama 20 {dua puluh) Harl.

Jika berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} dokumen usulan kegialan pemanfaatan
ruang laut disetujui, Sistem O88 menerbitkan surat
perintah setor PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan
pajak paling lama 2 {dua) Hari sejak disetujuinya dokumen
usulan kegialan pemanfaatan ruang laut.

Apabila berdasarkan hasil penilaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dokumen usulan kegiatan
pemaniaatan ruang laut tidak disetujui, Sistem 0SS
menyampaikan persctujuan KKPRL dinyatakan ditolak
disertal dengan alasan penclakan kepada Pelaku Usaha.

Pasal . . .
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Pasal 70

Apabila  berdasarkan hasil penilalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat [2) dokumcn usulan
kegiatan pemanfaatan ruang laut dinyatakan terdapat
catatan perbaikan, Sistem 055 mengembalikan dokumen
usulan kegatan pemanfaatan ruang laut kepada Pelaku
Usaha disertai dengan catatan perbaikan.

Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan paling lama 5
flirna) Har sejak pengembalian dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Penilaian  kembali  atas dokumen usulan kegiatan
pemanfaatan ruang laut yvang dinvatakan terdapat catatan
perbaikan dilakukan paling lama 5 (lima] Hari sejak
diterimanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2},

Jika berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) masih terdapat catatan perbaikan aias
dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut, Sistem
0SS mengembalikan dokumen kepada Pelaku Usaha
disertai dengan catatan perbaikan.

Pelaku Usaha menyampaikan perbalkan paling lama 3
{lima] Hari segjak pengembalian dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).

Penilaian kembali atas dokumen usulan kegiatan
pemanfaatan ruang laut yang dinyatakan terdapat catatan
perbatkan dilakukan paling lama 5 (lima) Han sejak
diterimanya perbaikan scbagaimana dimaksud pada
ayvat {5].

Permoheonan persetujuan KKPRL  dinyatakan ditolak
disertan dengan alasan penclakan melalui Sistem G335,
apabila:

a. Pclaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam
Jjangka waktu yvang ditentukan sebagaimana dimaksud
pada avat (2) atau ayat {3); atau

b. berdasarkan hasil penilaian dokumen usulan kegiatan
pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada
avat (3} atau ayat (&) dokumen usulan tidak disetujui.

(8) Apabila . . .
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Apabila berdasarkan hasil penilaian scbagaimang
dimaksud pada ayvat {3) atau avat (&) dokumen usulan
kegiatan pemanfaatan ruang laut disctujui, Sistern 0SS
menerbitkan surat perintah setor PNBP scsuail dengan
ketentuan peraluran perundang-undangan di bidang
penerimaan negara bukan pajak paling lama 2 {dua) Hari
sejak dokumen kegiatan pemanfaatan ruang laul
disetujui.
Pasal 71

Pembayaran PNBP dilakukan oleh Pelaku Usaha paling
lama 7 {lwuh) hari kalender sejak diterbitkan surat
perintah setor PNBP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (3) atau Pasal 70 ayat (8).

Apabila jangka waklu 7 (tuuh] han kalender sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terlampaui:

a. surat perintah setor PNBP sebagaimana dimaksud
pada ayvat {1) menjadi tidak berlaku; dan

b. Sistem OS5 menerbitkan surat periniah setor PNBP
kedua.

Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP dalam jangka
wakiu paling lama 7 {tujuh) hari kalender scjak diterbitkan
surat perintah setor PNBP kedua sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b.

Apabila jangka waktu 7 {lujuh) hari kalender sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terlampaui:

a. surat perintah setor PNBP sebagaimana dimaksud
pada ayat {3) menjadi tidak berlaku; dan

b. Sislem O35 menerbitkan surat perintah setor PNBP
kectiga.

Pelalau Usaha melakukan pembayaran PNBP dalam jangka
waktu paling lama 7 (fujuh) hari kalender sejak diterbitkan
surat perintah setor PNBP ketiga sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b,

Apabila jangka waktu 7 {tujuh] hari kalender sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terlampaui:

a. surat perintah setor PNBFP sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) menjadi tidak berlaku; dan

b. permohonan persetujuan KKPRL dianggap ditarik
kembali oleh Pelaku Usaha.

Pasal . . .
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Pasal 72

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kelautan dan perikanan melakukan:

a. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; dan
b. penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan
Pasal 70.
Pasal 73

Penerbitan persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 ayat (1) huruf d dilakukan melalui Sistem OS8S8 paling
lama 6 [cnam) Hari sejak diterimanya bukti pembayaran PNBP.

Pasal 74

(1] Apabila dalam tahapan penilaian dokumen wusulan
kegiatan pemanfaatan ruang laut scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 dan Pasal 70 memerlukan rekomendasi
atau pertimbangan kementenan/lembaga terkait

berdasarkan peraturan perundang-undangan,
kementerian yang menyclenggarakan urusan
pemerintahan  di bidang  kelautan dan  perikanan
menyampaikan permohonan rekomendasi atan

pertimbangan kepada kementerian/lembaga lerkait.

(2) Rekomendasi atau perliimbangan disampaikan oleh
kementerian/lembaga terkait kepada kementerian vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
kelautan dan perikanan paling lama 5 (lima) Hari scjak
diterimanya penyampaian perminitaan rekomendasi atau
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada avat (1).

(3} Apabila rekomendasi atau pertimbangan tidak diberikan
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3},
tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan
ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan
Pasal 70 dilaknkan tanpa rekomendasi atau
pertimbangan.

(4) Kelentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) tidak berlaku untuk rekomendasi di sektor pertahanan,

Pasal 75

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
terlampaui, persetujuan KKPRL diterbitkan secara otomalis
oleh Sistem OS58.

Pasal . . .
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Pasal 76

Apabila kegiatan wusaha berada di kawasan vyang
ditetapkan oleh Pemecrintah Pusat, pengelola kawasan
menyampaikan rencana induk kawasan kepada menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan.

Berdasarkan rencana induk kawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1), mentert yang menyelenggarakan
urusan pemcerintahan di bidang kelautan dan perikanan
mencatat data lokasi dan peruntukan ruang di kawasan
sebagal dasar penerbitan persetujuan KKPRL di kawasan.

Data lokasi dan peruntukan ruang di kawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] menjadi dasar
pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan
persetuyjuan  KKPRL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63,

Bagian Keenam

Pemberian Persetujuan Kescsuaian Kegialan Pemanfaatan Ruang Laut di
Kawasan Suaka Alam dan/atau Kawasan Pelestanian Alam

SK No 251847 A

(1)

(2)

(3}

Pasal 77

Apabila terdapat kegiatan usaha vang memanfaatkan
ruang laut secara menetap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 ayal (3) di kawasan suaka alam atau kawasan
pclestarian alam yang lelah ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kehutanan sesuai dengan  ketentuan  peraluran
perundang-undangan, penerbitan persetujuan KKPRL
didahutui rckomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam
atau kawasan pelestarian alam.

Rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam alau
kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan oleh menteri yang menvelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Selain  kelengkapan secbagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat (1), permohonan penerbitan persctujuan
KKPRL secbagaimana dimaksud pada avat {1} juga
dilengkapl dengan peta usulan kegiatan pemanfaatan
ruang laut.

{4} Pemberian . . .
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Pemberian rekemendasi pemanfaatan kawasan suaka
alam atau kawasan peleslarian alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan verilikasi
persyaratan permohonan berdasarkan kesesuaian kaidah
konservasi pemanfaatan kawasan suaka alam atauy
kawasan pelestarian alam paling lama 15 (lima belas) Hari
sgjak dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut
sebagaimana dimaksud pada ayal (3} dilerima secara
lengkap.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam
atau kawasan pelestarian alam tidak diterbitkan,
permohonan  dilanfutkan ke tahapan pemernksaan
dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut.

Apabila berdasarkan verifikasi persyaratan permohaonan
sebagaimana dimaksud pada ayat {4) menterl yang
menyclenggarakan  urusan  pemerintahan di  bidang
kehutanan menolak permchonan rckomendasi
pemanlaatan kawasan suaka alam atau kawasan
pelestarian alam, menterl yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di  bidang kelautan dan perikanan
menyampaikan  permohonan  persetijjuan KKPRL
dinyatakan ditolak kepada Pelaku Usaha disertai dengan
alasan penolakan melalui Sistem 0SS,

Apabila berdasarkan wverifikasi persyaratan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4] menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kehutanan  menyetujui  permohonan  rekornendasi
pemanfaatan kawasan suaka alam  atau  kawasan
pelestarian alam, permochonan dilanjutkan ke tahapan
pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan
ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 melalui
Sistem O35,

Kelentuan mengenai:

a. pcmeriksaan dokumen usulan keglatan pemanfaatan
ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;

b. penilaian dokumen usuian kegiatan pemanfaatan ruang
laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan
Pasal 70; dan

c. penerbitan persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 75,

berlaku secara mutatis mutandis untuk penerbitan

persetujuan KKPRL di kawasan suaka alam atau kawasan

pelestarnan alam.

Bagian . . .
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Bagian Ketujuh

Persetujuan Lingkungan

Paragraf 1
Umum

Pasal 78

PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 avat (1)
huruf b wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha untuk setiap
usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting
atau tidak penting terhadap lingkungan.

PL. sebagaimana dimaksud pada avat (1} diberikan
berdasarkan pemenuhan dekumen lingkungan hidup
berupa:

a. Amdal:
b. UKL-UPL; atau
c. SPPL,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.

PL sebagaimana dimaksud pada avat (2} diberikan dalam
bentuk:

a. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk
usaha dan/atau kegiatan yang memilili dampalk
penling terhadap lingkungan hidup dan termasuk
dalam kriteria wajib Amdal,

b. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan
Hidup untuk usaha danfatau kegiatan vang tidak
memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup
dan termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL; atau

c. SPPL untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak
memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup
dan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal atau
UKL-UPL.

Permohonan PL diajukan oleh Pelaku Usaha melalu
Sistem OS5,

Penerbitan PL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat {3) disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem
85,

() Bag1 . . .
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Bagi kegiatan usaha dengan lebih dari 1 {satu) KBLI yang
merupakan kegiatan usaha terintcgrasi yang berlokasi
dalam satu kesatiran hamparan ekesistem keglatan,
pengajuan dan penerbitan PL mengacu pada persyaratan
pemenuhan dokumen lingkungan yvang paling tinggi.

Pasal 7%

PL dilakukan melal tahapan:

a.

I I < N R o &

(1)

(2)

(1)

penapisan jenis dokumen hingkungan hidup dan penapisan
persetujuan tcknis oleh Pelaku Usaha;

permohonan persctujuan teknis oleh Pelaku Usaha;
permohonan PL atau perubahan PL ¢gleh Pelaku Usaha;
penilaian atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup;
pengambilan keputusan kelayvakan hngkungan hidup; dan

penerbitan PL.

Paragraf 2

Persetujuan Teknis

Pasal 80

Persetujuan teknis harus dipenuhi Pelaku Usaha sebagan
persyaratan administrasi untuk permochonan PL dengan
dokumen lingkungan Amdal atau UKL-UPL.

Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. pemenuhan baku mutu air limbah;
b. pemenuhan balu mutu emisi;

c. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
dan/atan

d. analisis mengenai dampak lalu linias,

Pas=al 81

Pelaku Usaha melakukan penapisan jenis persctujuan
teknis sebagamimana dimaksud dalam Pasal 80 avat (2)
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ secara mandiri melahu
sistem informasi inglcungan hidup.

{2) Pelaku . ..
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{2) Pelaku Usaha melakukan penapisan jenis persetujuan
teknis scbagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2)
huruf d secara mandiri melalui sistem informasi lalg
lintas.

{3) Dalam hal berdasarkan hasil penapisan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dan ayat (2), usaha dan/atau
kegiatan vang dilakukan oleh Pelaku Usaha tdak
berdampak pada air, tanah, udara, dan/atau hangkitan
dan tarikan lalu lintas, Pelaku Usaha tidak memerlukan
persetujuan teknis.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penapisan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) dan ayat {2) usaha dan/atau
kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha berdampak
pada air, tanah, udara, dan/atau bangkitan dan tarikan
lalu lintas, Pelaku Usaha menyampaikan permohonan
persctujuan teknis kepada instansi yang berwenang.

(5) Dalam hal tidak diperlukan persetujuan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha
menyampaikan permchonan PL melahn Sistern O88S.

(&) Permohonan persetigjjuan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat {4) diajukan dalam bentuk penyusunan:

a. standar teknis yang ditetapkan olch Pemerintah Pusat;
alau

b. lkajian teknis.

Pasal 82

Dalam hal persetujuan teknis telah memiliki standar teknis
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 81 avat (6) huruf a,
penerbitan persetujuan teknis dilakukan otomatis melaluai
sistemn informasi ingkungan hidup dan/atau sistem informasi
lalu lintas scsuai dengan kewenangan dan instansi vang
Lerwenang.

Pasal 83
(1] Penerbitan persetujuan teknis dalam bentuk kajian teknis
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (&) huruf b:

a. untuk pemenuhan baku mutu air limbah dan
pemenuhan baku mutu emisi, dilakukan paling lama
30 (tiga puluh} Hari; dan

b. untuk pengelolaan limbah bahan berbahava dan
beracun, dilakukan paling lama 16 {enam belas) Hari,

sejal dinyatakan lengkap dan benar.

{2) Penerbitan . . .



SK No 251842 A

{2)

{3)

(4)

PRESIDEN
REPUBLIK INDGNESIA

- 532 -

Penerbitan persctujuan teknis analisis mengenai dampak
lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2)

huruf d:

a. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas tinggi dan
sedang, dilakukan paling lama 23 (dua puluh Lliga)
Hari; dan

b. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu hntas rendah
dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari,

sejak dinyatakan lengkap dan benar.

Dalam hal perserujuan teknis dalam bentuk kajan teknis
untuk pemenuhan baku mutu air limbah dan pemenuhan
baltu mutu emisi belum dapat diterbitkan dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
Pelaku Usaha dapat langsung mengajukan permohonan
PL dengan melampirkan bukti permchonan persetujuan
teknis Pelaku Usaha yang telah dinyatakan lengkap dan
benar dari:

4. pejabat vang membidangi pengendalian pencemaran
dan kerusakan Jingkungan untuk penerbitan
persetujuan  teknis yang menjadi  kewenangan
menteri / kepala badan yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang
pengendalian lingkungan hidup; atau

b. pejabat yang membidang: lingkungan hidup untuk
penerbilan  perselyuan tekmis  yang —menjadi
kewenangan gubernur atau bupatli/wali kota,

melalui sistern informasi lingkungan hidup.

Dalam hal persetujuan teknis dalam bentuk kajan leknis
untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
belum dapat diterbitkan dalam jangka walctu sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf b, Pelaku Usaha dapat
langsung  mengajukan  permohonan PL dengan
melampirkan buku permohonan persetujuan teknis

Pelaku Usaha vang telah dinyvatakan lengkap dan benar

dari:

a. pejabat yang membidangi pengelolaan limbah bahan
berbahayva dan beracun untuk penerbitan persetujuan
teknis yang menjadi kewenangan menteri/kKepala
badan yang menyelenggaralkan urusan pemerintahan
di mdang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup dan tugas pemcrintahan di bidang pengendalian
lingkungan hidup; atau

b. pejabat . . .
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b. pejabat vang membidang lingkungan hidup untuk
penerbitan  persetujuan teknis yang  menjadi
kewenangan gubernur atau bupati/wali kota,

melalui sistem informasi lingkungan hidup.

Dalam hal persetujuan teknis untuk persctujuan analisis
mengenal dampak lalu lintas belum dapat diterbitkan
dalam jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat {2},
Pelaku Usaha dapat langsung mengajukan permohonan
PL dengan melampirkan bukti permohonan persetujuan
teknis Pelaku Usaha yang telah dinyatakan lengkap dan
benar dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang transportasi, gubernur, atau
bupati/wali kota sesual dengan kewenangan masing-
masing melalui sistem informasi lalu lintas.

Persetujuan teknis yang belum dapat diterbitkan dalam
jangka waklu sebagaimana dimaksud pada ayat (3], ayat
(4), dan ayat (5] sudah harus diterima pada saat
pemeriksaan substansi dokumen lingkungan Tidup
dimulai.

Dalam hal persetujuan teknis tidak diterbitkan pada saat
dimulainya pemeriksaan substansi dokumen lingkungan
hidup, pemeriksaan substansi dokumen lingkungan hidup
tetap dapat dilakukan tanpa persetujuan leknis.

Pasal 84

Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan penerbitan
persetujuan teknis bersamaan dengan permohonan PL,
apabila:

a. telah terdapat perhitungan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup di lokasi rencana usaha
yvang menunjukkan masih mampu mendukung
pelaksanaan usaha; dan

b. pengelolaan air limbah dan limbah bahan berbahaya
dan beracun dihasilkan dari kegiatan sendiri.

Dalam hal rencana usaha merupakan proyek stralegis
nasional, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan
pencrbitan persetujuan teknis di bidang lingkungan hidup
dan/atau di bidang lalu lintas bersamaan dengan
pengauan PL.

(3) Permohonan . . .
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Permohonan pencrbitan perselujuan (eknis sebagaimana
dimaksud pada avat {1) dan ayat {2) diajukan kepada
menleri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan
pernerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang
pengendalian lingkungan hidup dan/atau menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
transportasi, gubernur, atau bupati/wali kota sesual
dengan kewenangan masing-masing melalui sistem
informasi lingkungan hidup dan/atau sistem informasi
lalu lintas.

Menteri/kepala badan yang menvelengearakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang
pengendalian lingkungan hidup dan/atau menteri yang
menvelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
lransportasi, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewcnangan masing-masing menyampaikan
kepada Pelaku Usaha mengenai persetuyjuan  alau
penolakan atas permohonan penerbitan persetujuan
tcknis schagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka
waktu 3 (tiga} Hari sejak permoehonan diterima.

Pasal 85

Dalam hal permchonan penerbilan persetujuan teknis
bersamaan dengan permohonan  PL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 disetujui, Pelaku Usaha
mengajukan permohonan PL disertai dengan dokumen
persetujuan teknis melalui Sistern 083, untuk dilakukan
penilaian atau pemeriksaan.

Penerbitan persetujuan tcknis sebagaimana dimaksud
pada avat (1] dilakukan bersamaan dengan penilaian atau
pemeriksaan substansi dokumen lingkungan hidup.

Paragraf 3

Persetujuan Lingkungan dengan Dokumen Amdal

Pasal 86

Permohonan PL untuk usaha wajib Amdal yang diajukan
oleh Pelaku Usaha dilakukan melalui:

a. pengisian formulir kerangka acuan oleh Pelaku Usaha;

b. pemeriksaan formulir kerangka acuan;

C. penyusunarn . . .
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c. penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL
oleh Pelaku Usaha; dan

d. penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.

Dalam hal Pelakn Usaha wajib Amdal yang telah memiliki
PL akan melakukan perubahan usaha, Pelaku Usaha
harus melakukan perubahan PL.

Pengisian formulir kerangka acuan oleh Pelaku Usaha
scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a dan
pemeriksaan formulir kerangka acuan  sebagaimana
dimaksud pada ayat {1] huruf b dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hdup.

Penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL gleh
Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada avat (1} huruf
¢ dan penilaian dokumen Andal dan deltumen RKL-RPL
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan
sesldl dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perlindungan dan pengelolaan hngkungan
hidup.

Permohonan PL melalul penilaian dokumen Andal dan

dokumen REL-RPL sebagaimana dimaksud pada avat (1}
huruf d diajukan olch Pelaku Usaha dengan melampirkan:

a. dokumen Andal;
b. dokumen RKL-RPL; dan

c. persetujuan teknis dalam hal dipersyaratkan scsuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perlindungan duan pengelolaan lingkungan
hidup danfatau lalu lintas.

Dalam hal permohonan PL sebagaimana dimaksud pada
ayat [0} dinyalakan lengkap melalui Sistem 0SS,
menterif/kepala badan vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang
pengendalian  lingkungan  hidup, gubernur, atau
bupati/wall kota sesual dengan kewenangannya melalui
Tim Ujt Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan
penilaian terhadap permochonan PL dengan dokumen
Amdal.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan
melalui tahapan:

a. penilaian administrasi; dan
b. penilaian substansi.

Pasal . ..
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Pasal 87

Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 ayat (¥) huruf a dilakukan untuk menilai
kebenaran dokumen yang meliputi:

a. kesesuaian lokasi rencana usaha dan/fatau kegiatan
dengan RTE;

b. persetujuan awal terkait rcncana usaha dan/atan
kegiatan;

c. persetujuan teknis dalam hal dipersyaratkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup dan/atau lalu lintas;

d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia
jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan
dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dilakukan oleh
lemmbaga penyedia jasa penyvusunan Amdal;

e. keabsahan landa bukti  sertifikasi kompetensi
penyusun Amdal; dan

f. kesesualan sistemaltlika Andal dan dokumen RKL-RPL
dengan pedoman penyusunan dokumen Andal dan
dokumen RKL-RPL.

Penilaian kebenaran dokumen schbagaimana dimalksud
pada ayat {1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) Hari sejak permohonan PL diterima Sistem OS8.

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dokumen dinyatakan benar,
permchenan PL dilakukan  penilaian  substansi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (7] huruf b.

Pasal 88

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 ayat [2) dokumen dinyatakan
tidak benar, Sistern 0SS mengembalikan dokumen kepada
Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.

Pclaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen paling
lama 3 (tiga)] Hari segjak pengembalian dcokumen
dinyatakan tidak benar sebagmimana dimaksud pada
ayat [1).

{3) Penilaian . . .
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Penilaian kebenaran terhadap perbaikan dokumen
dilakukan paling lama 1 {satu)] Hari scjak diterimanya
perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian scbagaimana
dimaksud pada ayat (3] perbaikan dokumen dinyatalkan
benar, permohonan PL dilakukan penilaian substansi
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 86 ayat {7) huruf b.

Permohonan PL dinvatakan ditolak disertal dengan alasan
penclakan melalui Sistemn OSS8, apabila:

a. Pelaku Usaha tidak menvampaikan perbaikan dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
atau

b. berdasarkan hasil penilaian dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak benar.

Pasal 89

Penilaian substansl sebagamimnana dimaksud  dalam
Pasal 86 ayat (7) huruf b dilakukan untuk penilaian secara
keseluruhan dan  komprehensif terhadap aspek
konsistensi, kecharusan, relevansi, dan kedalaman
substansi, meliputi:

a, 1ji tahap provek; dan

b. ujt kualitas kajian dokumen Andal dan deokumen
RKL-RPL.

Pcnilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
dilakukan melalui rapal Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup dengan melibatkan masyarakat vyang terkena
dampak langsung, ahli, dan/atau kementerian/lembaga
terkait.

Hasil penilaian substansi oleh Tiun Ujp  Kelayakan
Lingkungan Hidup disusun dalam berita acara rapat yang
memual mnformasi:

a. dokumen Andal dan deokumen REKL-RPL tidak
memerhikan perbaikan; atau

k. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL memerlukan
perbaikan.

Apabila dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL tidak
memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayal
(3} hurul a, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
melakukan uji kelayakan.

Pasal . . .
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Pasal 90

Apabila dokumen Andal dan dolumen RKL-RPL
memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89 ayat [3) huruf b, Tim Upn Kelayakan Lingkungan
Hidup melalui 8istem (88 mengembalikan dokumen
Andal dan dokumen REKL-RPL kepada Pelaku Usaha
disertal dengan catatan perbaikan.

Pelaltu Usaha menvampaikan perbaikan dokumen Andal
dan dokumen RKL-RPL paling lama 30 (tiga puluh) Hari
sejak pengembalian deokumen dinyatakan memerlukan
perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Terhadap penyvampaian dokumen yang telah diperbaiki
oleh Pelalou Usaha, Tirn Upt Kelayakan Lingkungan Hidup
melakukan evaluasi atas perbaikan dokumen dalam
jangka waktu paling lama 10 {sepuluhl Hari sejak
dolcumen perbaikan dilerima sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

Berdasarkan hasil evaluasi atas perbaikan dokumen
scebagaimana dimaksud pada ayat (3} dokumen perbaikan
masih dinyatakan tidak benar, dokumen dikembalikan
kepada Pelaku Usaha disertai dengan catalan perbaikan
dan diberitahukan melalui Sistem OS8S.

Pelaku Usaha menvampaikan perbaikan paling lama 30
ftiga puluh) Hari sejak pengembalian dokumen masih
dinyatakan tidak benar scbagaimana dimaksud pada
avat (4).

Tim Un Kelayakan Lingkungan Hidup melalcukan evaluasi
atas perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama
10 ({sepuluh} Hari sejak dokumen perbaikan diterima
sebagaimana dimaksud pada avat (5).

Apabila berdasarkan hasil evaluasi atas perbaikan
dokumen scbagaimana dimaksud pada aval (3) atau avat
{6) dinyatakan benar, Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup mclakukan yji kelayakan.

Pasal . . .
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Pasal 91

Apabila Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan
dokumern Andal dan dokumen RKL-RPL dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2)
atau Pasal 90 ayat (5), Sistem OSS menyampaikan
pemberitahuan penghentian proses penilalan substansi
dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada Pelaku
Usaha.

Penghentian proscs penilaian substansi dokumen Andal
dan dokumen RKIL-RPL dapat diajukan permohonan
kelanjutan penilaian cleh Pelaku Usaha dalam jangka
wakiu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari
kalender sejak penyvampaian pemberitahuan penghentian
proses penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan permchonan keclanjutan penilaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses penilaian
substansi dokumen Andal dan dekumen REKL-RPL
dilanjutkan kembali.

Tata cara dan jangka waktu penilaian dokumen Andal dan
dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 90 berlaku secara mutatis mutandis untuk penilaian
lanjutan perbaikan dokumen Andal dan  dokumen
RKL-RPL.

Apabila Pelaku Usaha tidalk mengajukan permohonan
kelanjutan penilaian dalam jangka waktu scbagaimana
dimaksud pada ayat (2), permohonan PL ditolak disertai
dengan alasan penglakan melalui Sistem 0S8,

Pasal G2

Berdasarkan hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 ayat (4), Pasal 90 ayat {7}, atau Pasal 91
ayat (4), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
menvampaikan rekomendasi kelayakan atan
ketidaklayakan lingkungan hidup kepada menteri/kepala
badan yang menyclenggarakan urusan pemernintahan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dan tugas pemerinlahan di  bidang pengendalian
lingkungan hidup, gubernur, atau bupaii/wali kota sesuai
dengan kewenangan masing-masing.

(2} Rekomendasi . . .
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Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud
pada avat (1} menjadi bahan  pertimbangan
menterifkepala badan yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
Ingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang
pengendalian  lingkungan  hidup, gubernur, atau
bupati/wali kota sesual dengan kewenangan masing-
masing dalam menctapkan:

a. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, jika
rencana usaha dinyatakan layak lingkungan hidup;
alau

b. Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup,
jika rencana usaha dinvatakan tidak layak lingkungan
hidup.

Pasal 93
Jangka wakiu:

a. penilaian substansi, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal B9 ayat {2);

b. uji kelayakan sebapaimana dimaksud dalam Pasal 89
ayat (4] atau Pasal 90 ayat (¥); dan

C. penyampaian rekomendasi kelayakan atau
ketidaklayvakan  scbagaimana dimaksud  dalam
Pasal 92 avat (1),

dilakukan paling lama 50 (lima puluh) Hari sejak dokumen
Andal dan dokumen RKL-RPL dinyatakan lengkap dan
benar dalam penilaian administrasi.

Jangka waktu:

a. penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91 ayat (3);

b. uji kelavakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (4); dan

€. penyampaian rekomendasi kelayakan atau
ketidaklayakan  scbagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 92 ayat (1),

dilakukan paling lama 50 (lima puluhk} Harn sejak
permohonan kelanjutan penilaian dokumen Andal dan
dokumen RKL-RPL diterima melalui Sisiern OSS.

{3) Jangka . . .
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Jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
avat (2) tidak termasuk jangka waktu perbaikan dokumen
Andal dan dokumen RKL-RPL oleh Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 avat (2) dan
ayat (5) pada tahapan penilaian substansi.

Surat Keputusan Kelayakan Linglkungan Hidup atau Surat
Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat {2) ditetapkan
dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak
rckomendasi hasil 1ji kelayakan diterima.

Pasal 94

Ketentuan mengenai tata cara penilaian Andal dan/atau RKL-
REPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan
Pasal 93 berlaku secara mutatis mutandis untuk penilaian
addendum Andal dan/atau RKL-RPL,

Paragraf 4

Persctyjuan Lingkungan dengan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

SK No 251833 A
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(2)

Pasal 95

Permohonan PL dengan formulir UKL-UPL diajukan oleh
Pelaku Usaha dengan melampirkan persetujuan teknis
apabila dipersyaratkan sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan
hidup dan/atau lalu lintas.

Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada avat (1)
berupa:

a. formulir UKL-UPL standar spesifik vang telah
disediakan dalam sistem informasi lingkungan hidup;
atau

b. formulir UKL-UPL standar yang disusun Pelaku Usaha
dengan mengacu pada format sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

{3) Dalam . . .
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Dalam hal permohonan PL sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dinyatakan lengkap melalui Sistem 0SS,
menten/kepala badan vang menvelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang
pengendalian  lingkungan  hidup, gubernur, atau
bupati/wali kota scsuai dengan kewenangan masing-
tnasing melakukan pemeriksaan terhadap PL dengan
formulir UKL-UPL.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayvat (3)
dilakukan melalui tahapan:

a, pemeriksaan adrninistrasi; dan
b. pemeriksaan substansi.

Pasal 96

Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 95 ayat (4) huruf a dilakvkan untuk memeriksa
kebenaran dokumen yang meliputi:

a. kesesuaian lokasi rencana usaha dan/fatau kegiatan
dengan RTE;

b. persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau
kegiatan;

c. persetujuan tcknis dalam hal dipersyaratkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup dan/atau lalu lintas; dan

d. kesesuaian isi formulir UKL-UPL standar spesifik atau
formulir UKL-UPL standar dengan pedoman pengisian.

Pemeriksaan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama
1 (satu) Hari sejak permohonan PL diterima Sistem O33.

Apabtila berdasarkan hasil pemeriksaan schagaimana
dimaksud pada ayat (2) dokumen dinvatakan benar,
permmohonan  PL dilakukan pemeriksaan  substansi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4] huruf b.

Pasal 97

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dokumen dinvatakan
tidak benar, Sistem OSS mengembalikan dokumen kepada
Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.

(2) Pelalu . . .
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Pclaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen vang
dinyatakan tidak benar paling lama 1 (satu) Hari sejak
pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Menteri/kepala badan wang menvelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang
pengendalian lingkungan  hidup, gubernur, atau
bupati/wali kota sesual dengan kewenangan masing-
masing melakukan pemeriksaan Perbaikan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu)
Hari sejak diterimanya perbaikan dokumen.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan schagaimana
dimaksud pada aval (3) dokumen dinyvatakan benar,
permohonan PL  dilakukan pemeriksaan substansi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 avat {4] huruf b.

Apabila Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan
dalam jangka waklu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
atau berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat {3) dokumen dinvalakan udak benar,
permohonan PL ditolak disertai dengan alasan penolakan
melahai Sistem 053,

Pasal 98

Menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan
pemenntahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang
pengendalian  lingkungan  hidup, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-
masing melakukan pemeriksaan substansi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 ayat {4) huruf b atas formulir
UKL-UPL standar spcsifik atau [ormulir UKL-UPL standar.

Pemeriksaan adminisirasi dan pemeriksaan substansi
atas formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha
dengan tingkat Risiko menengah rendah dilakukan secara
otomatis melalui Sistem Q88

Pemeriksaan substansi atas f[ormulir UKL-UPL standar
spesiiik untuk usaha dengan tingkat Risiko menengah
tinggi dan lingkat Risiko tinggi dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemeriksaan
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal %6 ayat (1)
dinyatakan benar.

(4] Pemeriksaan . . .
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Pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL standar
untuk usaha dengan tingkat Risike menengah tinggi dan
tingkat Risiko tinggi dilakukan dalam jangka wakiu paling
lama 5 ({lima) Hari sgjak pemeriksaan dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1)
dinyatakan benar.

Apabila penerbitan persctujuan teknis dilaksanakan
bersamaan dengan pemeriksaan substansi atas dokumen
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85,
pemeriksaan substansi alas lormulir UKL-UPL dilakukan
paling lama 15 (lima belas) Han sejak pemeriksaan
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat {1)
dinyatakan benar.

Pasal 90

Berdasarkan pemeriksaan admimsiras] dan pemeriksaan
substansi atas formulir UKL-UPL standar spesifik untuk
usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah
scbagaimana dimaksud dalam  Pasal 98  ayat (2],
diterbitkan persetujuan atau penclakan pernvataan
kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup secara
otomatis melalui Sistem OS5,

Dalamm hal hasil pemeriksaan substansi tidak terdapat
pcrbaikan, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di  bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di
bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau
bupati/wali kota sesual dengan kewenangan masing-
masing melalui Sistem OS5 mencrbitkan persetujuan atan
penolakan  pernyvataan  kesangsupan — pengelolaan
lingkungan hidup dalam jangka wakiu paling lama 2 (dua)
Hari sejak pemeriksaan substansi schagaimana dimaksud
dalam Pasal 98 ayat (1) dinyatakan benar.

Dalam hal hasil pemeriksaan substansi memerlukan
perbaikan, menteri/ kepala badan yang menyelenggaralkan
urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelelaan linglkungan hidup dan tugas pemerintahan di
bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau
bupati/wali kola sesual dengan kewenangan masing-
masing melalui Sistern OS88 menvampalkan arahan
perbaikan kepada Pelalou Usaha.

Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen paling
lama 5 (lima} Hari sejak pengembalian dokumen
sebagaimana dimaksud pada avat (3).

{3) Berdasarkan . . .
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Berdasarkan perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud
pada  ayat {4, menteri/kepala badan  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perlindungan dan pengelolaan hngkungan hidup dan
tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan
hidup, gubernur, atau bupati/wali kota scsual dengan
kewenangan masing-masing meclalui  Sistem 0858
menerbitkan persetujuan atau penclakan pernyataan
kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) Han sejak perbaikan dokumen
diterima.

Apabila:

a. perbaikan formulir UKL-UPL standar spesifik yang
disampaikan oleh Pelaku Usaha telah melebihi batas
waktu; atau

b, perbaikan tidak sesual dengan slandar vang
dipersyaratian,

permchonan perselujuan pernvalaan  kesanggupan
pengelolaan lingkungan hidup ditolak disertai dengan
alasan penolakan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha
melalui Sistem 083,

Pasal 100

Berdasarkan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan
substansi atas formulir UKL-UPL standar spesiiik atau
formulir UKL-UPL standar untuk usaha dengan tingkat
Risiko menengah tinggl dan tingkat Risike tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dan ayat
{4], diterbitkan persetujuan atau penclakan pernvataan
kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup melalui
Sistern 038,

Dalam hal hasil pemeriksaan substansi tidak terdapat
perbaikan, menterif kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemeriniahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hudup dan tugas pemernntahan di
bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau
bupati/wali kota sesual dengan kewenangan masing-
masing melalui Sistem 0S8 menerbitkan persetujuan alau
penolakan  pernyataan — kesanggupan  pengelolaan
lingkungan hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
Hari sgjak pemeriksaan substansi schagaimana dimaksud
dalam Pasal 98 ayat (1) dinyvatakan benar.

{3) Dalam . . .
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Dalam hal hasil pemeriksaan substansi memerlukan
perbaikan, menleri/ kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pcmerintahan  di bidang perlindungan dan
pengeloiaan lingkungan hidup dan lugas pemernntahan di
bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-
masing melalui Sistern 0SS menyampaikan arahan
perbaikan kepada Pelaku Usaha.

Pelalou Usaha menyampaikan perbaikan dokumen paling
latma S {lima] Har sejak pengembalian dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Berdasarkan perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), menteri/kepala badan  vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan
tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan
hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangan masing-masing melalui  Sistem 0SS
menerbitkan persetujuan atau penolakan pernyataan
kesanggupan pengelolaan hngkungan hidup dalam jangka
waktu paling lama 2 [dua) Harn sejak perbaikan dokumen
diterima.

Apabila:

a. perbaikan formulir UKL-UPL standar spesifik atau
formulir UKL-UPL standar yang disampaikan oleh
Pelaku Usaha telah melebihi batas waktu; atau

b. perbaikan tidak sesuai dengan standar vang
dipersvaratkan,

permohonan  persetujuan pernvalaan  kesanggupan

pengelolaan lingkungan hidup ditolak diseriai dengan

alasan penolakan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha

melalui Sistem 88,

Paragraf 5

Persctujuan Lingkungan dengan Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengclolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

5K No 251828 A

(1)

Pasal 101

Permohonan PL dengan formulir SPPL diajukan oleh
Pelaku Usaha kepada menterifkepala badan vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan  di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan
tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan
hidup, gubernur, alau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangan masing-masing melalui Sisiern OS5,

(2) Penerbitan . . .
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2] Penerbitan PL dengan formulir SPPL dilakukan melalul
pernyataan mandiri oleh Pelaku Usaha melalui Sistem
OS85 yang diterbitkan secara otomatis bersamaan dengan
NIB.

Paragraf b

Persetujuan Lingkungan Kawasan

Pasal 102

(1} Pelaku Usaha yang berada dalam kawasan industn, KEK,
atan1 KPBPB yang telah dilengkap dengan Amdal kawasan
dan PL kawasan, wajib menyusun RKL-RPL rinci
berdasarkan dokumen lingkungan hidup kawasan.

{2} RKL-RPL rinci yang telah disusun scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada pengelola kawasan
untuk diperiksa dan disahkan oleh pengelola kawasan.

(3) RKL-RPL rinci yang telah disahkan oleh pengelola kawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk
pernvataan kesangpupan pengelolaan lingkungan hidup
dan menjadi persyaratan atas dasar PB Pelaku Usaha di
dalam kawasan.

Pasal 103
Pelaku Usaha dalam kawasan industri, KEK, atau KPBPB yang:

a. tidak melalcukan pembuangan air limbah ke badan air; atau

b. melakukan pembuangan air limbah melalul nstalas:
pengolahan air limbah vang disediakan pengelola kawasan,
tidak memerlukan persetujuan teknis.

Paragraf 7

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Lingkungan dan

Persetujuan Teknis

Pasal 104

Menileri/kepala badan vyang menyelenggarakan urusan
pemerintahan  di bidang perlindungan dan  pengelolaan
lingkungan hidup dan (ugas pemerintahan di  bidang
pengendalian hingkungan hidup dapat mendelegasikan
kewenangan pemberian PL dan persetujuan teknis kepada
gubernur, bupati/wall kola, kepala Administrator KEK, dan
kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

Pasal . ..
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Pasal 105

Ketentuan mengenal PL vang tidak diatur dalam Pasal 78
sampal dengan Pasal 104 dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kedelapan

Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 106

PBG dan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf ¢ dipersyaratkan bagi Pelaku Usaha yang memerlukan
pembangunan Bangunan Gedung sebagai fasilitas tempal
usaha.

(1)

(2}

)

Pasal 107

Kegiatan pembangunan Bangunan (edung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 106 meliputi perencanaan teknis,
pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi.

Perencanaan teknis Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis
vang ditctapkan scsual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Paragraf 2
Persetyjuan Bangunan Gedung

Pasal 108

PBG harus dimiliki oleh Pelaku Usaha sebelum
pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 107 ayat (1).

PB(} sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaggukan oleh
Pelalku Usaha kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing,

(3) PBG . . .
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PBG  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses
melalui:

a. konsultasi perencanaan; dan

b. penerbitan.

Pasal 109

Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108 ayat (3) huruf a meliputi proses:

a. pendaftaran;
b. pemeriksaan pemenuhan standar teknis; dan
c. pernyataan pemenuhan standar teknis.

Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diselenggarakan tanpa dipungut biaya.

Pasal 110

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat
(1) hurnaf a digjukan oleh Pelalk Usaha melalui Sistem
088 dengan menyampaikan:

a. data pemchon atau pemilik;
b. data Bangunan Gedung; dan
c. dokumen rencana tcknis

Data pemohon atau pemilik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan data Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud pada avat (1] huruf b harus =sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
bangunan gedung.

Dokumen rencana leknis sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} huruf ¢ disusun pada saat perencanaan teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat {1).

Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] dapat dibuat oleh penyedia jasa perencanaan
Bangunan Gedung atau pemohon sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dipenksa dan disetujui dalam proses konsultasi
perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108
ayat {3) huruf a.

Pasal . ..
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Pasal 111

Setelah dinyatakan lengkap oleh Sistem OS85, data dan
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1)
dilakukan pemecriksaan kebenaran data dan dokumern.

Pemeriksaan kebenaran data dan dokumen dilakukan
untuk memeriksa kesecsuaian data dan dokumen vang
dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari scjak data dan
dokumen dinyatakan lengkap.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan scbagaimana
dimaksud pada ayval (2) dokumen dinyatakan benar,
permohonan  dilanjutkan ke proses pemenksaan
pemenuhan standar tcknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109 ayat (1) huruf b.

Pasal 112

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111 ayat {2} dokumen dinvatakan
tidak benar, Sistemn OS5 mengembalikan dokumen kepada
Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.

Pelalcu Usaha menyampaikan perbaikan dokumen paling
lama 5 (lima) Hari sejak pengembalian  dokumen
dinyatakan tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

Pemeriksaan atas perbaikan dokumen dilakukan paling
lama 3 (tiga} Hari sejak diterimanya perbaikan dokumen
sebagaimana dimaksud pada avat (2).

Apabila berdasarkan hasil pemernksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat {3) perbaikan dokumen dinvatakan
benar, permohonan dilanjutkan ke proses pemeriksaan
pcmenuhan standar tekms sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109 ayat (1} huruf b.

Permchonan ditolak disertai dengan alasan penolakan
melalui Sistem 088, apabila;

a. Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam
jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2); atau

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atas perbailkan
dokumen sebagaimana dimaksud pada avat (3)
perbaikan dokumen dinyatakan tidak benar.

Pasal . . .
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Pasal 113

il} Pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 109 ayat [1} huruf b dilakukan
paling banyak 5 (lima] kali dalam kurun waktu paling lama
26 (dua puluh enam) Hari sejak dokumen dinyatakan
benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 avat (3)
dan Pasal 112 ayat [4).

(2] Pemernksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana
dimaksud pada ayal (1] dilakukan pertama kali dalam
waktu paling lama 3 (tiga) Han sejak dokumen dinyatakan
benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3)
dan Pasal 112 ayat {4).

{3] Hasil pemenksaan  pemenuhan  standar  tcknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
berita acara yang dilengkapi dengan pertimbangan teknis.

Pasal 114

{1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan
standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113
avat (l] dokumen rencana teknis dinyatakan perlu
dilakukan perbaikan, Sisiern OS5 mengembalikan
dokumen kepada Pclaku Usaha disertai dengan calatan
perbalkan.

(2) Berita acara pada pemeriksaan pemenuhan standar teknis
vang terakhir harus dilengkapi dengan kesimpulan.

(3] Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] berisi:

a. rekomendasi penerbitan surat pernyataan pemenihan
standar teknis; alau

b. reckomendasi pendaftaran ulang PBG.

Pasal 115

Berita acara pada pemeriksaan pemenuhan slandar teknis
sebagaimana ditnaksud dalam Pasal 113 ayat (3) dan Pasal 114
ayat [2] diunggah ke dalam Sistem 033,

Pasal 116

(1) DBerdasarkan rekomendasi penerbitan surat pernyataan
pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 114 ayat (3] huruaf a, Sisltern O5S menerbitkan surat
pernyataan pemenuhan standar teknis paling lama 1
[satu) Hari sejak rekomendasi penerbitan surat
pernyataan pemcnuhan standar teknis diterima.

{2) Surat . . .
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Surat pernyataan pemenuhan standar teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilengkapi perhitungan teknis
untuk retribusi yang digunakan untuk mempercleh PBG.

Pasal 117

Berdasarkan rekomendasi pendaftaran ulang PBG
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3} huruf b:

a. surat pernyataan pemenuhan standar teknis tidak
diterbitkan; dan

b. Sistem OS5 menyvampaikan bernta acara vang memuat
kesimpulan vang berisi rekomendasi pendaftaran
ulang PBG kepada Pelaku Usaha,

paling lama 1 (satu) Hari sejak rckomendasi pendaftaran
ulang PBG ditenma.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b
harus memuat secara lengkap catatan perbaikan.

Apabila Pclaku Usaha melakukan pendaltaran ulang PBG
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaku
Usaha menyampaikan perbaikan dokumen rencana
teknis.

Apabila Pelaku Usaha melakukan pendaftaran ulang PBG
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), konsultasi
dilanjutkan  berdasarkan  berita acara konsultasi
sebelumnya.

Pasal 118

Penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat {3)
huruf b meliputi:

a.
b.

C.

(1)

penctapan nilai retribusi daerah;
pcmbayaran retribusi daerah; dan
penerkitan PBG.

Pasal 119

Penetapan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 118 huruf a dilakukan oleh dinas tcknis
berdasarkan perhitungan ieknis untuk retribusi
secbagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) sesuai
dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.

{2) Penctapan . .
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Penetapan nilai retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sislemn
(088 paling lama 1 (satu] Hari sejak diterimanya surat
pernyataan pemenuhan standar teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1).

Dalam hal nilai retribusi tidak dapat ditetapkan dalam
jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (2],
penetapan nilai retribusi dilakukan secara otomatis
melalui Sistem OSS.

Pasal 120

Pelaku Usaha melakukan pembavaran retribusi daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b dalam
jangka waktu yang ditetapkan oleh masing-masing daerah
sgjak penetapan nilai retribusi dacrah.

Dalam hal jangka waktu scbagaimana dimaksud pada
aval (1) terlampaul, penyampaian nilai retribusi daerah
menjadi tidak berlaku dan permohonan PBG dinyatakan
batal.

Dalam menctapkan nilai retribusi daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1], Pemerintah Daerah sesuail dengan
kewenangan masing-masing memperhatikan kemampuan
Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi
daerah.

Pasal 121

Penerbilan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118
huruf ¢ dilakukan setelah Pelaku Usaha menyampaikan
bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 120 ayat (1) melalui Sistem OS85,

Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada aval (1)
berupa:

a. dokumen PBG: dan

b. lampiran dokumen PBG.

Paragraf . . .
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Paragraf 3

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Pasal 122

SLF  harus diperoleh oleh Pelaku Usaha sebelum
Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SLF sebagmimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
syarat terpenuhinya kelaikan fungsi Bangunan (edung.

Pemenuhan SLF Bangunan Gedung yang sudah ada
dilakukan berdasarkan hasil pemcriksaan kelaikan fungsi
Bangunan Gedung yang dilaksanakan olch:

a. pengkaji teknis; atau
b. tim penilai teknis yang dibentuk oleh Pemerintah

Daerah yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara
Banprunan Gedung.

Atas pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, kementerian yvang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di bidang
pekerjaan umum atan dinas tcknis yang membidangi
Bangunan Gedung di Pemerintah Daerah sesual dengan
kewenangan masing-masing menerbitkan SLF melalui
Sistem O35,

Untuk jasa vyang diberikan oleh pengkaji teknis
sebagaimana dimaksud pada ayvat {3} hurnaf a, menteri
vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum membuat standar biaya jasa yang
dikenakan bagi Pelaku Usaha.

Pasal 123

Pelaku Usaha vang memiliki Bangunan Gedung vang telah
berdiri namun belum memiliki izin  mendirikan
bangunan/PBG  schelum  Peraturan  Pemerintah  ind
berlaku, tidak perlu memperoleh PBG dan dapat langsung
menyampaikan permohonan SLF pada saat mengajukan
ataul memperpanjang permohonan PB dan/atau PB UMKU
melalul Sistern O3S,

Pelaku Usaha yang memiliki Bangunan Gedung yang telah
berdiri dan  telah  memiliki izin  mendirikan
bangunan /PBG, dapat  langsung menyvampaikan
permchonan SLF  pada saat mengajukan  atau
memperpanjang permchonan PB dan/atau PB UMKU

melalui Bistem (OS85,
(3] Ketentuan . . .
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Ketenntuan mengenai PBG dan SLF yang belum diatur
dalam Pasal 106 sampal dengan Pasal 122 dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang Bangunan Gedung.

BAB IiI
PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 124

PB dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan
peringkat skala usaha kegiatan usaha.

Penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha
keglatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meruipakan hasil dan analisis Risiko.

Analisis Ristko sebagaimana dimaksud pada ayat (2] wajib
dilakukan secara lransparan, akuntabel, dan
mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data
dan/atau penilaian profesional.

Tingkat Risiko scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
rmenentukan jenis PB.

Pasal 125
Analisis Risiko dilakukan dengan melibatkan:
4. menten vang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang ketenagakerjaan;
b. menler] yang menvelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang keschatan;

c. menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang
pengendalian lingkungan hidup;

d. menteri dan/atau kepala lembaga sektor terkail; dan
e. Pelaku Usaha dan/atau masyarakalt.

Keterlibatan menteri dan/atau kepala lembaga sektor
terkail sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf d
dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi
pengaturan kegiatan usaha yang bersifal linias sektor
dan/atau beririsan antarkementerian/lembaga.

(3) Keterlibatan . . .
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Kelerlibatan Pelaku Usaha danfatan masyarakat
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat
berupa:

a. memberikan masukan terhadap tingkat Risiko
kegiatan usaha;

b. memberikan data dan informasi terkait kegiatan usaha
dalam penctapan tingkat Risiko; dan

c. meningkatkan pemahaman kegiatan usaha untuk
melakukan manajemen Risiko.
Pasal 126

Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124
ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui tahapan:

a. pengidentifikasian kegiatan usaha;
b. pengidentifikasian skala usaha;

c. penilaian tingkat bahaya; dan

d. penilaian potensi terjadinya bahaya.

Hasil dari analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} berupa penetapan tingkat Risiko.

Pasal 127

Pengidentifikasian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a mengacu kepada
pengaturan ruang lingkup kegiatan usaha pada KBLI.

Pengidentifikasian skala usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 126 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan
peraluran perundang-undangan di bidang kemudahan,
pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMK-M.

Pcnilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 126 ayat (1) huruf ¢ dilakukan terhadap aspelk:

a. kesehatan;

I, keselamatan;

¢. lingkungan; dan/atau

d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Untuk kegmatan tertentu, penilaian tingkat bahaya
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) dapat mencakup
aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha.

{5) Penilaian . . .
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(5} Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada
ayal (3) dan ayat (4) dilakukan dengan memperhitungkan:

jenis kegiatan usaha;

krileria kegiatan usaha;

lokasi kegiatan usaha;

keterbatasan sumber daya; dan/alau

Risiko volatilitas.

(6) Penilaian potensi terjadinya bahaya  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1] huruf d terdiri atas:

a. hampir tidak mungkin terjadi;

o oap gD

B, kemunglinan kecil terjadi;
c¢. kemunglkinan terjadi; atau
d. hampir pasti terjadi.

Pasal 128

{1) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya serla penilaian
potensi terjadinyva bahaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 127 ayat (2} sampai dengan ayat (5}, tingkat Risiko
dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, ditetapkan
menjadi:

a. keglatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
c. keglatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

{2) Kegiatan wusaha dengan tingkat Risiko mencngah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:
a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
b. tingkat Risiko menengah tinggi.

Pasal 126

Meckanisme pelaksanaan analisis Risiko kegiatan usaha
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 126 tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 130

PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a
berupa NIB yvang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus
legalitas pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal . ..
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Pasal 131

PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah
rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2)
huruf a berupa:

a. NIB: dan
. Sertifikat Standar.

Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada avat {1)
huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan
kegialan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha
untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan
kegiatan usaha.

Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diterbitkan olch Pemerintah Pusal, Pemerintah
Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-
masing yang diberikan melalui Sistemn 0SS,

PB sebagaimana dimaksud pada avat (1) menjadi dasar
bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan,
operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.

Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
dipcnuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan
kegiatan usaha.

Pemenuhan atas standar usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) diperiksa pada saal Pengawasan sesual
dengan ketentuan yang diatur dalam Peraluran
Pemerintah ini.

Pasal 132

PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah
tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2)
huruf b berupa:

a. NIB: dan
b. Sertilikat Standar.

(2) Sertifikat . . .
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Scrtifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
huruf b merupakan Secrtifikat Standar pelaksanaan
kegiatan usaha yang diterkitkan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan
Pengusahaan KPFBPB scsuai dengan kewenangan masing-
masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar
peiaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.

Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan
melalui  Sistem 088 untuk memenuhi  standar
pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan
kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan
verifikasi.

Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Lembaga OS8 menerbitkan Bertifikat Standar
vang belum lerverifikasi.

Sertifikat Standar vang belum terverifikasi sebagaimana
dimaksud pada avat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha
untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.

N1B sebagaimana dimaksud pada avat (1} hurnal a dan
Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b vang telah terverifikasi merupakan PB bagi Pelaku
Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau
komersial kegiatan usaha.

Dalam hal Pelaku Usaha:

a. tidak memenuhi standar sesuai dengan ketentuan
dalam jangka waktu vang ditetapkan dalam norma,
standar, prosedur, dan kriteria; dan

b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan
persiapan keglatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun sejak NIB terbit,

Lembaga OS5 meclakukan pencabutan Sertifikat Standar
yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4).

Pasal 133

PB untuk kegiatan usaha denpgan tingkat Risiko tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat {1} huruf ¢
berupa:
a. NIB; dan
b. Izin.

(2) Izin . . .
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Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan persetujuan Pemerintah Pusal, Pemerintah
Daerah, Administrator  KEK, danfatau Badan
Pengusahaan KPBPB untuk pelaksanaan kegiatan usaha
vang wajib dipenuhi oleh Pelaka Usaba scbelum
melaksanakan kegiatan usahanya melalui Sistem 085,

Scbelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada
avat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk
persiapan kegiatan usaha.

NIB sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a dan Izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
PB bagi Pelaku Usaha untuk melakukan Kkegiatan
operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

Pasal 134

Verifikasi scbagaimana dimaksud dalamn Pasal 132
dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB
sesual dengan kewenangan masing-masing.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada avat (1] dapat
dilakukan dengan menugaskan lernbaga atau profesi ahli
vang bersertiikal atau terakreditasi.

BAB IV

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

5K No 257359 A

{1}

Pasal 135

Dalam hal pada tahap opecrasional danjatau komersial
kegiatan usaha diperlukan PB UMKU,
kementerian flembaga mengidentifikasi PB UMKU dengan
tetap mempertimbangkan tingkat Risiko kematan usaha
dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap
aperasicnal dan/fatau komersial kegiatan usaha.

(2) PB . ..
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PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tidak
termasuk perizinan dalam rangka penyelenggaraan
kegiatan ekspor, impor, dan pemenuhan kelentuan
larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor seria
neraca komoditas.

Pemberian  perizinan dalam rangka penyelenggaraan
kegiatan ekspor, impor, dan pemenuhan ketentuan
larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor serta
neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
dilakukan melalui sistem Indonesia National Single
Window sesuai dengan kectentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perdagangan dan neraca komoditas.

PB UMEKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dipenuhi ocleh Pelaku Usaha dengan mengajukan
permchonan PB UMKU kepada kementerian/lembaga,
Pemerintah  Daerah, Administrator KEK, dan Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-
masing melalui Sistem OS8,

Sistem 08§ sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
meneruskan permchonan PB UMKU kepada
kemenlenan/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator
KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesual dengan
kewenangan masing-masing untuk dilakukan pemrosesan
permohonan PB UMK,

PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan perizinan berusaha yang diperlukan dalam
rangka:

a. peredaran produk;

b. kelayvakan operasi;

¢. slandardisasi produk/jasa; dan/atau
d

kelancaran keglatan usaha selain  sebagaimana
dimaksud dalam hurul a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 136

Dalam melakukan pemrosesan permohonan PB UMK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (4),
kementerian flembaga, Pemerintah Daerah, Administrator
KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB dapat bekerja sama
dengan lembaga alau profes: ahli vang bersertifikat atau
terakreditasi sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

(2) Apabila . . .
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Apabila permohonan PB UMKU vang disampaikan olch
Pelallu Usaha diselwyui, kementerian/lembaga dan
Pemerintah Daerah scsuai dengan kewenangan masing-
masing menyampaikan persctujuan PB UMKU kepada
Sistemn OB5.

Sistern OBS menerbitkan PB UMKU kepada Pelalku Usaha.

Apabila permohonan PB UMKU vang diajukan oleh Pelaku
Usaha ditolak ataun diminta melengkapi pemenuhan
persyaratan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah,
Adminmistrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB
sesual dengan kewenangan masing-masing
menyampaikan kepada Pelaku Usaha melalul Sistern OS89
disertai dengan penjelasan.

BAB V

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA

(1)

(2)

(3)

Bagian Kesalu

Umum

Pasal 137

Pemerintah Pusat menyusun dan menetapkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria pada sctiap sektor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan avat (2).

Norma, standar, prosedur, dan kriteria scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan tunggal bagi
pclaksanaan penyelenggaraan PBBR oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atanu
Badan Pengusahaan KPBPB.

Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan  peraturan
pelaksanaan internal norma, standar, prosedur, dan
kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2] kepada
kepala daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala
daerah.

{4) Kepala . ..
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Kepala daerah dalam menyusun peraturan pelaksanaan
internal schagaimana dimaksud pada ayal (3) mengacu
pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} serta tidak memperluas ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 1358

Persyaratan dasar, PB, dan PB UMEKLU diterbitkan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesual norma,
standar, prosedur, dan kriteria vang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan penerbitan PB sebagaimana dimaksud pada
ayat [1} dilakukan oleh:

a. Lembaga O85;

b. Lembaga OS5 atas nama menteri/kepala lembaga;

c. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur; dan

d. kcpala DPMPTSP kabupaten/kola alas nama
bupati/wali kota,

scsuai dengan  kewenangan masing-masing vang
tercantum dalam Lampiran I yang merupalan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pelaksanaan pencrbitan PB UMEKU  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. Lembaga O88 atas nama menleri/ kepala lembaga;

b. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur;

c. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama
bupati/wali kota; dan

d. menten/kepala  lembaga melalui  Sisterm 088
sepanjang dilentukan dalam ketentuan internasional,

sesual dengan  kewenangan masing-masing vang

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ dan huruf d, kewenangan penerbitan PB
dilakukan olch Lembaga OS5 atau Lembaga 0SS atas
nama menterifkepala lembaga wuntuk penerbitan PB
dalam hal kegialan usaha terdapat:

a. Penanaman Modal Asing; dan/atau

b. Penanaman Modal yang menggunakan modal asing
berdasarkan penanjian vang dibuat oleh Pemerintah
Pusat dan pemeriniah negara lain.

{3) Dikecualikan . ..
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Dikecualikan dari ketenluan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4], kewenangan penerbitan PB di wilayah KPBPB
dilakukan oleh kepala Badan Pengusahaan KPBPB untuk
penerbitan PB dalam hal kegiatan usaha terdapat:

a. Penanaman Medal Asing; dan/atan

b. Penanaman Modal yang menggunakan modal asing
berdasarkan perjanjan vang dibuat coleh Pemerintah
Pusat dan pemerintah negara lain,

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan

bebas.

Dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat {2} huruf b, huraf ¢, dan huruf d serta ayvat (3) huruf

a, huruf b, dan huruf c:

a. dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayvah
KEK, kewenangan penerbitan PB dan PB UMKU
dilakukan olch Administrator KEK sesusal dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kawasan ekonomi khusus; atau

b. dalam hal keglatan usaha dilakukan pada wilayah
KPBPB, kewenangan penerbitan PB dan PB UMKU
dilakukan olch kepala Badan Pengusahaan KPBPB
sesual dengan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan
pelabuhan bebas.

Pasal 139

Menterifkepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota,

kepala Administrator KEK, dan/atau kepala Badan

Pengusahaan KPBPB sesuail dengan kewenangan masing-

masing dalam:

a. meclakukan pemeriksaan PB dan/atau PB UMKU harus
sesiial dengan jangka waktu; dan

b. memberikan PB dan/atau PB UMKU harus sesuai
dengan masa berlaku.

Pelaku Usaha harus memenuhi kelenluan PB

sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang

merupakan bagian tidak lerpisahkan dari Peraturan

Pemerintah ini.

Pelaku Usaha harus memenuhi ketentuan PB UMKU

sehagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Pemerintah 1.

Bagian . . .
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Hagian Kedua

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Scktor

Paragraf 1
Sektor Kelautan dan Perikanan

Pasal 140

(1) PB sektor kelautan dan perikanan meliputi kegiatan
Usaha:

pengelolaan ruang laut;
perikanan tangkap;
pembudidayaan ikan;

pengolahan hasil kelautan dan perikanan; dan

o oo o0 g

pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

{2] PB UMKU sektor kelautan dan perikanan melipul
penunjang cperasional dan/atau komersial lkegiatan
usaha vang lerdiri atas:

a. pengelolaan ruang laut;

b. perikanan tangkap;

c. pembudidayaan ikan;

d. pengolahan hasil kelautan dan perikanan; dan

c. pemasaran hasil kelaulan dan pernikanan.

Paragraf 2

Sektor Pertanian

Pasal 141
(1) PB sektor pertanian meliputi kegiatan nsaha:
a. perkebunan;
b. tanaman pangan;

c. hortikultura; dan

d. peternakan . . .
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d. peternakan dan kesehatan hewan.

2y PB UMEKLU sektor pertanian meliputi penunjang
operasional dan/atau komersial kegialan usaha yang
terdiri atas:

perkebunan;
tanaman pangan,
hortikultura:

peternakan dan kesehatan hewan; dan

o oo T B

sarana pcrtanian.

(3] Perizinan terkait veteriner diatur oleh menteri vang
menyelenggarakan urusan pemcrintahan di bidang
pertanian.

Paragraf 3

Sektor Kehutanan

Pasal 142
PB selktor kehutanan meliputi keglatan usaha:
a. pemanfaatan hutan,

b. pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan suaka alam,
kawasan pelestarian alam, dan taman bura;

c. pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar; dan

d. perbenihan tanaman hutan.

Paragraf 4

Sektor Encrgi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 143

(1} PB sektor energi dan sumber daya mineral meliputi
subsektor:

a. minyak dan gas bumi;
b. ketenagalistrikan;
c. mineral dan batubara; dan

d. encrgi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

(2} PB . ..
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PB UMKU scktor energl dan sumber daya mineral meliputi
penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan
usaha vang terdiri atas subsektor:

a. minyak dan gas bumi;

b. ketenagalistnkan;

c. mineral dan batubara;

d. energi baru, terbarukan, dan konscrvasi energi; dan
e. geolog,

Kewajiban pemenuhan persyaratan dasar berupa KKPR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a
dikecualikan untuk PB dalam tahap survei dan tahap
eksplorasi subsektor energl baru, terbarukan, dan
konservasi energil, serta tahap keglatan eksplorasi pada
subsektor mineral dan batubara.

Pasal 144

Penerapan PB pada kegiatan usaha hulu pada subsektor
minyak dan gas bumi vang dilaksanakan oleh badan
usaha atau bentuk usaha tetap berdasarkan kontrak kerja
sama berlal ketentuan:

a. kontrak kerja sama diperlakukan sebagai lzin dalam
kegiatan usaha hulu; dan

b. badan wusaha atau bentuk usaha tetap vang
menandatangani kontrak kerja sama wajib memiliki
NIB.

Penerapan PB sebagaimana dimaksud pada avat (1) tidak
menghapus keberlakuan  seluruh  ketentuan dalam
kontrak kerja sama.

Pasal 145

Keglalan usaha hilir pada subscktor minyak dan gas bumi
meliputi:

a. kegiatan usaha pengolahan yang meliputi kegiatan
memurnikan, memperoleh bagian-bagian,
mempertinggl mutu, dan mempertinggi nilai tambah
minyak dan gas bum yang menghasilkan bahan bakar
minyak, bahan bakar gas, hasil olahan, fHguified
petroleum gas, dan/atau fquified natural gas tetapi
Ldak termasuk pengolahan lapangan;

b. kegiatan . . .
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b. kegiatan usaha pengangkutan vang meliputi kegiatan
pcmindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar
minyak, bahan bakar gas, dan/fatau hasil olahan
melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk
tujuan kemersial;

c. kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan
penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan
pengeluaran minyvak bumi, bahan bakar minyak,
bahan bakar gas, dan/atau hasil clahan pada lokasi di
atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau
permukaan air untuk tujuan komersial;, dan

d. kegiatan usaha niaga yang meliputi kegiatan
pembelian, perjualan, ekspor, dan 1mpor minyvak
bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas,
dan/atau hasil clahan, termasuk gas bumi melahai
pIpA.

Keglatan usaha pengangkutan yang meliputi kegiatan
pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar
minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan yang
menggunakan alat transportasi darat, air, dan/atau udara
dari suatu tempat ke ltempat lain untuk tuyjuan komersial
dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur,
dan kriteria pada sektor transportasi.

Pasal 146

PB UMKU pada subsektor geologi berupa pengusahaan air
tanah diterbitkan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria vang ditetapkan cleh Pemerintah Pusal pada kondist air
tanah yang tercantum dalam zona konservasi air tanah
dan/atan data hidrogeologi lainnya sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1)

Pagal 147
Pelaku Usaha yang telah melakulcan kegiatan:

a. konstruksi berupa sumur bor/gali air tanah tanpa Izin
penpusahaan air tanah; dan/atau

b. penggunaan air lanah tanpa Izin pengusahaan air
tanah,

sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kena
menjadi Undang-Undang, dikenai sanksi administratif

berupa . . .
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berupa denda adminisiratil dan wajib  mengajukan
permohonan PB UMKU Izin pengusahaan air tanah, paling
lama 3 (tga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang
Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganli  Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Penggunaan air tanah tanpa lzin pengusahaan air lanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merapakan:
a. penggunaan air tanah yang pernah memiliki Izin

pengusahaan air tanah, namun telah habis masa
berlakunya; atau

b. penggunaan air lanah yang belum pernah memiliki [zin
pengusahaan air tanah.

Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada
avat (1] ditetapkan berdasarkan formula penghitungan
denda administratif yang ditetapkan sesuai dengan
ketentyan  peraturan  perundang-undangan i bidang
penerimaan negara bukan pajak.

Permohonan PB UMKU =sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) diajukan cleh Pelaku Usaha melalui Sistem O35 sesuai
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf 5

Scktor Ketenaganukliran

Pasal 148

PB sektor ketenaganuikliran meliputi kegiatan usaha:
a. pemanfaatan sumber radiasi pengion;

b. instalasi nuklir dan bahan nuklir;

c. pertambangan bahan galian nulklir; dan

d. pendukung scktor ketenaganukliran.

PB UMKU sektor ketenaganukliran mecliputi penunjang
operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang
terdirl atas:

a. pemanlaaian sumber radiasi pengion;
b. instalasi nukbr dan bahan nuklr; dan
c. pertambangan bahan galian nuklir.

(3)PB. ..
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(3) PB dan PB UMKU untuk kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul a dan huruf b, serta ayat (2}
huruf a tertentu diterbitlkan sesuai tahapan kegiatan yang
meliputi:

a. konstruksi,
b. operasy
¢. dekomisioning, dan/atau
d. pernyataan permnbebasan.

Paragral 6

Sektor Penndustrian

Pasal 149

(1) PB sektor perindustrian meliputi kegiatan usaha:

a. penyelenggaraan industn vang mengolah bahan baku
dan/atau memanfaatkan sumber dava indusir,
termasuk jasa industri; dan

b. kawasan industri.

{2) PB UMEKU sekter perindustrian meliputi penunjang

operasional dan/atau komersial kegiatan usaha vang
terdiri atas:

rekomendasi;
pertimbangan tcknis;
surat persetujuan;
surat penetapan;
tanda pendaftaran;
tanda dallar;

tanda sah; dan/atau

surat keterangan dalam kegiatan  penunjang
operasional danjatau komersial kegiatan usaha
industri tertentu.

SRt e o g

Pasal 150

PB untuk kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 149 ayat {1} huruf a berlaku juga sebagai PB untuk
tempat penyimpanan mesin/ peralatan, bahan baku, bahan
penolong, dan/atau hasil produksi dengan ketentuan:

a. tempatd . . .
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lempat penyimpanan dimaksud terkait dengan kegiatan
dan/atau kepentingan produksi Pelaku Usaha di sektor
perindustrian bersangkutan vang Udak terpisahkan dari
kegiatan Industrinya dan berada dalam 1 (satu] lokasi
usaha industri; dan

lernpal penyimpanan dimaksud tidak disewakan atau
dikomersialkan.

Pasal 151

Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 149 ayat {1} huruf a wanb berlokas: di kawasan
industri.

Kegiatan usaha industri scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berlokasi di luar kawasan industri apabila:

a. berlokasi di daerah kabupatenfkota yang belum
memiliki kawasan industni  atau  telah memiliki
kawasan industri tetapi seluruh kaveling industri
dalam kawasan industrinya telah habis;

b. berlokasi di zona industri dalam KEK;
termasuk klasifikasi industri kecil;

]

d. termasuk klasifikasi industri menengah yang tdak
berpotenst memmbulkan pencemaran  lingkungan
hidup yang berdampak luas; atan

e. industri yang menggunakan bahan baku khusus
dan/ataun proses produksinya memerlukan lokasi
khusus,

Kegatan usaha indusir yvang:

a. berlokasi di daerah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan/atau

b. termasuk klasifikasi industri menengah sebagaimana
dimaksud pada aval (2) hurul d,

wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri sesuai

dengan RTR.

Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan
pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas
sebagaimana dimaksud pada ayat {(2) huruf d dan industri
yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses
produksinya memerlukan lokasi khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurul e ditetapkan oleh menteri
yang menyclenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian,

Pasal . ..
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Pasal 132

Pelaku Usaha perseorangan dan Pclaku Usaha
nonperseorangan di sektor perindustrian yang melakukan
perubahan klasifikasi usaha industri wajib memenuhi
ketentuan lokasi sebagamimana dimaksud dalam Pasal 151.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
dikecualikan bagi Pelaku Usaha perseorangan dan Pelaku
Usaha nonperseorangan di sektor perindustrian yang
melakukan perubahan klasifikasi kegiatan usaha industri
tanpa menambah lahan lokasi industri atau pindah lokasi
industri.

Pasal 153

Dalam 1 (satu) PB hanyva berlaku bagi 1 (satu) Pelalou
Usaha di sektor perindustrian yang:

a. memiliki usaha industri dengan 1 (satu) kelompok
usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima} digit dan berada
dalam 1 {satu) lokasi indusir;

b. memiliki beberupa usaha indusiri yang merupakan
1 {salu) unit produksi terpadu dengan KBLI 5 (limal]
digit vang berbeda dalam 1 (satu) kawasan industr;
atau

c. mcmiliki beberapa usaha industri dengan 1 (satu)
kelompok usaha sesuai denigan KBLI 5 {lirna) digit yang
sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1 (satu)
kawasan industri.

Dalam hal Pelaku Usaha di sektor perindustrian memiliki
usaha industri di luar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), wajib memiliki PB baru.

Pasal 154

PB untuk kegiatan usaha kawasan industri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 149 avat (1) huruf b dibenkan
hanya kepada Pelaku Usaha yang berbentuk badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan
perseroan terbatas, vang berlokasi di dalam kawasan
peruntukan industri sesuai dengan RTR.

Pelalou Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
telah mempcroleh PB untuk kegiatan usaha kawasan
industri merupakan perusahaan kawasan industri.

(3) PB. ..
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{3} PB kawasan induslri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan sesuai dengan KKPR kegiatan usaha kawasan
industri,

Pasal 155

1} Setiap perusahaan kawasan industri yang meclakukan
PP
perluasan kawasan wajib memiliki persyaratan dasar dan
PE.

(2} Sebelum mengajukan permohonan persyaratan dasar dan
PB scbagaimana dimaksud pada ayat {1), perusahaan
kawasan industri harus lelah menguasai dan sclesai
menyiapkan lahan kawasan industri sampai dapat
digunakan, menyusun perubahan Andal, perencanaan,
dan pembangunan infrastruktur kawasan industri, serta
kesiapan lain dalam rangka perluasan kawasan.

(3) Perluasan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1) harus dalam satu hamparan dan berlokasi di
kawasan peruntukan industri sesuai dengan RTR.

Paragraf 7
Sektor Perdagangan dan Metrologl Legal

Pasal 156

(1) PB scktor perdagangan dan metrologi legal meliputi
kegiatan usaha:

a. perdagangan dalam neger;;
b. pengembangan ekspor nasional; dan

c. pecrdagangan berjangka komeoditi, sistem resi gudang,
dan pasar lelang komoditas.

{2) PB UMKU scktor perdagangan dan metrologi legal melipuli
penunjang operasional danjfatau komersial kegiatan
usaha yang terdiri atas:

a. pecrdagangan dalam negeri; dan

b. perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Pasal 137

PB perdagangan berjangka komoditi, sistcm resi gudang, dan
pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 156 ayat (1) huruf ¢ berlaku ketentuan:

a. permchonan . . .



SK No 193110 A

€.

b.

S

PRESIDEN
REPLUELIK INDONESIA

- 494 -

permohonan dan penerbitan NIB kegiatan usaha dilakukan
melalui Sistem QO8S;

Sistern 083 mengalirkan permohonan PB kepada badan
pengawas  perdagangan  berjangka komoditi pada
kementerian yang menyelenggaralkan urusan pemerintahan
di bidang perdagangan; dan

penerbitan PB perdagangan berjangka komoditl, sistem resi
cudang, dan pasar lelang komoditas dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi
oudang, dan pasar lelang komoditas.

Paragraf 8

Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(1)

(2)

(1)

Pasal 158

PEB sekior pekerjaan umum dan perumahan rakyat
meliputi kegiatan:

a. jasa konstruksi;

b. sumber daya air;

¢. bina marga;

d. cipta karya; dan

g. pengembangan perumahan.

PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perurnahan rakyat
meliputi  penunjang operasional danjfaltau  Kkomersial
kegiatan usaha yang tcrdiri atas:

a. sumber daya air; dan

b. bina marga.

Pasal 159
setiap Pelaku Usaha yvang telah melakukan kegiatan:

a. penggunaan sumber dava air tanpa PB UMKU sektor
pekerjagan umum dan perumahan rakyat subsektor
sumbecr daya air;

b. pelaksanaan konstruksi sumber daya air dan
pelaksanaan nonkonstruksi tanpa PB UMEKLU sektor
pekerjgan umum dan perumahan rakyai subsektor
sumber daya air; dan/atau

c. pelaksanaan . . .
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c. pelaksanaan konstruksi sumber air yang berupa
kegiatan pengalthan alur sungai tanpa PB UMEKU
sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat
subseklor sumber daya air,

sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang, dikenai sanksi administratif
berupa denda administratif dan wajilb mengajukan
permohonan PB-UMKU sekior pekerjaan umum dan
perumahan rakyat subscktor sumber daya air paling lama
3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor G
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipla Kerja menjadi Undang-Undang.

Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada
avat (1) ditetapkan berdasarkan formula penghitungan
denda administratif yang ditetapkan oleh mentern yvang
menyvelenggarakan  urusan pemerintahan  di bidang
pekerjaan umum sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan
pajal.

Permohonan PB UMEKU sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digjukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OS5
dengan berpedoman pada Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah im.

Paragraf 9

Seklor Transportasi

Pasal 160

PB scktor transportasi meliputi kegiatan usaha:

a. transportasi darat;

b. transportasi laut;

¢. transportasi Udara; dan

d. transportasi perkeretaapian.

PB UMKU sektor transportasi meliputi penunjang

operasional dan/atau komersial kegiatan usaha vang
terdiri atas:

4. transportasi darat;
b. transportasi laut;
c. transportasi . . .
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c. transportast udara; dan

d. transportasi perkeretaaplan.

Pasal 141

Kegiatan wusaha sektor (ransportast  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b dan huraf ¢
terdiri atas penyelenggaraan sarana dan prasarana
transportasi serta penyelenggaraan penunjang sarangd dan
prasarana transportasi.

Kegiatan usaha sektor transportasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 160 ayal (1) huruf a dan huruf d
terdiri. alas penyelenggaraan sarana dan prasarana
transportasi.

Kegialan usaha seklor transportasi yang merupakan
penvelenggaraan penunjang sarana dan  prasarana
transportasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
merupakan jasa lerkait sarana dan prasarana transportasi
yvang dapat dilakukan secara langsung oleh UMK-M atau
bekerja sama dengan badan usaha.

Paragraf 10

Sektor Keschatan, (Obat, dan Makanan

Pasal 162

PB dan PB UMKLU =sektor kesehatan, obat, dan makanan terdin
atas subsektor:

a. kesehatan;

b. obat dan makanan,; dan

.

(1)

pangan segar.

Pasal 163
PB subsektor kesehatan meliputi kegiatan usaha:
a. pelayanan kesehatan;

b. kefarmasian, alat kcschatan, dan perbekalan
kesehatan rumah tangga; dan

c. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyalit.

(2) PB . ..
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PB UMEKU subsektor kesehatan melipuli penunjang
operasional dan/altau komersial kegiatan usaha yang
terdiri atas:

a. pelayanan kesehatan;

b. kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan
kesehatan rumah tangga; dan

c¢. kesehatan lingkungan.

Pasal 164

PB UMKU subsektor obat dan makanan melipuili
penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan
usaha yang terdiri atas:

a. obat dan bahan obat;

b. obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi,
dan kosmectik; dan

¢. pangan olahan.

PB UMKU subsektor obat dan makanan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak berlakn bagl usaha tertentu
yvang ditetapkan oleh kepala badan yang melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang pengawasan obal dan
makanan setelah berkoordinasi dengan kementerian yang
menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta
pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam
penvelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian
dan kementerian/lembaga vang menyclenggarakan
urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Pasal 165

PE UMKU subscktor pangan segar meliputi penunjang
operasional dan/atau kemersial kegiatan usaha yang terdiri
atas:

a.
b.

C.

sarana penanganan pangar segar;

peredaran pangan segar; dan

jaminan keamanan pangan segar produk ekspor.

Paragraf . . .
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Paragraf 11
Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 166

PB dan PB UMKU sektor pendidikan dan kebudayaan terdiri
atas subsektor:

a. pendidikan; dan
b. kebudayaan.

Pasal 167

{1} Pelaksanaan perizinan pada subsektor pendidikan dapat
dilakukan meclalui PBBR sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah ini.

{2] PBBER untuk satuan pcndidikan scbagaimana dimaksud
pada ayat {1} sesual dengan ketentuan peraluran
perundang-undangan di bidang pendidikan.

{3] Pelaksanaan perizinan pada subsektor pendidikan untuk
lembaga pendidikan formal di KEK wajib dilakukan
melalul PBEBR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah ini.

{4) Ketentuan mengenal norma, standar, prosedur, dan
kriteria PBBR untuk satuan lembaga pendidikan formal di
KEK diatur dalam:

a. peraturan menteri yang menyelenggarakan
suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan
pendidikan menengah; atau

. peraluran menteri yang menyelenggarakan
suburusan pemerintahan  pendidikan tinggi dan
urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan
dan teknologi,

sesual dengan kewenangan masing-masing berdasarkan

rekomendasi dan kementenan yvang menvelenggarakan

sinkronisasi dan  koordinasi  serta  pengendalian
pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 168

PB subsektor pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
166 hurul a meliputi pula PB atas kegiatan usaha pencrbitan
buku.

Pasal . ..
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Pasal 169

(1} PB subsektor kebudayaan meliputi kegiatan usaha
perfilman.

{2) PB UMKU subsektor kebudayaan meliputi penunjang
operasional danfatan komersial kegiatan usaha yang
terdiri atas:

a. pemberitahuan pembuatan film;
L. rekomendasi impor film; dan

c. tanda lulus sensor,

Paragraf 12

Sektor Pariwisata

Pasal 170
PBE sclctor pariwisata meliputi kegiatan usaha:
daya tarik wisata;
kawasan pariwisata;
jasa transportasi wisata;
jasa perjalanan wisata;
jasa makanan dan minuman;
penyediaan akomaodasi;

penvelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

S w oMo a6 g

penyvelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif,
konferensi, dan pameran;

i. jasa informasi wisata;

jasa konsultan pariwisata;

[ S

k. jasa pramuwisata;
l.  wisata tirla; dan

m. spa.

Paragral . . .

SK No [93180 A
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Paragrafl 13

Sekilor Keagamaan

Pasal 171
PB sektor keagamaan meliputi kegiatan usaha:
a. penyelenggaraan ibadah haji khusus; dan

b. penvelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Paragraf 14

Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penviaran

Pasal 172

PB sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran terdini atas
subsektar:

8. pOS;
b. telekomunikasi; dan

c. penyelenggaraan penyiarar.

Pasal 173

PB UMKU sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran meliputi
penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
yang terdin atas:

a. penemeoran telekomunikasi;

b. hak labuh sistemn komunikasi kabel laut transmisi
telekomunikasi internasional;

c. hak labuh satelit;
d. izin pita frekuensi radio;
e. 1zin stasiun radio bagi scluruh scktor usaha; dan

]

sertifikat  alat telekomunikasi dan/ataun perangkat
telekomunikasi bagl seluruh sektor usaha.

Paragral . . .
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Paragraf 15

Sektor Pertahanan dan Kecamanan

Pasal 174

PB dan PB UMKU pada sektor pertahanan dan keamanan
terdiri atas subsektor:

a. 1ndustrl pertahanan; dan
b. keamanan.

Pasal 175

PB subsektor industri pertahanan berupa kegiatan usaha
aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan
dan keamanan.

Pasal 176

PB UMKU subsektor industri pertahanan melipuli penutjang
operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri
atas:

a. penetapan sebagai industri pertahanan;
produksi alat peralatan pertahanan dan keamanan;
kelaikan alat peralatan pertahanan dan keamanan;

pemasaran alat peralatan pertahanan dan keamanarn;

P Ao T

penjualan, ekspor, dan transfer alat peralatan pertahanan
dan keamanan;

f. pembelian dan impor alat peralatan pertahanan dan
keamarnan; dan/atau

g. industri bahan peledak.

Pasal 177

(1} PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176
berkaitan dengan industri pertahanan yang menjalankan
kegiatan usaha:

a. Industrl alat ulama;

b. mndustri komponen utama dan/atau penunjang;

c. industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan);
dan

d. industri bahan baku,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang industri pertahanan.
(2) Industri . ..
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Industri alat utama sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a terdiri atas:
a. industri senjata dan amunisi;
b. industri pcsawat terbang;
¢. industri kendaraan pcrang,
d. industri kapal perang; dan

e. industri radar pertahanan.

Pasal 178

Dalam rangka pendirian badan usaha di bidang industn bahan
peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf g dan
badan usaha di bidang industri alat utama scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf a diperlukan:

a.

rekomendasi penanaman modal asing berupa persetujuan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerinlahan di
bidang pertahanan, dalam hal terdapat kepentingan
strategls untuk pendirian badan hukum dengan modal
asing melebihi 49% {empat puluh sembilan persen] yang
bergerak di bidang industri alat utama;

rekomendasi pendirian pabrik senjata dan amunisi berupa

persetujuan  menteri yang menvelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pertahanan atau pejabat vang

ditunjuk untuk:

1. pendirian badan hukumn dengan kepemilikan modal
asing maksimal 49% (empat puluh sembilan persen),

2. pendirian badan hukum dengan kepemilikan dalam
negeri; atau

3. perubahan kepemilikan saham dalam badan hukum
dengan kepemilikan dalam negeri,

vang bergerak di bidang industri alat utama; dan/alau

rckomendasi pendirian pabrik bahan baku bahan peledak,
bahan peledak, atau bahan peledak aksesoris berupa
persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertahanan atau pejabat yang
ditunjuk dalam rangka pendirian badan hukum di bidang
industri bahan peledak.

Pasal . ..
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Pasal 179

Ketentuan  mengenai  pemberian  perizinan  danj/atau
rekomendasi kegiatan ekspor dan impor alat peralatan
periahanan dan keamanan dan bahan baku bahan peledak
serta bahan peledak aksesoris diatur dengan peraturan menteri
vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perltahanan setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait.

Pasal 180
PB subsektor keamanan meliputi kegiatan usaha:

a. jasa konsultansi keamanan;

=3

jasa penerapan peralatan kearnanar;
jasa pelatihan keamanan;
jasa kawal angkut uang dan barang berharga;

jasa penycdiaan tenaga pengamanarn; dan

=T S O

jasa penyediaan satwa keamanan (K9).

Paragraf 16

Scktor Ekonomi Kreatif

Pasal 181

PB sektor ekonomi kreatil meliputi kegiatan usaha ekonomi
kreatif.

Paragraf 17

Selctor Informasi (Geospasial

Pasal 182
PB seklor informasi geospasial meliputi kegiatan usaha:

a. perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan informasi
geospasial;

b. pclaksanaan akuisisi data geospasial berbasis metode
terestris, metode fotogrametn dan pengindraan jauh, atau
hidrografi; dan

¢. pengolahan dan pengelolaan data dan informasi geospasial.

Paragraf . . .
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Paragral 18
Sektor Ketenagakerjaan

Pasal 183

PB sektor ketenagakenaan melipuli kegiatan usaha:

a.
b.

.

k.

1.

pelatihan kerja;
alih daya;

penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam
negeri;

penempatan pekerja rumah tangga;
penempatan tenaga kerja daring (job portal);

penyveleksian  dan  penempatan pckerja  migran
Indonesia;

jasa fabrikasi, pemeliharaan, reparasi, dan instalasi
teknik keselamatan dan kesehatan kerja;

. jasa sertifikasi dengan lingkup kegiatan usaha

lembaga audit sislem manajemen keselamatan dan
kesehalan kerja;
jasa penguian laboratorium dengan lingkup kegiatan
usaha pemeriksaan dan pengujian keselamatan dan
kesehatan kerja;

jasa inspeksi periodik dengan lingkup kegiatan usaha
pemeriksaan dan  pengujian  keselamatan dan
kesehatan kerja;

jasa pembinaan dan konsultasi keselamatan dan
kesehatan kena; dan

sertifikasi profes: pihak keliga.

PB UMKU sektor ketenagakerjaan melipull penunjang
operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang
terdin atas:

.

b.

pemeriksaan/ pengujian  keschatan tenaga kerja
dan/atau pelayanan kesehatan kerja;

sertiflikat layak keselamatan dan kesehatan kerja; dan

pernyelenggaraan pemagangan di luar negeri.

Paragraf . ..
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Paragraf 19
Sektor Perkoperasian

Pasal 184
PB sektor perkoperasian meliputi kegiatan usaha;
4. simpan pinjam:
1. dari dan kepada anggota koperasi; dan/atau
2. dari dan kepada koperasi lain, dan

b. aktivitas pemeringkatan koperasi.

Paragrafl 20

Bektor Penanaman Modal

Pasal 185

(1} PB scktor penanaman modal meliputi kegiatan usaha yang
belum atau tidak memiliki kementerian/lembaga sebagal
pergampuil.

{2} PB sebagaimana vang dimaksud pada aval {1) meliputi
kegiatan:
a. kantor advokat;

kantor konsultan kckayaan intelektual;

kanlor penerjermnah alau interpreter;

perpustakaan dan arsip swasta;

aktivitas pecrusahaan holding;

pemakaman dan kegiatan vang berkaitan dengan itiy;

dan

g. aktivitas konsultas) manajemen lainnyva.

oS e T« I o B o &

Parapraf 21

Sektor Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elekironik

Pasal 186

(1) PB sekior penvelenggaraan sistem dan  transaksi
elektronik meliputi kegiatan usaha:

a. akuvitas konsuliasi dan perancangan internet of things;
b. aktivitas penyediaan identitas digital;

c. aktivitas . . .
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c. aktivitas penyediaan sertifikat elektronik dan layanan
vang menggunakan sertifikat elektronik;

d. aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial;
e. aklivilas pengembangan tcknologi blockchain, dan
f. aktivilas penerbitan piranti lunak (sofiware).

(2] PB UMEKU sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi
elektronik meliputli penunjang operasional dan/atau
komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:

a. pendaltaran penyelenggara sistem clektronik lingkup
privat, bagi scluruh sektor usaha; dan

. Klasifikasi produk gim.

Paragraf 22
Scktor Lingkungan Hidup

Pasal 187
PB sektor lingkungan hidup meliputi kegiatan usaha:

a. pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan
beracun; dan

. pengelolaan air limbah.

BAB VI

LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK {ONLINE SINGLE SUBMISSION)

Bapian Kesatu

Ui

Paragraf 1

Umum

Pasal 188

{11 Pelaksanaan PBBR dilakukan secara elektronik dan
terintegrasi melalui Sistem O&5.

{2} Bistem OSS merupakan sislern elekironik yang terintcgrasi
dalam rangka pelaksanaan PBBR.

(3) Sistem . . .

SK No 133173 A
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Sistem 033 terdirl atas:

subsistem pelayanan informasi;
subsistem persyaratan dasar;
siibsistem perizinan berusaha;
subsistem fasilitas Penanaman Modal,

suibsistemn kemitraan,; dan

s S = N S

subsistem Pengawasan.

Sistem OS5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1} wajib
digunakan oleh:

a. kementerian/lembaga;
pemerintah provinsi;

pemerintah kabupaten/kata;
Administrator KEK;

Badan Pengusahaan KPBPE; dan
Pelaku Usaha.

I I W R

Paragraf 2

Jenis Pelakr Usaha

Pasal 189

Pemohon PB terdiri atas Pelaku Usaha:
A. COrang perscorangadn;

b. badan usaha;

¢. kantor perwakilan; dan

d. badan usaha luar negeri.

Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan orang perseorangan warga negara
Indonesia vang cakap untuk bertindak dan melakukan
perbuatan hukum.

Badan wusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan badan usaha  berbentuk badan
hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang
lerientu.

{4) Kantor . . .
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Kantor pcrwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan:

4. orang perseorangan warga negara Indoncsia;
b, orang perscorangan warga negara asing; alau

¢. badan usaha yang merupakan perwakilan Pelaku
Usaha dari luar negert,

dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Badan usaha luar neger1 sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1) huruf d merupakan badan usaha asing vang
didirikan di luar wilayah MNegara Kesatuan Republik
Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
dang tertentu.

Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada avat (3) terdiri
atas:

persercan terbatas;

persekutuan komanditer (commanditaire vennotschapl;
persekutuan firma {venootschap onder firmay;
persekutuan perdata;

koperasi;

perusahaan umum;

perusahaan umum daerah,;

Sw e Rn TP

badan usaha milik desa/badan usaha mlik desa
bersama;

[~

lembaga penyilaran;
j.  badan hukum lainnya vang dimiliki olch negara; dan
k. badan hukum lainnya.

Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4]
dapat berupa:

a. kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;
b. kantor perwakilan perusahaan asing; atau
c. kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing.

Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksnd pada

ayat (5) vang dapat melakukan kegiatan usaha di

Indenesia dapat berupa:

a. pemberi waralaba berasal dari luar negeri,

. pedagang berjangka asing;

¢. penyclenggara sistem elektronik lingkup privat asing;
dan

d. bentuk usaha lelap.

Pasal . ..
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Pasal 190

Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189
ayat [6) huruf a merupakan perseroan terbatas scbagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan
lerbatas.

{1}

(3}

(1)

(2)

(3)

Pasal 191

Persekutuan komanditer (commanditaire vennoofschap)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (6] huruf b
merupakan persekutuan komanditer (commanditaire
vennootschap) yang telah didaftarkan kepada Pemerintah
Pusat.

Pendaftaran persekutuan komanditer (commandifaire
uennootschap) kepada Pemerintah Pusat scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran akta
pendirian, perubahan anggaran dasar, serta pembubaran
persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap)
olehh  kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran persekutuan
komanditer {commanditaire vennootschap) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di idang
hukum.

Pasal 192

Persekutuan firma (venootschap onder firmad) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 189 ayal (6) huruf ¢ merupakan
persekutuan firma {vencotschap onder firmo) yang telah
didaftarkan kepada Pemerintah Pusat.

Pendaftaran persekutuan firma (vencotschap onder firma)
kepada Pemerintah Pusal sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1) meliputi pendaftaran akta pendirian, perubahan
anggaran dasar, serta pembubaran persekutuan firma
{venootschap onder firmda) oleh kementerian yang
menyelecnggarakan wurusan pemerintahan di bidang
hukum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran persekutuan
firma {venootschap onder firma) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang
menyvelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hulkum.
Pasal . ..
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Pasal 193

(1) Persekutuan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal
189 avat (6) huruf d merupakan persekutuan perdata
vang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat.

(2] Pendaftaran persekutuan perdata kcpada Pemerintah
Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pendaftaran akta pendirian, perubahan anggaran dasar,
serta pembubaran persekutuan perdata oleh kementerian
vang menyvelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum.

(3] Kelenluan lebih lanjut mengenai pendaftaran persckutuan
perdata sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diatur dalam
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 194

(1} Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (6)
huraf e merupakan koperasi sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang mengenal perkoperasian yang
telah disahkan oleh Pemernntah Pusat.

(2} Pengesahan koperast oleh Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi pengesahan akta
pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi,
serta pembubaran koperasi oleh kementerian yang
menyelengearakan urusan pemerintahan  di bidang
hukum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan koperasi
sebagaimana dimaksud pada ayal {1) diatur dalam
peraturan menteri  yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.

Pasgal 195

Perusahaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189
ayat (6) huruf f merupakan perusahaan umum sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang mengenai badan usaha rnihik
negara.

Pasal 196

Perusahaan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 189 ayat (6) huruf g merupakan perusahaan umum milik
daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
mengenai pemerintahan daerah.

Pasal . . .
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Pasal 197

Badan usaha milik desa/badan usaha mlik desa bersama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (6] huruf h
merupakan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa
bersama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
mengenai des4q.

Pasal 198

Lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189
ayat [6) hurul i merupakan lembaga penyiaran sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang mengenail penylaran.

Pasal 199

Badan hukum lainnya vang dimiliki oleh negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 189 ayat (6} huruf j merupakan badan
hukum yang didirikan oleh negara dengan undang-undang.

Pasal 200

Badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189
avat (B) hurul k merupakan badan hulum yang diperbolehkan
untuk melakukan kegiatan wusaha berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Hak Akses

Pasal 201

(1) Hak akses bagi kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi,
DPMPTSP  kabupaten/kota, Administrator KEK, dan
Badan Pengusahaan KPBPB schagaimana dimaksud
dalam Pasal 188 ayat (4) buruf a sampa dengan huruf e
diberikan kepada pengelola hak akses yang ditetapkan
oleh menteri/kepala lembaga, kepala DPMPTSP provinsi,
kepala DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK,
atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

{2] Pengelola hak akscs scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat memberikan hak akses turunan sesual kewenangan
dan kebutuhan yang diperlukan.

{3) Pelalu . . .
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{3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188
ayat {4} huruf f yang diberikan hak akses meliputi:

a. orang pcrscorangan; dan

b. direksi/pengurus/penanggung jawab atau sebutan
lain pada badan usaha.

Pasal 202

Lembaga G55 melakukan evaluasi terhadap pemberian hak
akses dan hak akses turunan schagaimana dimaksud dalam
Pasal 201.

Pasal 203

{1} Hak akses kepada kementerianflembaga, DPMPTSP
provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK,
dan Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 188 avat (4) huruf a sampai dengan huruf e
paling sedikit diberikan untuk:

a. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan
persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKL,

b. melakukan verifikasi perubahan atau pencabutan
persyaratan dasar, PB, danfatau PB UMKL;

pelaksanaan Pengawasan;

tindak lanjut hasil Pengawasan PB;
penilaian kepatuhan pelaksanaan PB;
tindak larmut pengaduan Pelaku Usaha;

pengenaan dan tindak lanjut sanksi administratif; dan

=l S B s I = R

tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku
Usaha.

(2) Hak akses kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 188 ayat (4] huruf { digunakan untuk:

a, mengajukan pcrmohonan persyaratan dasar, PB,
dan/atau PB UMKU termasuk perubahan dan
pencabutan;

menyvampaikan laporan berkala dari Pelaku Usaha,
menyampaikan pengaduan;

mengajukan permohonan fasilitas Penanaman Modal;

» oo T

tindak lanjut hasil pelaksanaan Pengawasan;

f. mengakses . . .
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f. mengakses profil Pelaku Usaha; dan/atau

g. mengajukan permochonan pencabulan atas sebagian
atau seluruh persyaratan dasar, PB, dan/fatau PB
UMKIL.

Dalam hal Pelalku Usaha melakukan keglatan usaha
pembangunan kawasan industri, hak akses kepada
Pelaku Usaha scbagaimana dimaksud dalam Pasal 188
avat (4) huruf f digunakan untuk melakukan notifikasi
pemenuhan persyaratan dasar lingkungan kepada Pelaku
Usaha ci dalam kawasan industri.

Pasal 204

Permohonan hak akses melalui Sistem 088 dilakukan oleh
Pelaku Usaha vang berbentuk:

a.

b.

(1)

(2)

orang perseorangan, dengan mengisi data nomor induk
kependudukan;

badan usaha, dengan mengisi data nomor pengesahan
atau nomor pendaftaran badan usaha;

perusahaan umum, perusahaan umum dacrah, lembaga
penyiaran, dan badan hukum lainnya yang dimiliki oleh
negara, dengan mengisi data dasar hukum pembentukan;

persvarikatan atau persekutuan, dengan mengisi datla
dasar hukum pendirian; dan

kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri, dengan
mengisi data nomor induk kependudukan kepala kantor
perwakilan/penangeung jawab yang berkewarganegaraan
Indonesia  atau  nomor  paspor kepala  kantor
perwakilan/penanggung jawab vang berkewarganegaraan
ASINE.

Pasal 205

Pelaky Usaha dapat melakukan perubahan data hak akses
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3] secara
mandiri dalam Sistermn OS5,

Perubahan data hak akses sebagaimana dimaksud pada
avatl {1) dapat berupa:

4. nama penanggung jawab;

b. nomor induk kependudukan atau nomor paspor
penanggung jawab;

C. Inomor . ..
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¢. nomor telepon penanggung jawaly;
d. surat clektronik penanggung jawab; dan/atau
e. kata sandi.

Perubahan data hak akses sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dapat dilakukan setelah diverifikasi Sistem 0885
dengan mempertimbangkan kearmnanan data.

Paragraf 4

Nomor Induk Berusaha

Pasal 206

NIB wajib dimiliki cleh setiap Pelaku Usaha.

Setiap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
hanya memiliki 1 {satu) NIB.

NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diterbitkan oleh
Lembaga O8S.

NIB sebagaimana dimaksud pada avat (1} merupakan
identitas  bagi  Pelaku  Usaha  sebagai  bukti
registrasi/ pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan
kegatan usaha.

NIB scbagaimana dimaksud pada avat [1) berlaku juga

scbagai:

a. angka pengenal importir sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
yvang mengatur mengenai kebyakan dan pengaturan
impor;

b. hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan;

c. pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan
sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
dan

d. wajib lapor ketenagakenaan untuk pericde pertama
Pelaku Usaha.

Pelaku Usaha vang memerlukan angka pengenal importir

sebagaimana dimaksud pada ayat {5) huruf a hanva dapat

memilih:

a. angka pengenal importir umurm untuk kegiatan impor
barang vang diperdagangkan; atau

b. angka . ..
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b. angka pengenal importir produsen untuk kepglalan
impor barang yang dipergunakan sendiri sebagai
barang modal, bahan balo, bahan penolong, dan/atau
bahan untuk mendukung proscs produksi.

Hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) hurul b dapat digunakan olch:

a. Pelaku Usaha yang merupakan badan usaha, untuk
melakukan kegiatan impor dan/atau ekspor; atau

b. Pelaku Usaha yang merupakan orang perseorangan,
hanya dapat melakukan kegiatan ekspor.

NIB berbentuk angka acak yang diberi pengaman dan
disertai dengan tanda tangan elektronik.

NIB berlaku sclama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan
usaha scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangar.

Pasal 207

NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 mencakup
data paling sedikit:

a. profil;

b. permodalan usaha;

c. nomor pokok wajib pajak;
d. KBLI; dan

e. lokasi usaha.

Untuk mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1], Pelaku Usaha orang perseorangan mengisi data
pada Sistern O353.

Data profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
bagi Prelaku Usaha corang persecrangan merupakan nomor
induk kependudukan yang terintegrasi dengan sistem
di kementerian yang menyelenggarakan  urusan
pemeriniahan di bidang dalam negeri.

Bagi Pelaku Usaha yang merupakan badan usaha, data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,
huruf ¢, dan huruf d, sesuai dengan integrasi antara
Sistern OS5 dengan  sistem di kementerian  yang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di bidang
hukum.

(3) Terhadap . . .
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Terhadap data nomor pokok wajib pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul ¢, Sistemn 088 melakukan
validasi sesual dengan integrasi dengan sistem di
kementerian vang menyelenggarakan urusan
pernerintahan di bidang keuangan negara.

Bagi Pelaku Usaha orang perscorangan yang belum
memiliki nomor pokok wajib pajak, dapat menggjukan
permohonan nomor pokok wajlb pajak melalui Sistem
Os8S.

Data lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e sesuai dengan integrasi atau validasi antara
Sistermn O35 dengan sistem di kementerian/badan vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria
dan tata ruang serta tugas pemerintahan di bidang
pertanahan.

Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum tersedia secara daring, Pelaku Usaha melakukan
pengisian pada Sistem OS8S,

Bagi Pelaku Usaha kantor perwakilan dan badan usaha
lwar negeri  sclain  harus memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengisi data
paling sedikit:

a. nama perusahaan di luar negeri vang menunjuk;

b. alamat perusahaan di luar negeri yang menunjuk; dan
c. data kantor perwakilan di Indonesia.

Pasal 208
Terhadap data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207
ayat (1), Sistem (55 melakukan penapisan kesesualan

dengan ketentuan bidang wusaha dan ketentuan

Penanaman Modal lainnya, termasuk:

a. bidang usaha yang diklasifikasikan sebagal hidang
usahsa prioritas;

b. alokasi bidang usaha untuk UMK-M dan koperasi;

¢. kewajiban kemitraan dengan UMK dan koperasi;

d. ketentuan bidang usaha dengan persyaratan tertentu;
dan

e¢. ketentuan bidang usaha yang tertutup untuk
Penanaman Modal.

Penapisan kesesuaian dengan ketentuan bidang usaha
dan ketentuan Penanaman Modal lainnya sebagaimana
dimaksud pada aval (1), menentukan insentif dan/atau
fasilitas Pcnanaman Modal yang dapat dipercleh oleh
Pclaku Usaha.

{3) Terhadap . . .
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Terhadap data vang telah dilakukan penapisan, Sistem
O88 mengalirkan data kepada kemenierian/lembaga,
DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten /kota,
Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB
sesual dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 138.

Paragraf 5

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 209

Dalam hal menggunakan tenaga kerja asing, Pelaku Usaha
menyampaikan rencand jumlah pengglinaan tenaga kerja
asing melalui sistem elektronik vang diselenggarakan
kementerian Yang menvelenggarakan Urusan
pemerintahan di bidang kelenagakerjaan.

Kementerian yang menvelenggarakan uriisan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan meneruskan
pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing
kepada Lembaga O8S dan  kementerian  yang
menyelenggarakan suburusan pemcrintahan imigrasi.

Paragraf &
Data Pelaku Usaha dan Data Usaha

Pasal 210
Pelaku Usaha harus melakukan klarifikasi kegiatan usaha
berupa:
a. kegiatan usaha utama;
b. kegiatan usaha pendukung; dan/atau
c. kantor cabang administrasi.
Kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf a merupakan kegiatan nsaha sebagaimana vang

tercantum pada legalilas/akta Pelaku Usaha dan
merupakan sumber pendapatan bagi Pelaku Usaha.

Kegialan usaha pendukung schagaimana dimaksud pada
ayvat (1] huruf b terdiri atas satu atau lebih kegiatan usaha

vang:

a. tergolong sebagal pendukung dari kegialan uszaha

utama;
b. dapat . ..
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b. dapat merupakan sumber pendapalan bagt Pelaku
Usaha: dan

¢. dapat dilakukan dan diselesaikan terlebih dahuln
sebelum pelaksanaan kegiatan usaha utama.

Kantor cabang administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurul ¢ merupakan unit atau bagian dari
perusahaan induknya vang dapat berkedudukan i
temmpat  berlainan dan  bersifat kegiatan penunjang
admimistratif,

Pasal 211

Pelaku Usaha yang telah mengisi data sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 207 ayat (1) wajib melanjutkan proses di Sistem
O55 untuk mendapatkan PBBER dengan memasukkan data
kegiatan usaha utama untuk masing-masing kode KBLI 5 {lima)
digit dan lokasi usaha paling sedikit memuat:

a.

b.
C.
d

{2)

(3)

jenis produk vang dihasilkan;
kapasitas produk;

jumlah tenaga kerja; dan

rencana nilai investasi.

Pasal 212

Untuk  Penanaman Modal Asing, Sistem 033
melaksanakan pemeriksaan ketentuan atas data usaha
berupa rencana nilal investasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 211 huruf d vang diajukan oleh Pelaku Usaha
meliputi:

4. minimum investasi; dan

b. ketentuan permodalan.

Ketentuan minirmum investasi bagli Penanaman Modal
Asging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a per
bidang 1isaha KBLI 5 {lima} digit per lokast usaha harus
leh bkesar dari Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah), di luar tanah dan bangunan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada avar (2)
dikecualikan untuk kegiatan usaha:

a. pecrdagangan besar per 4 {empal) digil awal KBLI, Loial
investasinya lebih besar dari Rpl0.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan;

b. jasa ...
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b. jasa makanan dan minuman sepanjang terbuka untuk
Penanaman Modal Asing per 2 {dua) digit awal KBLI per
1 {satu) titik lokasi usaha, lolal investasinya Icbih
besar dari Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar
ruplah) di luar tanah dan bangunan;

c. konstruksi sepanjang terbuka untuk Penanaman
Modal Asing per 4 ([cmpat] digit awal KBLI, total
investasinya lebih besar dari Rpl0.000.000.000,00
{sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan
dalam satu kegiatan; alau

d. mdusiri yang menghasilkan jenis produk dengan KBLI
o (lima) digit yang berbeda dalam 1 {satu) lini produlksi,
total investasinya lebih besar dari
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh mihar rupiah) di luar
tanah dan bangunan.

Pasal 213

Terhadap kegiatan usaha pendukung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 210 ayvat (3], Pelaku Usaha vang
telah mengisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal
207 avat (1) wapib melanjutkan proses di Sistem OS5
untuk mendapatkan PBBR dengan mcemasukkan data
kegiatan usaha pendukung untuk masing-masing kode
KBLI 5 {lima) digit dan lokasi usaha paling sedikil memuat:

a. jenis produk yang dihasilkan;
b. kapasitas produk;

¢. jumlah tenaga kerja; dan

d. rencana nilai investasi.

Terhadap kegialan usaha pendukung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 210 ayat {3, Pelaku Usaha wajib
memenuthi  persyaratan sesual  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan, termasuk
pengidentifikasian PBBR.

Untuk Penanaman Modal Asing, kegiatan usaha
pendukung dikecualikan dari prosecs pemeriksaan
ketentuan nilai permodalan dan minimum investasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (2) serta
kewajiban pencantuman KBLI dalam maksud dan tujuan
pada legalitas Pelaku Usaha.

Pasal . ..
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Pasal 214

Pclaku Usaha mendaftarkan kanter cabang administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (4] pada
Sistem 033 dengan melengkapi data paling sedikit:

a. alamat kantor cabang administrasi;

b. nomor pokok wajib pajak kantor cabang administrasi
atau nomor identitas tempat kegiatan usaha; dan

c. penanggung jawab kantor cabang administrasi,

Dalam hal kantor cabang administrasi letnh dari 1 {satu)

lokasi, Pelaku Usaha harus melengkapi data scbagaimana

dimaksud pada avat (1) untuk setiap lokasi kantor cabang

administrasi.

Pendaftaran kantor cabang administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1] diterbitkan melalui Sistem OS58

sebagal lampiran NIB,

Pasal 215

Dalam hal 1 (satu) kegiatan usaha utama scbagaimana

dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) merupakan:

a. kegiatan dalam 1 ({satu} lini produksi vyang
menghasilkan lebih dari 1 (satu) produk dengan kode
KBLI 5 (lima) digit vang berbeda di lokasi yang sama,
alau

b, kegiatan yang menghasilkan lebih dari 1 {satu) jasa
dengan kode KBLI 3 (lima} digit yang berbeda di lokasi
yvang sama,

kelengkapan data dapat digabung menjadi satu.

Kelengkapan data yang dapat digabung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. kebutuhan luasan lahan;

b. kebuluhan bangunan gedung;

¢c. mesin dan peralatan; dan

d. nilai investasi.

Bagian Kedua
Subsistem Pelayanan Informasi

Pasal 216
Subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 188 aval (3) huruf a menyediakan informasi
dan layanan pusat bantuan dalam mempercleh PBBR
serta informasi lain.
{2} Penyediaan . . .
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Penvediaan informasi dan layanan pusat bantuan
scbagaimana dimaksud pada ayat {1) paling sedikil
memuat:

a. KBLI berdasarkan tingkat Kizsiko;

b. RTR;

c. ketentuan persyaratan Penanaman Modal;
d

persyaratan dan/atau kewajiban PB, jangka waktu
penerbitan, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan
penunjang keglatan usaha, dan ketentuan lain di
dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria seluruh
sektor bidang usaha, pedoman dan tata cara
pengajuan NIB, Sertilikat Standar, dan Jzin;

persyaralan dasar;
kelentuan insentif dan fasilitas Penanaman Modal;

g. Pengawasan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB
UMEKU serta kewajiban pelaporan;

P

h. panduan pengguna Sistem 0SS, kanal kontak, dan
hal-hal vang sernng dilanva  (frequently asked
grestions);

i. data statistik realisasi investasi;, dan

j. informasi lain yang ditetapkan dengan keputusan

Lembaga OS5,

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dapat
diakses oleh masyarakat umum tanpa menggunakan hak
alcses.

Bagian Keliga

Subsistem Persyaratan Dasar

Pasal 217

Subsistem persvaratan dasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 188 ayat (3) huruf b dapat diakses dengan
menggunakan hak akses.

Subsistem persyaratan dasar secbagaimana dimaksud
pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. KKPR;
b. PL; dan/fatau
¢. PB{ serta SLF.

Bapian . . .
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Bagian Keempat

Subsistermn Pernzinan Berusaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 218

Subsistern perizinan berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 188 avat (3] huruf ¢ dapat diakses dengan
menggunakan hak akses.

Subsistem perizinan berusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} mencakup:

a. PB:
1. Risiko rendah berupa NIB;
2. Risiko menengah terdiri atas:
a) NIB; dan
b) Sertifikat Standar.
3. Risiko tinggi terdiri atas:
a) NIB; dan
B lzin.
b. PB UMKU.

Subsistem perizinan berusaha diakses menggunakan hak
akses oleh:

a. Pelaku Usaha;

Lembaga 035;
kementerian/lembaga;
DPMPTSP provinsi;
DPMPTSP kabupaten /kota;
Administrator KEK; dan
Badan Pengusahaan KPBPB.

Kepala Lembaga OSS dapat memberikan hak akses
terbatas selain kepada pihak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

moooe g T

Paragraf. . .
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Paragraf 2

Jenis Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha

(1)

(2)

(3)

(4)

Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 219

PB dan/atau PB UMEKU scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 218 ayvat (2} dapat dilakukan perluasan dan/atau
perubahan dalam rangka pengembangan usaha.

Perluasan  dan/atau  perubahan  dalam  rangka
pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada
avat {1} melipull penambahan:

a. kapasitas produksifjasa;

L. lokasi usaha; dan/atau

¢. kegiatan usaha.

PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {11}
dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal
218 ayal {2) dapat dilakukan perpanjangan masa
berlakunya sesual dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pelaku Usaha yang telah memiliki PB dan/atau PB UMKU
dan telah melaksanakan kegiatan usaha, proses
perpanjangan PB danjatau PB UMEKU sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak perlu didahului dengan
pengajuan persyaratan dasar harm.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan,
penerbitan, perluasan, perubahan, dan/atau
perpanjangan PB dan/atau PB UMKU diatur dalam
peraturan menterl/ kepala badan yvang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas
pemerintahan di bidang kcordinasi penanaman modal.

Paragraf 3

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Rendah

(1)

(2)

Pasal 220

Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat
Risiko rendah, NIB secara otomatis terbit melalui Sistem
(388 sctelah Pelaku Usaha memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207.

NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku scbagai
legalitas untuk meclaksanakan kegiatan berusaha
sekalipus menjadi SPPL.

Paragraf . . .



SK Ne 193155 A

!

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

Paragraf 4

Penerbilan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 221

Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat
Risiko menengah rendah, setelah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Pelaku Usaha
mengisl pernyataan kesanggupan memenuhi standar
pelaksanaan kegiatan usaha melalu Sistem 085,

Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi
standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan
memenuhi  standar  pelaksanaan  kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha
mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem Q88
untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar.

Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain
mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi  standar
pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia
di Sistem 0S8 untuk mempercleh NIB dan Sertilikat
Standar.

Dalam hal keglatan usaha dengan tingkat Risiko
menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
221 ayat (1) memerlukan pemenuhan slandar kegiatan
usaha danjatau standar produk/jasa, Pelaku Usaha
mengajukan permohonan PB UMKU scsual dengan
keteniuan vang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf 5

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi

(1)

(2)

Pasal 222

Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkal
Risikc menengah tinggi, setelah memenuhi kelengkapan
data schagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Pelaku
Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memcnuhi
slandar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem O53.

Dalam hal kegialan usaha dikategorikan wajib memenuhi
standar UKL-UPL, sclain mengisi pernyataan kesanggupan
memenuhi  standar  pelaksanaan  keglatan  usaha
sebagaimana dimaksud pada avat (1), Pclaku Usaha
mengisi formulir UKL-UPL yvang tersedia di Sistem Q535
untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang
mencantumkan tanda belum terverifikasi.

(3) Dalam . . .
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Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain
mengisi pernyataan kesanggupan memcnuhi standar
pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayal {1], Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang
tersedia di  Bistem O8S8 untuk mempervleh NIB dan
Sertifikat Standar yang mencaniumkan tanda belum
terverifikasi.

Setelah mempercleh NIB dan Sertifikat Standar yang
mencantumkan tanda belum terverifikast scbhagaimana
dimaksud pada ayat {2) atau ayat (3], Pelaku Usaha
melakukan pemenuhan standar pelaksanaan keglatan
usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria melalui Sistem 088,

Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan Sistem
058 kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi,
DPMPTSP  kabupaten/kota, Administrator KEK, dan
Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewcenangan
masing-masing untuk dilakukan verifikasi.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan
kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah
provinsi, organisasi perangkat daerah kabupalen/kota,
Administrator KEK, alau Badan Pengusahaan KPBFB
seslal dengan kewenangan masing-masing dalam jangka
walktu sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Berdasarkan  hasil  verifikasi, kementenan/lembaga,
organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi
perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK,
atau Badan Pengusahaan KPBPB menyvampaikan
notifikasi ke Sistern 0SS berupa memenuhi persyaratan
alau lidak memenuhi persyaratan.

Dalamn melakukan verifikasi scbagaimana dimaksud pada
avat (5] dan avat {b), Administrator KEK atau Badan
Pengusahaan KPBPB dapal bekerja sama  dengan
kemenlerianflembaga, organisasi perangkat daerah
provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota,
atau lembaga atau prolesi ahli yang bersertifikat atau
lerakreditasi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangarn.

Pasal . ..
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Pasal 223

Dalam hal berdasarkan notilikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 222 ayat (7] dinyatakan memenuhi
persyaratan, Sistem 0355 mencantumkan keterangan
bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.

Pelaku Usaha dapat mencetak Sertifikal Standar yang
telah mencantumkan keterangan telah  diverifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

Pasal 224

Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 222 ayat (7) dinyatakan Pelaku Usaha tidak
memenuhl  persyaratan, Sistem (88 menyampaikan
kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan
persyaratan Sertifikat Standar dalam jangka wakiu yang
telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan
knterna.

Pelaku Usaha menyvampaikan permohonan melalui Sistem
088 untuk dilakukan verifikasi kembali setelah
melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.

Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
222 ayat {5}, ayat (8], ayat (7}, dan ayat (8), dan Pasal 223
berlaku secara mutatis mulandis dalam pelaksanaan
verifikasi kembali.

[Dalam hal berdasarkan verilikasi kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dan avat (3}, Pelaku Usaha tetap
tidak memenuhi persyaratan Sertifikat Standar dalam
jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, slandar,
prosedur, dan krileria, Sistem 088 membatalkan
Sertifikat Standar yvang belum diverifikasi.

Pasal 225
Dalam hal kementerian/lembaga, organisasi perangkat
dacrah PIOVIINS], organisasi perangkat dacrah

kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan
Pengusahaan KPBPB sesual dengan kewenangan masing-
masing tidak memberikan notilikasi hasil verifikasi kepada
Sistem GOS8, Sistem 0SS secara otomatis mencantumkan
keterangan bahwa Sertifikat Standar telah terverifikasi.

Pelaku Usaha dapat mencetak Secrtifikat Standar yang
telah mencantumkan keterangan lelah terverifikasi
sebagaimana dimmaksud pada ayat (1}.

Pasal . ..
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Pasal 226

Dalam hal Kegiatan usaha dengan lingkat Risiko menengah
tinggi schbagaimana dimaksud dalam Pasal 222 avat (1)
memerlukan pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau
standar produk/jasa, Pelaku Usaha mengajultan permohonan
PB UMEKU =sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah ini.

Paragral &

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Tinggl

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(©)

Pasal 227

Sebelum melakulkan kepiatan usaba yvang termasuk ke
dalam tingkat Risiko tinggi, Pelakn Usaha wajib memiliki
NIB vang diterbitkan melalha Sistem O3S,

Setelah memiliki  NIB, Pelaku Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaralan [zin
sesuai dengan norma, standar, prosedor, dan kriteria
sebelum melaksanakan kegiatan cperasional dan/atan
komersial.

Persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputl pula Amdal bag keglatan usaha yang wajnb
Amdai. '

Pemenuhan persvaralan lzin sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] disampaikan olch Pelaku Usaha melalui Sistem
055,

Pemenuhan persyaratan lzin schagaimana dimaksud pada
ayat <) diteruskan Sistem 055 kepada
kementerian/lembaga, DPMPTSP  provinsi, DPMPTSP
kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan
Pengusahaan KPBPB sesual dengan kewenangan masing-
masing untuk dilakukan verifikasi.

Verilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan
oleh kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah
provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota,
Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB
sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam jangka
waktu sesual norma, standar, prosedur, dan kritena.

{7) Berdasarkan . . .
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{¥] Berdasarkan hasil veriikasi, Xkementenan/lembaga,
organisasi pcrangkat daerah provinsi, organisasi
perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK,
dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB menyampaikan
notifikasi  kepada Sistern 088 berupa memenuhi
persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.

{#) Dalam melakukan verifikasi sebagaumana dimaksud pada
ayat (3} dan avat (6), Administrator KEK atau Badan
Pengusahaan KPBPB dapat bekerja sama dengan
kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah
provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota,
dan/atau lcmbaga atau profesi ahli vang bersertilikat atau
terakreditasi sesual dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangarl.

Pasal 228

Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 227 ayat (7] Pelaku Usaha dinyatakan memenuhi
persyaratan, Sistem OSS menerbitkan lzin kepada Pelaku
Usaha.

Pasal 220

Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 227 ayat (7) Pelaku Usaha dinyatakan tidak
memenuhi persyaratan, Sistem 0S8 menvampaikan Kepada
Pelaku Usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan
persyaratan lzin melalul Sistem OS5,

Pasal 230

Dalam hal kementerian/lembaga, organisasi perangkat daecrah
provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota,
Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesual
dengan kewenangan masing-masing tidak memberikan
notifikasi hasil verifikasi kepada Sistern 0885, Sistem 0SS5
menerbitkan Izin.

Pasal 231

Dalam hal kegiatan usaha tingkat Risiko tinggl memerlukan
pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau  standar
produk/jasa, Pelaku Usaha mengajukan permohonan PB
UMKU sesnai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini.

Paragraf . ..
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Paragraf 7

Percepatan Penecrbitan Izin

Pasal 232

Bagi kegiatan usaha yang termasuk ke dalam tingkat
Risiko tinggi yang:

a. berlckasi di KEK, KFBPB, atau kawasan industr:
dan/atau

b. termasuk dalam proyek stratcgis nasional,

kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP
kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan
Pengusahaan KPBPB sesual dengan kewenangan masing-
masing langsung menerbitkan PB dan PB UMKU tertentu
tanpa terlebih dahulu dilakukan pemenuhan persyaratan
uleh Pelaltu Usaha.

Ketentuan pemenuhan persyaratan Izin scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 227 berlaku secara mutatis
mutandis bagi kegialan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kecuali yang termasuk dalam provek
strategis nasional.

Dalam hal Pelaku Usaha tidak menvampaikan pemenuhan
persyaralan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP
kabupaten /kota, Administrator KEK, dan/atau Badan
Pengusahaan KPBPB sesual dengan kewenangan masing-
masing, membatalkan Izin vang telah diterbitkan
sehagaimana dimaksud pada ayat (1] melalui Sistern OS5S.

Paragraf 8

Penerbitan dan Kemudahan Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha
untuk Menunjang Kegiatan Usaha bagi Usaha Milkro Keail

SK No 193150 A

(1)

(2)

Pasal 233

UMK diberikan kemudahan perizinan berusaha melalui
perizinan tunggal.

Kritcria UMK mengikuti kelentuan peraturan perundang-
undangan mengenai kemudahan, pelindungan, dan
pemberdayaan koperasi dan UMK-M.

Fasal . ..
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Pasal 234

Dalam hal kecgiatan usaha yang dilakukan cleh UMK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 memiliki Risiko
rendah, pelaku UMK mendapatkan NIB melalui Sistem
585, sebagai identitas dan legalilas usaha.

NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan
usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh
UME, berlaku juga sebagai:

a. standar nasional Indoncsia scbagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan di bidang
standardisasi dan penilalan kesesualan; dan/atau

b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan di bidang
jarminan produk halal.

Dalam hal kegiatan usaha memilki Risike menengah altau
tinggi, selain NIB pelaku UMK wajib memiliki Sertifikat
Standar dan/atau Izin.

Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada avat (3)
menyvampaikan permochonan untuk memperoleh Sertifikat
Standar dan/atau Izin melahii Sistermn 0SS,

Sistern 088 meneruskan permohonan pelaku UMK
sebagaimana dimaksud pada avat (4] kepada
kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, Administrator KEK, dan Badan
Pengusahaan KFBPB.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Pasal
222, dan Pasal 227 berlaku secara mutatis mulandis
untuk pemberian Sertifikat Standar dan/atau Izin bagi
pelaku UME.

Bagian Kelima

Subsistemn Fasilitas Penanaman Maodal

Pasal 233

Subsistern fasilitazs Penanaman Modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3) huruf d dapat diakses
dengan menggunakan hak akscs.

Subsistern fasilitas Penanaman Modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. pengajuan . . .
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pengajuan pembebasan bea masuk atas impor mesin
serta barang dan bahan untuk pcmbangunan atau
pengembangan industri dalam rangka Pecnanaman
Modal;

pengajuan pembcbasan bea masuk atas impor barang
modal dalam rangka pembangunan atau
pengembangan industr: pembangkitan listrik untuk
kepentingan umum;

pengajuan pembebasan atau keringanan bea masuk
atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau
perjanjian  karva  pengusahaan  pertambangan
batubara;

pengajuan fasilitas pengurangan pajak penghasilan
badan;

pengajuan  [asihitas pajak  penghasilan untuk
Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu
dan/atau di daerah-daerah tertentuy;

pengajuan pengurangan penghasilan bruto  atas
penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan,
dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan
pengembangan  sumber daya manusia berbasis
kompetensi tertentu;

pengajuan pengurangan penghasilan  bruto  atas
kegialan peneliiun dan pengembangan tertentu di
Indonesia; dan/atau

fasilitas  pengurangan penghasilan netc atas
Pecnanaman Modal baru alau perluasan usaha pada
bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat
karya.

Bagian Keenam

Subsisterm Kemilraan

Pasal 236

Subsistem kemitraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 188 ayat (3] huruf e dapat diakses dengan
menggunakan hak akses.

Subsistem kemitraan sebagaimana dimsksud pada
ayvat {1}, paling sedikit memuat:

a. kemitraan . ..
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a. kemitraan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang usaha Penanaman
Modal,

b. kemitraan lain vang dipersyaratkan dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan;

¢. kemitraan yang bersifat sukarela yang dilakulcan olch
Pelaku Usaha; dan

d. monitorning dan evaluasi atas implementasi komitmen
kermtraan.

Bagian Keiuwjuh

Subsistem Pengawasan

Pasal 237

Subsistern Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 188 ayat (3) hurufl { dapal diakses dengan
menggunakan hak akses.

Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
avat {1}, paling sedikit memuat:

4. laporan berkala dari Pelaku Usaha;

b, perencanaan inspeksi lapangan tahunan;

¢. perangkal kena Pengawasan;
d

penilaian kepatuhan pelaksanaan persyaratan dasar,
PB, dan/atau PB UMKU;

e. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana
Pengawasan serta tindak lanjutnya;

[ tindakan administratif berupa pencabutan atas
scbagian atau seluruh persvaratan dasar, PB,
dan/atau PB UMKU,; dan

g. pembinaan dan sanksi administratif.
Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ terdiri atas:

a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yung terdapat
pada Sistemn 0SS;

surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
sural pemberitahuan kunjungan;
berita acara pemeriksaan; dan

=N eI -

perangkat  kerja lainnyva yang diperlukan untuk
mendukung pelaksanaan Pengawasan.

BAB . ..
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BAB VII
PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 238
Pengawasan PBBR dilaksanakan oleh:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah;

c. Administrator KEK; dan/fatau

d. Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing,

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
bertujuan untulk:

a. memasilikan kepatuhan pemenuhan ketentuan
persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU,;

b. mengumpulkan data, bukti, danjatau laporan
terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan,
lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang
dapat ditimbulkan dar pelaksanaan kegiatan usaha;
dan

¢. memastikan perkembangan realisasi dan pemenuhan
kewajiban Penanaman Modal.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
atas:

a. Pengawasan rutin; dan

b. Pengawasan mnsidental.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan atas pelaksanaan PBBR.

Baglan . . .
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Bagian Kedua

Pengawasan Rutin

Paragraf 1

Umum

Pasal 230

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238
ayat {3} huruf a dilakukan melalui:

a.
b.

(1)

(3)

(4

pemeriksaan laporan Pelaku Usaha; dan/atan

inspeksi lapangan rutin.

Paragraf 2

Pemeriksaan Laporan Pelalcu Usaha

Pasal 240

Perneniksaan laporan Pelaku Usaha sebagaimana
cdimaksud dalam Pasal 239 huruf a dilakukan berdasarkan
laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator
KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan
kewenangan masing-masing.

Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat:

a. kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB,
dan/atau PB UMKU; dan

b. perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban
Penanaman Maodal.

Kepatuhan pemenuhan PB  danfatau PB UMEKU
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana
tercantum  dalam Lampiran | dan Lampiran II vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Laporan kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB,
dan/atau PB UMKU schagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a disampaikan sesuai dengan norma, standar,
prosedur, dan  kritenia  vang  ditetapkan  oleh
kementerian /lembaga sesuai dengan kewenangan masing-
masing.

(3) Perkembangan . . .
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Perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban
Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b disampaikan dalam laporan kegiatan Penanaman
Modal melalui Sistem O8S.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal sebagaimana
dimaksud pada ayat {5} memuat:

a. recalisasi Pchanaman Modal,;

b. realisasi tenaga Kerja;

¢. realisasi preduksy;

d. kewajiban Penanaman Modal; dan

e. kendala yang dihadapi penanam modal.

Pasal 241

Atas penvampaian laporan Pelaku Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 240 avat (2), Pemenntah Pusat,
Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan
Pengusahaan KPBPB scsuai dengan kewenangan masing-
M&Esing mempunyal tugas:

a. melakulkan reviu; dan
b. menyusun laporan hasil reviu.

Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan  penginputan  oleh  Pemerintah  Pusat,
Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan
Pengusahaan KPBPB ke Sistem 0S8 dalam rangka
pemutakhiran profil Pelaku Usaha.

Profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mehiputi kategori:

a. sangat baik;

b. baik;

¢. kurang baik; atau
d. tidak baik.

Pasal . . .
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Pasal 242

Tindak lanjut hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 241, meliputi:

a. pembinaan/pendampingan;
b. pengenaan sanksi adminisiratf; dan/atau
¢. Inspeksi lapangan.

Pembinaan/pendampingan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Pelaku Usaha dalam
rangka meningkatkan kualitas kepatuhan pemenuhan
persyaratan dasar, PB, dan/atan PB UMKLU.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dikenakan kcpada Pclaku Usaha
dengan ungkat kepatuhan kurang baik dan tidak baik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) huruf ¢
dan huruf d.

Paragraf 3
Inspeksi Lapangan Rutin

Pasal 243

Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 239 huruf b dilakukan secara terintegrasi dan
terkocrdinasi.

Integrasi dan koordinasi inspeksi lapangan rutin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
Sistem OS5,

Inspeksi lapangan rulin secara terkoordinasi sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dilakukan antar Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau
Badan Pengusahaan KPBPB.

Inspeksi lapangan rulin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui tahap:

a. perencanaan inspeksi lapangan rutin;
b. pelaksanaan inspeksl lapangan rutin;
¢. penilaian kepatuhan; dan

penelapan tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin.

{5) Inspeksi . . .
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Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dilaksanakan dalam bentuk kunjungan fisik
dan/atau virtual.

Pasal 244

Inspeks) lapangan rutin dilakukan oleh koordinator dan
pclaksana.

Koordinator peclaksanaan inspelksi  lapangan  rutin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. kementerian/badan yang menvelenggarakan urusan
pemerintahan di  bidang investasi dan tugas
pemernntahan di bidang koordinasi penanaman medal,
atas pelaksanaan penerbitan PB vang memacdh
kewenangan Pemerintah Pusat;

b. DPMPTSP provinsi, atas pelaksanaan penerbilan PB
vang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;

c. DPMPTSP  kabupaten/kota, atas pelaksanaan
penerbhitan PB vang menjadi kewenangan pemerintah
kabupaten / kota;

d. Administrator KEK, atas pelaksanaan penerbitan PB
yvang menjadi kewenangan Administrator KEK; dan

¢. Badan Pengusahaan KPBPB, atas pelaksanaan
penerbitan PB yang menjadi Kewenangan Badan
Pengusahaan KPBPB.

Pelaksana inspcksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) vaitu:

a. kementerian/flembaga pengampu untuk persyaratan
dasar, PB, dan PB UMKU vang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat dan lintas provinsi;

b. organisasi perangkat daerah tekris pengampu untuk
persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU vang menjadi
kewenangan pemerintah  provinsi  dan  lintas
kabupaten/keota;

¢. organisasi perangkat daerah teknis pengampu untuk
persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU yang menjadi
kewenangan pemerintah kabupaten/kota,

d. Administrator KEK pengampu untuk persyaratan
dasar, PB, dan PB UMKU vang menjadi kewenangan
Administrator KEK; dan

e. Badan . ..
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Badan Pengusahaan KPBPB pengampu untuk
persvaratan dasar, PB, dan PB UMKU yang menjadi
kewenangan Badan Pengusahaan KPBPB.

Tugas koordinator inspeksi lapangan rutin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melipaati:

a.

c.

menetapkan daftar kegiatan wusaha yang akan
dilakukan inspeksi lapangan rulin dalam periode 1
(satu) tahun;

menetapkan jadwal pelaksanaan inspeks: lapangan
ruting

mengoordinasikan pelaksanaan inspeksi lapangan
rtin;

melakukan penilaian kepatuhan inspeksi lapangan
rutin; dan

menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin.

Pelaks=ana inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud
pada avat (1) yang mengampu PB memmliki tugas uniuk:

a.

b.

d.

c.

mengusulkan kegiatan usaha yang akan dilakukan
inspeksi lapangan rmtin untuk 1 (satu) tahun;

mengusulkan jadwal pelaksansan vyang akan
dilakukan inspcksi lapangan ratin ke dalam Sistem
0885;

mengusuikan personel sebagai pelaksana inspeksi
lapangan rutin ke dalam Sistem 0SS;

melakukan penilaian kepatuhan; dan

menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin.

Pelaksana inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang mengampu persyaratan dasar dan PB
UMEL memilik tugas untuk:

4.

mengusulkan kegiatan usaha vang akan dilakukan
inspeksi lapangan rutin kepada kementerian/iembaga
pengampu PB;

mengusulkan personel sebagai pelaksana inspeksi
lapangan ratin;

melakukan penilaian kepaluhan; dan
menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin.

{7} Pemerintah . . .
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Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan pelaksanaan
inspcksi lapangan rutin kepada Pemerintah Daerah,
Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan
KPEPB.

Dalam hal Pemerintah Daerah, Administrator KEK,
dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB tidak dapat
melakukan inspeksi lapangan ruatin, Pemerintah Pusat
dapat mengambil alih inspeksi lapangan rutin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Perencanaan Inspeks: Lapangan Eutin

Pasal 245

Perencanaan  inspeksi lapangan rutin  mencakup

penyusunan:

a. Jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;

b. sumber daya manusia pelaksana inspeksi lapangan
ruating dan

¢. anggaran pelaksanaan inspeksi lapangan rulin.

Inspeksi lapangan rulin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakulkan berdasarkan:

a. hasil reviu atas laporan Pelaku Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 241; danfatau

b. data dan informasi kegiatan usaha.

Anggaran  pelaksanaan inspekst lapangan  rutin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dibcbankan
pada masing-masing kementerian/lembaga, Pemerintah
Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-
masing.

Paragraf . ..
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Paragraf 5
Pelaksanaan Inspeksi Lapangan Rutin

Pasal 246

Kementerian/lembaga menyusun dan menetapkan norma,
standar, proscdur, dan krilena sebagal pedoman
pelaksanaan inspeksi lapangan rutin yang memuat bobol
kualitatif dan penilaian kepatuhan Pelaku Usaha.

Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi pemeriksaan:

a. pemenuhan kepatuhan persyaratan dasar, PB,
dan/atan PB UMKU,; dan

b. perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban
Penanaman Modal.

Pelaksanaan inspeksi lapanpgan ruatin sebagaimana
dimaksud pada ayal (2), dituangkan dalam berita acara
pemeriksaan yang memuat:

a. hasil penilaian kepatuhan Pelaku Usaha; dan
b. tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin.

Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
aval {3) ditandatangani bersama dengan Pelaku Usaha
secara eleklronik dalam Sistem O8S.

Dalam hal Pelaku Usaha menclak menandatangani berita
acara pemeriksaan, berita acara mencantumkan alasan
penolakan Pelaku Usaha.

Dalam hal berdasarkan hasil inspeksi lapangan rutin
ditemukan pelanggaran vang dilakukan olch Pelaku
Usaha, kementerian/lembaga, Pemeriniah  Daerah,
Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB
melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah
dampak vang lebih besar dalam jangka wakiu paling
lambat 1 {satu} Hari setelah penandatanganan berita acara
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 247

Dalam hal inspeksl lapangan rutin memerlukan
kompetensi  khusus tertentu, kementerian/lembaga,
Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan
Pengusahaan KPBPB dapat bekerja sama atau
menugaskan lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli
yvang bersertifikat scbagai pelaksana inspeksi lapanpan
rutin dan dicantumkan ke dalam daftar usulan personel
pelaksana inspeksi lapangan rutin.

{2} Pelaksanaan . ..
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Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin oleh lembaga vang
terakreditasi atau profesi ahli  yang bersertifikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam
berita acara pemeriksaan vang memuat:

a. hasil penilaian kepatuhan Pelaku Usaha; dan
b, tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin.

Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] ditandatangani bersama dengan Pelaku Usaha.

Dalam hal Pelaku Usaha menolak menandatangani berita
acara pemcriksaan, berita acara mencantumkan alasan
penolakan Pelaku Usaha.

Hasil inspeksi lapangan rmatin olch lembaga vyang
terakreditast atau profesi ahli  yang bersertifikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilaporkan kepada
kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Adminisirator
KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB vyang
menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu)
Hari sejak penandatanganan berita acara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Adminisirator
KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB mclakulkan
penginputan laperan hasil inspeksi lapangan rutin ke
Sistem 088 paling lama 3 (uga) Han, sejak diternmanya
laporan dari lembaga yang terakreditasi atau proles: ahli
yvang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada avat {5).

Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Adminisirator
KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB melakukan
penghentlian pelanggaran untuk mencegah dampak yang
lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Han
setelah menerima laporan lembaga vang terakreditasi atau
prolesi ahili yang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2].

Pasal 248

Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator
KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB dilarang
melakukan inspeksi lapangan rutin dalam rangka pengawasan
rulin di luar perencanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1).

Paragraf. . .
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Paragraf 6

Pemlalan Kepatuhan Inspeksi Lapangan Rutin

Pasal 449

{1) Berdasarkan hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 243, Sistern OS5 melakukan
pengolahan data penilaian kepatuhan Pelaku Usaha guna
menentukan profil Pelaku Usaha dengan kategori:

a. sangal baik;

b. baik;

¢, kurang baik; atau
d. tidak baik.

(2} Profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diakses melalui Sistem O3S oleh Pelaku Usaha vang
bersangkutan.

Paragraf 7
Tindak Lanjut Inspeksi Lapangan Rutin

Pasal 250

(1} Tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 246 ayat {3) huruf b, meliputi:

a. pembinaan/pendampingan; dan/atau
b. pengenaan sanksi admimisiratif.

(2} Pembinaan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Pelaku Usaha dalam
rangka meningkatkan kualitas kepatuhan pemenuhan
persyaraian dasar, PB, dan/atau PB UMKL,

(3} Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha
dengan tingkat kepatuhan kurang baik dan tidak baik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayvat (1) huruf ¢
dan huruf d.

Bagian . ..
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Bagian Keliga

Pengawasan Insidental

Paragraf 1

Umum

Pasal 251

Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 238 ayat {3] huruf b merupakan Pengawasan yvang
dilakukan pada waktu tertentu.

Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan berdasarkan:

a. adanya pengaduan masyarakat;

b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku
Usaha; dan/atau

¢. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan
tidak sesuai dengan persyaratan dasar, PB, dan/atau
PB UMKU.

Pengawasan insidental dilakukan melalui inspeksi
lapangan insidenial.

Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada
ayvat (3) dituangkan dalam berita acara pemerniksaan
melalui Sistem OS8S.

Paragraf 2

Pelaksanaan Inspeksi Lapangan Insidental

(1)

(2)

Pasal 252

Inspcksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 251 ayat (3) dapat dilaksanakan secara
terkoordinasi atau mandiri oleh kementerian/lembaga,
Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan
Pengusahaan KPBPB sesual dengan kewenangan masing-
masing.

Ketentuan mengenai:

a. pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 246 avat {2}, ayat (3), ayat (4],
dan ayat [(5); dan

b. lembaga . . .
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b. lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang
bersertifikat sebagaimana dimalksud dalam Pasal 247,

berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan
inspcksi lapangan insidental.

Paragraf 3

Penilaian Kepatuhan inspcksi Lapangan Insidental

Pasal 253

Ketentuan mengenai penilaian kepatuhan inspeksi lapangan
rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap penilaian kepatuhan inspeksi
lapangan insidental.

Paragraf 4
Tindak lanjut Inspeksi Lapangan Insidental

Pasal 254

Ketentuan mecngenai tindak lanjut inspeksi lapangan ratin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 berlaku secara
muiatis mutandis terhadap tindak lanjut inspeksi lapangan
insidental.

Bagian Keempat

Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha Untuk
Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 255

{1) Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah

memberikan kemudahan Pengawasan kegiatan usaha
kepada pelaku UMK.

{2) Kemudahan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} berupa:

a. laporan kegiatan Penanaman Modal disampaikan
dengan ketentuan:

1. tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha mikro; dan

2. dilakukan . . .
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2. dilakukan setiap € {enam) bulan dalam 1 (satu)
tahun laporan bagi Pelaku Usaha kecil.

Pengawasan rutin PBBR untuk pelaku UMK dilakukan
melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan
terkait kegiatan usaha; dan

dalam hal berdasarkan hasil pcnilaian atas
Pengawasan rutin yang dilakukan sebelumnya
terhadap standar dan kewajiban, pelaku UMK dinilai
patuh, tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.

Bagian Kelima

Pencabutan Persyaratan Dasar, PB, dan PB UMKU

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 256

Pencabutan persyvaratan dasar, PB, dan/atau PB
UMEKLU dilakukan dalam hal terdapat:

a. permohonan Pelaku Usaha,
b. permohonan pemhbubaran badan usaha;

c. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan
peraturan perundang-undangan lerkait PBBR,

d. putusan pengadilan vang lelah berkekuatan
hukum letap; dan/atau

e. berakhimva hak alas tanah atau alokasi tanah
di atas Hak Pengelolaan.

Permohonan pencabutan persyaralan dasar, PB,
dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf a dan huruf b diajukan oleh Pelakn
Usaha melalul Sistem OSS.

Pencabulan berdasarkan keleniuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf ¢ dilakukan olch
kemenlerian/lembaga, Pemerinlah Daerah,
Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB
melalui Sistem OS8S sebagai tindak lanjut hasil
pengawasan.

Pencabutan berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada avat (1} huraf d dilakukan oleh
Lembaga 0SS berdasarkan surat, keterangan, atau
informasi tertulis vang telah berkekuatan hukum
tetap dari lembaga pcradilan.

(3) Pencabutan . . .
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{5) Pencabutan berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf ¢ dilakukan oleh
Lembaga OS5 berdasarkan surat keputusan yang
dikeluarkan oleh kepala Badan Pengusahaan KPEPB
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan
pelabuhan bebas.

{H) Keputusan pencabutan persyaratan dasar, PB,
dan/atau PB UMKU diterbitkan oleh Lembaga 053,

{7} Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan kewenangan penerbitan
persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKLU.

{8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan
persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU diatur
dalam peraturan menteri/kepala  badan  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
investasi dan tugas pemerintahan di tdang
koordinasi penanaman modal.

Bagian Keenam

Integrasi Mekanisme Pengawasan antara Jaminan Produk Halal dengan

SK No 193133 A

(1)

(2)

(3}

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 257

Pengawasan terhadap PBBR dapat dilakukan secara
terkoordinasi dan terintegrasi dengan penyelenggaraan
jaminan produk halal.

Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayal {1) termasuk
integrasl antara sistem clcktronik terintegrasi layvanan
penyelenggaraan jaminan produk halal dengan Sistem
035,

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan terhadap
PBBR secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan
penyelenggaraan jaminan produk halal diatur dalam
peraturan menterif kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas
pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal
setelah berkoordinasi dengan kepala badan yang
melaksanakan — tugas  pemerintgahan  di bidang
penyelenggaraan jaminan produk halal.

Bagian . . .
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Bagian Ketujuh

Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha

(1}

(2}

(3)

(4

(3)

6)

Pasal 258

Masyarakal dapat berperan serta dalam penyelenggaraan
Pengawasan.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) mehputi:

a. melakukan pernantauan terkait penvelenggaraan
kegiatan usaha; dan

b. menvampaikan pengaduan masyarakat atas
penyelenggaraan kepiatan usaha.

Penyampaian pengaduan masyarakal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sccara:

a. langsung kepada Pemcerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah; dan/atau

b. tidak langsung yang disampaikan sccara:

1. tertulis kepada Pemerintah Pusat atan Pemerintah
Daerah; atau

2. elektronik melalun Sistem OS8 atau saluran
pengaduan yang disediakan.

Lembaga OS5 menyusun  prosedur  pengelolaan
pengaduan masvarakat secara elektronik melalui Sistem
OS85 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
angka 2.

Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator
KEK, dan/atan Badan Pengusahaan KPBPB
menindaklanjuti pengaduan masyarakat sccara sendini-
sendin atau bersama-sama dengan kementerian/flembaga
lainnya dan/atau Pemerintah Dacrah.

Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) huruf b harus disampaikan secara benar dan
dapal dipertanggungjawabkan.

Pasal . . .
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Pasal 259

Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan terhadap
pelaksana Pengawasan vang tidak memalankan Pengawasan
scsuai dengan ketentuan Peraturan Pemeriniah ini.

Pasal 260

Pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan
sesudl dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dikenad
sanksi sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 261

Setiap crang vang menghalangi keglalan Pengawasan dikenai
sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 262

Ketentuan lebih lanjut mengenai normsa, standar, prosedur,
dan krilernia terkait pelaksanaan Pengawasan diatur dalam
peraturan  menterifkepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di  bidang investasi dan ftugas
pemerintahan di bidang keerdinasi penanaman modal.

Bagan Kedelapan

Pengawasan Sektor

Paragraf 1

Sektor Kelauilan dan Perikanan

Pasal 263

(1} Pengawasan terhadap KKPRL, rekomendasi pemanfaatan
pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km? {scratus
kilometer persegil, PB, dan/atau PB UMKU pada sektor
kelautan dan perikanan dilakukan oleh:

a. menteri yang menyclenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kelautan dan perikanan;

k. gubernur;
bupatifwali kota;
kepala Administrator KEK; dan/atau

e kepala ...
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c. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

scsual dengan kewenangan masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2) Kewenangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. Pengawasan bersifat teknis oleh pejabat bidang
kelautan dan perikanan;

b. Pengawasan penegakan hukum oleh:

1. polisi khusus pengelolaan wilavah pesisir dan
pulau-pulau kecil; dan

2. pengawas perikanan,

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangar.

Pasal 264

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan
terhadap KKPRL, rekormendas] pemanfaatan pulau-pulau kecil
dengan luas di bawah 100 km? (seratus kilometer persep), PB,
dan/atan PB UMKU di sektor kelautan dan perikanan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 263, kompetensi, dan
peningkatan kapasitas pengawas pada sektor kelautan dan
perikanan  diatur  dalam  peraluran menleri  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bhidang kelautan
dan perikanan.

Paragraf 2

Selktor Pertanian

Pasal 265

(1) Pengawasan terhadap PB dan/ataun PB UMKU di scktor
pertanian dilakukan oleh:

a. menten vang menvelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pertanian;

b. gubernur;

c. bupati/wali kota;

d. kepala Administrator KEK; dan/atau

e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewcnangan masing-masing berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2) Kewenangan . . .
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(2] Kewcnangan Pengawasan oleh menter vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan oleh tenaga pengawas atau pejabat lainnya
seslal lugas, lungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 266
Pengawasan rutin pada sektor pertanian selain berdasarkan
laporan kegilalan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 240 ayat (5), juga berdasarkan laporan Pelaku
Usaha scktor pertanian.

Pasal 267

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan
terhadap PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 265, kompetensi, dan peningkatan kapasitas
pengawas pada scktor pertanian diatur dalam peraturan
menteri vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pertanian.

Paragraf 3
Sektor Kehutanan

Pasal 268

Pengawasan  terhadap  persetuyuan  kawasan  hutan,
rckomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan
pelestarian alam, dan PB di sektor kehutanan dilakukan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan i
bidang kehutanan;

k. gubernur;
<. bupati/wal kota;
d. kepala Administrator KEK; atau

e. kepala Badan Pengusahaan KPBFPE,

sesual dengan kewenangan masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan pcrundang-undangarn.

Pasal . ..
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Pasal 269

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan
terhadap persetujuan kawasan  hutan, rekomendasi
pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian
alam, dan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268,
kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor
kehutanan  diatur dalam  peraturan  menteri  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Paragraf 4
Sektor Energl dan Sumber Daya Mineral

Pasal 270

(1} Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor
energi dan sumber daya mineral dilakukan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
<1 bidang energi dan sumber daya mineral;

pubernur;
bupati/wali kota;

e

kepala Administrator KEK;
e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB; dan/atau
f. kepala badan/lembaga lain,

sesual dengan kewenangan masing-masing berdasarkan
ketenluan peraturan perundang-undangan dan/atan
kontrak kerja sama.

(2] Kewenangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh aparatur sipil negara dang energi
dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 271

Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 270, menteri vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dapat
mendelegasikan dan/atau melimpahkan kepada Pemerintah
Daerah untuk melaksanaltan Pengawasan sesual dengan
ketentuan peraluran perundang-undangan.

Pasal . ..
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Pasal 272

Ketentuan mengenail tata cara pelaksanaan Pengawasan
terhadap PB dan/atan PB UMKU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 270, kompetensi, dan peningkatan kapasitas
pengawas pada sektor energi dan sumber daya mineral diatur
dalam peraturan menteri vang menvelenggarakan urusan
permnerintahan di bidang energi dan sumber daya mincral.

Paragraf 5

Sektor Ketenaganukliran

Pasal 273

(1} Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU di seklor
ketenaganukliran dilakukan oleh kepala badan vang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan
ketenaganukliran berdasarkan Peraturan Pemerintah ini
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan terhadap PB dan/atan PB 1UMKU
scbagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan secara
rutin atan insidental.

Pasal 274

Kewenangan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 273 ayat {2) dilakukan oleh:

a. Inspektur keselamatan nuklir;
b. asesor;

¢, pejabat lain; dan/atau

d. ahli,

vang ditugaskan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . ..
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Pasal 275

{1] Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
273 ayat (2) dilakukan scsuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239,

(2] Pengawasan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan minimal 1 (saty) kali selama masa berlaku PB
dan/atau PB UMKU.

Pasal 276

Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal
273 ayat {2), selain berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 251 ayat (2] juga dilaksanakan pada:

a. keadaan  darurat vang membahayakan  pekerja,
masyarakat, dan lingkungan;

b. pelaksanaan Pengawasan untuk garda-aman nuklir; dan

c. pengangkutan zat radicaktil.

Pasal 277

Ketentuan mengenal tata cara pelaksanaan Pengawasan
terhadap PB dan/atau PB UMKU pada scktor ketenaganukliran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, kompetensi, dan
peningkatan kapasitas pengawas pada sektor ketenaganukliran
diatur dalam peraturan kepala badan yang melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran

Paragraf &

Sektor Perindustrian

Pasal 278

Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor
perndustrian dilakukan olch:

a. menleri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perindustrian;

b. gubernur;

c. bupati . . .
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¢. bupati/wali kota;
d. kepala Administrator KEK; atau
e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesual  dengan kewenangan masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 279

Ketentuan mengenal tata cara pelaksanaan pengawasan
terhadap PB dan/ataun PB UMKU pada sektor perindustrian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, kompetensi, dan
peningkatan kapasilas pengawas pada sektor perindustrian
diatur dalam peraturan menteri yvang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Paragral 7
Sekior Perdagangan dan Metrolog: Legal

Pasal 280
Pcngawasan terhadap PB danfatau PB UMKU pada sektor
perdagangan dan metreologi legal dilakukan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perdagangan;

gubernur;

bupati/wali kota;

kepala Administrator KEK; atau

¢. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

oo

scsuat  dengan  kewenangan masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undarngan.

Pasal 281

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan
terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor perdagangan dan
metrologl legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280,
kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor
perdagangan dan metrologi legal diatur dalam peraturan
mentern vang menvelenggarakan urusan pemerintahan di
hidang perdagangan.

Paragraf . ..
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Paragraf 8

Selctor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal 282

Pengawasan terhadap Bangunan Gedung, PB, dan/atau PB
UMEKU di sekter pekerjaan umum dan perumahan rakyat
dilakukan oleh:

a.

b.

o oaD

f.

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintabhan di
bidang pekerjaan umum;

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perumahan dan kawasan permukiman;

gubernur;

bupati/wali kota;

kepala Administrator KEK; atau
kepala Badan Pengusahaan KPBPE,

sesual  dengan  kewenangan masing-masing  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

Pasal 283

Pengawasan rutin pada subsektor jasa konstruksi selain
berdasarkan laporan kegiatan Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (3], juga
berdasarkan:

a. laporan kegiatan usaha tahunan; dan

b. pengawasan pelaksanaan proyek jasa konstruksi.
Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a untuk usaha orang perseorangan dan

badan usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil paling
sedikit meliputi:

a. laporan keuangan; dan

b. data kepatuhan pelaksanaan PB.

Laporan kegatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a untuk badan usaha jasa konsiruksi

kualifikasi menengah atan besar, dan badan usaha jasa
konstruksi spesialis paling sedikit meliputi:

a. data kepaluhan pelaksanzan PB;
b. data kinerja manajemen perusahaan;
c. data kinerja proyek;
d. laporan. . .
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d. laporan keuangan; dan

e. data keikutscrtaan dalam kegiatan pengembangan
usaha berkelanjutan.

Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) huruf a untuk lembaga sertifikasi paling
sedikit meliputi:

a. data profil lembaga sertifikasi,
data kepatuhan pelaksanaan PB;
data kinerja;

laporan keuangan; dan

foa s o

data operasional.

Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a mengikuti ketentuan dalam
pcraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi.

Pasal 284

Pengawasan atas pelaksanaan PB dan/atan PB UMKU
pada subsektor sumber dava air bertuwuan untuk
menjamin ditaatinva ketentuan dalam PB dan/fatau PB
UMK,

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap:

a. kesesualan identitas antara pemegang PB dan/atan
PB UMKU pada subsektor sumber daya air;

b. kesesuaian antara pelaksanaan dengan norma,
standar, proscdur, dan kriteria dalam PB dan/atau PB
UMKU pada subsektor sumber daya air;

¢. kesesuaian antara prasarana dan sarana  yang
tercantum dalam PB dan/fatau PB UMKU pada
subsektor sumber dava air dengan prasarana dan
sarana yvang dibangun;

d. dampak negatif yang ditimbulkan; dan/atau

€. penggunaan sumber daya air lain yang belum
meimperoleh PB dan/atau PB UMKU pada subsektor
sumber daya air.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayvat (2)
dilakukan oleh:

a. balai. ..
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a. balal besar wilayah sungai/balail wilayah sungai;

b. instansi yang membidangi sumber daya air sesual
dengan kewenangannya;

c¢. badan w1saha milik negara/daerah di bidang
pengelolaan sumber daya air,

dan dapat melibatkan peran masyarakat.

Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan bahan atau masukan bag perbaikan,
penertiban, dan/atau peningkatan penyelenggaraan PB
danfatau PB UMKU pada subscktor sumber daya air.

Pasal 285

Pelaksanaan pekerjaan konstrulksi, penggalian,
pemasangan, pengembalian konstruksi  jalan  dan
pelaksanaan pekerjaan perbaikan alinyemen vertikal dan
horizontal, pelebaran jalur laiu lintas, peninggian ruang
bebas, peningkatan kemampuan  strulktur  jalan,
peningkatan kemampuan struktur jembatan, pengaturan
lalu lintas, dan pelaksanaan penggunaan ruang milik jalan
wajib diawasi cleh petugas yang ditunjuk oleh
penyelenggara jalan.

Hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1) wajib diperiksa oleh tim pemenksa teknis yvang
dibentuk oleh penvelenggara jalan.

Pasal 286

Pengawasan atas pelaksanaan PB untuk pengembangan
perumahan bertujuan untuk menjamin ditaatinya
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dalam
pelaksanaan pengembangan perumahan setelah
diterbitkannya PB.

Pelaku Usaha pada subsektor pengembangan perumahan
selain menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (3) juga
menyampaikan laporan yang memuat:

a. pelaksanaan sistem perjanjian pengikatan jual beli
untuk rumah tapak dan rumah susun; dan

b. pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni
satuan rumah susun untuk rumah susun sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . ..



SK No 194385 A

PRESIDEM
REFPLIBLIX INDONESIA

- 158 -

Pasal 287

Pengawasan atas pelaksanaan PB untuk menyelenggaralan
sistemn penyediaan air minum bertujuan untuk menjamin
ditaatinya ketentuan dalam PB.

Pasal 288

Ketentuan mengenal tata cara pelaksanaan Pengawasan
terhadap Bangunan Gedung, PB, dan/alau PB UMKU pada
scktor pckerjaan umum dan perumahan rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 282, kompetensi, dan peningkatan
kapasitas pengawas pada sektor pekerjaan umum dan
perumahan rakyal diatur dalam:

a. peraluran menterl yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umurn; dan

L. peraluran mentenn vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di  bidang perumahan dan  kawasan
permukiman,

sesual dengan kewenangan masing-masing.

Paragraf 9
Sektor Transportast

Pasal 289

Pengawasan terhadap persetujuan teknis analisis mengenai
dampak lalu lintas, PB, dan/atau PB UMEKU pada sektor
transportasi dilakukan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang transportasi;

gubernur;

bupati/wali kota;

oo o

kepala Administrator KEK; atan
e. kepala Badan Pengusahaan KPBPE,

sesuai dengan  kewenangan masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . ..



SK No {94384 A

(1

(2)

(4}

()

(6]

(7)

2

PRESIDEN
REFUBLIK INDOMNES1A

- 159 -

Pasal 290

Pengawasan rutin terhadap kegiatan wusaha di sektor
lransportas) selain berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 239 juga dilakukan dalam bentuk:

a. audil;

b. inspeksi;

C. pengamatan,

d. pemantauan,

e. i petik; dan/atau
f. pengujian (test).

Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan pemenksaan vang lerjadwal, sistematis, dan
mendalam terhadap prosedur, fasilitas, personel, dan
dokumentasi organisasi penvedia jasa transportasi untuk
meilihal lingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b
merupakan pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan
standar suatu produk althir objek tertentu oleh penvedia
jasa.

Pengamalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
merupakan Kegialan penelusuran yvang mendalam atas
bagian tertentu dari prosedur, fasililas, personel, dan
dokumentasi organisasi penyedia jasa transportasi dan
pemangku kepentingan lainnya untuk melihat tingkat
kepatuhan terhadap Lketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada avat {1) huruf d
merupakan kegiatan evaluasi terhadap data, laporan, dan
informasi untuk mengetahul  kecenderungan kinerja
operasi/ pelayanan penycdia jasa transporiasi.

U petik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf e
merupakan Wi coba secara tertutup atau terbuka
terhadap upaya kesesuaian dengan simulasi percobaan.

Pengujian (test} sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf { merupakan uji coba secara tertutup atau terbuka
terhadap upaya keamanan transportasi atau tindakan
keamanan transportasi dengan simulasi percobaan untuk
tindakan melawan hukum.

Pasal . ..
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Pasal 291

Pengawasan insidental selain berdasarkan ketentuan
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (2) juga
dilakukan:

a. pada saal lterjadinya kejadian atau kecelakaan;
b. adanya laporan petugas;
c. pada masa puncak angkutan; dan

d. adanya kejadian penting lainnya.

Pasal 292

Ketentuan mengenal tata cara pelaksanaan Pengawasan
terhadap persefujuan teknis analisis mengenai dampak lalu
lintas, PB, dan/atan PB UMKU pada sektor transportasi
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 289, kompetensi, dan
peningkatan kapasitas pengawas pada sektor transportasi
diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di hidang transportasi.

Paragraf 10
Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan

Pasal 293

Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada subsektor
kesehatan dilakukan oleh:

a. menterl yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan;

b. gubernur;

. bupatifwall kota;

d. kepala Administrator KEK; atau

€. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesual  dengan kewenangan masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangarn.

Pasal . ..
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Pasal 294

Pengawasan rutin berupa inspeksi lapangan dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. untuk kegiatan usaha sektor kesehatan dengan tingkat
Risiko menengah rendah dilakukan 2 {dua) tahun sekali;

b. untuk kegiatan usaha scktor kesehatan dengan tingkat
Risiko menengah tinggi dilakukan 1 (satu) tahun sekali; dan

c. untuk kegiatan usaha sektor kesehatan dengan tingkat
Risiko tinggi dilakukan 1 {satu) tahun sekali.

Pasal 2G5

Dalam melakukan Pengawasan, menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan, gubernur, dan/atau
bupati/wall kota dapat menugaskan tenaga pengawas kesshatan
scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 206

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap PB
dan/ataun PB UMKU pada subsektor kesehatan sebagaimana
dimaksud dalamm Pasal 293, kompetensi, dan peningkatan
kapasitas pengawas pada subsekior kesehatan diatur dalam
peraturan menteri  yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di idang kesehatan.

Pasal 297

Pengawasan lerhadap PB UMKU pada subsektor obat dan
makanan dilakukan cleh:

a. kepala badan yang melaksanakan lugas pemenntahan di
bidang pcngawasan obat dan makanan;

gubernur;
bupati/wali kota;

D o

kepala Administrator KEK; atau
¢. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesital  dengan kewenangan masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .
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Pasal 298

Kepala badan vang melaksanakan tugas pemernintahan di
bidang pengawasan obat dan malkanan, gubernur,
bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala
Badan Pengusahaan KPBPB dalam melaksanakan
Pengawasan dapat mengangkat tenaga pengawas yang
bertugas melakukan Pengawasan sesual  dengan
kewenangan masing-masing.

Pengangkatan tenaga pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 299

Dalam hal Pengawasan obat dan makanan pada fasilitas
produksi, distribusi, pengangkutan, pelayanan, dan/atau
penverahan memerlukan klarifikasi dan konfirmasi lebih
lanjut, tenaga pengawas berwenang melakukan tindakan
pengamanarn setempat.

Tindakan pengamanan setempat sebagaimana dimaksud
pada avat (1) meliputi:

a. tindakan inventarizasi;

b. tindakan pengamanan terhadap bahan, produk,

sarana, dan/atau alat dengan membuat garis
pengarman,

¢. larangan mengedarkan untuk sementara waktu;
dan fatau

d. sampling untuk wji laboratorium dan/atau penilaian
penandaar.

Pemilik obat dan makanan bertanggung jawab alas obat
dan makanan vang dilakukan tindakan pengamanan
setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Tindakan pcngamanan setempat sebagaimana dimaksud
pada ayvat (2) dituangkan dalam berita acara pengamanan
setempat.

(3) Dalam: . . .
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(5} Dalam hal hasil pemeriksaan fasilitas produksi, distribusi,
pengangkulan, pelayanan, dan/atau penyerahan abat dan
makanan menunjukkan adanya dugaan tindak pidana di
bidang obat dan makanan, penyidik pegawai negeri sipil
melakukan  penyidikan sesuali dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 300

Ketentuan mengenai Pengawasan lerhadap PB UMKU di
subsektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 297, kompetensi, dan peningkatan kapasitas tenaga
pengawas pada subsektor obat dan makanan diatur dalam
peralurann  kepala badan yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan obal dan makanan.

Pasal 301

Pengawasan terhadap PB UMKU pada subsclktor pangan scgar
dilakukan oleh:

a. kepala badan yang meclaksanakan tugas pemerintahan di
bidang pangan;

b. gubernur;

c. bupati/wali kota;

d. kepala Administrator KEK; atau

c. kepala Badan Pengusahaan KPBPE,

scsuai  dengan  kewenangan masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 302

(1} Pengawasan rutin pada subsektor pangan segar selain
berdasarkan  laporan kegialan Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (3) juga
berdasarkan laporan Pelaku Usaha terkait pelaksanaan
PB UMKU sarana pcnanganan pangan segar, peredaran
pangan segar, dan jaminan keamanan pangan Segar
produk ekspor.

(2) Laporan . . .
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Laporan sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
disampaikan 1 (satu] kali dalam 1 {(satu) tahun oleh Pelaku
Usaha kepada kepala badan yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pangan, gubernur, bupati/wali
kota, kepala Adminmstrator KEK, atau kepala Badan
Pengusahaan KPFBFPB sesua dengan kewenangan masing-
masing.

Pasal 303

Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan rutin selain
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 243 juga dilakukan melalul pemenksaan terhadap
kematan/ proses produksi, penyimpanan, pengangkutan,
dan perdagangan pangan segar.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan pemeriksaan administrasi dan
pemeriksaan leknis atas pemenuhan standar yang dapat
disertai dengan pengambilan contoh dan pengujian.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakulcan:

a. mempertimbangkan kepatuhan Pelaku Usaha dan
analisis Risiko keamanan pangan segar; atan

b. 1 {satu) kali dalam 1 [satu) tahun.

Pasal 304

Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang pangan, gubernur, bupati/wali kota, kepala
Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan
KPBPB dalam melaksanakan pengawasan dapat
mengangkal lenaga pengawas vang bertugas melakukan
Pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pengangkatan tenaga pengawas scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal . . .
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Pasal 305

Ketentuan lebih lanjul mengenai tata cara pelaksanaan
Pengawasan terhadap PB UMKU di subsektor pangan segar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, kompetensi, dan
peningkatan kapasitas pengawas pada subsektor pangan
segar diatur dalam peraturan kepala badan yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Paragraf 11
Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 306

Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor
pendidikan dan kebudayaan dilalcukan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan
pendidikan dasar dan menengah;

b. menten yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan
pendidikan tinggi dan urusan pemerintahan di bidang 1lmu
peneetahuan dan teknologi;

c¢. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
tidang kebudayaan;

d. kepala Administrator KEK; dan/atau

c. kepala Badan Pengusahaan KPBPE,

sesuai dengan  kewcnangan masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 307

Pengawasan rutin pada sektor pendidikan dan kebudavaan
selain  berdasarkan laporan kegiatan Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (5] juga
dilakukan berdasarkan laporan  Pelaku Usaha sektor
pendidikan dan kebudayaan.,

Pasal 308

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan
terhadap PB dan/atau PB UMKU di sektor pendidikan dan
kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306,
kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor
pendidikan dan kebudayaan diatur dalam:

a. peraluran menterl yang menyelenggarakan suburusan
pemerintahan pendidikan dasar dan menengah;

b. peraturan . . .
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b. peraturan menteri yang menyelenggarakan suburusan
pemerintahan pendidikan tinggi dan urusan pemerintahan
di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

c. peraturan  menteri  yang menyelenggaraskan urusan
pemerintahan di bidang kebudayaan,

sesnal dengan kewenangan masing-masing.

Parapgraf 12

Sektor Pariwisata

Pasal 309
Pengawasan terhadap PB pada scktor pariwisata dilakukan
oleh:

a. menleri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pariwisata;

gubernur;

bupati/wali kota;

kepala Administrator KEK; dan/atan
€. kepala Badan Pengusahaan KPBPBE,

aonoo

sesual  dengan kewenangan masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 310

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan
lerhadap PB pada sektor pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 309, kompetensi, dan peningkatan kapasitas
pengawas pada sektor pariwisata diatur dalam peraturan
menlerlt vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pariwisata.

Paragraf 13

Sektor Keagamaan

Pasal 311

(1) Pengawasan terhadap PB pada scktor keagamaan
dilaksanakan oleh menteri vang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di idang agama berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2) Kewenangan . . .
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(2] Kewenangan Pengawasan oleh menteri vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan oleh
aparatur sipil negara sesuai lugas, fungsi, dan
kewenangan masing-masing.

Pasal 3172

Pengawasan rutin pada sektor keagamaan selain berdasarkan
laporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 240 ayat {5) juga dilakukan berdasarkan laporan
Pelaku Usaha terkait penyelenggaraan ibadah haji khusus
dan/atau penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Pasal 313

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan
tethadap PB di sektor keagamaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 311, kompetensi, dan peningkatan kapasitas
pengawas pada scktor keagamaan diatur dalam peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
ndang agama.

Paragraf 14
Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Pasal 314

Pengawasan terhadap PB dan/alau PB UMKU pada sektor pos,
telekomunikasi, dan penyiaran dilaksanakan oleh menteri yang
menyclenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi
dan informasi berdasarkan kelentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 315

Pengawasan atas isi siaran dalam kegiatan usaha pada
subsektor penyelenggarasn penyiaran dilaksanakan oleh
Komisi Penyiaran Indeonesta sesuai  dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal . ..
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Pasal 316

Menteri vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kemunikasi dan informasi selain melakukan
Pengawasan rutin dan  Pengawasan  insidental
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 238, melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap kualitas layanan
danfalau produk lavanan dari Pelaku Usaha vyang
mendapatkan PB dan/fatau PB UMKU untuk kegiatan
usaha pada sektor pos, telekemunikasi, dan penylaran
sestal dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
1) dilakukan melalui sistem menitoring pada sektor pos,
telekomunikasi, dan penyiaran dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi.

Pelaln Usaha yang melakukan kegiatan usaha pada
sektor  pos,  telekomunikasi, dan  penviaran  wajib
membuka akses dan memberikan informasi yang diminta
untuk kepentingan monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dan ayat {2).

Menteri vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bdang komunikas: dan informasi dapat mengumumkan
hasil monitoring dan cvaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 317

UMK-M  dapat mempercleh pendampingan untuk
melakukan  kegiatan usaha pada  sektor pos,
telekomunikasi, dan penylaran darl menleri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informasi.

Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:

a. konsultasi teknis dan bisnis untuk kegiatan usaha
pada sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran;

b. peningkatan kompetenst berusaha untuk kegiatan
usaha pada scktoer pos, telekomunikasi, dan
penylaran; dan/atau

c. Tasilitasi kolaborasi dengan Pelaku Usaha pada sektor
pos, telekomunikasi, dan penyiaran serta pihak
terkait.

Pasal . ..
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Pasal 318

Pengawasan terhadap hak labuh satelit dilakukan melalui
evaluasi secara berkala daftar satelit asing yang beroperasi
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh menteri yang menvelenggarakan
urusan  pemerintahan  di bidang komunikasi dan
informasi.

Pasal 319

Penpgawasan terhadap lzin pita frekuensi radio dan Izin
stasiun radic dilalkukan melalui:

a. Pengawasan administrasi; dan/atan
b. Pengawasan teknis.

Pengawasan administrasl sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] huruf a dilakukan terhadap pemenuhan PB UMKU
Izin pita [rekuensi radio dan Izin  stasiun  radio
scbagaimana tercantum dalam Lampiran II  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Pengawasan tcknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan melalui kegiatan moniioring spektrum
frekuens: radio.

Kegiatan  monitoring  spektrum  frekuensi radio
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdirl dari:

a. observasi penggunaan spektrum frekuensi radio;

b. identifikasi dan deteksi penggunaan spektrum
frekuensi radio;

¢. pengukuran parameter teknis stasiun radio; dan
d. inspeksi stasiun radio.

Kegiatan  moniloring spektrum frelauensi radio
sebagaimana dimalksud pada ayat (4} dilakukan untuk
mermniastikan:

a. penggunaan spektrum frekuensi radio sesual dengan
PB UMKU yang diberikan;

b. penggunaan  spektrum  frekuensi radic tidak
menimbulkan gangguan vang merugikan pada
pengeuna spektrum frekuensi radio lain; dan/atau

C. penggunaan . . .
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c. penggunaan sinyal identifikasi atau identitas stasiun
radio pada setiap pemancaran spekirum [rekuensi
radio untuk dinas radio komunikasi tertentu.

Pasal 320

Pengawasan terhadap alal telekomunikasi dan/atau perangkat
telekomunikasi dilaksanakan melahai:

.

b.

(1}

(4]

pemeriksaan sertifikat  alar  telekomunikasi  danjatau
perangkat telekomunikasi; dan

pemeriksaan kesesuaian standar teknis alat telekomunikasi
dan/alau perangkat lelekomunikasi yvang diperdagangkan
danjatau  dipergunakan  terhadap  sertifikat  alat
telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.

Pasal 321

Pemeriksaan sertifikal alat telekormnunikasi dan/alau
perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 320 huruf a vang dibuat, dirakit, dan/atau
dimasukkan, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerinlahan 1 bidang komunikasi dan
informasi.

Pemeriksaan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau
perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk alat telekomunikasi dan/atan perangkat
telekomunikasi di dalam kawasan pabean, dilaksanakan
cleh menteri vang  menvelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuiangan negara.

Dalam hal diperlukan, pemeriksaan sertifikat alat
telekomunikasit  dan/atau  perangkat  telekomunikasi
sebapaimana dimaltsud pada ayat (1) dapat melibatkan
instansi  terkait sesual dengan ketentuan peraluran
perundang-undangan.

Selain  pemeriksaan  sertifikat  alat  teclckomunikasi
dan/atau  perangkat telekemunikasi, pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} juga dilakukan
terhadap pemenuhan kewajiban pemasangan label.

(5) Jenis . . .
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Jems  alal lelekomunikasi dan/atan perangkat
telckomunikasi yang dilakukan pemeriksaan di dalam
kawasan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
ditetapkan oleh menleri yang menvelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 322

Pemeriksaan kesesuaian standar teknis alat
telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang
diperdagangkan dan/ataun dipergunakan  terhadap
seriiikat  alal lelekomurikasi dan/atau perangkat
telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320
hurutf b dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. alat telekomunikasi dan/atau perangkat
lelekomumikasi memmbulkan  gangguan  baik
terhadap jaringan telekomunikasi maupun terhadap
keamanan, keselamatan, dan kesechatan manusia;

adanva laporan pengaduan;

¢. riwayat  kctidakscsualan  alat  telekomunikasi
dan/atau perangkat telekomunikasi; dan/atau

d. adanya perbedaan harga vang signilikan dengan alat
lelekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi
produk sejenis.

Pemeriksaan kesesualan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan tlerhadap alat telekomunikasi
dan/atau perangkat telekomunikasi di sisi pengguna
menggunakan metode sampling melalui:

a. pemeriksaan administrasi; dan
b. pemeriksaan teknis.

Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) huruf a berupa pemeriksaan terhadap dokumen
spesifikasi  teknis, kesesualan merek dan tipe alat
telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, dan
pemasangan label.

Pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b berupa pengnjian sampel alat telekomunikasi
dan/fatau perangkal telekomumkasi yang dilaksanakan
oleh balai pengujian alat telekomunikasi dan/atau
perangkat telekomunikasi.

Pasal . . .
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Pasal 323

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan
terhadap PB dan/atau PB UMEKU di sektor pos, telekomunikasi,
dan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314,
kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor
pos, telekemunikasi, dan penyiaran diatur dalam peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang komunikasi dan informasi.

Paragraf 15

Scktor Pertahanan dan Keamanan

Pasal 324

(1) Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU di subsektor
indusiri pertahanan dilaksanakan oleh menteri vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertahanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
() Kewenangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayal {1} dilaksanakan oleh menteri YANE

menyelenggarakan urusan pemerintahan & bidang
pertahanan  berkoordinasi dengan  menterifkepala
lembaga terkait.

(3) Pengawasan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan  di  bidang pertahanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dilaksanakan melalui satuan kerja
yvang mempunyal tugas dan fungsi terhadap PB dan/atau
PB UMKU di subsecktor industri pertahanan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 325

{1) Pengawasan rutin untuk subsektor industri pertahanan
mencakup Pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha non
perseorangan terhadap standar pelaksanaan kegiatan
usalia yang melipuli:

a, pelaksanaan produlksi;
b. sumber daya manusia;
c. fasilitas preduksi dan/atau fasilitas pemehiharaan; dan
d. teknolog vang telah dikuasai.
(2) Pengawasan . . .
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Pengawasan rulin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk subscktor industri pertahanan dilakukan melalui:
Aa. SsUrvei;
b. monitoring; dan/atau
¢. laporan.

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan setiap 6 {enam) bulan sekali.

Pasal 326

Pengawasan insidental untuk subsektor industri pertahanan
mencakup Pengawasan kepaluhan Pelaku Usaha dan/atau
industri pertahanan terhadap standar pelaksanaan kegiatan
usaha.

(1)

(2)

(3)

Pasal 327

Pengawasan dilakukan oleh pelaksana Pengawasan yvang
berasal dari kemenlerian yang menvelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertahanan dan
kernenterian/lembaga sesuai dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kewenangan  pelaksana Pengawasan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] meliputi kewenangan untuk
mendapatkan hak akses terhadap:

a. data, dokumen administrasi, dan legalitas
perusahaan;

b. fasilitas dan sarana industri pertahanan;
c. kegiatan produksi industri pertahanan; dan

d. data produksi dan distribusi produk alat peralatan
pertahanan dan keamanan yvang dihasilkan.

Kewajiban pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. menjaga kerahasiaan data dan dokumen /informasi;
b. menjaga indcpendensi; dan

¢. tidak terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam
melaksanakan tugas Pcngawasan.

Pasal . . .
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Pasal 328

Ketentuan mengenal tata cara pelaksanaan Pengawasan
terhadap PB danjfatau PB UMKU pada subsektor indusin
pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324,
kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada
subsektor industr: pertahanan diatur dalam peraturan menteri
vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertahanan.

Pasal 320
Pengawasan terhadap PB pada subsektor keamanan meliputi:

a. Pengawasan tingkat daerah dilaksanakan oleh kepolisian
daerah secara rutin di daerahnya; dan

b. Pengawasan tingkat pusat dilaksanakan oleh Markas Besar
Kepolisian Negara Republik Indonesia sceara insidental.

Pasal 330

{1} Kepolisian daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 329 huruf a melaksanakan audit kelengkapan dan
kecocokan, audit kesiapan untuk memberikan penilaian
terhadap reliatnlitas dan integritas operasional, serta
kelayakan badan wusaha jasa pengamanan dalam
beroperasional.

(2) Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf b
melakukan audit Pengawasan kepada badan usaha jasa
pengamanan yang sudah mendapatkan PB  dan
melakukan kegiatan usaha lebih dari 1 (satu) wilayah
hukum kepolisian daerah apabila dipandang perlu.

Pasal 331

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan
terhadap PB di subscktor keamanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 329, kompetensi, dan peningkatan kapasitas
pengawas pada subsektor keamanan diatur dalam peraturan
kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf . . .
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Paragraf 16
Seltor Ekonomi Kreatif

Pasal 332
Pengawasan terhadap PB pada sektor ekonomi kreatif
dilakukan oleh:

a. menten/kepala badan yang menyelenggarakan suburusan
pemerintahan ekonomt kreatif dan tugas pemerintahan di
bidang ekonomi kreatif;

gubernur;

bupati/wali kola;

kepala Administrator KEK; dan/atau
€. kepala Badan Pengusahaan KPBPR,

sesual dengan kewenangan masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

A n oo

Pasal 332

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan
terhadap PB pada sektor ckonomi kreatif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 332, kompetensi, dan peningkatan
kapasitas pengawas pada sektor ekonomi kreatif diatur dalam
peraturan menten/kepala badan wyvang menyelenggarakan
suburusan pemerintahan ekonomi kreatif dan tugas
pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

Paragraf 17

Sektor Informasi Geospasial

Pasal 334

Pengawasan terhadap PB pada seklor inlormasi geospasial
dilakukan oleh badan yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang informasi gcospasial berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 335

Ketenluan mengenal tata cara pelaksanaan pengawasan
terhadap PB di scktor informasi geospasial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 334, kompetensi, dan peningkatan
kapasitas pengawas pada sektor informasi geospasial diatur
dalam peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Paragratf . ..
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Paragraf 18
Sektor Ketenagakerjaan

Pasal 336
Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU di sektor
ketenagakerjaan dilakukan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakeriaan;

b. menten/kepala badan yang menvelenggarakan
sulbrarusan pemerintahan pelindungan  pekerja
migran Indoncsia dan tugas pemerintahan di hidang
pelindungan pekerja migran [Indonesia;

gubernur;

bupati/wali kota;

kepala Administrator KEK; dan/atau

f.  kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

scsuail dengan kewenangan masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

o opon

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. untuk urusan pemerintahan di bidang
kelenagakerjaan, dilaksanakan oleh tim pengawas
perizinan sektor ketenagakerjaan dengan melibalkan
pengawas ketenagakerjaan; atau

b.  untuk suburusan pemerintahan pclindungan peckerja
migran Indonesia dan tugas pemerintahan di bidang
pelindungan pekerja migran Indoenesia, dilaksanakan
oleh tim pengawas perizinan sclctor ketenagakerjaan,

dan dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga
lerkait.
Pengawasan rulin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 238 ayat [3] huruf a untuk sektor ketenagakerjaan
dilakukan 1 (satu) kali dalam jangka waktua 1 {(satu) tahun.

Pasal 337

Ketentuan mengenal lata cara pelaksanaan Pengawasan
terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sckior ketenagakerjaan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 336, kompetensi, dan
peningkatan kapasitas pengawas pada sektor ketenagakerjaan
diatur dalam:

a.

peraturan  menteri  yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan

b. peraturan . . .
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b. pecraturan menteri/kepala badan vang menyvelenggarakan
suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran
Indonesia dan tugas pemerintahan di bidang pelindungan
pekera migran [ndonesia,

sesual  dengan kewenangan masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 19
Scktor Perkoperasian

Pasal 338
Pengawasan terhadap PB pada sektor perkoperasian dilakukan
oleh:
a. menteri yang menyelenggarakan urasan pemerintahan di
bidang koperasi;
b.  gubernur;
c. bupati/waii kota;
d. kepala Administrator KEK; dan/atau
e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,
scsuai  dengan Kewenangan masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 339
Pengawasan rutin pada sektor perkoperasian  selain
berdasarkan laporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 240 ayat {5) juga dilakukan berdasarkan
laporan Pelaku Usaha terkait penyelenggaraan usaha sektor
perkoperasian.

Pasal 340
Ketentuan mengenail tata cara pelaksanaan Pengawasan
terhadap PB pada sekior perkoperasian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 338, kompelensi, dan peningkatan
kapasitas pengawas pada scktor perkoperasian diatur dalam
peraturan menteri  vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koperasi.

Paragraf 20
Sektor Penanaman Modal

Pasal 341
Pengawasan terhadap PB pada sektor Penanaman Modal
dilakukan oleh:
a. mcnteri . . .
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a. menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan
di bidang koordinasi penanaman modal;

b. kepala Administrator KEK; dan/atau
¢. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesual dengan kewenangan masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasgal 342

Ketentilan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan
terhadap PB sektor Penanaman Modal scbhagaimana dimaksud
dalam Pasal 341, kompetensi, dan peningkatan kapasitas
pengawas pada sekior Penanaman Modal diatur dalam
peraturan menterifkepala badan vang menvelenggarakan
urusan pemerintahan  di  bidang investasi dan tugas
pemerintahan di bidang koordinasi penanaman medal.

Paragraf 21

Seklor Penvelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Pasal 343
Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor
penyelengearaan sistem dan transaiksi elektromik dilaksanakan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang komunikasi dan informasi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 344

(1] Pengawasan pada scktor penyelenggaraan sistem dan
transaksi elektronik dilakukan terhadap penyelenggara
sislem elektronik lingkup privat dan penerbit gim.

(2] Pengawasan rutin  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 238 ayat (3) huruf a terhadap penyelenggara sistem
elektronik hingkup privat dilakukan dengan:

a. memilih penyelenggara sistem elektronik lingkup
privat sebagai sampel Pengawasan;

b. melakukan evaluasi terhadap sampel Pengawasan;
dan/fatau

c. melakukan tindak lanjut atas evaluasi Pengawasan.

{3) Pengawasan . . .
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(3) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 238 ayat (3) huruf 4 terhadap penerbit gim dilakukan
apabila telah melakukan klasifikasi secara mandiri dan
telah diuji kesesuaian atas klasifikasi mandiri tersebut
oleh lembaga klasifikasi.

(4} Pengawasan insidental terhadap penyelenggara sistem
elekironik lingkup prival dan  penerbit gim  selain
berdasarkkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 251 ayat (2] juga dilaksanakan dalam rangka:

a. menindaldanjuti laporan dari kementerian/lembaga,
aparat penegalt hultum, dan/atau lembaga peradilan;
dan/atan

b. menindaklanjuti temuan insiden dan/atau temuan
insiden yang dihasilkan dari kegiatan Pengawasan.

Fasal 345

Kelenniwan mengenal tata cara pelaksanaan pengawasarn
terhadap PB dan/atau PB UMKU pada scktor penvelenggaraan
sistem dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 343, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas
pada sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik
diatur dalam peraturan menteri yvang menvelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Paragraf 22
Sektor Lingkungan Hidup

Pasal 346
Pengawasan terhadap PL dan PB pada sektor lingkungan hidup
dilalcakan oleh:

a. menteri/kepala badan yang menyelengegarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelelaan
lingkungan hidup dan tugas pemernntahan di bidang
pengendalian linglkungan hidup;

gubernur;

bupati/wali kota;

kepala Administralor KEK; dan/alau

e, kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

scsual  dengan  kewenangan masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangarn.

Do

Pasal . ..
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Pasal 347

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan
terhadap PL dan PB pada sektor lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, kompetcnsi, dan
peningkatan kapasitas pengawas pada sekior lingkungan
hidup diatur dalam peraturan menteri/kepala badan vang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di @ bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas
pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.

BAB VIII
EVALUASI DAN REFORMASI KEBIJAKAN

Pasal 348

(1] Kementerian/lembaga melaksanakan evaluasi  dan
reformasi  kebijakan PBBR secara  berkclanjutan,
lransparan, akuntabel, dan menerapkan prinsip kehati-
hatian.

{2) Evaluasi dan reformasi kebijakan PBBR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dikcordinasikan oleh kementerian
yang menyelenggarakan sinkronizasi dan koordinasi serta
pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomiarn.

(3) Pemecerintah Daerah, Administralor KEK, dan Badan
Pengusahaan KPBPB mendukung pelaksanaan evaluasi
dan reformasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dengan:

a. memberikan masukan terkait penyelenggaraan PBBR;
dan/atau

b. menyvediakan data dan/fatau informasi

penvelenggaraan PBBR,

sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 349

(1) Kemenlerian vang menyelenggarakan sinkronisasi dan
koordinasi scrta pengendalian pelaksanaan urusan
kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di
bidang perekonomian melakukan koordinasi evaluasi dan
reformasi kebijakan PBBR dalam rangka meningkatkan
iklim berusaha.

(2) Dalam . . .
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Dalam rangka melakukan koordinasi sebagaimana
dimaksud pada ayat {1), menteri yvang menyvelenggarakan
sinkronisasi dan  koordinasi serta  pengendalian
pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan
pemerintahan di  bidang perekoncmian menetapkan
renicana aksi PBBR.

Rencana aksi sebagaimana dimalsud pada ayat (2) paling

scedilit memmuat:

a. penyusunan kebijakan PBBR;

b. implementasi penvelenggaraan PBBER;

c. penerapan rcformasi PEBR ke dalam Sistemn O885;

d. peningkatan pemahaman dan kapasitas mengenai
PBBR untuk kementerian/lembaga, Pemerintah
Daerah, Administrator KEK, danfatau Badan
Pengusahaan KPBPB;

e. pelaksanaan sosialisasi kebyjakan PBBR  kepada
masyarakat; dan

f.  evaluasi PBBR yang berkelanjutan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 350

Pendanaan pengembangan Sistem OSS bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pendanaan penyelenggaraan PBBR pada
kementenan/lembaga bersumber dari anggaran
pendapatan dan belania negara dan sumber lain yang sah
sesual  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

Pendanaan penyelenggaraan PBBR pada pemerintah
provinsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah provinsi dan sumber lain yang sah scsuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan penyelenggaraan PBBR pada pemerintah
kabupaten/kota bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja daerah kabupaten/kota dan sumber lain vang
sah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB ...
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BAB X

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN

(1)

(2)

(3}

(1)

Pasal 351

Menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota,
kepala Administrator KEK, dan/atau kepala Badan
Pengusahaan KPBPB wajib menyelesaikan hambatan dan
permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan
Pemerintah 11 sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangarn.

Dalam thal peraturan perundang-undangan tidak
mengatur  hal untuk  penyelesaian hambatan dan
permasalahan, menteri/kepala lembaga, gubernur,
bupati/walt kota, dan/atau kepala Badan Pengusahaan
KPBPB berwenang untuk menelapkan keputusan
dan/atau melakukan tindakan yang dipertukan dalam
rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan
dimaksud sepanjang sesual dengan asas-asas umum
pemerintahan yang batk.

Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak
mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan
permasalahan, kepala Administrator KEK melaporkan
kepada dewan nasional KEK untuk menetapkan
keputusan danj/atau melakukan tindakan vang
diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan
permasalahan dimmaksud sepanjang sesuai dengan asas-
asas umum pemerintahan yang bailk.

Pasal 352

Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari
masyarakat kepada menteri/kepala lembaga, gubernur,
bupati/wali kota, Kejaksaan Republik Indonesia, atau
Kepolisian  Negara Republik Indonesia mengenai
penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam
pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, penyelesaian
dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi
sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-undangan
di bidang administrasi pemerintahan.

{2) Dalam . . .
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Dalam hal laporan dan/alau pengaduan darl masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} disampaikan kepada
Kejaksaan Republik Indonesia atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia
mencruskan/ menyampaikan laporan masyarakat
tersebut kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, atau
bupati/wali kota untuk dilakukan pemeriksaan.

Menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota
memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari masyvarakat,
baik wang diterima cleh kementerian, lembaga, atau
Pemerintah Daerah bersangkutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maupun vang diteruskan dar Kejaksaan
Republik Indonesia atau Kepelisian Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud pada avat {2}, dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima} Hari terhitung sejak
laporan masyarakat diterima.
Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang,
Mentern/kepala lembaga, gubernur, atau bupatifwali kota
meminta aparal pengawasan intern pemerintah untuk
melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjul dalam wakiu
paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
Hasil pemeriksaan aparal pengawdasan intern pemerintah
sebagaimana dimaksud pada avat (4) dapal berupa:
a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan
kerugtan negara;
b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian
negara; atau
c. tindak pidana yang bukan bersifat adminisiratil.
Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern
pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak
menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui
penyempurnaan administrasi paling lambat 10 (sepuluh)
Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan
intern pemerintah disampaikarn.
Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pcngawasan intern
pemerintah  berupa  kesalahan administrasi yang
menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud
pada ayat {5] huruf b, penyelesaian dilakukan melalui
penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian
negara paling lambat 10 [sepuluh) Hari terhitung sejak
hasil pemeriksaan aparal pengawasan intern pemerintah
disampaikan.

(8) Penyelesaian . . .
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Penyelesaian hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern
pemerintah sebagaimana dimaksud pada avat (6) dan ayat
(7} disampaikan oleh menteri/kepala lembaga, gubernuar,
atau bupatifwali kota kepada Kecjaksaan Republik
Indonesia atau Kepelisian Negara Republik lndonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} paling lambat 5
(lima} Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparal
pengawasan intern pemerintah disampaikan.

Dalam hal hasil pemeriksaan aparal pengawasan intern
pemerintah berupa tindak pidana vang bukan bersifat
administraiif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
¢, menleri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali
kota dalam jangka waktu paling lambat & (lima) Han
terhitung scjak hasil pemeriksaan aparal pengawasan
intern pemerintah disampaikan, menyampaikan kepada
Kejaksaan Republik Indonesia atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI

Bagian Kesatu
Umuim

Pasal 353

Menten/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota,
kepala Administrator KEK, dan/atau kepala Badan
Pengusahaan KPBPB yang ridak menyvelenggarakan PBBR
melalui Sistem OS85 dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa teguran leriulis vang disampaikan paling banyak 2
[dua) kali.

Dalam hal sanksi administratif berupa teguran tertulis
telah disampaikan 2 [dua)] kali sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) secara berturut-turut dan tetap tidak
dilaksanakan:

a. Lembaga OSS mengambil alih pemberian persyaratan
dasar, PB, dan/fatau PB UMKU yang menjadi
kewenangan kementerian /lembaga, kepala
Adminisirator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan
KPBPE;

b. menteri . . .
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b. menteri atau kepala lembaga yang membina dan
mengawasi persvaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU
sektor mengambil alih pemberian persvaratan dasar,
PB, dan/fatau PB UMKU yang menjadi kewenangan
gubernur; atau

c. gubernur sebagai wakil Pcmerintah Pusat mengambil
alih pemberian persvaratan dasar, PB, dan/atau PB
UMKU yang mernjadi kewenangan bupati/wall kota.

Pasal 354

Menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota,
kepala Administrator KEK, dan/atau kepala Badan
Pengusahaan KPBPB mengenakan sanksi kepada pejabat
yvang tidak memberikan pclayanan dan melakukan
Pengawasan sebagaimana diatur dalam  Peraturan
Pemerintah ini.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
scsuai dengan  ketentuan peraturan  perundang-
undangar.

Pasal 355

Pelaku Usaha yang melanggar persyvaratan dasar, PB,
dan/atan PB UMKU dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:

H. peringatan;

penghentian sementara kegiatan usaha;
pengenaan denda administratif;
pengenaan daya paksa polisional;

pencabutan lisensi/ scrtifikasi/ persetujuan; dan/atau

~ 8 oo g

pencabutan persyaratan dasar, PB, danjfatau PB
UMEKU.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan
yang ditemukan pada kegiatan Pecngawasan.

(4) Pengenaan . . .
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Penpenaan sanksi administratf sebagaimana dimaksud
pada ayvat (2] dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga,
gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK,
atau kepala Badan Pengusahaan KPBFPB zesuai dengan
kewenangan masing-masing berdasarkan kelenluan
peraturan perundang-undangan meclalui Sistem OS85,

Bagian Kedua
sanksi bagi Pelaku Usaha

Paragraf 1

Sektor Kelautan dan Perikanan

Pasal 356

Setiap Pelakn Usaha yang berdasarkan hasil pengawasan
ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap
kelenltuan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil
dengan luas di bawah 100 km? (seratus kilometer persegi)
dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam
rangka Penanaman Modal Asing, KKPRL, PB, dan/atau PB
UMKU pada scktor kelautan dan perikanan, berupa:

a. pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan
perairan pulau-pulau kecil vang tidak memenuhi atau
tidalk memiliki PB dan/atan PB UMKLU;

L. pemanfaatan pulau-pulau  kecil dalam rangka
Penanaman Modal Asing yang tidak memiliki
rekomendasi pemanfaatan pulau-puiau kecil dalam
rangka Penanaman Maodal Asing;

¢. pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah
100 km? (seratus kilometer persegi) vang tidak
mermilikl rekomendas: pemanfaatan pulau-pulau kecil
dengan luas di bawah 100 km? (seratus kilometer
persegil;

d. pemanfaatan ruang laut vang tidak memiliki KKPRL
vang tidak mengakibatkan perubahan fungsi ruang
laut;

e. pemanfaatan ruang laut yang tidak memenuhi KKPRL;

f. pemanfaatan kawasan konservasi vang tidak
memeniihi PB dan/atau PB UMKLU;

g. usaha . ..



SK No 253132 A

iﬁ@%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 187 -

usaha pengolahan ikan vang tidak memenuhi dan
tidak menerapkan persyaratan kelavakan pengolahan
ikan, sistem jaminan muty, dan keamanan hasil
perikanan;

usaha pengadaan, sortasi, grading, penyvimpanan,
pemasaran, danfatau pengangkutan hasil perikanan
vang tidak memiliki PB UMKU,

memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap
ikan berbendera  Indonesia  untuk  melakukan
penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan
negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang
tidak memenuhi PB dan/atau FB UMKU,

mcngoperasikan kapal penangkap ikan berbendera
Indonesia di wilayah pengclolaan perikanan negara
Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidak
membawa dokumen PB dan/atau PB UMKU;

memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap
ikan berbendera asing yang digunakan untuk
melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi
ekskiusif Indonesia tidak memenuhi PB dan/atau PB
UMEKLU dari Pemerintah Pusat;

memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap
ikan berbendera asing untuk melakukan penangkapan
ikan di zona ekonomi eksklusifl Indonesia tidak
membawa dokumen PB dan/atau PB UMKL,;

. membangun, mengimpor, atau memodiikasi kapal

perikanan tanpa persetujuan;

memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap
ikan  berbendera Indonesia yang melakukan
penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan
rniepara Republik Indonesia yang tidak menggunakan
nakhoda, perwira, dan anak buah  kapal
berkewarganegaraan Indonesia;

memiliki dan/atau mengoperasikan kapal perikanan
milik orang Indonesia di wilayah pengelolaan
perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut
lepas vang tidak terdaftar sebagai kapal perikanan
Indonesia;

p. memiliki . . .
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memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap
ikan dan/atau kapal pengangkut ikan wyang tidak
melakukan  bongkar muat  ikan  tangkapan di
pelatnihan perikanan vang ditetapkan alau pelabuhan
lainnya yang ditunjuk;

mengimpor komoditas perikanan dan komoditas
pergaraman yang fidak sesual dengan tempat
pemasukan, jenis, velume, waktu pemasukan, standar
mutu  wajib, dan/alau peruntukan impor yang
ditetapkan,

pemanfaatan jenis ikan vang dilindung dan/atau renis
ikan yang tercantum dalam daftar Appendix
Convention on Intemational Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora ([CITES) selain
Apperndix I vang tidak memenuhi PB;

memilikl dan/atau mengoperasikan kapal penangkap
ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang melakukan
alih muatan yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangloat
ikan  berbendera Indonesia yvang  melakukan
pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan
negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas dengan
PB dan/atau PB UMKU vang sudah tidak berlaku,

. memiliki dan/alau mengeperasikan kapal pengangkut

ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan
perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut
lepas yang tidak membawa PB dan/atan PB UMKU;

memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut
ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan
perikanan negara Republik Indonesia yang ldak
membawa PB dan/fataun PB UMKU;

. melakukan aktivitas pelabuhan perikanan yang tidak

memenuhi atau tidak memiliki PB dan/atau PB UMKLU;

melakukan usaha pembenihan, pembesaran ikan,
dan/atau jasa subscktor pembudidayaan ikan yvang
tidak memiliki PB dan/atau PB UMKU;

melakukan usaha pembenihan dan/atau pembesaran
jenis 1kan yang dilarang, merugikan, dan/atau
membahayakan tidak sesual dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangar;

z. melakukarn . . .
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z. melakukan pembuatan pakan ikan, pemasukan bahan
balal dan/atau pakan ikan, dan peredaran pakan ikan
yvang tidak memenuhi PB UMKLU; dan

aa. melakukan pembualan obal ikan, pemasukan bahan
bhaku obat ikan, obat ikan, dan/atau sampel obat ikan,
dan peredaran obat ikan yang tidak memenuhi standar
PE UMK,

dikenal sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
terdiri atas:

4. penngatan/teguran tertulis;
k. paksaan pemerintah;
c. denda administratif;

d. pembekuan KKPRL, PB, dan/atau PB UMK,
dan/atau

e. pencabutan KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU.

Jenis sanksi administratif§ sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat diberikan secara lkumulatif atau bertahap,
kecual pelanggaran tertentu yang sanksi administratifnya
ditentukan secara limitatif oleh peraturan perundang-
undangan.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} mengedepankan upaya pembinaan
kepatuhan Pelaku Usaha di sekior kelautan dan
perikanan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayvat (2)
tidak dikenakan kepada Pelakn Usaha yang tidak memiliki
rekoemendasi pemanlaalan pulau-pulau kecil dengan luas
di bawah 100 km? (seratus kilometer persep) dan
rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau  kecil dalam
rangka Penanaman Modal Asing berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,

Pasal 357

Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat {2) huruf a
dikenakan dengan ketentuan:

a. baru pertama kali melakukan pelangearan;

b. belum . ..
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b. belum menimbulkan dampak berupa kerusakan
dan/atau  kerugian sumber daya kelaulan dan
perikanan, dan/atau kesclamatan dan/atanu
kesehatan manusia; dan/atan

c. sudah ada dampak yang ditimbulkan namun dapat
diperbaiki dengan mudah.

Peringatan fteguran tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat [1] berisi perintah untuk segera mematuhi kewajiban
berusaha atau melaksanakan kegiatan usaha sesual
dengan ketentuan dalam jangka wakmu tertentu yang
ditetapkan.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentulkkan dengan mempertimbangkan kewajaran dan
kemampuan Pelaku Usaha.

Permngalan/ leguran tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) dapat dikenakan paling banyak 2 (dua) kali.

Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan paksaan
pemerintah  yang beriuuan  uniuk menghentikan
pelanggaran,

Pzsal 358

Sanksi adrmirmstratif  berupa paksaan pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (2) huruf b
dikenakan apabila pelanggaran vyang dilakukan
menimbulkan:

a. ancaman serius bagi kesehatan dan/atau keselamatan
manusia dan lingkungan;

b. dampak yang lebih besar dan lebih luas baik dari
aspck ckonomi, sosial, dan budaya jika kegatan usaha
tidak segera dihentikan; dan/atau

c. kerugian yang lebih besar bagi kelestarian sumber
daya ikan dan lingkungannya jitka tidak segera
dihentikan.

Jenis sanksi administratif berupa paksaan pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri atas:

a. penghentian sementara kegiatlan;

b, penyegelan;

¢. penutupan . . .
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c. penutupan lokasi;
d. pembongkaran bangunan;

€. pengurangan atau pencabulan sementara kuota dan
lokasi penangkapan;

f.  penghentian layanan pemerintah;

pemulihan fungsi ruang laut; dan/atau

L

h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian
sumber daya.

Jenis sanksi administratil berupa paksaan pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dipilih berdasarkan
pertimbangan tindakan yang paling tepat untuk mencegah
dan/atau menghentkan dampak yang ditimbulkan.

Pasal 359

Sanksi  administratif berupa denda administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3596 avat (2) huruf ¢
dikenakan  terhadap Pelaku Usaha wvang tidak
melaksanakan teguran/peringatan tertulis kedua kali
atau paksaan pemerintah.

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikenakan tanpa didahului dengan sanksi
administratf lainnya apabila:

a. ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa Pelaku
Usaha «dengan sengaja mengabaikan ketentuan
KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU; dan/atau

b. pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak
kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan
dan/atau perikanan dan/atau keselamatan dan/fatau
kesehatan manusia.

Besaran dcnda administraif{ sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan
perairan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi atau
tidak memiliki PB dan/atau PB UMKU dikenai denda
administratif sebagaimana diatur dalam peraturan
pemerintah vang mengatur mengenai jenis dan tarif
atas jenis PNBP vang berlaku pada kementerian vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan;

b. pemanfaatan . . .
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pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka
Penanaman Modal Asing yang tidak memiliki
rekomendast: YHng merupakan persvaratan
persetujuan KKPR dikenal denda administratif sebesar
250% (dua ratus lima puluh persen) dikali luasan
pelanggaran (hektare) dikali tarif rekomendasi;

pemantaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah
100 km? [seratus kilometer persegi) yvang tidak
memiliki rekomendasi yang mcerupakan persyaratan
persetujuan KKPR dikenai denda administratif sebesar
200% ({dua ratus persen) dikali luasan pelanggaran
{hektare) dikali tarif rekomendasai;

pemanfaalan rang laut vang lidak memilila KKPRL
vang tidak mengakibatkan perubahan fungsi ruang
laut dikenai denda admiinistratif sebesar 2,5% {dua
koma lima persen)} dikali tolal nila investasi;

pemanfaatan ruang laut yang tidak memenuhi KKPRL
dikenai denda administratif sebesar 2,3% (dua koma
lima persen) dikali total nilai investasi;

usaha pengelahan ikan yang tidak memenuhi dan
tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengelahan
ikan, sistemn jaminan muty, dan keamanan hasil
perikanan dikenai denda administratif sebesar 200%
(dua ratus persen] dikali nilai jual produk/hasil
peritkanan  yang ditangani/diolah/disimpan saat
terjadi pelanggaran;

memiliki dan/alau mengoperasikan kapal penangkap
ikan berbendera  Indeonesia  untuk melakukan
penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan
negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang
tidak memenuhi dokumen PB dan/atau PB UMKU
dikenai denda administratif sebesar:

1. Rpd0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk
kapal pcnangkap ikan berukuran lebih dari 10
{sepuluh} gross fonnage sampai dengan 30 (tiga
puluh) gross tonnage;

2. Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk
kapal penangkap ikan berukuran lebih dan 30 (tiga
puluh) gross fonnage sampai dengan 60 {enam
puluh) gross tonnage;

3. Rp150.000.000,00 . . .
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3. Rpl150.000.000,00 {seratus lima puluh juta rupiah)
untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari
60 (enam puluh) gross tonnage sampal dengan 100
(seratus) gross toniage,

4. Rp200.000.000,00 ([dua ratus juta rupiah) uniuk
kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 100
(seratus) gross fonnage sampal dengan 150 (seratus
lima puluhj gross tonnage; dan

3. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran
lebih dari 150 (seratus lima puluh) gross tonrage.

h. mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera
Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara
Republik Indonesia danfatau laut lepas yvang tidak
membawa dokumen PB danj/atau PB UMKU dikenai
denda administratif sebesar:

1. Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah] untuk
kapal penangkap ikan berukuran lebih darn 10
(sepuluh) gross tonnoge sampai dengan 30 (tiga
puluh} gross tonnage;

2. REpl5.000.000,00 (lima bclas juta rupiah) untuk
kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 30 (tiga
puluh] gross tonnage sampal dengan 60 (enam
puluh] gross tonnage;

3. Rp20.000.000.00 {dua puluh juta rupiah] untuk
kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 60
(enam puluh) gross tonnoge sampai dengan 100
(seratus) gross tonnage;

4. Rp25.000.000,00 {dua puluh lima juta rupiah)
untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari
130 (seratus] gross tonnage sampai dengan 130
(seratus lima puluhj gross tonnage; dan

2. Rp30.000.000,00 (luga puluh juta rupiah) untulk
kapal pcnangkap ikan berukuran lebih dari 150
[seratus lima puluh) gross tonnage.

1. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap
ikan berbendera  asing vang digunakan untuk
melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi
eksklusif Indonesia yang tidak memenuhi dokumen PB
danfatau PB UMKU dikenai denda adminisiratil
sebesar:

1. Rpl00.6G0.000,00 . . .
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Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah] uniuk
kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 10
(sepuluh) gross tonnage sampal dengan 30 (tiga
puluh} gross tennage;

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk
kapal penangkap ikan berukuran letnh dari 30 fliga
puluh) gross tonnage sampai dengan 60 [enam
puluh] gross tonnage;

Rp300.000.000,00 (tiga ratus jula rupiahk) untuk
kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 60
jenam puluh) gross tonnage sampal dengan 100
[scratus) gross tonnage;

Rp400.000.000,00 (empat ratus jula rupiah) uniuk
kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 100
(seratus) gross tonnage sampai dengan 150 (seratus
lima puluh) gross tonnage, dan

RpS00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk
kapal penangkap ikan berukuran letih dari 150
(seratus lima puluh) gross tonhoge.

memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap
ikan berbendera asing untuk melakukan penangkapan
ikan di zona ekonomi ekskhasif Indonesia tidak
membawa dokumen PB dan/fatau PB UMKU dikenai
denda administratif sebesar:;

1.

3.

Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk
kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 10
(sepuluh} gross fonnage sampai dengan 30 (tiga
puluh) gross tonnage;

Epl5.000.000,00 (lima belas juta rupiah] untuk
kapal penangkap ikan berukuran lebih dan 30 (tiga
puluh] gross fonnage sampai dengan 60 {enam
puluh) gross tonnage;

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rumah) untuk
kapal penangkap ikan berukuran lebih dan 60
{enam puluh) gross fonnage sampai dengan 100
{seratus) gross tonnage,

Rp23.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih darn
100 (seratus} gross tonnage sampai dengan 150
{seralus hma puluh) gross tonnage; dan

5. Rp30.003.000,00 . ..
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5. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk
kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 150
fseratus lima puluh) gross tonnage.

k. membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal

perikanan  tanpa  persetujuan  dikenai  denda
administrat sebesar 10% {sepuluh persen)] dari:

1. nilai kapal vang sedang atau telah dibangun;
2. nilal kapal yang diimpor; atau
3. biaya modifikas: kapal.

memiliki dan/atau mengoperasikan kapal perikanan
milik orang Indonesia di wilayah pengelolaan
perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut
lepas vang tidak terdaftar sebagal kapal perikanan
Indonesia dikenai denda administratif sebesar 5% (litna
persen) dar harga pembangunan atau pembelian
kapai;

. mengimpor  komodilas penkanan dan  komeditas

pergaraman vang tidak sesuai dengan tempat
pemasukan, jenis, volume, waktu pemasukan, standar
muti wajib, dan/atau peruntukan yvang ditetapkan
dikenai denda administratif scbesar 50% (lima puluh
persen) dikali harga pembelian yang tertera dalam
tanda buku pembelian dikali jumlah komoditas yang
diimpor yang melanggar;

pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis
ikan wyang tercantum dalam dafiar Appendix
Convention on Intemnational Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora (CITES] selain
Appendix I vang tidak memenuhi PB dikenal denda
administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif
atas jenis PNBP yvang berlaku pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan;

memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap
ikan dan/atau kapal pengangkut ikan vang melakukan
alih muatan yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan  dikenai denda
administratif sebesar:

1. Rp50.000.000,00 . ..
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Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk
kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut
ikan becrukuran lebih dari 10 {sepuluh} gross
tonnage sampal dengan 30 (tiga puluh) gross
tonnage,

Rpl0C.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk
kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut
ikan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) gross
fonnage sampal dengan 650 {enam puluh) gross
fonnage,

Rp1o0.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
untuk kapal penangkap ikan dan/alau kapal
pengangkut ikan berukuran lebih dari 60 (enam
puluh) gross tonnage sampai dengan 100 (seratus)
gross tonnage,

Rp200.000.000,00 {dua ratus juta rupiah) untuk
kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkiut
ikan berukuran lebih dari 100 {scratus) gross
tonnage sampal dengan 130 (seratus lima puluh)
gross fonnage; dan

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah) untuk kapal penangkap ikan dan/atau
kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 150
(seratus lima puluh) gross tonnage.

memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut
ikan  berbendera Indonesia vang melakukan
pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan
negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas dengan
PB dan/atau PB UMKU yang sudah tidak berlaku
dikenai denda administratil sebesar:

1.

Rpl10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk
kapal penganglut ikan berukuran lebih dan 10
(sepuluh) gross tonnage sampai dengan 30 (tiga
puluh} graoss tonnage;

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk
kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 30
(tiga puluh) gross fonnage sampai dengan 60 [enam
puluh)] gross tonnage;

3. Rp30.000.000,00 . . .
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Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk
kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 60
jenam puluh) gross tonnage sampai dengan 100
(seratus) gross tonnage;

Rp40.000.000,00 {cmpat puluh juta rupiah) untuk
kapal pengangkut ikan berukuran lebih damn 100
(seralus) gross tonnage sampai dengan 150 (seratus
limna puluh) gross tonnage; dan

Rp30.000.000,00 {lima puluh juta rupiah) untuk
kapal pengangkut ikan berukuran lebih dar 130
(seratus lima puluh) gross fonnage.

memiliki dan/atau mcngoperasikan kapal pengangkut
ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan
perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut
lepas vang tidak membawa PB dan/atau PB UMKILUJ
dikenai denda administratif scbesar:

1.

Rpl0.000.000,00 (scpuluh juta rupiah) untuk
kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 10
(sepuluh) gross tonnage sampal dengan 30 (lga
puluh} gross tonnage;

Rpl15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk
kapal penganglout ikan berukuran lebih dari 30
(tiga puluh) gross fonnage sampai dengan 60 ([enam
puluh} gross fonnage;

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah] untuk
kapal pengangkul ikan berukuran lebih dari 60
jcnam puluh) gross tonnoge sampail dengan 100
(seratus| gross tonnage;

Rp25.000.000,00 {dua puluh lima juta rupiah)
untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dar
100 (seratus] gross tonnage sampal dengan 150
(seratus lima puluh) gross fonnage; dan

Ep30.000.000.00 {lga puluh juta rupiah) untuk
kapal penganglut ikan berukuran lebih dari 150
(seratus lima puluh) gross fonnage.

memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penganghkut
ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan
perikanan negara Republik Indonesia vang tidak
membawa PB danfataun PB UMKU dikenai denda
administratif sebesar:

1. Rpl10.000.000,00 . ..
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1. Rpl1G.000.000,00 (sepuluh juta rupiah] untuk
kapal pengangkul ikan berukuran lebih dari 10
(scpuluh] gross tonnoge sampai dengan 30 (tiga
puluh) gross fonnage;

2. Rpl5.000.000,00 (hma belas juta rupah) untuk
kapal pengangkut ikan berukuran lebih dan 30
(tiga puluh) gross fornage sampai dengan 60 [enam
puluh) gross fonnage;

3. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah] untuk
kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 60
(enam puluh) gross tonnage sampai dengan 100
(seratus) gross tonnage;

4, Rp25.000.000,00 {(dua puluh lima juta rupiah)
untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari
100 (seratus) gross tonnage sampal dengan 150
(seratus lima paluh) gross fonnage; dan

3. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah] untuk
kapal pengangkut ikan berukuran lebih dar 130
(seratus lima puluh) gross fonnage.

melakukan usaha pembenihan, pembesaran ikan
dan/atau jasa subsektor pembudidayaan ikan yang
tidak memenuhi PB dan/atau PB UMKU dikenal denda
administratif sebagaimana diatur dalam peraturan
pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif
atas Jenis PNBP vang berlaku pada kementerian yang
menyelengearakan urusan pemeriniahan di bidang
kelantan dan perikanan; dan

melakukan usaha pembenihan dan/atau pembesaran
jenis ikan yang dilarang, merugikan, dan/atau
membahavakan tidak sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan  dikenai denda
administratif sebagaimana diatur dalam peraturan
pemeriniah yang mengatur mengenal jenis dan tarnif
atas jenis PNBP yang berlaky pada kementerian vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanarn.

Pasal . ..
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Pasal 360

Sanksi administratif berupa pembekuan KKPRL, PB,
dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 356 ayat (2] huruf d dikenakan apabila Pelaku
Usaha:

a. udak melaksanakan kewajibannva sampal dengan
berakhirnya jangka waktu teguran/peringatan tertulis
kedua kali; dan/atau

b. tidak mcmbayar denda administratif yang dikenai.

Pembekuan KKPRL, PB, dan fatau PB UMKU sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} juga dapat dikenal secara
langsung apabila Pelaku Usaha tidak melaksanakan
paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 356 ayat (2) huruf b.

Pembekuan KKPRL, PB, dan fatau PB UMKLU schagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan perintah
untuk segera mematuhl kewapban KKPEL, PB, dan/atau
PBE UMKU yang disyaratkan dan/atan melalsanakan
perbaikan terhadap kerusakan dan/atau kerugian yang
ditimbulkan.

Pembekuan KKPRL, PB, dan/atau PB UMKLU sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2] dikenakan dalam
jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan
kemampuan Pelaku Usaha  unluk memenuhi
kewajibannya dan untuk memberikan efek jera.

Pasal 361

Sanksi administratif berupa pencabutan KKPRL, PB,
dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 306 ayat (2) huruf e dikenakan apabila:

a. selelah pembekuan KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU
dijatuhkan, Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi
persvaratan KKPRL, PB, dan/atau PB UMEKLU,;
dan/atau

b. tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan
perbalkan terhadap kerusakan dan/fatau kerugian
yvang ditimbulkan.

Pencabutan KKPRL, PE, dan/atau PB UMKU sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanaltan tanpa terlebih

dahulu dikenai sanksi administratif lain apabhila
pclanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak vang
besar berupa:

a. gangguan . ..
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a, gangguan Kesehatan dan/atau keselamatan manusia
dan lingkungan;

b. efek luas terhadap aspek ckonomi, sosial, dan budaya;
dan/atan

c. kerugian vang signifikan bagi kelestarian sumber dayva
ikan dan/atau lingkungannya.

Paszal 362

Pengenaan sanksi adminisiratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 356 ayat (2] dilaksanakan olch menteri yang
menvelenggarakan wurusan pemerintahan di bidang
kelautan dan peritkanan, gubemur, bupati/wali kota,
kepala Administrator KEK, dan/atau kepala Badan
Pengusahaan KPBPB scsuai dengan kewenangan masing-
masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan mengenal tata cara pengenaan sanksi
administratif, mekanisme, jangka waktu, upava
administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Paragraf 2

Sektor Pertanian

Pasal 363

Setiap Pelaku Usaha vang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB
pada sektor pertanian, dikenai sanksi administratif
berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian sementara kegiatan;

d. penarikan produk dari peredaran;

¢. pecncabutan PB;

f.  penutupan kegiatan usaha; dan/atan
g. pcngenaan daya paksa pelisional.

(2) Setiap . . .
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{2) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB
UMEKU pada sektor pertanian, dikenai sanksi administratif
berupa:

&. peringatan tertulis;

denda adrminmistratif;

penghentian sementara kegiatan;

pencabutan PB UMKU,

penarikan produk dari peredaran;

penutupan kegiatan usaha;

pemusnahan; dan/atau

=R N

pengenaan daya paksa polisional.

(3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayvat (2) dilalkukan:
a. sccara bertahap; dan
b. secara tidak bertahap.

Pasal 364

Pengenaan sanksi adrmimistrauf sektor pertanian diberikan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  di
bidang pertanian, gubernur, bupati/wali kota, kepala
Administrater KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB
seslal dengan kewenangan masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 365

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif,
mekarnisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat
vang berwenang diatur dengan peraturan menlern yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Paragraf 3

SBektor Kehutanan

Pasal 366

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan ketidaksesuailan atau pelanggaran terhadap PB
pada scktor kehutanan, dikenai sanksi administratifl berupa:

a. teguran tertulis;

b. paksaan pemerintah;
c. penghentian . . .
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penghentian layanan pemerintah;
denda admimstratil;

pembelkuan PB; dan/atau
pencabutan PH.

R T

Pasal 367

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 366 dibenkan oleh menten yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kehutanan, gubernur,
bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala
Badan Pengusahaan KPBPB sesual dengan kewenangan
masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 368

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif,
mekanisme, jangka waktiu, upayva administratif, dan pejabat
vang berwenang diatur dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Paragraf 4
Sektor Energl dan Sumber Daya Mineral

Pasal 369

(1) Setiap Pelakn Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditermukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB
dan/atau PB UMKU pada subsektor minyak dan gas bumi,
dikenai sanksi administratif berupa:

a, teguran tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan usaha;

c. penghentian usaha alau kegiatan;

d. denda administratif;

e. pengenaan dava paksa polisional; dan/atau
f. pencabutan PB dan/alau PB UMKU.

(2) Kegiatan wusaha minvak dan gas bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} berupa:

a. kegatan survel umurn;

b. kegiatan . ..
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b. kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi;
¢. kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon; dan
d. kegiatan penunjang usaha minyak dan gas bumi;

Penghentian usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud
pada aval {1) hurul ¢ dapat cikenakan bersamaan dengan
pengenaan dava paksa polisional,

Sanksi administratil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan scsuali dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pasal 370

Sctiap orang yang mclakukan kegiatan usaha hilir minyak
dan gas bumi tanpa PB danjatau PB UMKU, dikenai
sanksi adminmistratif dengan tahapan sebagai berikut:

a. penghentian usaha dan/atau kegiatan; dan
k. denda administratif.

Penghentian usaha dan/atau kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan bersamaan
dengan paksaan Pemerintah Pusat.

Paksaan Pemerintah Pusat scbagaimana dimaksud pada
avat (2) berupa:
a. pembongkaran sarana dan fasilitas;

b. penyitaan terhadap barang atau alat yvang berpotensi
menimbulkan pelanggaran;

c. paksaan badan; dan/atauy

d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan
pelanegaran dan tindakan memulihkan fungsi
lingkungan hidup.

Dalam melakukan paksaan Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mclibatkan
aparat penegak hulum.

Sanksi adminmistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal . ..
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Pasal 371

Sctiap Pelalku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB
dan/atau PB UMKLU pada subsektor ketenagalistrikan, dikenai
sanksi administratf berupa:

a.
b.
C.
d.

(1)

(2)

(1)

(2)

teguran tertulis;
pembekuan keglatan sementara;
denda administratif, dan/atau

pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 372

Dalam hal ketidaksesuaian atau pelanggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 mengakibatkan
timbulnya korban dan/fatau kerusakan terhadap:

a. keselamatan;

b. kesehatan;

c. lingkungan;

d. pemanfaatan sumber daya; dan/atau
e. aspck lainnya,

menteri yang menvelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral atau gubernur
sesual dengan wilayah kerjanya mengenakan sanksi
administratif berupa pembekuan kegialan semeniara atau
pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

Aspek lainnya secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e merupakan aspek keselamatan ketenagalistrikan.

Pasal 373

Denda  administratif  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 371 huruf ¢ dilakukan melalui mekanisme PNBP
atau penerimaan daerah sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Untuk kantor perwakilan asing yang tidak memenuhi
kewajiban danjatau standar, besaran nilai denda
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikul:

a. sebhesar . . .
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a. scbesar 20% (dua puluh persen] dari semua nilai
kontrak jika tidak membentuk kerja sama operasi
dengan badan usaha jasa penmanjang lenaga listnk
dalam negeri berkualifikasi besar vang memiliki PB
dalam setiap kegiatan usaha jasa penunjang tenaga
listrik di Indonesia;

b. sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak
Jika tidak mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja
Indonesia daripada lenaga kerja asing; dan

¢. sebesar 10% (sepuluh persen) darl semua nilai kontrak
jika tidak menempatkan warga negara Indonesia
sebagal penanggung jawab badan wusaha kantor
perwakilan.

Pasal 374

Setiap Pelalktu Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
diternukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB
danfatau PB UMEKU pada subseklor mineral dan
batubara, dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara sebagian  atau  seluruh
kegiatan PB dan/atau PB UMKU; dan/atau

c. pencabutan PB dan/atan PB UMKLU,

Selain sanksi administratfl sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pemegang PB vang melanggar kewajiban
pembayaran pendapatan negara danjatau pendapatan
daerah dikenai denda administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 375

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB
dan/atau PB UMKU pada subsektor energi baru, terbarukan,
dan konservasi cnergi untuk Kegiatan usaha panas bumi,
bioenergi, dan konservasi energi, dikenai sanksi administratif.

Pasal . . .
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Pasal 376

Sanksl administratif untuk kegialan usaha panas bumi
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 375 lerdiri atas
sanksi administratif untuk:

a. kegiatan usaha panas bumi untuk pemanfaatan tidak
langsung; dan

b. kegiatan usaha panas bumi untuk pemanfaatan
langsung.

Sanksl administratif untuk kegiatan usaha panas bumi
untuk pemanfaatan tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf a dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang panas bumi.

Banksi administratif untuk kegiatan usaha panas bumi
untuk pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf b berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara seluruh kegiatan usaha
pengusahaan panas bumi  untuk pemanfaatan
langsung; dan/atau

¢. pencabutan PB UMKU.

Pasal 377

Sanksi administratif untuk kegiatan usaha bicenergi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 terdinl atas
sanksi administratif untuk:

a. kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati [biofuel); dan

b. kegiatan usaha bahan bakar biogas sebagai bahan
bakar lain.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:

4. peringatan terrulis;

b. penghentian sementara terhadap kegialan usaha niaga
bahan bakar nabati (biofuel) dan/atau kegiatan usaha
bahan bakar biogas sebagai bahan bakar lain;

¢. denda administratif, dan/atau

d. pencabutan PB.

Pasal . . .
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Pasal 378

Sankst administratif untuk kegiatan usaha konscrvasi energi
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 375 berupa:

a. peringatan lertulis;
b. penghentian sementara seluruh kegiatan usaha; dan/atau
c. pencabutan PB.

Pasal 379

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan kelidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB
UMKU pada subsektor goologi, dikenai sanksi administratif.

Pasal 380

Sanksi administrafif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379
berupa:

a. penngatan tertulis;

b. penghentian sementara seluruh kegiatan pengusahaan air
tanah; dan/atau

c. pencabutan PB UMKLU.

Pasal 381

Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 369 ayat {1]) huruf d, Pasal 370 ayat (1) huruf b, Pasal 371
huruf e, Pasal 374 ayal (2), Pasal 377 ayat {2} huruf c
dilaksanakan secsuai dengan kelentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 382

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 369 ayat (1), Pasal 370, Pasal 371, Pasal 374
avat (1), Pasal 376 ayat (3], Pasal 377 ayat {2), Pasal 378,
dan Pasal 380 dilaksanakan oleh menteri vang
menyelenggarakan urusan pemenntahan di bidang energi
dan sumber daya mineral, gubernur, bupati/wali kota,
kepala Administrator KEK, atau kepala Badan
Pengusahaan KPEPE sesuai dengan kewenangan masing-
masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangarn.

(2) Ketenluan . . .
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Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya
administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan
peraturan mentcri  vang menyelenggarakan uJrusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Paragraf 5

Sektor Ketenaganukliran

Pasal 383

Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang pengawasan ketenaganukliran mengenakan sanksi
administratif kepada pemegang PB dan/atau PB UMKU
apabila ditemukan pelanggaran lerhadap ketentuan PB
dan/atau PB UMKU pemanfaatan sumber radiasi pengion.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pembekuan PB dan/atau PB UMKU; atau
c. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 384

Pemegang PB danjfatau PB UMKU vyang melanggar
ketentuan PB dan/atau PB UMKU pemanfaatan sumber
radiasi penglon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148
ayat (1) huruf a dan ayat {2) huruf a, dikenai peringatan
tertulis kesatu.

Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjuti
peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak
tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kesaiun.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) pemegang PB danfatau PB UMKU tidak
menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, kepala badan
vang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan
tertulis kedua.

4) Pemegang . ..
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Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjuti
pernngatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) pabing lama 10 {sepuluh] Har terhitiung sejalk
tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kedua.

Apabila dalam jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4] pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak
menindaklanjuti peringatan tertulis kedua, kepala badan
yvang melaksanakan tugas pemerintahan di idang
pengawasan kelenaganuklitan membernkan peringatlan
tertulis ketiga.

Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjuti
peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada
avat (3) paling lama 10 {(sepuluh) Han terhitung sejak
tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis ketiga.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2}, ayat (4), atau ayat (6) pemegang PB dan/atau PB
UMEKU telah menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu,
peringalan lertulis kedua, alau peringatan teriuhis ketiga,
kepala badan yvang melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan
pernyataan pemenuhan ketentuan keselamatan radiasi
dan/atau keamanan zal radivaktil.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (6] pemcgang PB dan/ataun PB UMKU tidak
menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga, kepala badan
yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan ketenaganukliran membekukan PB dan/atau
PB UMKU konstruksi fasilitas radiasi pengion, operasi
fasilitas radiasi pengion, atau kegiatan pemanfaatan
sumber radiasl penglorn.

Pasal 385

Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menghentikan
sementara kegiatannya terhitung sejak ditetapkannya
keputusan pembekuan PB dan/atau PB UMKU konstruksi
fasilitas radiasi pengicn, operasi fasilitas radiasi pengion,
atau kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengicn
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 ayat [8).

{2) Pemegang . . .
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(2} Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjuti
rekomendasi pembekuan PB danjfatau PB UMKU paling
lama 3 ({tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya
kepulusan pernbekuan PB dan/atau PB UMKU konstruksi
fasilitas radiasi pengion, operasi fasilitas radiasi pengion,
atan kegiatan pemanfaatan stmber radiasi pengion.

(3] Apabila dalam jangka waktu scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) pemegang PB dan/atau PB UMKU telah
menindaklanjuti rekomendas: pembekuan PB dan/atau
PB UMKU, kepala badan vang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran
menerbitkan keputusan pemberlakuan kembali PB
dan/alau PB UMELU.

(4] Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) pemegang PB dan/atau PB UMKU tdak
menindaklanjuti rekomendasi pembckunan PB danj/atau
PB UMKU, kepala badan wyang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan kelenaganulkliran
mencabut PB dan/atau PB UMKL.

Pasal 386

Dalam hal pembekuan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 384 ayat (8} telah ditetapkan dan
pemegang PB dan/atan PB UMKU tetap melaksanakan
keglatannya, kepala badan yang melaksanakan tugas
pemerintahan di  bidang pengawasan ketenaganukliran
langsung mencabut PB dan/atau PB UMKU.,

Pasal 387

(1) Apabila dalam jangka wakiu paling lama 6 (enam) bulan
sejak PB atau PB UMKU dckomisioning sebagaitmana
dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) huruf ¢ untuk fasilitas
permnanfaalan  sumber radiasi pengion diterbitkan,
pemegang PB  ataun PB  UMKU melaksanakan
dekomisioning ramurn tidak sesuai program
dekomisioning fasilitas radiasi pengion, kepala badan yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan
ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kesatu.

{(2) Pemegang . . .
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Pemegang PB atau PB UMKU wajib menindaklanjuti
perngatan tertulis kKesatu sebagaimana dimaksud pada
ayat {1] paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Langgal
dikeluarkannya peringatan tertulis kesatu,

Apabila dalam jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada
avat (2) pemegang PB atau PB UMKU tidak
menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, kepala badan
yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan
tertulis kedua.

Pemegang PB atau PB UMKU wajib menindaklanjuti
peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada
avat (3) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
dikeluarkannya peringatan tertulis kedus.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
aval (2) atau ayval {3 pemegang PB atau PB UMKU telah
menindaklanjuti  peringatan tertulis Kesatu atau
peringatan  tertulis  kedua, kepala badan yang
melaksanakan tugas pemerintahan <i bidang pengawasan
ketenaganuklitan menerbitkan pernyataan pemenuhan
ketentuan keselamatan radiasi dan/atau keamanan zat
radioaktil.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4] pemegang PB atau PB UMKU tidak
menindaklanjuti peringatan tertulis kedua, kepala badan
yvang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan Ketenaganukliran membekukan PB atau PB
UMKU dekomisioning fasilitas radiasi pengion.

Pasal 388

Pemegang PB atau PB UMKU wajib menghentikan
sementara keglatannya terhitung sejak ditetapkannya
keputusan pembekuan PB atau PB UMKU dekomisioning
fasilitas radiasi pengion sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 387 ayal {6).

Selama penghentian sementara, pemegang PB atau PB
UMEU ietap berlanggung jawab atas pengamanan zat
radioaktif dan pengelolaan limbah radicaletif.

(3) Pemegang . ..
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Pemegang PB atau PB UMKU wajib menindaklanjuti
rekomendasi pembekuan PB atau PB UMKU paling lama 3
{tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya
keputusan pembekuan PB atau PB UMKU dekomisioning
fasilitas radiasi pengion.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) pemegang PB atau PB UMEKU telah
menindaklanjuti rekomendasi pembekuan PB atau PB
UMKU, kepala badan yang melaksanakan tugas
pemerinlahan di bidang pengawasan ketenaganukliran
menerbitkan keputusan pemberlakuan kembali PB atau
PB UMKU.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) pemegang PB atau PB UMKLU:

a. tidak menindaklanjuti rekemendasi pembekuan PB
atau PB UMKU;

b. tetap mclaksanakan kegiatan dekomisioning selama
pembekuan PB atau PB UMKU,; atau

¢. udak memenuhi tanggung jawab atas pengelolaan zat
radioakiif dan/atau limbah radicaktif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan selama
pembekuan PH atau PB UMKLU,

kepala badan vang melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang pengawasan ketenaganukliran mengambil alih
dana jaminan fnansial untuk melanjutkan kegiatan
dekomisioning.

Kepala badan vang melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang pengawasan ketcnaganukhran dapat menunjuk
mhak keliga untuk melaksanakan dckomisioning
schagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 3889

Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak PB atau PB UMKU dekomisioning sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) hurul ¢ untuk fasilitas
pemanfaalan  sumber radiasi pengion diterbitkan,
pemegang PB atau PB UMKU tidak melaksanakan program
dekomisioning fasilitas radiasi pengion, kepala badan vang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan
ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kesatu.

{2) Pemegang . . .
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Pemegang PB atau PB UMKU wanb menindaklanjuti
peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
dikeluarkannya peringatan tertulis kesatu.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayvat (2] pemegang PB  atan PB UMKU tidak
menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, kepala badan
vang melaksanakan tugas pemerintaban di  bidang
penpawasan kelenaganukliran memberikan peringatan
tertulis kedua.

Pemegang PB atau PB UMEKU wajib menindaklanjuti
peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada
ayal (3} paling lama 3 {tiga) bulan terhitung sejak tanggal
dikeluarkannya peringatan tertulis kedua.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} atau ayat {4) pemegang PB atau PB UMKU telah
menindaklanjuti  peringatan  tertulis kesatu atau
peringatan  lertulis kedua, kepala badan  vang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan
ketenaganukliran menerbitkan pernyataan pemenuhan
ketentuan keselamatan radiast dan/atau keamanan zat
radioaklif.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat [4) pemegang PB  atau PB  UMKU  tidak
menindaklanjuti peringatan tertulis kedua, kepala badan
vang melaksanakan (ugas pemerintahan di bidang
pengawasan ketenaganukliran mengambil alih dana
jaminan finansial untuk melaksanakan kegiatan
dekomisioning,.

Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang pengawasan ketenaganukliran dapat menunjuk
pihak ketiga untuk melaksanakan deckomisioning
sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 380

Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang pengawasan ketenaganukliran mengenakan sanksi
administratif kepada pemegang PB dan/atan PE UMKU
apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan PB
dan/atau PB UMKU instalasi nuklir dan bahan nuklir.

(2) Sanksi . . .



SK No 253105 A

(2]

(1)

(2)

(3]

(4

(2]

()

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 214 -

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. pembekuan PB dan/atau PB UMKU;

d. penghentian sementara kegiatan usaha; atau

e. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 391

Pemegang PB dan/atau PB UMKU wyang melanggar
ketentuan PB dan/atau PB UMKU instalasi nuklir dan
bahan nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148
ayat 1] huruf b dan ayat {2} huruf b, dikenai peringatan
tertulis kesatu.

Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjuti
peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada
ayat {1] paling lama 10 ({sepuluh) Hari terhitung sejak
tangeal dikeluarkannva peringatan tertulis kesatu.

Apabila dalam jangka waktu scbagaimana dimaksud pada
avar (2} pemegang PB danjatau PB UMKU tidak
menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, kepala badan
vang melaksanakan tugas pemerintahan di  bidang
pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan
tertulis kedua.

Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindalklanjuti
peringatan teriulis kedua sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] paling lama 10 (sepuluh) Hari lerhitung sejak
Ltanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kedua.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat {4) pemegang PB dan/atau PB UMKU lidak
menindaklanjuti peringatan tertulis kedua, kepala badan
vang meclaksanakan tugas pemerintahan di  bidang
pengawasan ketenaganukliran memberikan peringaian
lertulis ketiga.

Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjuti
peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada
avat (5} paling lama 10 {sepuluh) Han terhitung sejak
tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis ketiga.

Pasal . ..
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Pasal 392

Apabila dalam jangka walktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3291 ayat (2), avat (4), atau ayat [6] pemegang
PB dan/atau PB UMKU telah menindaklanjut: peringalan
tertulis kesatu, peringatan tertulis kedua, atau peringatan
tertulis ketiga, kepala badan yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganulliran
menerbitkan pernyataan telah memenuhi ketentuan
keselamatan, keamanan, dan garda-aman nuklir.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 391 ayat (&) pemegang PB dan /atau PB UMKU
tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga, kepala
badan vang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan ketenaganukliran melakukan pembekuan PB
dan/atau PB UMKU konstruksi instalasi nuklir, operasi
mmstalast nuklir, ekspor, 1mmpor, pengalihan, dan/atau
penelitian dan pengembangan.

Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menghentikan
semcntara kKegiatannya terhitung sejak ditetapkannya
keputusan pembekuan PB dan/atau PB UMKU konstruksi
instalasi nuklir, operasi instalasi nuklir, ekspor, impor,
pengalihan, dan/alau penelitian dan pengembangan
sebagaimana dimaksud pada ayat [2).

Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib mcnindaklanjuti
rekomendasi pembekuan PB danjfatau PB UMKU paling
lama & ({enam) bulan terhitung sejak langgal
ditetapkannya keputusan pembekuan PB dan/atau PB
UMEKLU kenstruksi instalasi nuklir, operasi instalasi nuklir,
ekspor, impor, pengalihan, dan/atau penelitian dan
pcengembangan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
avat (4] pemegang PB danfatau PB UMKU tclah
menindaklanjuti rekomendasi pembekuan PB dan/atau
PB UMKU, kepala badan yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran
menerbitkan keputusan pemberlakuan kembali PB
dan/atau PB UMKLU.

Apabila dalam jangka waktu scbagaimana dimaksud pada
ayat (4) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak
menindaklanjuti pembekuan PB dan/atau PB UMEKU,
kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang pengawasan kelenaganukliran mencabut PB
dan/fatau PB UMKU.

Pasal . . .
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Pasal 393

Dalam hal pembekuan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 392 ayat (2] telah dilelapkan dan
pemegang PB danjfalau PB UMKU tetap melaksanakan
kegiatannya, kepala badan yang melaksanakan tugas
pemerintahan  di bidang pengawasan ketenaganukliran
langsung mcncabut PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 394

(1) Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan PB dan/atau
PB UMKU instalasi nuklir dan bahan nuklir berupa tidak
menyampaikan laporan berkala sesuai dengan batas
waktu, pemegang PB dan/atau PB UMKU wyang tidak
menindaklanjuti peringalan lertulis ketiga dalam jangka
waktu scbagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (9),
dikenat denda administratif sebesar Rpl0.000.000,00
{sepuluh juta rupiah) per bulan.

i2) Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajnb menindaklangutl
pembayaran denda administratid paling lama 10 (sepuluh)
Hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya kecputusan
pengenaan denda administratif oleh kepala badan yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan
ketenaganukliran.

(3) Pembayaran atas sanksi denda administratif sebagaimana
dimaksud pada avat (1) tidak menggupurkan kewajiban
pemegang PB dan/atau PB UMKU untuk menyampaikan
laporan berkala sesuai dengan batas waktu.

Pasal 395

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 394 ayat {2} pemegang PB dan/atau PB UMKU
tidak menindaklanjull denda administratif, kepala badan
vang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan ketenaganukliran melakukan pemhbekuan PB
dan/atau PB UMKU konstruksi instalasi nuklir, operasi
instalasi nuklir, ckspor, impor, pengalihan, dan/atau
penelitian dan pengembangan.

(2} Pemegang . . .
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Pemegang PB dan/fatau PB UMKU wajib mcnghentikan
sementara kegiatannya terhitung sejak ditetapkannyva
keputusan pembekuan PB dan/atau PB UMKU konstruksi
instalasi nuklr, operasi instalasi nukhr, ekspor, unpor,
pengalihan, dan/atau  penelitian dan  pengembangan
scbagaimana dimaksud pada ayat [1}.

Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjuti
pembekuan izin paling lama 6 (enam) bulan terhitung
sejak langgal ditetapkannyva keputusan pembekuan PB
dan/fatau PB UMKU konstruksi instalasi nuklir, operasi
instalasi nuklir, ekspor, impor, pengalihan, dan/atau
penelitian dan pengembangan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) pcmegang PB dan/atau PB UMKU telah
menindaklanjuti pembekuan PB danjfatau PB UMKLU,
kepala badan vang melaksanakan tugas pemernntahan di
bidang pengawasan  ketenaganukliran menerbitkan
keputusan pemberlakuan kembali PB dan/atau PB
UMKU.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak
menindaklanjuti pembekuan PB danjfatau PB UMEKLU,
kepala badan vang melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang pengawasan ketenaganukliran mencabut PB
dan/atau PB UMKLU.

Pasal 396

Apabila dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) bulan
sejale PB dekomisioning sebagaimana dimaksud dalam
Pazal 148 ayat (3) huruf ¢ untuk reaktor daya besar
diterbitkan, pemegang PB melaksanakan dekomisioning
namun ldak sesual program dekomisioning, kepala badan
yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan
tertulis kesatu.

(2] Pemegang . . .
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Pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan tertulis
kesatu sebagaimana dimaksud pada avat (1) paling lama 3
ftiga) bulan terhitung sejak dianggal dikeluarkannya
peringatan tertulis kesatu.

Apabila dalam jangka waktu scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan
lertulis kesatu, kepala badan vang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran
memberikan peringatan tertulis kedua.

Pemegang PB wajibk menindaklanjuti peringatan tertulis
kedua scbhagaimana dimaksud pada ayat {3} paling lama 3
{tiga) bulan terhitung sejak tanggal! dikeluarkannya
peringalan tertulis kedua.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4] pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan
tertulis kedua, kepala badan yvang melaksanakan lugas
pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran
memberikan peringatan tertulis ketiga.

Pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan tertulis
ketiga sebagaimana dimaksud pada avat (3) paling lama 3
{tiga} bulun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya
peringatan lertulis ketiga.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (4}, atau ayat (B) pemegang PB telah
menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, peringatan
lertulis kedua, atau peringatan tertulis ketiga, kepala
badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan ketenaganukliran menerbitkan pernyataan
pemenuhan ketentuan kesclamatan, keamanan, dan
parda-aman nuklir.

Pasal 397

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 396 ayat (6] pemegang PB tidak
menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga, kepala badan
vang melaksanakan 1ugas pemerintahan di  bidang
pengawasan ketenaganukliran menghentikan semeniara
kegiatan dekomisioning.

(2) Selama . . .
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Selama penghentian sementara, pcmegang PB  tletap
bertanggung jawab atas pengelolaan reaktor nuklir, bahan
muklir, dan limbah radicaltif.

Dalam hal selama penghentian sementara pemegang PB
tidak memenuhi tanggung jawab atas pengelolaan reaktor
nuklir, bahan nuklir, dan limbah radioakiif sesuas dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, pemegang PB
dikenai denda administraul paling tinggi 50% (lima puluh
persen) dari nilai jaminan hinansial dekomisioning.

Pasal 398

Apabila dalam waktu paling lama 2 {dua) tahun sejak PB
dckomisioning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148
ayat (3] huruf ¢ untuk reaktor dava besar diterbitkan,
peEmegang PB tidak melaksanakan Program
dekomisioning, kepala badan yvang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran
memberikan peringatan tertulis kesatu.

Pemegang PB wajlb menindaklanjuti peringatan tertulis
kesatu scbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3
{tiga] bulan terhitung sejak tangegal dikeluarkannya
peringalan tertulis kesatu.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan
lertulis kesatu, kepala badan vang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran
memberikan peringatan lertulis kedua.

Pemegang PB wajib menindakilanjuti peringatan tertulis
kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3] paling lama 3
(tiga) bulan tlerhitung sejak tanggal dikeluarkannya
peringatan tertulis kedua.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayal (4] pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan
tertulis kedua, kepala badan vang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran
memberikan peringatan tertulis ketiga.

Pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan teriulis
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 3
(tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannva
peringatan tertulis ketiga.

{7) Apabila . . .
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Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat {2], ayat (4), atau avat (6] pemegang PB telah
menindaklanjutl penngatan tertulis kesatu, pernngatan
tertulis kedua, atau peringatan tertulis ketipa, kepala
badan yvang melaksanakan tugas pemerintaban di bidang
pecngawasan ketenaganukliran menerbitkan pernyataan
pemenuhan ketentuan keselamatan, keamanan, dan
garda-aman nuklir.

Pasal 399

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 398 ayat [6) pemegang PB tidak menindaklanjuti
peringatan tertulis ketiga, pemegang PB dikenai denda
administratif paling tinggi 30% (lima puluh persen} dari dana
jaminan linansial dekomisioning.

(1)

(2)

(L)

(2)

Pasgal 400

Kepala badan yang meclaksanakan tugas pemerintahan di
bidang pengawasan ketenaganukliran mengenakan sanksi
adminisiratil kepada pemegang PB dan/atau PB UMKU
apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan PB
dan/atau PB UMKU pertambangan bahan galian nuklir.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:

peringatan tertulis;

denda administratif;

pembekuan PE danfatau PB UMKU; atau
pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

o ¢ O oD

Pasal 401

Pemegang PB dan/fatau PB UMKU yang mclanggar
ketentuan PB dan/atau PB UMKU pertambangan bahan
galian nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148
ayal (1) hurul ¢ dan ayat (2) huruf ¢ dikenai peringatan
tertulis kesatu.

Pemegang PB dan/atau PB UMKU harus menindaklanpati
peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak
tangeal dikeluarkannya peringatan tertulis kesatu.

(3) Apabila . .,
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Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
aval (2) pemegang PB dan/atau PB UMEKU udak
menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, kepala badan
vang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan ketcnaganukliran memberikan peringatan
tertulis kedua.

Pemegang PB dan fatan PB UMKU harus menindaklanjuti
peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] paling lama 10 (sepuluh) Han terhitung sejak
tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kedua.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4} pemegang PB danjfatau PB UMKU ridak
menindaklanjuti peringatan tertulis kedua, kepala badan
vang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan
tertulis ketiga.

Pemcgang PB dan/atau PB UMKU harus menindaklanjuti
peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayvat (D] paling lama 10 (sepuluh) Hari lerhitung sejak
tanggal dikcluarlkannya peringatan tertulis ketiga.

Pasal 402

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 401 ayal (&) pemegang PB dan/atau PB UMKU
tidak menindaklanjuli peringalan lertulis keliga, kepala
badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan  ketenaganukliran mengenakan denda
admimistratif sebesar Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) per bulan.

Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjut
pembayaran denda administratif paling lama 10 {scpuluh)
Hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan
pemberian denda administratif,

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Paszal 401 ayat (2}, ayat (4), atau ayat [b) pcmegang
PB dan/atau PB UMKU telah menindaklanjuti peringatan
tertulis kesatu, peringatan tertulis kedua, atau peringatan
tertulis ketiga dan membayar denda administratif
scbagaimana dimaksud pada ayat (2}, kepala badan yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan
ketenaganukliran menerbitkan pernyvalaan pemenuhan
ketentuan Lkeselamatan, kecamanan, dan garda-aman
nuklir.

Pasal . . .
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Pasal 403

Apabila dalarn jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 402 ayat (2] pemegang PB dan/atau PB UMKU
tidak menindaklanjuti denda administratif, kepala badan
yvang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan ketenaganukliran membekukan PB dan/alau
PB UMKLU pertambangan bahan galian nuklir,

Pemegang PB dan/atan PB UMKU harus menghentikan
sementara kegiatannya terhitung sejak ditetapkannya
keputusan pembekuan PB  dan/fatau PB  UMKU
pertambangan  bahan galian nuklir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Belama penghentian sementara kegialan sebagaimana
dimaksud pada ayat [2) pecmegang PB dan/atau PB UMKU
telap bertanggung jawab atas keselamatan dan kcamanan
pertambangan, bahan galian nuklir, dan/atau limbah
radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pernegang PB dan/atau PB UMKU harus menindaklanjuti
rekomendasi pembekuan PB danfatau PB  UMKU
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga)
bulan terhitung =sejak ditctapkannya keputusan
pembekuan PB dan/atau PB UMEKLU.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4] pemegang PB danfatau PB UMKU telah
menindaklanjuti rckomendasi pembekuan PB dan/atau
PB UMEKU, kepala badan yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan ketcnaganukliran
menerbitkan keputusan pemberlalkuan kembali PB
dan/atau PB UMKU.

Apabila dalam jangka waktu scbagaimana dimaksud pada
ayat (4) pemegang PB dan/atau PB UMEKU tidak
menindaklanjuti rekomendasi pembekuan PB dan/atau
PB UMKU, kepala badan yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran
mencabut PB dan/atau PB UMKL.

Pasal . ..
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Pa=al 404

Dalam hal pembekuan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 403 ayat (1)} telah ditetapkan dan
pemegang PB dan/atau PB UMKU tetap melaksanakan
kegiatannya, kepala badan wyang melaksanakan tugas
pemerintahan di  bidang pengawasan ketenaganukliran
langsung mencabut PB dan/atau PB UMKU,

Pasal 405

(1) Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang pengawasan ketenaganukliran mengenakan sanksi
administratif berupa:

a. pembekuan PB dan/alau PB UMKU pemanfaatan
sumber radiasi pengion apabila terdapal kondisi yang
berpotensi menycbabkan terjadinya kecelakaan;

b. pencabutan PB dan/atau PB UMKU pemanfaatan
sumber radiasi pengion secara langsung apabila terjadi
kecelakaan yang membahayakan kesehatan dan
keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan
hidup;

c. pembekuan PB opecrasi reakior nuklir atau instalasi
nuklir nonreaktor dan menjatuhkan  sanksi
pengheniian semenlara kegiatan usaha apabila terjadi
kecelakaan nuklir pada reaktor nuklir atau instalasi
nuklir nonreaktor vang memiliki konsekuensi
dekomisioning; dan

d. pencabutan PB dan/atau PB UMKU pertambangan
bahan galian nuklir apabila terjadi kecelakaan selama
kegiatan pertambangan bahan galian nuklir.

(2] Pembekuan PB operasi reaktor nuklir atau instalasi nuklir
nonreaktor dan penghentian sementara kegiatan usaha
scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢ berlaku
hingga kepala badan yang melaksanakan (ugas
pemerinlahan di bidang pengawasan ketenaganukliran
menerbitkan PB dekomisioning reaktor nuklir daya besar
atau persetujuan dekomisioning.

Pasal . ..
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Pasal 406

Dalam hal pencabutan PB dan/atau PB UMKU konstruksi
fasilitas radiasi pengion, opecrasi fasilitas radiasi pcngion,
atau keglatan pemanfaatan sumber radiasi pengion
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ayat (4],
Pazal 386, dan Pasal 405 ayat (1) huruf b telah ditetapkan,
eks pemegang PB dan/alau PB UMKU telap bertanggung
jawab atas pengamanan fasilitas radiasi, pengamanan zat
radioaktif, dan pcngelolaan limbah radioaktif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang ketenaganukliran.

Dalam hal pencabutan PB dan/atau PB UMKU konstruksi
instalasi nuklir, operasi instalasi nuklir, ckspor, impor,
pengalihan, dan/atan penelitian dan pengembangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (9],
Pasal 393 dan Pasal 385 ayat [3) telah ditetapkan, eks
pemegang PB dan/fatau PB UMKU tctap bertangpung
jawab atas pengelolaan instalasi nuklir, bahan nuklir, dan
limbah radicaktif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang ketenaganukliran.

Dalam hal pembckuan PB operasi reaktor nuklir atau
instalasi nuklir nonreaktor dan penghentian sementara
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405
ayat (1) hurul ¢ telah diletapkan, pemepang PB tetap
bertangguing jawab atas pengelolaan instalasi nuklir,
bahan nuklir, dan limbah radioaktif scsuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kelenaganukliran.

Dalam  hal pencabutan PB dan/atau PFB  UMEKU
pertamnbangan  bahan galian nuklir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 403 ayat (&), Pasal 404 dan Pasal
405 ayat (1) huruf d telah ditetapkan, eks pemegang PB
dan/atau PB UMKU tetap bertanggung jawab atas
keselamatan dan keamanan pertambangan, bahan galian
nuklir, danfatau limbah radicaktil sesuar dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . ..
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Pasal 407

Dalam hal pencabutan PB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 403 ayat (8}, Pasal 404 dan Pasal 405 ayat (1} hurul
d lelah ditetapkan, eks pemegang PB wajb melaksanakan
dekomisioning  pertambangan  setelah  memperoleh
persetujuan dekomisioning pertambangan.

Eks pemegang PB vang tidak melaksanakan kewajiban
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai denda
administratif paling tinggm 50% {(llma puluh persen) dan
nilai dana jaminan pelaksanaan  dekomisioning
pertambangan.

Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak diambil dari dana jaminan pelaksanaan
dekomisioning pertambangan.

Jika eks pemegang PB tidak melaksanakan dekomisioning
pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang pengawasan ketenaganukliran dapat menunjuk
pithak ketiga untuk melaksanakan dekomisioning
pertambangan dengan menggunakan dana  jaminan
dekomisioning pertambangan.

Dalam hal dana jaminan dekomisioning pertambangan
untuk menyelesaikan dekomisioning pertambangan
scbagaimana dimaksud pada ayat (4} tidak mencukupi,
kelkurangan biaya untuk penyelesaian dckomisioning
pertambangan menjadi tanggung jawab eks pemegang PB.

Eks pemegang PB pada kegiatan penambangan mineral
radicaktif dapat dikecualikan dari kewajiban pelaksanaan
dekomisioning perlambangan sebagaimansa  dimaksud
pada avat (1) dalam hal berdasarkan hasil evaluasi
terdapat pertimbangan scbagai berikut:

a. cadangan deposit bahan galian nuldir masih dapat
dicksploitasi; atau

b. aspek keekonomian atau stralegis.

Dalam hal eks pemegang PB pada keglalan penambangan
mineral radicaktif tidak melaksanakan dckomisioning
pertambangan karena  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada ayal (6}, mentlen yvang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang energl dan sumber dayva
mineral dapat menyverahkan wilayah  penugasan
penambangan mineral radioaktif kepada badan usaha
berbadan hukum lainnya.

Pasal . . .
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Pasal 408
Apabila dalam jangka waktu paling lama & (delapan) bulan
sejak persetujuan dekomisioning pertambangan

diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 ayat
(1), eks pemegang PEB melaksanakan dekomisioning
namun tidak sesuai program dekomisioning, kepala badan
yvang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan ketenaganukliran memberikan peringalan
tertulis kesatu.

Eks pemegang PEB  wajib menindaklanjuti peringatan
tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 3 (tiga] bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya
peringalan tertulis kesaiu.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) eks pemegang PB tidak menindaklanjun
peringatan  tertulis kesatu, kepala badan  yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan
ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kedua.

Eks pemegang PB wanb menindaklanjuti peringatan
tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3] paling
lama 3 {tiga) bulan terhitung scjak tanggal dikeluarkannya
peringatan tertulis kedua.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4] cks pemegang PB tidak menindaklanjuti
peringatan  tlertulis  kedua, kepala badan vang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan
ketenapanukliran memberikan peringatan tertulis ketiga.

Eks pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan
tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat [3) paling
lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya
peringatan tertulis keliga.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2}, ayvat {4), atau ayat (&) eks pemegang PB telah
menindaklanjuti peringatan tertulis kKesalu, peringatan
tertulis kedua, atau peringatan tertulis ketiga, kecpala
badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di idang
pengawasan ketenaganukliran menerbitkan pernyataan
pemenuhan ketentuan keselamatan, keamanan, dan
garda-aman nuklir,

(8) Apabila . . .
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Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dirnaksud pada
ayal [6) eks pemegang PB tidak menindaklanjuti
peringatan  tertulis  keliga, kepala badan vyang
melaksanakan tugas pemerinlahan di bidang pengawasan
ketenaganukliran menghentikan sementara kegiatan
dekomisioning.

Selama penghentian sementara, eks pemegang PB tetap
bertanggung jawab atas kesclamatan dan keamanan
pertambangan, bahan galian nuklir, dan limbah radioaktif.

Dalam hal selama penghentian scmentara eks pemegang
PB tidak memenuhi langeung jawab atas keselamatan dan
keamanan pertambangan, bahan galian nuklir, dan
limbah radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, eks pemcgang PB dikenai denda
administratif paling tinggi 50% (lima puluh persen] dari
nilal jaminan finansial dekomisioning pertambangan.

Pasal 40G

Kepala badan vang melaksanakan tugas pemerintahan i
bidang pengawasan ketenaganukliran mengenakan sanksi
administratif kepada pemegang PB apabila ditemukan
pelanggaran terhadap ketentuan PB pendukung sektor
ketenaganukliran.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pembekuan PB; atau

c. pencabutan PB.

Pasal 410

Pemegang PB yang mclanggar keteniuan PB pendukung
sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 148 ayat {1) huruf d, dikenai peningatan tertulis
kesatu,

Pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan tertulis
kesatu scbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama
10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya
peringatan tertulis kesatua.

(3) Apabita . . .
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Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
avat (2) pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan
tertulis kesatu, kepala badan yvang melaksanakan lugas
pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran
memberikan peringatan tertulis kedua.

Pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan tertulis
kedua sebagaimana dimaksnud pada ayat (3) paling lama
10 {sepuluh) Han lerhitung sejak tanggal dikeluarkannya
peringatan tertulis kedua.

Apatnla dalam jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada
ayat {4) pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan
tertulis kedua, kepala badan yang meclaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran
membenkan penngatan tertulis ketiga.

Pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan tertulis
ketiga sebagammana dimaksud pada ayal (3) paling lama
10 {scpuluh} Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya
perngatan tertulis ketiga.

Apahila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayal (4), alau ayat (&) pemegang PB telah
menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, peringatan
tertulis kedua, atau peringatan tertulis ketiga, kepala
badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan ketenaganukliran menerbitkan pernyataan
pemenuhan ketentuan kegiatan usaha pendukung sektor
ketenaganukliran.

Pasal 411

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 410 ayat {6) pemegang PB tidak
menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga, kepala badan
vang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pErgawasan ketenaganukliran mentbekukan PB
pendukung scktor ketenaganukliran,

Pemegang PB wajib menghentikan sementara kegiatannva
terhitung sejak ditetapkannya keputusan pembekuan PB
sebagaimana dimaksud pada avat (1).

Pemegang PB wajib menindaklanjuti pembekuan PB paling
lama 3 {tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya
keputusan pembekuan PB.

(4) Apabila . . .
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(4] Apabila dalam jangka waklu sebagaimana dimaksud pada
ayat {3) pemcgang PB telah menindaklanjuti pembekuan
PB, kepala badan yang melaksanakan tugas pemcerintahan
di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan
keputusan pemberlakuan kembali PB.

(S} Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat {3) pemegang PB lidak menindaklanjuti pembekuan
PB, kepala badan yvang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang pengawasan ketenaganukliran mencabut PB.

Pasal 412

Dalam hal pembekuan PB sehagaimana dimaksud dalam Pasal
411 ayal (1) telah ditetapkan dan pemegang PB tetap
mclaksanakan kegiatannya, kepala badan vang melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran
langsung mencabut PB.

Pasal 413

(1] Kepala badan yvang melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang pengawasan kelenaganuldiran dapat langsung
menjatuhkan sanksi administratil berupa pembekuan PB
pendukung sektor ketenaganukliran dalam hal:

a. pemegang PB menyampaikan data yvang tidak benar
dalam proses permchonan PB berupa data persyaratan
PB;

3

b. pemegang PB lembapa uji  ketenaganukliran
menyampaikan data hasil pengujian yang tidak sesuai;

c. pemegang PB lembaga pelatihan ketenaganukliran
menyampaikan data hasil kelulusan yang tidak sesuai;
dan/atau

d. tidak terpenuhinva lagl syarat PB.

{2) Pemegang PB wajib menghentikan sementlara kegiatannya
terhitung sejak ditetapkannya keputusan pembekuan PB
sebagaimana dimaksud pada ayat {1].

(3) Pemegang PB wajib menindaklanjuti pecmbekuan PB paling
lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya
keputusan pembekuan PB.

(4) Apabila . . .
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Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat {3) pemegang PB telah menindaklanjuli pembekuan
PB, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang pengawasan ketenaganukliran mencrbitkan
keputusan pemberlakuan kembali PB.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] pemegang PB tidak menindaklanjuti pembekuan
PB, kcpala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang pengawasan ketenaganuldiran mencabul PB.

Dalam hal pembekuan PB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah ditelapkan dan pemegang PB tetlap
melaksanakan  kegiatannya, kepala badan vang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan
ketenaganukliran langsung mencabut PB.

Pasal 414

Pengenaan sanksi administratil sektor ketenaganukliran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 sampai dengan
Pasal 413 dilakukan oleh kepala badan vang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan
ketenaganukliran  berdasarkan keilentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pengenaan
sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya
administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan
peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran.

Paragraf &

Seltor Perindustnan

Pasal 415

Betiap Pelaku Usaha vang lelah memiliki PB namun tidak
melakukan kegiatan usaha industri selama jangka waktu
3 {tiga) tahun berturut-turut, dikenai sanksi administratil
berupa:

a. peringatan tertulis; dan
b. pencabutan PB dan PB UMEKU.

{2) Peringatan . . .
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Peringatan tertulls sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga} kali berturut-turut
dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh] Har.

Dalam hal Pelaku Usaha vang telah dikenai peringatan
tertulis sebanyal 3 {tiga) kali sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] tidak melakukan kegiatan usaha industn, dikenai
sanksl administratif berupa pencabutan PB dan PB
UMEKU.

Pasal 416

Setiap Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak
memiliki PB dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b, denda administratif; dan
c. penutupan sementara

Setiap Pelaku Usaha di sektor perindustrian yvang tidak
berlokasi di kawasan industri atau kawasan peruntukan
industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dikenai
sanksl administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

£. penutupan sementara;

d. pembekuan PB; dan/atau
e. pencabutan PB.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
huruf a dan ayat (2} huruf a, diberikan paling banyak 3
itiga] kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-
masing 30 (tiga puluh) Har.

Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan PB
schagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dapat
langsung dikena sepanjang diatur peraturan perundang-
undangan.

Pasal . ..
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Pasal 417

Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang telah dikenai
sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak
melakukan perbaikan berupa memiliki PB atau berlokasi
di kawasan industri/kawasan peruntukan industri dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416
ayat (3] dikenai sanksi administratif berupa denda
administratif.

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai paling banyak 1% {satu persen) dari nilai investasi.

Nilal investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2} untuk
kawasan industri ditetapkan berdasarkan hasil audit
lembaga independen.

Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 {tiga puluh] Hari
sejak surat pengenaan denda adminmstratif diterima oleh
Pelaku Usaha.

Pasal 418

Pelalkku Usaha di sektor perindustrian yang tidak
membayar denda administratif dalam jangka waktu
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 417 ayat (4} dan tidak
melakukan perbaikan berupa memiliki PB atau berlokasi
i kawasan industrifkawasan peruntukan industri
dikenai  sanksi admirustratil  berupa  penutupan
sementara.

Dalam hal Pelaku Usaha di scktor perindustrian telah
membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal batas waktu pembayaran
denda administratf tidak melakukan perbaikan berupa
memiliki PB atau berlokasi di kawasan industri/kawasan
peruntukan industri dikenai sanksi administratif berupa
penutupan sementara.

Banksi admirgstratii berupa penulupan sementara

sebagaimana dimaksud pada avat [1} dan ayat (2) bagi:

a. Pelaku Usaha di scktor perindustrian vang tidak
memiliki PB dikenakan sampal dengan perusahaan
yang bersangkutan memperolehh PB sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Pelaku Usaha di scktor perindustrian yvang tidak
berlokasi di kawasan industri atau Lkawasan
peruntukan industri dikenakan untuk jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal surat
perutupan sementara diterima.

Pasal . ..
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Pasal 419

(1) Dalam hal sejak tanggal berakhirnya sankst administratif
berupa penutupan sementara scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 418 ayat (3] huruf b Pelaku Usaha di sektor
perindustrian tidak membayar denda adminisiratif
danfatau tidak berlckasi di kawasan industri atau
kawasan peruntukan indusin dikenal sanksi administratif
berupa pembekuan PB.

(2} Pembekuan PE schagaimana dimaksud pada aval {1)
berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan
surat penetapan pembekuan.

Pasal 420

Pelaltu Usaha di scktor perindustrian yang ielah membayar
denda administratif dan berlokasi di kawasan industri atau
kawasan peruntukan industrdi  dalam  jangka wakiu
scebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 ayat (2] dapat
mengajlikan permohonan pernulihan status pembekuan PB.

Pasal 421

Dalam hal Pelalkn Usaha di sektor perindusinan sejak tanggal
berakhirnya sanksi administratif berupa pembelcuan PB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 ayat (2) tidak
membayar denda administratif dan/atau tidak berlokasi di
kawasan industri atan kawasan pcruntulkan industri dikenai
sanksi administratif berupa pencabutan PB.

Pasal 422

(1) Pengenaan sanksi administratif sektor perindustrian
dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemenintahan di bidang perindustrian, kepala
Lembaga (88, gubernur, bupati/wali kota, kepala
Administrator KEK, atau kcpala Badan Pengusahaan
KPBPB sesual dengan kewenangan masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lIchih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya
adminmistraiil, dan pejabat vang berwenang diatur dalam
peraturan menteri  vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal . ..
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Pasal 423

Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan PB
UMEKU sektor Perindustrian dikenal sanksi administratif
berupa:

a. peringatan tertulis;

pcnghentian sementara kegiatan usaha;
pengenaan denda administratif;

pengenaan daya paksa polisional; dan/atau
pencabutan PB UMKL.

Pengenaan sanksi adminmistratil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] diberikan oleh  menteri vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
perindustrian.

Topon o

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi
administratif PB UMKU sektor Perindustrian diatur dalam
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.

Paragraf 7

Sektor Perdagangan dan Metrelogi Legal

Pasal 424

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
tidak memiliki PB dan/atau PB UMKU pada sektor
perdagangan dan  metrologi  legal, dikenai sanksi
administratif kerupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan usahs;
c. paksaan pemerintah; dan/atau

d. denda administratif.

Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dapat dikenai secara:

a. kumulatif atau bertahap; dan
b. tidak bertahap.

Pasal . ..
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Pasal 425

(1) Sanksi adminisiratil berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 424 ayat (1) huruf a2 berisi perintah
untuk segera memiliki PB dan/atan PB UMKU, dan
melaksanakan kegiatan usaha sesual dengan ketentuan
dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan dengan mempertimbangkan kewajaran dan
kemampuan Pelaku Usaha.

Pasal 426

(1) Sanksi adminisiratif berupa penghentian sementara
kegiatan usaha scbagaimana dimaksud dalam Pasal 424
ayat (1) huruf b dikenai dalam jangka waktu tertentu yang
ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan.

(2} Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada avat (1)
ditentukan dengan mempertimbangkan kewajaran dan
kemampuan  Pelaku  Usaha untuk  mengajukan
permohonan PB dan/alau PB UMKU, dan menyesuaikan
dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha pada sektor
perdagangan.

Pasal 427

Dalam hal Pelaicn Usaha tetap tidak dapat menyelesaikan
permohonan PB dan/fatau PB UMKU dan menvesualkan
dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha, dikenai sanksi
berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 424 ayat (1} huraf ¢ untuk memiliki PB dan/atau PB
UMKU sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 428

1] Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
424 ayat (1) hurul ¢ berupa:

a. pengamanan barang;
b. pcnarikan barang dari distribusi;
c. penutupan lokasi usaha;
penutupan gudang;
e. penutupan . . .
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. penutupan atau pemblokiran sistem elektronik
dan/atau media internet lain yang dipergunakan
untuk kegiatan perdagangan secara daring; dan/atau

f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran.

Paksaan pemecrintah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan pertimbangan bidang usaha serta
tindakan vang paling tepat untuk mencegah dan/alau
menghentikan dampak yvang ditimbulkan.

Dalam mejalkukan paksaan pemernntah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, dapat melibatkan aparat penegak
hukum.

Pasal 429

Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 424 ayat (1) hurul d diberikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(1)

Paszal 4320

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 424 ayat (1) diberikan oleh menteri yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di bidang
perdagangan, gubernur, bupati/wali kota, kepala
Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan
KPBPE sesual dengan kewenangan masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pengenaan
sanksl admirstrall, mekanisme, jangka waktu, upava
administratif, dan pecjabat yang berwenang diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 431

Setiap Pelaku Usaha yvang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan ketidaksesualan atau pelanggaran terhadap PB
dan/atau PB UMKU pada sekior perdagangan dan
metrologi legal, dikenai sanksi administratif berupa:

a. leguran tertulis;

b paksaan . . .
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paksaan pemerintah;

denda administratif;

pcmbekuan PB dan/fatan PB UMKLU; dan/atau
pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

Jenis sanks: administraufl sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikenai secara:

Do 0 o

a. kumulatif atau bertahap; dan
b. tidak bertahap.

Pasal 432

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) huruf a dikenakan
dengan ketentuan:

a. baru pertama kali melakukan pelanggaran;

b. belum menimbulkan dampak berupa kerugian
konsumen; dan/atau

¢. sudah ada dampak yvang ditimbulkan namun dapat
diperbaiki dengan mudah.

Tepuran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berisi perintab untuk mematuhi kewajiban berusaha atau
melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan
dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan.

Pasal 433

Sanksi administratif berupa paksaan pemenntah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) huruf b,
berupa:

a. penarikan barang dan distnibust;
. penutupan lokasi usaha;
¢. penutupan gudang;

d. penutupan atau pemblokiran sistem elektronik
dan/atau media internet lain yang dipergunakan
untuk kegiatan perdagangan sccara daring; dan/atau

e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran.

{2} Paksaan . ..
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Paksaan pemenniah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan pertimbangan bidang usaha serta
tindakan vang paling tepat untuk mencegah dan/atau
menghentikan dampak yang ditimbulkan.

Dalam melakukan paksaan pemerintah sebagaimana
dimaksud pada avat (1), dapat melibatkan aparat penegak

hukum.

Sanksi  administratif berupa denda administratil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) hurul ¢
diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

SBanksi administratif berupa pembekuan PB dan PB UMKU
dan/atau pencabutan PB dan PB UMKU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 431 ayatl (1) hurndd d dan huruf e
diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 434

Pengenaan sankst administratil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 431 ayal (1) diberikan oleh menteri yvang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di  bidang
perdagangan, gubernur, bupatifwali kota, kepala
Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan
KPBPB sesuai dengan Lkewcnangan masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya
administratf, dan pegjabat yang berwenang diatur dalam
peraturan mentlerl yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.

Paragraf 8

Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(1)
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Pasal 435

Setiap Pelaku Usaha di subscktor jasa konstruksi dikenai
sanksi administratif atas pelanggaran:

a. pemcenuhan persyaratan PB meliputi:

1. kemampuan badan usaha jasa
konstruksi/scrtifikat badan usaha bagl badan
usaha jasa konstruksi;

2. kompetensi . . .
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2. kompetensi tenaga kerja konstruksi/sertifikat
kompetensit kerja konsiruksi bagi usaha orang
perseorangan,

3. kemampuan sertilikasi badan usaha jasa
konstruksi/flisensi lembaga sertifikasi badan usaha
jasa konstruksi bagi lembaga sertifikasi badan
usaha; atau

4. kemampuan sertilikasi profesi jasa
konsiruksi/lisensi lembaga sertifikasi profesi jasa
konstruksi bagi lembaga sertifikasi profesi,

dikarenakan tidak lagi memenul: syarat dan/alau
habis masa berlaku.

b. pemenuhan kewajiban laporan kegiatan usaha
lahunan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan
peraturan pecrundang-undangan di bidang jasa
konstruksi;

¢. pemenuhan persyaratan dan kewajiban khusus bagl
badan usaha jasa konslruksi Penanaman Modal Asing
ataun kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi
asing; dan

d. ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di
bidang jasa konstruksi.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
berupa:

a. peringatan tertulis;

pengenaan denda administratit;
penghentian semeniara keglatan usaha;
pencabutan PB; dan/atau
pencantuman daltar hitam.

Jenis sanksi admimisiratil sebagaimana dimaksud pada
avat (2) dapat diberikan sceara kumulatif atau bertahap.

T oo oo

Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan melalul mekanisme PNBP sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 436

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 435 ayat {2} huruf a, huruf b, huruf ¢, dan
huruf e diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

{2) Pcnigenaan . . .
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Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada avat (I}
dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku
jabatan strukitural di bawah kewenangannva.

Pasal 437

Pemegang PB sclktor pekerjaan umum subsektor sumber
daya air dilarang menghalangi dan harus membuka akses
bagi kcmenterian vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum atau pemerintah
dacrah sesual  dengan  kewenangannya  dalam
melaksanakan tugas pemantauan, evaluasi, pengawasan,
dan pemeriksaan pada sumber air.

Pemegang PB sektor pekerjaan umum dan perumahan
rakyat subsektor sumber daya air yang melanggar
ketentuan PB dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

peringatan tertulis;
penghentian sementara kegiatan usaha;
pembekuan PB;

pengenaan daya paksa polisional; dan/atag

6 a0 oo

pencabutan PB.

Pasal 438

Pemegang PB UMKU sektor pekerjaan umum dan
perumahan rakyat subsektor sumber daya air dilarang:

a. menyewakan dan/atau memindahtangankan sebagian
atau seluruh PB UMKU sektor pekerjaan umum dan
perumahan rakyal subsektor sumber daya air kepada
pihak lain;

b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan
kewajiban yang tercantum dalam PB UMKU scktor
pekcrjaan umum dan perumahan rakvat subsektor
sumber daya air;

¢. melakukan penyalahgunaan PB  UMKU  scktor
pekerjaan umurm dan perumahan rakvat subsektor
sumber daya air.

d. menguasal sumber air; dan/atau

e. menutup akses masvarakat terhadap sumber air yang
digunakan.

i2) Selain . ..
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{2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1],
pemegang PB UMKU sekior pekerjaan umum dan
perumahan rakyat subsektor sumber daya air dilarang
menghalangi dan harus membuka akses bagi kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum atau pemerinlah daerah sesuai dengan
kewenangannya dalam melakukan tugas pengelolaan
sumber daya air, termasuk pemantauan, evaluasi,
pengawasan, dan pemeriksaan pada sumber air,

{3) Pemegang PB UMKU sektor pekerjaan umum dan
perumahan rakyat subscktor sumber daya air yang
melanggar ketentuian PB dan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dan ayat {2), dikenai sanksi
administraiif berupa:

4. penngatan tertulis;

b. penghentian sementara kegialan usaha;

c. pembekuan PB UMKU;

d. pengenaan daya paksa polisional; dan/atau

e. pencabutan PB UMKU.

Pasal 439

Sanksi administratif sebagsimana dimaksud dalam Pasal 437
dan Pasal 438 diberikan oleh pemberi PB dan PB UMKU sesuai
dengan Kkewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan
pcraturan perundang-undangarn.

Pasal 440

PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat
subsektor sumber daya air dapat langsung dilakukan
pencabulan dalam hal:

a. pemegang PB UMKU  sektor pekerjaan umum  dan
perumahan rakyat subsektor sumber daya air mengajukan
permohonan pencabutan PB UMKU sektor pekerjaan umum
dan perumahan rakyat subsektor sumber dava air;

b. pemegang . . .
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pemegang PB UMEKU  scktor pekerjaan umum  dan
perumahan  rakyat subsektor sumber daya air
menyampaikan dekumen atau kelengkapan persyaratan
yvang tidak benar atau tidak sah;

pemegang PB UMKU sektor pekerjaan umum dan
perumahan rakyat subsektor sumber daya air tidak
melaksanakan konstruksi paling lama 5 (lima) tahun
terhitung scjak diletapkannya PB UMKU scktor pekerjaan
umum dan perumahan rakyal subsektor sumber daya air
dan tidak dilakukan perubahan jadwal pelaksanaan
konstruksi; atau

pemegang PB UMKU sektor pekerjaan umum  dan
perumahan rakyat subsektor sumber daya air telah
melalukan kegiatan konstruksi tetapi bangunan tidak
difungsikan selama 2 (dua) tahun setelah sclesai dibangun.

Pasal 441

Pemegang PB dan FB UMKU seklor pekerjaan umum dan
perumahan rakyat subsektor bina marga jalan tol yang
melanggar ketentuan PB dan PB UMEKU dikenai sanksi
administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kKegiatan usaha; dan/atau
¢. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh pemberi PB dan PB UMKU sesual dengan
kewenangan masing-masing berdasarkan kctentuan
peraturan pcrundang-undangarn.

Pasal 442

Pemegang PB UMKU sektor pekerjaan umum dan
perumahan rakyat subsektor bina marga jalan non-tol
vang melanggar ketentuan PB UMKU dikenal sanksi
administratif berupa:

4. teguran tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan usaha;
c. denda administratif; dan/atau
d. pencabutan PB UMKU.
(2) Sanksi. ..
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Sanksi administratil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan olch pemberi PB UMKU sesual dengan
kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangar.

Pasal 443

Pemegang PB untuk penyelenggaraan sistem penyediaan
air minum yvang melanggar ketentuan PB dikenai sanksi
administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan usaha;
¢. pembekuan PB; dan/fatau

d. pencabutan PB.

Sanksi administratif schagaimana dimaksud pada avat (1)
diberikan oleh pemberi PB sesuai dengan kewcnangan
masing-masing  berdasarkan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pasal 444

Pemegang PB sektor pckerjaan umum dan perumahan
ralcyat  subsektor pengembangan perumahan  yang
melanggar Kelenluan PB dikenal sanksi administratif
becrupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan usaha;
¢. pembekuan PB; dan/atau

d. pencabutan PB.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh pemberi PB sesuai dengan kewenangan
masing-masing  berdasarkan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pasal . ..
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Pasal 445

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayal (2}, Pasal 437

avat {2}, Pasal 438 ayat (3), Pasal 441 ayal {1], Pasal 442 ayat

{1), Pasal 443 avat (1}, dan Pasal 444 ayat (1} diatur dalam:

a. peraturan  menteri  yang menyelenggaralkan  urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum; dan

b. peraturan menteri yang menvelenggarakan urusan
pemerintahan di  bidang perumahan dan kawasan
permukiman,

sesuai dengan kewcnangan masing-masing berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf ¢

Sektor Transportasi

Pasal 446

(1} Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran tcrhadap
persetiyjuan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas,
PB, dan/atau PB UMKU pada sektor transportasi, dikenai
sanksi administratif berupa:

peringatan;

pcmbekuan sertifikat, PB, dan/atau PB UMKU;

denda administratif;

pengenaan daya paksa polisional;

pencabutan sertifikat; dan/atau

pencabutan PB dan/atau PB UMK,

(2] Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kesalahan
vang diternukan pada kegiatan Pengawasan.

S R0 T

Pasal 447

(1} Pengenaan sanksi administrallf sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 446 dapat dilukukan secara tidak bertahap
atau secara bertahap.

(2} Pengenaan sanksi administratif sccara tidak bertahap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan apabila
pelanggaran tersebut  dapat  secara  langsung
membahayvakan keselamatan dan keamanan
transportasi.

{3) Pengenaan . . .
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Pengenaan sanksi administratif secara tidak bertahap
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dapat berupa
pembekuan sertifikat, PB, danfataun PB UMKU dan/atau
pencabutan PB danfatau PB UMKU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 446 ayat (1) hurul b dan huruf f.

Pasal 448

Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 446 ayat (1) huruf a terdiri dari
peringatan pertama sampal dengan peringatan ketiga
dengan jangka waktu peringalan masing-masing paling
lama 30 [tiga puluh) Hari.

Dalam hal Pelaku Usaha belum menindaklanjuti
peringatan sampai berakhir jangka waktu peringatan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
transportasi, gubernur, atau  bupatifwali  kota
memberikan sanksi administratif berupa pembeltuan
sertiikat, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 446 ayat (1) huruf b dengan
jangka waktu paling lama 30 {tiga puluh) Hari.

Dalam hal Pelakn Usaha belum menindaklanjuti
pembekuan sertifikat, PB, dan/atau PB UMKU sampai
berakhirnya jangka waktu pembckuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2], menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang transportasi, gubernur,
atau bupati/wali kota memberikan sanksi administratif
berupa pencabutan PB dan/atau PB UUMKU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 446 ayat {1) huruf f.

Pasal 449

Sanksi denda administratif dapat dikenakan berdin
sendiri atau bersamaan dengan sanksl peringatan
pertama, peringatan kedua, peringatan  ketiga,
pembekuan serlifikat, PB, danfatau PB UMKU, dan
pencabutan PB dan/atau PB UMKLU.

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan jumlah poin pelanggaran dikalilan
dengan besaran tarif denda administratif.

Besaran tarif denda administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal . ..
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Pasal 450

Sanksi administratif berupa pengenaan daya paksa
polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayvat (1)
hurul d dikenakan apabila pelanggaran yvang dilakukan
berpotensi atau menimbulkan:

a. kerusakan  terhadap  kesehatan, kesclamatan,
dan/atau lingloungan,

b. korban manusia atau kerugian harta benda; dan/atau
c. menimbulkan kecelakaan,

Jenis sanks) administratil berupa pengenaan daya paksa
polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:

a. penghentian sementara kegiatan;
penghentian sementara pelayanan umum;
penyegelan;

larangan beroperasi;

penulupan lokasi;

pembongkaran bangunan; dan/atau

Mmoo oo o

tindakan lain yvang bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran dan tindakan memulihkan kerusakan
terhadap keselamatan dan keamanan transportasi
dan/atau lingkungan.

Pasal 451

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 446 ayat {1} dilaksanakan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemcerintahan di bidang
transportasi, gubernur, bupati/wali kota, kepala
Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan
KPBPB sesual dengan kewenangan masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangarn.

Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pengenaan
sanksl administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya
administratif, dan pejabat yang berwenang diawur dengan
peraturan menteri vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang transportasi.

Paragral . . .
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Paragral 10
Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan

Pasal 432

(1} Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditermukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB
dan/atan PB UMKU pada subsektor kesehatan, dikenal

sanksi administratif berupa:

a. peringatan;

b. penghentian sementara keglatan usaha;
¢. pengendan denda adrministraiif; dan/atau
d. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

(2}  Selain sanksi administraul sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terhadap kegiatan usaha subsektor kesehatan
untuk kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan
kesehalan ramah tangea dikenan sanksi administratif
berupa daya paksa polisional meliputi:

a. pecnarikan dari peredaran;

b. pemusnahan produk;

c. penutupan atau pemblokiran sistem elektronik
dan/atau media elekironik lainnya;

d. penutupan akses perrnohonan PB dan/atau FB UMKU;
dan/atau

e. tindakan lain wvang bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran dan/atau uniuk pengamanan.
(3} Sanksi admimstranl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikenakan tidak secara berjenjang.

Pasal 453

Pengenaan  sanksi  administratif  berupa  peringatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452 ayat (1) hurul a
dikenai paling banyak 3 (tiga) kali untuk janglka waktu masing-
masing 14 {empat belas) Hari.

Pasal 454

Dalam hal Pelaku Usaha melakukan pelanggaran yang
membahayakan jiwa, penghentian sementara kegiatan usaha
atau pencabutan PB danjatau PB UMKU sebagaimana
cdimaksud dalam Pasal 452 ayat (1) huruf b dan huruf d
dilakukan tanpa peringatan terlebih dahulu.

Pasal . . .
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Pasal 455

Pengenaan  sanksi  administratif harus berdasarkan
lapcran hasil Pengawasan yang menunjukkan adanya
pelanggaran terhadap standar pelaksanaan kegiatan
usaha.

Pengenaan sanksi administratif scbagaimana dimaksud

pada avat (1] diberikan oleh menteri yang
menvelengearakan wurusan pemerintahan di bidang
kesehatan, gubernur, bupati/wali  kota, kepala

Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan
KPBPB sesual dengan kewenangan masing-masing
berdasarkan ketenituan peraturan perundang-undangan.
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat {2} harus disampaikan kepada pihak yang
dikenai sanksi administratif paling lambat 5 {lima) Han
sejak ditetapkan.

Dalam pemberian  sanksi adminisiratil  sebagaimana
dimaksud pada avat (2], menteri vang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan, gubernur,
bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala
Badan Pengusahaan KPEPB dapat membentuk tim ad hoc
untuk membantu dalam melalkukan verifikasi, klarifikasi,
dan kajian terhadap pelanggaran standar pelaksanaan
kegiatan usaha berdasarkan laporan hasil Pengawasan.

Pasal 456

Pelaku Usaha yang mendapat sanksi administratil berhak
mengajukan keberatan kepada pejabat vang
bersangkutan.

Pengajuan keberatan scbhagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan atas alasan vang jelas dan disertai dengan
bukti-buktl yang mendukung.

Pengajuan keberalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) Har sejak
diterimanya penetapan sanksi administratif oleh yang
bersangloutan.

Terhadap keberatan vyang digjukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pejabat vang mengenakan sanksi
administratif harus melakukan pemeriksaan ulang.
Dalam hal berdasarkan pemeriksaan ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4} terbukti pemohon tidak bersalah,
maka terhadap dirinya dilakukan pemulihan nama baik.

Pasal . ..
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Pasal 457

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif, meckanisme, jangka waktu, upava administratif,
dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraluran menteri
vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kesehatan.
Pasal 458
(1] Setiap Pelaku Usaha vang berdasarkan hasil
Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau

pelanggaran terhadap PB UMKU pada subsektor obat
dan makanan, dikenal sanksi administratif berupa:

a. pernngatan;

b. penghentian sementara kegiatan usaha melalui

pembekuan PB UMKU;

pengenaan denda administratif;

pcngenaan daya paksa polisicnal;

pembatalan PB UMKU; dan/atau

pencabutan PB UMKL.

2] Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kepala badan yang mclaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pecngawasan obat dan makanan

dapat memberikan rekomendasi kepada
kementerian/lembaga penerbit PB untuk mclakukan:

a. penghentian sementara kegiatan usaha melalui
pembekuan PB; dan/atau

b. pencabutan PB.
(3) Pengenaan daya paksa polisional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. penarikan dari peredaran;
b. pemusnahan;

moa a0

c. pecnutupan atau pemblokiran  sistemn  elektronik
dan/atau media elekironik lain yvang dipergunakan
untuk kegiatan perdagangan obat dan makanan
secara daring;

penutupan akses permohonan PB UMKU; dan/atau

e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan
pclangegaran dan/atau tindakan pemulihan.

(4) Sanksi . . .
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Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dikenai secara kumulatif atau bertahap berdasarkan
tingkat Risiko pelanggaran sesual dengan kelenluan
peraturan perundang-undangan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dikenakan oleh kepala badan yang meclaksanakan
tugas pemerintahan di bidang pengawasan cbat dan
makanan, gubernur, bupatifwali kota, kepala
Administrater KEK, atau kepala Badan Pengusahaan
KPBPEB sesual dengan kewcnangannya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4359

Pelaku Usaha dapat mengajukan aklvasi kembali PB
UMKU atas lindakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 458 melalui Sistem OS5 sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Atas pengajuan yang dilakukan sebagairmana dimaksud
pada aval {1), kepala badan yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan
memberikan  persetujuan  atau  penolakan  yang
disampaikan melalu Sistern O35,

Dalam hal Pelaku Usaha mengabaikan tindakan
pembekuan PB UMKU schagaimana dimaksud dalam
Pasal 458 ayat (1] huruf b, kepala badan yang
melaksanakan  tugas  pemerinlahan di bidang
pengawasan obhat dan makanan melakukan pencabutan
PB UMKU melalw Sistem (OS5 sesuati dengan ketentuan
peraturan pcrundang-undangan.

Pasal 460

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 458 ayat (1} dilaksanakan oleh kepala badan
vang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan obat dan makanan, gubernur, bupati/wali
kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan
Pengusahaan KPBPB sesual dengan kewenangan masing-
masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

{2) Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara
pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka
waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang
diatur  dengan  peraturan  kcpala  badan yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan
obat dan makanan.

Pasal 461

Setiap Pelaku Usaha, yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan ketidaksesualan atau pelanggaran terhadap PB
UMKU pada subsektor pangan segar, dikcnal sanksi
administratif berupa:

peringatan tertulis;
pcnghentian sementara kegiatan usaha;

pengenaan denda administratif;

oo oo

pengenaan daya paksa polisional; dan/fatau
. pencabulan PB UMKU.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 461 dikenai secara kumulatif atau bertahap
berdasarkan tingkat Risiko pelanggaran sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangarn.

Pasal 462

Sanksi  administratif berupa  peringatan  tertulis
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 461 ayat (1) huruf a
dikkenakan kepada Pelaku Usaha paling banvak 2 (dua)
kali.

Jangka waktu antara peringatan kesatu dan peringatan
kedua dilakukan dalam jangksa waklu maksimal 30 {tiga
puluh) hari kalender.

Pengenaan sanksi adrmimustratif berupa  penghentian
sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 461 ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha
apabila dalam jangka waktu 30 {tiga puluh) han kalender,
Pelaku Usaha tidak menindaklaniuti peringatan tertulis
kedua sebagaimana dimaksud pada ayat [2).

Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayal {3) berupa penghcentian sementara
kegialan produksi, percdaran, dan/fatan PB UMEKU

lainnya.
{2) Pengenaan . . .
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Pengenaan denda administratif scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 461 ayat {1) huruf ¢ dikenakan kepada Pelaku
Usaha apabhila:

a. tidak meclaksanakan sanksi administratif berupa
penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (4);

. menyebabkan luka berat; atau

c. membahayvakan nyawa orang.

Sanksi administratif berupa pengenaan daya paksa
polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461 ayat {1]
huruf d terdin atas:

a. penarikan produk dari peredaran;
b. pemusnahar;

c. penutupan atau pemblokiran sistem clektronik
dan/atau media elektronik lain yang dipergunakan
untuk kegiatan perdagangan pangan secara daring;
penutupan akses permchonan PB UMKU; dan/atau

e. tindakan lain yang bertuyuan untuk menghentikan
pelanggaran dan/atau tindakan pemulihan.

Penarikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud
pada avat (6) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai
berilcut:

a. dapat disertai penghentian sementara dari kegiatan
usaha berupa penghentian sementara keglalan
produksi, peredaran, dan/atau PB UMKU lainnya,
atau pencabutan PB UMKU;

b. dapar dilakukan tanpa didahulul peringatlan tertulis,
penghentian sementara  kegiatan usaha berupa
penghentian sementlara kegiatan produksi, peredaran,
dan/atau PB UMKU lainnya, maupun pencabutan PB
UMEKU; dan/atau

c¢. penarikan preoduk dar peredaran dilakukan oleh
Pelaku Usaha.

Sanksi administratif berupa pencabutan PB UMKU
schagaimana dimaksud dalam Pasal 461 ayat (1) huruf e
dilakukan apabila seilelabh 30 (tiga puluh) hari kalender
Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti  penghentian
sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada
avat (4]).

(9) Sanksi . ..



SK No 253066 A

(9)

(1]

(2)

(L)

o

PRESIDEN
REPUBHLIK INDONESIA

- 253 -
Sanksi administratf pencabutan PB UMKU sebagaimana
dimaksud pada ayat {8} dapat dikenakan sendiri atau

bersama-sama dengan sanksi administratif berupa denda
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Paszal 463

Pengenaan sanksi administratf sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 461 dilakukan oleh:

4. kepala badan vang melaksanakan tugas pcmerintahan
di bidang pangan;

b. gubernur;

¢, bupat/wali kota;

dd. kepala Administrator KEK; atau

e. kepala Badan Pengusahaan XPBFB,

sesual dengan kewenangan masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara
pengenaan  sanksi  administratif, mekanisme, jangka
waktu, upaya administralif, dan pejabat yang berwenang
diatur  dengan  peraturan  kepala  badan  yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Paragraf i1
Selitor Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 464

Setiap Pelaku Usaha vang berdasarkan hasil Pengawasan
ditcmukan ketidaksesualan atau pelanggaran terhadap PB
pada subsektor pendidikan untuk kegiatan usaha
penerbitan buku, dikenail sanksi administratif berupa:

a. peringatan tleriulis;

b. penankan produk dari peredaran;
c. pembeluan PB; dan/atau

d. pencabutan PB.

{2} Setiap . . .
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Setiap Pelaku Usaha vang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB
dan/atau PB UMKU pada subsektor kebudayaan, dikenai
sanksi administralif berupa:

a. teguran tertulis,

Ir. denda administratif;

¢. penutupan sementara;

d. pengenaan daya paksa polisional; dan/atau
e. pcncabutan PB dan/atau PB UMKU.

Pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk:

a. penghentian pembuatan hilm;

b. penghentian pengedaran iilm;

¢. penghentian pertunjukan film;

d. penghentian penjualan film; dan/atan

e. penghentian penyewaan film.

Pasal 465

Pengenaan sanksi adminisiratil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 464 diberikan olch:

a. mcnteri vang menyelenggarakan suburusan
pemerintahan pendidikan dasar dan menengah;

b. menteri YA menvelenggarakan suburusan
pemerintahan  pendidikan  tinggi dan  urusan
pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan  dan
teknologi;

c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kebudayaan,

sesllal dengan kewenangan masing-masing berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan,

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan

sanksi administratif, mckanisme, jangka walktu, upaya
administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam:

a. peraturan menteri yang menyelenggarakan suburusan
pemerintahan pendidikan dasar dan menengah;

b. peraturan . . .
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b peraturan menteri yang menyelenggarakan suburusan
pemerintahan  pendidikan tinggi  dan  urusan
pemcrintahan  di  bidang ilmu  pengelahuan dan
teknologi;

c. peraturan mentert yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kebudayaan,

scslal dengan kewenangan masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12

Sektor Pariwisata

Pasal 466

Seriap Pelaku Usaha vang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan ketidaksesuaian atau pclanggaran terhadap PB
pada sekior parniwisata, dikenal sanksi administratif
berupa:

a. peringatarn;

b. penghentian sementara kegiatan usaha;
¢. pengenaan denda administratif; dan/atau
d. pencabutan PB.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dilakukan:

a. secara bertahap; dan
b. secara tidak bertahap.

Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pelaku
Usaha berupa teguran tertulis paling banyak 3 [tiga) kali.

Sanksl administratif berupa penghentian sementara
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha wvang tidak
mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

Sanksl  administratif  berupa — pengenaan — denda
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
dikenakan kepada Pelaku Usaha vang tidak mematuhi
penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (4;.

{6) Sanksi . . .
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Sanksi administratif berupa pencabutan PB sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf d dikenakan kepada Pelaku
Usaha yang ldak memaluhi pengenaan denda
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat {(3).

Pcngenaan sanksi administratifl sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan
atas hasil Pengawasan.

Pasal 467

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 466 dilaksanakan oleh menteri yang
menyvelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pariwisata, gubernur, bupat/wali  kota, kepala
Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan
KPBPE sesual dengan kewenangan masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenal tala cara pengensan
sanksi administratif, meckanisme, jangka waktu, upaya
administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam
peraturan  mentenn  yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan i bidang pariwisata.

Paragraf 13

Sektor Keagamaan

Pasal 468

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemmulkan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB
pada sektor keagamaan, dikenai sanksi administratif berupa:

ol.

=

TS o T o

teguran tertulis;

denda administratif;

penghentian sementara kegiatan;
paksaan pemerintah;
pembekuan PB; dan/atau

pencabutan PB.

Pasal . ..
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Pasal 464

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana
dgimaksud dalam Pasal 468 huruf a, dikenakan kepada
penyvelenggara i1badah haji khusus vang melakukan
tindakan scbagai berilaut:

a. tidak memfasilitazsi pengurusan dokumen perjalanan
ibadah haji khusus;

b. tidak membernkan bimiingan dan pembinaan ibadah
haji khusus;

c. tidak memberikan pelayanan kesehatan, transportasi,
akomodasi, konsumsi, dan pelindungan sesuai dengan
perjanjian tertulis;

d. tidak memberangkatkan PENANZSUNE jawalb
penyelenggara ibadah haji khusus, petugas keschatan,
dan pembimbing ibadah haji khusus sesuai dengan
ketentuan pelayanan haji khusus;

e. tidak memfasilitasi pemindahan calon jemaah haji
khusus kepada penyelenggara ibadah haji khusus lain
atas permohonan jemash;

f. tidak melaporkan jumlab jemaah haji khusus yang
akan dibadalhajikan sebelum pelaksanaan wukuf
kepada petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi;

g. tidak melaporkan keberangkatan warga ncgara
Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji
mujamalah;

h. tidak melakukan pembaharuan perubahan pemegang
saham, komisaris, direksi, alamat perubahan
penvelenggara ibadah haj khusus, dan pembukaan
kantor cabang pada Sistem O88; dan/fatan

i. tidak melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan
ibadah  haji khusus kepada menteri vang
menvelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agams.,

Sanksi administratif berupa denda  administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf b,
dikcnakan kepada penvelenggara ibadah haji khusus yang
melakukan tindakan sebagai berikut:

a. melakukan . ..
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a. melakukan pelanggaran kedua kali atas sanksi
teguran tertulis;

b. gagal memberangkatkan jemaah haji khusus;

c. tidak menyediakan layvanan akomodasi, transportasi,
dan konsumsi kepada jemaah haji khusus; dan/atau

d. gagal memulangkan jemaah haji khusus.

Sanksi adminsiraul berupa penghentian  sementara
kegiatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf ¢
dikenakan kepada penyelenggara ibadah haji khusus yang
melakukan tindakan sebagai berikut:

a. gagal memberangkatkan jemaah haji khusus melewati
bhatas waktu 1x24 {satu kali dua puluh empat) jam;

b. tidak menyediakan layanan akomodasi, transportasi,
dan konsumsi kepada jemaah haji khusus melewati
batas waktu 1x24 (satu kal dua puluh empat) jam;
dan/atau

o

gagal memulangkan jemaah haji khusus melewati
batas walktu 1x24 (salu kali dua puluh empat) jam.

Sanksi  adminisiratif  berupa paksaan  pemerintah
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf d
dikenakan kepada penyelenggara ibadah haji khusus vang
melakukan tindakan sebagai berikut:

a. gagal memberangkatkan jemaah haji khusus;

b. tidak menyediakan layanan akomodasi, transportasi,
dan konsumsi kepada jemaah haji khusus; dan/atau

c. gagal memulangkan jemaah haji khusus.

Sanksi adrmnistratif berupa pembekuan PB sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 468 huruf ¢ dikenakan kepada

penyelenggara ibadah haji khusus wyang melakukan

lindakan sebagal berikut:

a. melakukan pengulangan ketiga kali atas sanksi
teguran teriulis;

b. melakukan pengulangan kedua kali atas sanksi denda
administratif;

c. tidak memberangkatkan, melayvani, dan memulangkan
jemaah haji khusus scsuai dengan perjanjian;

d. gagal . ..
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d. gagal memberangkatkan jemaah haji khusus melewati
batas waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam;

e. tidak mampu menyediakan akomodasi, transportasi,
dan konsumsi kepada jemaah haji khusus melewati
batas waktu 1x24 (satu kal dua puluh empat) jam;

{. gpagal memulangkan jemaah haji khusus melewati
batas walktu 3x24 (tiga kah dua puluh empatl) jam;
danfatau

g. gagal memberangkatlkan dan memulangkan jemaah
haj visa mujamalah.

Sanksi administratif berupa pencabutan PB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 468 huruf { dikenakan kepada
penyelenggara ibadah haji khusus yang melakukan
tindakan sebagai berikut:

a. melakukan pengulangan keempal kali atas sanksi
teguran tertulis;

b. melakukan pengulangan ketiga kali atas sanksi denda
administratif;

. melakukan pengulangan kedua kali atas sanksi
pembekuan PB; dan/alau

d. jika penvelenggara ibadah haji khusus melakukan
pengulangan pclanggaran berupa gagal
memberangkatkan, menelantarkan, dan  gagal
memulangkan jemaah haji khusus.

Pasal 470

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 468 huruf a dikenakan kepada

penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang melakukan

tindakan sebagail berikul:

a. tidak menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang
pembimbing ibadah seliap 45 (empat puluh lima) crang
jcmaah umrah;

b. tidak memberikan pelayvanan dokumen perjalanan,
akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada
jemaah sesual dengan  perjanjan  tertulis  vang
disepakall anlara penyelenggara perjalanan ibadah
umrah dan jemaah umrah;

c. tidak . ..
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¢. lUdak menvampaikan rencana perjalanan umrah
kecpada mentern yang menvelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama sccara tertulis sebelum
keberangkatan;

d. udak melapor kepada perwakilan Republik Indonesia
di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada
saat akan kembali ke Indonesia;

c. tidak membual laporan kepada menterl vyang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agama paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah tiba
kembali di tanah air;

f. tidak mengikuti standar pelayanan minimal dan harga
referensi;

tidal mengilkuti prinsip syariat;

72

h. tidak melaporkan pembukaan rekening pecnampungan
bagi dana jemaah uniuk kegiatan umrah;

i, tidak melaporkan jemaah umrah vang telah
menyetorkan  bilayva penvelenggaraan  perjalanan
ibadah umrah ke rckening penampungan bilaya
penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah pada bank
penerima setoran;

j. Udak melaporkan jemaah umrah vyang tclah

didaftarkan asuransi;

k. tidak melaporkan pakel di bawah harga referensi;
dan/atau

I, tidak melakukan pembaharuan perubahan pemegang
saham, komisaris, direksi, alamat perubahan
penyvelenppara perjalanan ibadah umrah, dan
pembukaan kantor cabang pada Sistemn O88.

Sanksi  administratif berupa denda administratif
schagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf b
dikenakan kepada penyelenggara perjalanan ibadah
umrah yang melakukan tindakan schagai berikut:

a. melakukan pengulangan pelanggaran kedua kali atas
sanksi teguran tertulis;

b. tidak memiliki perjanyian kerja sama dengan lasilitas
pelayanan kesehatan di Arab Saudi;

c. tidak memberangkatkan jemaah umrah vang terdaflar
pada tahun hijriah berjalan;

d. meminjamkan . ..
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d. meminjamkan legalitas PB kepada bire perjalanan
vang tidak memiliki PB sebagai penyelenggara
peralanan ibadah umrah;

€. gagal memberangkatkan jemaah umrah;

tidak menyediakan layanan akemoecdasi, transportasi,
dan kensumsi kepada jemaah umrah; dan/atau

g. gagal memulangkan jemaah umrah.

Sanksi admimistratif berupa penghentian semenlara
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf ¢
dikenakan kepada penyelenggara perjalanan ibadah
umrah vang melakukan tindakan sebagal berikut:

4. gagal memberangkatkan jemaah umrah melewati
batas wakwu 1x24 (satu kali dua puluh empat] jam;

b. tidak menyediakan layanan akomodasi, transpertasi,
dan konsumsi kepada jemaah umrah melewat: batas
waktu 1x24 [satu kali dua puluh empat) jam; dan/atau

c. gagal memulangkan jemaah umrah melewati batas
waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat)] jam.

Sanksi  administratif berupa paksaan pemerintah
sechagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf d
dilkenakan kepada penyelenggara perjalanan ibadah
umrah yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. gagal memberangkatkan jemaah umrah;

b. tidak menyediakan layanan akomodasi, transportasi,
dan konsumsi kepada jemaah umrah; dan/atau

¢. gagal memulangkan jemaah umrah.

Sanksi administratif berupa pembekuan PB sebagaimana
dimaksud dalarmn Pasal 468 huruf e dikenakan kepada
penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang melakukan
tindakan sebagal benikut:

a. melakukan pengulangan pelanggaran ketiga kali atas
sanksi teguran tertulis;

b, melakukan pengulangan pelanggaran kedua kall atas
sanksi denda administratif;

lidak memberangkatkan dan memulangkan jemaah
umrah sesuai dengan masa berlaku visa umrabh di Arab
Saudi;

i

d. tidak . . .
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d. tidak membuka rckening penampungan  vang
digunakan untuk menampung dana jemaah umrah
untuk kegiatan umrah;

e. gagal memberangkatkan dan memulangkan jemaah
scsuai perjanjian tertulis;

f. gagal memberangkatkan jemaah melewati batas walktu
3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam;

g. tidak mampu menyediakan akomodasi, transportasi,
dan konsumsi kepada jemaah umrah melewati batas
waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan/atau

h. gagal memulangkan jemaah umrah melewati batas
waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Sanksi  administratif pencabutan PB  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 468 huruf { dikenakan kepada
penyelengeara perjalanan ibadah umrah yang melakukan
tindakan sebagail berikul:

a. melakukan pengulangan pelanggaran keempat kali
atas sanksi teguran terluhs;

b. melakukan pengulangan pelanggaran ketiga kali atas
sanksi denda admiristratif;

c. mclakukan penguiangan pelanggaran kedua kali atas
sanksi pcmbekuan PB; dan/atau

d. melalkukan pengulangan pelanggaran berupa gagal
memberangkatkar, menelantarkan, dan  gagal
memulangkan jemaah umrah.

Pasal 471

Pengensan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 469 dan Pasal 470 diberikan oleh menteri
vang menyclenggarakan urusan pemerinlahan di bidang
agama berdasarkan Lketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketenluan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya
administratif, besaran denda, dan pejabat vang berwenang
diatur dalam peraturan menteri yang menyvelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama.

Paragraf . ..
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Paragraf 14

Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Pasal 472

Bctiap Peclaku Usaha vang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB
pada subsektor pos, dikenail sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. pengenaan denda administratif;

c. penghentian sementara kegiatan usaha;
d. pengenaan daya paksa poalisional;

e. pencabutan lavanan; dan/atau

[. pencabutan PB.

Pasal 473

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
diternukan ketidaksesualan atau pelanggaran terhadap PB
dan/atau PB UMKU pada subseklor telekomunikasi, dikenai
sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b, pengenaan denda admimistratif;

¢. penghenlian sementara kegiatan usaha;
d. pemutusan akses;

e. pencabutan penctapan pcnomoran;

f. pengenaan daya paksa polisional;

g. pencabutan layanan; dan/atau

h. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

Pasal . ..
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Pasal 474

Setiap  lembaga  penyiaran  atau  penyelenggara
mulipleksing penyiaran  vang  berdasarkan  hasil
Pengawasan ditemukan ketidaksesualan atau pelanggaran
terhadap PB pada subsektor penyvelenggaraan penylarari,
dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. pecngenaan denda administratif;

c. penghentian sementara kegiatan usaha;
d. pengenaan daya paksa polisional;

e. pencabutan layanan; dan/atau

f. pencabutan PB.

Setiap lembaga penyiaran yang berdasarkan hasil
Pengawasan diternukan ketidaksesnaian atau pelanggaran
terhadap PB yang terkait dengan isi siaran, dikenai sanksi
administratif oleh Komisi Penyiaran Indonesia berupa:

a. teguran tertulis;
b. pengenaan denda administratif;

¢. penghentian scmentara mata acara yang bermasalah
sctelah melalui tahap tertentu;

d. pembatasan durasi dan waktu siaran; dan/atau
e, pembekuan kepgiatan siaran untuk waktu tertentu.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
avat (2), lembaga penviaran yvang melakukan pelanggaran
alas PB vang lerkait dengan pelanggaran isi siaran dikenai
sanksi administratif berupa pencabutan PB oleh menteri
yvang menyclenggarakan uriusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informasi berdasarkan rekemendasi
Komisi Penyiaran Indonesia sctelah adanya putusan
pengadilan vang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan PB
scbhagaimana dimaksud pada ayat (3] dilakukan setelah
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayal {2) lidak dipatuhi oleh lembaga penyiaran.

Pasal . ..
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Pasal 475

Pengenaan sanks) adminmsiratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 472, Pasal 473, dan Pasal 474 ayat (1] dan avat (3}

dilakukan sccara tidak bertahap atau sccara bertahap.

(1)

(2)

(L)

(2}

(1}

(2}

Pasal 476

Pengenaan sanksi administratif secara tidak bertahap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475 dilakukan
apabila pelanggaran tersebut membahayakan keamanan
negara dan/atau berpotensi merugikan negara.

Pengenaan sanksi administratif sccara tidak bertahap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan
PB dan/atau PB UMKLU.

Pasal 477

Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 472 hurul a, Pasal 473 huruf a, dan Pasal 474 ayat
(1) huruf a dan ayat (2) huruf a terdiri dari teguran tertulis
pertama sampai dengan teguran tertulis ketiga.

Jangka waktu antar tcguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} paling singkat 7 [tujuh) Han dan
paling lama 30 fliga  puiuh) Hari  dengan
mempertimbangkan upava Pelaku Usaha untuk
memenuhi PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 478

Pengenaan denda admuinisiratil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 472 huruf b, Pasal 473 huruf b, dan Pasal 474
ayal (1) hurul b dan ayat (2) huruf b dilakukan
berdasarkan tingkat kecsalahan yang ditemukan pada
Pengawasan.

Besaran denda administratif dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan <1 thidang
penerimasn negara bukan pajak.

Pasal . ..
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Pasal 479

Penghentian sementara kegiatan usaha  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 472 huruf ¢, Pasal 473 huruf c, dan
Pasal 474 ayat {1} hurufl ¢ dikenakan selama jangka waktu
paling lama 1 [satu) tahun.

Pasal 480

Pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 472 huruf d, Pasal 473 huruf{, dan Pasal 474 ayal
{1} huruf d dapat diberikan dalam bentuk:

a. meminta identitas pelaku pelanggaran dan
mendokumentasikan dalam bentuk digital;

b. memasuki dan memeriksa lokasi kegialan usaha;

c. meminta keterangan Pelaku Usaha yang melakukan
pelanggaran;

d. memanggil Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran;
dan/atan

e. penyegclan sementara alat dan/atau perangkat penunjang
vang digunakan untuk kegiatan usaha.

Pasal 481

Pencabutan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472
huruf {, Pasal 473 huruf h, dan Pasal 474 ayat {1) huruf f
diberikan sebagai tabap paling akhir dalam tahapan pengenaan
sanksi administratif.

Pasal 452

{1} Ddireksi, pengurus, perorangan, dan/ataun badan hukum
Peluku Usaha dapat ditetapkan dalam daftar hitam dalam
hal Pelala Usaha dikenal sanksi administratif berupa
pencabutan layanan dan/atau pencabutan PB.

(2) Pihak yang ditetapkan dalam daftar hitam sebagaimana
dimaksud pada ayat {1}, dilarang terlibat dalam kegiatan
Usaha vang bersangkutan.

(3) Pihak . . .
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Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dapat
dikeluarkan dari daftar hitam setelah:

a. 2 [dua) tahun sejak langgal ditetapkan dalam daftar
hitam; dan/fatau

b. kewajiban yang menjadi piutang negara dipenuhi.

Pasal 483

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 sampai dengan
Pasal 481 dan ketentuan lebih lanjut mengenal daftar
hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 diatur
dalam peraturan menteri vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 ayat (2]
ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Pasal 484

Pemegang hak labuh satelit yang menyampaikan data
vang tidak benar dan/atau dokumen vang tidak wvalid
dalam pemenuhan PB UMKU persyaratan hak labuh
satelit dikenai sanksi administratif berupa pencabutan
hak labuh satelit vang diikull dengan pencabutan izin
stasiun radio.

Selain sanksi administrallf sebagaimana dimaksud pada
avatl (1), pemegang hak labuh satelit vang menvampaikan
data vang tidak benar dan/atau dokumen yang tdak valid
dapat dikenai sanksi pidana sesual dengan ketcntuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 485

Hak labuh satelit dapat dicabut dalam hal:

.

satclit asing vang digunakan dinyatakan tidak dapat
beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
oleh menieri vang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang komunikasi dan informasi;

b. tidak . . .
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tidak memiliki izin stasiun radio dalam jangka waktu paling
singkat 1 (satu) lahun dalam periode masa berlaku hak
labuh satelit; dan/atan

dalam hal terdapat kepenlingan pertahanan dan/atau
keamanan negara, keselamatan dan penanggulangan
keadaan marabahaya {safety and distress), pencarian dan
pertolongan (search and rescue/SAR), kesejahteraan
masyarakat, dan/atau kepentingan umum.

Pasal 486

Setiap Pelaku Usaha vang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan menggunakan spektrum frekuensi radio tanpa
Izin pita frekuensi radio, Izin stasiun radie, dan/atau
persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di dang komunikasi dan informasi,
dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;
b. denda adminisiratif;, dan
¢. pengenaan daya paksa polisional.

Sanksl administratif pengenaan dava paksa polisional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diberikan
dalam bentuk:

a. penghentian  operasional pemancaran  spektrum
frekuensi radio; dan/atau

b. penyegelan alat telckomunikasi dan/atau perangkat
telekormunikas: yang digunakan untuk pemancaran
spektrum frekuensi radio.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai secara kumulatif.

Selain sanksi administralil sebagaimana dimaksud pada
avat (1), pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi
radio tanpa Izin pita frekuensi radio, [zin stasiun radio,
dan/atau persetujuan dari mcnteri yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di  bidang
komunikasi dan informasi dapat dikenal sanksi pidana
seslal  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

Pasal . ..
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Pasal 487
Setiap pemegang lzin  pita  frekuensi radio yang
berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan

ketidakscsualan atau pelanggaran terhadap kewajiban
yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi, dikenai
sanksi administratif berupa:

a. tegpuran lertulis;
b, denda admimistratif; dan/atau

c. diumumkan melalui media cetak dan/atau media
elektronik.

Sanlksl administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan untuk pelanggaran atas kewajiban yang
dipersyaratkan dalam dokumen seleksi, kecuali untuk
kewajiban wyang telah diatur jenis sanksi administratif
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanks] admimistratif berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul a dikenal sebanvak 3 (tiga)
kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) Hari.

Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3], pemegang
Izin pita frekuensi radio belum memenuhi kewajikan yang
dipersyaratkan dalam dokumen seleksi, dikenal sanksi
denda administratif.

Dalam hal sctelah 30 (tiga puluhj hari kalender, pemegang
Izin pita frekuensi radic yang dikenal sanksi denda
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum
memenuhl  kewajtban vang dipersyaratkan dalam
dokumen seleksi dan/alau belum memenuhi kewajiban
pembayaran denda administratif, dikenai sanksi
administratif berupa diumumkan melalui:

a. media cetak; dan/atau

L. media elektronik.

Pasal 488

Setiap pemegang lzin pita frekuensi radio, wyang
berdasarkan hasll Pengawasan ditemukan tidak
menvampaikan laporan pengounaan pita frekuensi radio
sccara berkala, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian . . .
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b. penghentian layanan perizinan pernggunaan spektrum
frekuensi radio; dan/atan

c. diumumkan melalui media cetak dan/fatau media
elektronik.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) buruf a dikenat sebanyak 3 (tiga)
kali dengan tenggang waktu 14 [empat belas) Hari.

Dalam hal sampai dengan batas waktu leguran tertulis
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang
Izin pita frekuensi radio belum menyampaikan laporan
penggunaan pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud
pada avat (1), dikenai sanksi administratif berupa:

4. penghentian layanan perizinan penggunaan spekiram
[rekuens: radio; dan

b, diumumkan melalui media cetak dan/atau media
clektronik,

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dicabut dalam hal pemegang Izin pila frekuensi radio telah
menyvampaikan laporan penggunaan pita frekuensi radio.

Pasal 489

Setiap pemegang lzin  pita  frekuensi radio  yang
berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan tidak melunasi
biaya hak penggunaan spekirum frekuensi radio untuk
Izin pita frekuensi radio sampal dengan tanggal jatuh
tempo, dilkenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif keterlambatan pembavaran PNBP
yang terutang;

c. penghentian layanan perizinan penggunaan spektrum
frekuensi radio;

d. penghentian sementara opcrasional penggunaan pita
[rekuensi radio; dan/atau

¢. pencabutan izin pita frekuensi radia.

sSanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga)
kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) Hari.

{3) Sanksi . . .
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Sanksi  administratif hberupa denda administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangarn.

Sanksi administratif berupa penghentian layanan
perizinan  penggunaan  spekt{rum  frekuensi  radio
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dikenakan
bersamaan dengan teguran tertulis pertama.

Dalam hal sampai dengan batas waktu tcguran tertulis
kedua, pemegang lzin pita frekuensi radio belum melunasi
biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk
lzin pita frekuensi radio dan/atau denda administratif,
dikenai sanksi administratif berupa penghentian
sementara operasional penggunaan pita frekuensi radio
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d vang
pengenaannya bersamaan dengan teguran tertulis ketiga.

Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis
ketiga, pemegang Izin pita frekuensi radio belum mechunasi
biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk
Izin pita frekuensi radio dan/atau denda administratif,
dikenai sanksi administratif berupa pencabutan lzin pita
frekuensi radic sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e,

Pasal 490

Setlap pemegang Izin pita frekuensi radic vang
berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan menggunakan
pita frekuensi radic yang tidak sesuai dengan
peruntukannya, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;
h. denda administratif; dan

c. penghentian sementara operasional stasiun radio vang
tidak sesuai dengan peruntukan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenakan secara kumulatif,

Sanksi  administratif berupa penghentian sementara
opcrasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ dapat dicabut jika pemegang lzin pita
frekuensi radio telah menyesualkan penggunaan pita
frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya.

Pasal . ..
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Pasal 491

Setlap  pemegang  Izin  pita  frekuensi radio  yang
berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan menimbulkan
gangguan yang merugikan {harmful interference) dalam
penggunaan pita frekuensi radio, dikenai sanksi
admimisiratf berupa:

4. leguran tertulis, dan

b. penghentian sementara operasional stasiun radio yang
mecnimbulkan gangguan yang merugikan [(harmfil
interference).

Sanksi adminisiratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan secara kumulatif.

Sanksi adminisiralll berupa penghentian sementara
operasional stasiun radio schagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf & dapat dicabut jika pemegang lzin pita
frekuensi radio dalam pengguinaan pita frekuensi radionya
tidak lagi menimbulkan gangguan yang merugikan
{harmful interference).

Dalam hal penggunaan pita frekuensi radio yang
menimbulkan gangpuan vang merugikan [harmfid
interference) berpotensi menimbulkan bahayva ‘bagi
keamanan negara dan/atau keselamatan jiwa manusia,
selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
avat (1), dapat dikenai sanksi pidana sesual dengan
ketentuan peraluran perundang-undangan.

Pasal 492

Setlap pemegang Izin pita frekuensi radic  yang
berdasarkan hasil Penpawasan ditemukan melakukan
kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radic tanpa
persetujuan dar menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi,
dikenai sanksi adrministratif berupa:

a. teguran lertulis;
1. dendsa administratif;

¢. penghentian kerja s=sama penggunaan spektrum
frelzuens: radio; dan/atau

d. pencabutan Tzin pita {rekuensi radio.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, dan huraf ¢ dikenakan secara kumulatif,

(3] Dalam . . .
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Dalam hal setelah 30 {liga puluh) hari kalender pemegang
lzin pita frekuensi radio yang dikenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan
huruf ¢ belum mengajukan permohonan persetujuan
kepada menteri wvang menyelenggarakan urusan
pemcerintahan  di bidang komunikasi dan informasi,
melunast denda administratif, dan/atau menghentikan
kena sama penggunaan spektrum [rekuensi radio, dikena
sanksi administratif berupa pencabutan izin pita frelfuensi
radio scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 493

Setiap  pemegang Izin  pita  frekuensi radio yang
berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan melakukan
pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio
tanpa persetujuan dari menteri yang menyelengegarakan
urusan pemerintabhan  di dang  komurnikasl  dan
informasti, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis,
b. denda adminmistratif;

¢. penghentian layanan perizinan penggunaan spektrum
frekuensi radio;

d. penghentian sementara operasional penggunaan pita
frelovensi radic; dan/atau

e. pencabutan [zin pita {rekuens: radio.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf & sampal dengan hurul d dikenakan secara
kumulatif.

Dalamn hal setelah 30 {tiga puluh) hari kalender pemegang
Izin pita frekuensi radio vang dikenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a sampa
dengan huruf d  belum mengajukan permohonan
persetiyjuan kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di  bidang komunikas: dan
informasi, melunasi denda administratif, dan/atan
menghentikan sementara operasional penggunaan pita
frekuensi radio, dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan Izin pita frekuens: radie sebagaimana
cdimaksud pada ayat {1) hurufe.

Pasal . ..
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Pasal 494

Sctiap pemegang Izin stasiun radio yang berdasarkan hasil
Pengawasan ditcmukan menvampaikan data yang tidak
benar dan/atau dokumen vang tidak valid dalam
pemenuhan persyaratan lzin stasiun radio, dikenai sanksi
administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian layanan perizinan penggunaan spektrum
frekuensi radio:

c. penghentian semcntara operasional pemancaran
spektrum frekuensi radio; dan/atan

d. pencabulan izin stasiun radio.

Sanksi adminisiratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul a dan huruf b dikenakan secara kumulatif.

Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemegang
Izin stasiun radio tidak memberikan buktl mengenai
kebenaran data dan/fatau validitas dokumen, dikenai
sanksi adminisiratil berupa penghentian sementara
operasional  pemancaran  spektrum  frekuensi  radio
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ selama 1
(satu) bulan.

Dalam hal sampai dengan batas waktu 1 (satu) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3], pemegang lzin
stasiun radic tidak memberikan buktl mengenai
kebenaran dala dan/atau validitas dokumen, dikenai
sanksi administratif berupa pencabutan Izin stasiun radio
schagaimana dimaksud pada avat (1) huruf d.

Selain sanksi administrali{ sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pemegang Izin stasiun radio yvang menyampaikan
data yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak valid
dapat dikena sanksi pidana sesuai dengan kelentuan
peraturan pcerundang-undangan.

Pasal 4G5

Sctiap pemegang 1zin stasiun radio yang berdasarkan hasil
Pengawasan ditemukan tidak melunasi biaya hak
penggunaan spektrum frekucnsi radic untuk izin stasiun
radio sampai dengan tanggal jatuh tempo, dikenai sanksi
administratif berupa:

a. tcguran . . .
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a. teguran tertulis;

b. denda administratif keterlambatan pembayaran PNBP
yang terulang,

c. pengheniian layanan perizinan penggunaan spektrum
frekucnsi radio:

d. penghentian semenlara operasional stasiun radio;
dan/atau

e. pencabutan lzin stasiun radio.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sebanyak 3
(tiga} kali dengan tenggang waktu 14 {empat belas) Hari.

Sanksi administratif berupa denda administratif
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan
sesial dengan  ketentuan  peraluran  perundang-
undangan.

Sanksi  administratif berupa  penghentian  layvanan
perizinan  penggunaan  spektrum  frckuensi  radio
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dikenakan
bersamaan dengan teguran tertulis kesatu.

Dalam hal sampai dengan batas waktu ileguran lertulis
kedua pemegang lzin stasiun radio belum melunasi biaya
hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk Izin
stasiun radio dan/atau denda admimistratif, dikenai
sanksi administratif berupa penghentian sementara
operasicnal stasiun radio sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d yang pengenaannya bersamaan dengan
teguran tertulis ketiga.

Calam hal sampai dengan batas waktu teguran lertulis
ketiga pemegang Izin stasiun radio belum melunasi biayva
hak penggunaan spektrum ifrekuensi radio untuk Izin
stasiun radio dan/atau denda administratif, dikenai
sanlksi administratif berupa pencabutan [zin stasiun radio
schagaimana dimaksud pada avat {1) huruf e,

Pasal 496

Sctiap pemegang Izin stasiun radio untuk dinas radio
komunikasi tertentu yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan tidak menggunakan sinyal identifikasi atau
idleniitas stasiun radio pada setlap pemancaran spektrum
frekuens: racdio, dikena sanksi administratif berupa:

a. leguran tertulis;

b. penghentian . . .
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b. penghentian sementara operasicnal stasiun radio;
dan/atan

c. pencabutan Izin stasiun radio.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sebanyak 3
{tiga] kali dengan tenggang waktu 14 [empat belas) hari
kalender,

Jika dalam waktu 14 {empat belas] har kalender setelah
teguran tertulis diberikan; pemegang izin stasiun radio
telap lidak menggunakan sinval identifikasi atau 1dentitas
stasiun radio pada setiap pemancaran spektrum frekuensi
radio, dikenai sanksi administratif berupa penghentian
sementara operasional stasiun radic sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul b selama 30 (tiga puluh) hari
kalender.

Jika dalam waktu setelah penghentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir; pemegang
Izin stasiun radic letap tidak menggunakan sinyal
identifikasi atau identitas stasiun radio pada sctiap
pemancaran spektrum frekuensi radio, dikenai sanksi
adminisiraul berupa pencabutan [zin stasiun radio.

Pasal 497

Setiap pemegang Izin stasiun radio vang berdasarkan hasil
Pengawasan ditemukan menggunakan frekuensi radio
yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan/atau
mengoeperasikan  stasiun  radio tidak sesual dengan
parameter teknis yang ditetapkan dalam Izin stasiun radio,
dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran terhalis;
b. denda administratif; dan

¢. penghentian sementara operasional stasiun radio yvang
tidak sesuai dengan peruntukan dan/atau tidak
sesual dengan parameter teknis.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan secara kumulatif.

Sanksl adminmistraul berupa penghentian sementara
operasional stasiun radic sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ dapat dicabut jika pemegang Izin stasiun
radio telah menyesuaikan penggunaan frekuensi radio
sesual dengan peruntukannya dan/atlau sesuai parameter
teknisnya.

Pasal . ..
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Pasal 498

Setiap pemegang [zin stasiun radio vang berdasarkan hasil
Pengawasan ditemukan menimbulkan gangguan yang
merugikan (harmfil interference] dalam penggunaan
frekuensi radio, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis; dan

b. penghentian sementara operasional stasiun radio yang
menimbulkan gangguan yang merugikan (harmful
interference).

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan secara kumulatif.

Sanksi administratif berupa penghentian sementara
operasional stasiun radic sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} huruf b dapat dicabut jika pemegang Izin stasiun
radio dalam penggunaan frekuensi radionya tidak lagi
menimbulkan gangguan yang merugikan (harmful
interference).

Dalam hal penggunaan frekuensi radio vang menimbulkan
gangguan vang merugikan (harmful interference),
berpotensi menimbulkan bahaya bagi keamanan negara
dan/atau keselamatan jiwa manusia, selain sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dikenai sanksi pidana scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 499

Setiap  pemegang Izin  stasiun radio angkasa yang
berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan tidak
mendaftarkan stasiun bumi secara berkala setiap tahun,
dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;
L. denda admirustralif;

¢. penghenlian semeniara operasional stasiun bumi yang
tidak rerdaftar; dan/atan

d. pencabutan Izin slasiun radio angkasa.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sebanyal 3
fliga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari
kalender.

(3) Dalam . . .
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Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran kesatu,
pemegang Izin stasiun radio angkasa belum mendaftarkan
stasiun bumi, dikenai sanksi administratif berupa:

a. denda administratif sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf b; dan

b. penghentian sementara operasional stasiun bumi yang
tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ selama 30 (tiga puluh) har kalender.

Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] huruf b, pemegang Izin stasiun
radio angkasa belum mendaftarkan stasiun bumi, dikenai
sanksi administratif berupa pencabutan Izin stasiun radio
angkasa scbagaimana dimaksud pada avat {1) huruf d.

Pasal 300

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemmukan membuat, meralkit, dan/atan memasukkan
alat telckomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi
untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia vang tidak memiliki
sertifikat  alat telekomunikasi dan/atau perangkat
telekomunikasi, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. pengenaan daya paksa polisional berupa penyegelan
alal telekomunikasi dan/atau perangkat
telekomunikasi;

€. pcnarikan  kembali seluruh  alat  telekomunikasi
dan/atau perangkat telckomunikasi vyang telah
diperdagangkan dan/atan digunakan olch
masyarakat; dan/atau

d. denda administratf.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan schanyak
1 (satu) kali.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ dikenakan secara kumulatif
atau alternatif.

{4} Dalam . . .



SK No 279998 B

(4)

(1)

(2)

PRESIDEN
REPLIBLIK INDONESIA

- 279 -

Dalam hal Pelaku Usaha yang dikenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada avat (3] tidak melakukan
penarikan kembali seluruh alat telekomunikasi dan/atau
perangkat tlelekomunikasi vang telah diperdagangkan
dan/atau digunakan oleh masyarakat dalam jangka waktu
vang ditentukan, dikenal sanksi administratif berupa
denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurut 4.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1], Pelaku Usaha vang membuat, merakit, dan/atau
memasukkan alat telckomunikasi dan/alau perangkat
telekomunikasi  untuk  diperdagangkan  dan/alau
digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
vang tidak memiliki sertifikal alat telekomunikasi
dan/alau perangkat telekomunikasi dapat dikenai sanksi
pidana secsuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 501

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan membuat, merakit, dan/fatau memasuklan
alat lelekomunikasi danj/atau perangkat telekomunikasi
untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia vang lidak sesual
dengan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat
telekomunikasi yvang dimiliki, dikenai sanksi administratif
berupa:

a. teguran tertulis;

b, penankan kembali seluruh  alat  telekomunikasi
dan/atau perangkat telekomunikasi vang telah
diperdagangkan dan/atau digunakan cleh
masyvarakat;

c. pencabutan scrtifikat alat telekomunikasi dan/atau
perangkat telekomunikasi;

d. denda administratif; dan/atau

penghentian layanan sertifikat alat telekomunikasi
dan/fatau perangkat telekomunikasi selama 1 (satu]
tahun.

Sanksi administratif berupa leguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 1
{satu) kali.

(3] Banksi. ..
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Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada avat {1)
huruf a, hurut b, dan huruf ¢ diberikan secara kumulatif,

Dalam hal Pelaku Usaha yang dikenai sanksi administratif
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melakukan
penarikan kembali seluruh alat telekomunikasi dan/atau
perangkat telekomunikasi yang telah diperdagangkan
darn/atau digunakan oleh masyarakat dalam jangka waktu
yvang ditentukan, dikenai sanksi administratif berupa
denda administratif dan penghentian layanan sertifikat
alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi
selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) huruf d dan huruf e,

Selain sanksi adminisiratil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pelaku Usaha yang membuat, merakit, dan fatau
memasukkan alat telekemunikasi danfatau perangkat
telekomunikast  untuk  diperdagangkan — dan/atau
digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
vang tidak sesual dengan sertifikat alat telekomunikasi
dan/atau perangkat telekomunikasi vang dimiliki dapat
dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketenluan peraturan
perundang-undangan.

Pasgal 502

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan memperdagangkan dan/atau menggunakan
alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi
yvang tidak memiliki sertifikat alat telckomunikasi
dan/fatau perangkat telekomunikasi dan/atan tidak
memenuhl standar teknis, dikenal sanksi admunistratif
berupa:

a. teguran tertulis;
b. denda administratif;

c. pengenaan daya paksa polisional berupa penyegelan
alat telekemunikasi dan/atau perangkat
telekomunikasi; dan/fatau

d. penarikan kembali seluruh  alat  telekomunikas:
dan/atan peranpgkat telekomunikasi yang telah
diperdagangkan dan/atau digunakan oleh
masyarakat.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis scbagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf a dibenkan sebanyak 1
(satu) kali.

{3) Dalam . . .
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Dalam hal selap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) masih memperdagangkan dan/atau
menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat
telekomunikasi vang tidak memiliki scrtifikat  alat
telekomunikasi  dan/atau  perangkat telekomunikasi
dan/atan tidak memenuhi standar teknis setelah 7 {tuyuh}
hari kalender sejak teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2], dikenai sanksi administratif
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf ¢, dan
huruf d secara kumulatif,

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan
dan/atau menggunakan alat telekomunikasi dan/atau
perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat
alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi
dan/atau lidak memenuhi standar teknis sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) dapat dikenai sanksi pidana
sesual  dengan ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

Pasal 503

Setiap pemegang sertifikat alat telekomunikasi dan/atau
perangkat telekomunikasi  yang  berdasarkan hasil
Pengawasan ditemukan menvampaikan data yang tidak
benar  dan/atau dokumen vyang tidak valid dalam
pemenuhan persyaratan sertifikat alat telekomunikasi
dan/atau perangkat telekomunikasi, dikcnai sanksi
administratf berupa:

a. pencabutan seriifikal alat telekomunikasi dan/atau
perangkat telekomunikasi;

b. penghentian lavanan serllikat alat telekomunikasi
dan/atau pcrangkat telekomunikasi selama 2 (dua)
tahun; dan

¢. penarkan kembali seluruh alat telekomunikasi
dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah
diperdagangkan dan/atau digunakan oleh
masyarakat.

Sanksi administratif scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan secara kumulatif.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pelaku Usaha vang menyampaikan data tidak
benar dan/atau dekumen vang tidak valid dapat dikenai
sanksi pidana sesuai dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal . . .
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Pasal 504

Sctiap Pelaku Usaha yvang berdasarkan hasil Pengawasan tidak
melakukan pembayaran setelah lerbitnya surat pemberitahuan
pembayaran sertifikat alat tclekomunikasi dan/atau perangkat
telekomunikasi sebanyak 2 (dua) kali dalam pericde 1 (satu)
tahun, dikenai sanksi administratf berupa penghentian
layanan sertifikat alat telekomunikasi danj/atau perangkal
telekomunikasi selama 6 {enam) bulan.

Pasal 305

(1} Setiap pemegang sertilikat alat telekomunikasi dan/atau
perangkat tclckomunikasi vyang berdasarkan hasil
Pengawasan  ditemukan tidak melaporkan  bukti
pemasangan label alat  telekomunikasi dan/fatau
perangkat tclckomunikasi sampal dengan batas waktu
vang ditetapkan, dikenai sanksi administratil berupa
peringatan tertulis.

(2] Setiap pemegang sertifikat alat telekormunikasi dan/atau
perangkat telekomunikasi vyang berdasarkan Thasil
Pengawasan ditemukan tidak memasang label pada alat
telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang
diperdagangkan dan/atau dipergunakan, dikenai sanksi
administratif berupa:

a. teguran tertulis; dan/atau

L. penghentian layanan sertifikat alat telckomunikasi
dan/atau perangkat telekomunikasi selama 6 {enam)
bulan.

(3) Sankst administratif berupa leguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 3
{iga) kali dengan tenggang waktu 14 {empat belas) hari
kalender.

(4} Jika dalam waktu 14 {empal belas) han kalender setelah
teguran tertulis ketiga dikenakan, pemegang sertifikat alat
telekornunikasi dan/atau perangkat telckomunikasi tetap
tidak memasang label pada alat telekomunikasi dan/atau
perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan dan/atau
dipergunakan, dikenai sanksi adminstraul berupa
penghentian layanan sertifikat  alat  telekomunikasi
danfatau perangkat telekomunikasi selama 6 ([cnam)
bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf b.

Pasal . ..



SK No 279994 B

(1}

{2]

PRESIDEM
REFPLIBLIK INDONMNESIA,

- 283 -

Pasal 506

setlap pemegang sertifikat alat telekomunikasi danfatan
perangkal telekomunikasi yang berdasarkan hasil
Pengawasan ditemukan tidak mengajukan perubahan
data administrasi sertifikat alat telekomunikasi dan/fatau
perangkat tclckomunikasi sampai dengan batas waktu
vang ditetapkan, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis; dan/atau

b. penghentian layanan sertifikat alat telekomunikasi
dan/atau perangkat telekomunikasi selama 1 ({satu)
tahun.

Sanksi administratil berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga)
kali dengan tenggang waktu 14 ({empat belas] hari
kalender.

Pasal 507

Pelaku Usaha yang sertifikal alat telekomurkasi dan/atau
perangkat telekomunikasinya dicabut, diumumlbian melalui:

4.

media cetak; dan/atau

h. media elektronik.

(1)

(2)

Pasal 508

Dalam kondisi tertentu, alat telckomunikasi, perangkat
telekomunikasi, dan/atau perangkat pendukung lainnya
yang merupakan hasil pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 500, Pasal 501, dan/atau Pasal 502
dapat dilakukan pemusnahan oleh menlert yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang
komunikasi dan informasi.

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
vaitil alat telekomunikasi, perangkal telekormnunikasi,
dan/atau perangkat pendulung lainnya:

a. membahayakan keselamatan jiwa manusia;

b. tidak diketahui kepemilikannya; dan/fatan

¢. telah diserahkan oleh pemilik kepada menteri vang

menyelengearakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informasi untuk dimusnahloan.

(3) Ketentuan . . .
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Ketentuan mengenai tata cara pemusnahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komurnikasi dan informasi.

Pasal 509

Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 472 hurul b, Pasal 473 huruf b, Pasal 474
ayat (1) huruf b dan ayal (2) huruf b, Pasal 486 ayat (1)
huruf b, Pasal 487 ayat (1) huruf b, Pasal 490 avat (1)
huruf b, Pasal 492 ayat (1) huruf b, Pasal 493 ayal (1)
huruf b, Pasal 497 ayat (1) huruf b, Pasal 499 ayat (1)
huruf b, Pasal 500 ayat {1] hurul d, Pasal 501 ayat (1)
huruf d, dan Pasal 502 ayat (1} huruf b dilaksanakan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dihitung berdasarkan satuan poin
pelanggaran dikalikan dengan tarif denda administralif.

Tarif denda administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} sebesar Rpl00.000,00 ({seratus ribu rupiah)
per poin.

Pasal 510

Pengenaan sanksi administratif scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 472, Pasal 473, Pasal 474 ayat (1) huruf b dan
ayat (2} huruf b, Pasal 482 ayat (1), Pasal 484 ayat (1),
Pasal 486 ayat (1), Pasal 487 ayat (1), Pasal 488 ayat (1),
Pasal 489 ayat (1), Pasal 490 ayat (1), Pasal 491 avat (1),
Pasal 492 avat {1}, Pasal 493 ayat (1}, Pasal 494 ayat (1),
Pasal 495 ayat (1), Pasal 496 avat {1], Pasal 497 ayat (1),
Pasal 498 ayat (1), Pasal 499 ayal (1], Pasal 300 ayat (1),
Pasal 501 ayat (1), Pasal 502 ayat (1}, Pasal 303 ayat (1),
Pasal 504, Pasal 505 ayat {1) dan ayat {2}, dan Pasal 506
ayat (1) diberikan oleh mentert vang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi adminisirati, mekanisme, jangka waktu, upaya
administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Paragraf . ..
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Paragraf 15

Bektor Pertahanan dan Keamanan

Pasal 511

Pelaku Usaha pada subsektor industri pertahanan vang

memperoleh:

a. penetapan industri pertahanan;

b. sertifikasi kelaikan fasilitas produksi atau fasilitas
pemeliharaan pertahanan;

¢. lzin produksi alat peralatan pertahanan dan
keamanari;

d. Izin ekspor alal peralalan pertahanan dan keamanan
serta bahan balu bahan peledak dan bahan peledale
aksesoris;

¢. lzin impor alat peralatan pertahanan dan keamanan
gerta bahan baku bahan peledak dan bahan peledak
aksesoris; dan/atau

. penetapan badan usaha di bidang industni bahan
peledalk,

yang tidak memenuhi dan/fatau melanggar PB pada

subseklior  industri  pertahanan  dikenai  sanksi

adrnirustrauf,

Sanks: administratif sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

berupa:

a. peringatan tertulis pertama;

k. peringatan tertulis kedua;

¢. pencabutan penetapan sebagai industri pertahanan;

d. pencabutan sertifikat kelaikan fasilitas produksi atau
fasilitas pemeliharaan pertahanan;

e. pencabutan lzin produksi alat peralatan pertahanan
dan keamanan; dan/atau

f. pencabutan penetapan badan usaha di bidang industri
bahan peledak.

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan

kepada Pelaku Usaha sejak diketahuinya pelanggaran.

Sanksl administratifl berupa peringatan tertulis kedua

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul b dikenakan

kepada Polaku Usaha setelah tenggang walktu 3 (tiga)
bulan sejak peringatan tertulis pertama tidak diindahkan.

(o) Sanks . ..
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Sanksi administratifl pada avat {2) huruf ¢, huruf d,
huruf e, dan huruf f dikenakan kepada Pelaku Usaha
selelah tenggang waktu 3 (tiga] bulan sejak peringatan
tertuhs kedua tidak diindahkan.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada avat (5) dapat
ditindaklanjuti dengan proses hukum perdata dan/atau
hukum pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 512

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pertahanan dapal membenkan sanksi selain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 ayat (2) dengan
memasukkan Pelaku Usaha ke dalam daftar hitam sesuai
dengan ketentuan peraluran perundang-undangan.

Daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan kepada Pelaku Usaha setelah tenggang waktu
3 (tiga] bulan sejak peringatan tertulis kedua tidak
diindahkan.

Pelaku Usaha yang dikcnai daftar hitam sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan berusaha di
bidang industri pertahanan dan badan usaha di bidang
industri bahan peledak sclama 2 {duaj tahun sejak daltar
hitam dikeluarkan.

Pasal 513

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 511 ayat (2) dilaksanakan olch menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertahanan.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinotifikasi melalui laman Sistem OSS.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif diatur dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan di bidang
pertahanan.

Pasal . . .



SK No 279990 B

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

FRESIDEM
REPUALIK INDONESIA

- 287 -

Pasal 514

Badan usaha jasa pengamanan vang tidak melaksanalan
ketentuan PB  subsektor keamanan dikenai sanksi
administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pembekuan PB; dan/atau
c. pencabutan PB.

Sanksi  administratif  berupa  penngatan  tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan
apabila badan usaha jasa pengamanan tidak membuat
laporan setiap semester sclama 2 (dua) kali berturut-turut.

Sanksi administratif berupa pembekuan PB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan apabila badan
usaha jasa pengamanan tidak memperpanjang PB dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnyva masa
berlaku PH.

Sanksi administratif berupa pencabutan PB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dikenakan apabila dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penetapan sanksi
administratif berupa pembekuan PB sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) badan usabha jasa pengamanan
tidak mengajukan perpanjangan PB.

Pasal 515
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 514 ayat (1} diberikan oleh kepala Kepolisian

Negara Rcpublik Indonesia sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengenaan sanksi administratl sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinotifikasi melalui laman Sistemn 0S8,

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif, mekanisme, jangka waktu, upava
adrministratif, dan pejabat vang berwenang diatur dalam
peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragrafl . . .
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Paragraf 16
Sektor Ekonomi Kreatif

Pasal 516

Setiap Pelaltu Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan ketidakscsuaian atau pelanggaran terhadap PB
di seklor ekonomi kreatif, dikenai sanksi administratif
berupa:

A, PeringHtarn;

b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
¢. pengenaan denda administratif; dan/atau
d. pencabutan PB.

Pengenaan sanksi adminisiralif sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dilakukan:

a. secara bertahap; dan
br. secara tidak bertahap.

Sanksl administratif berupa peringatan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf a dikenakan kepada Pelaku
Usaha berupa teguran terlulis paling banyak 3 (tiga) kali.

Banksi adminisiralif berupa penghentian sementara
kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak
mematuhl peringatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3}.

Sanksi  administratif  berupa  pengenaan  denda
administratil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi
penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).

Sanksl administratif berupa pencabutan PB sebagaimana
dimaksud pada aval {1] huruf d dikenakan kepada Pelaku
Usaha vyang tidak membayar denda administratif
sebagaimana dimaksud pada avat (3).

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan
alas hasil Pengawasan.

Pasal . . .
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Pasal 517

Pengenaan sanksl administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 516 ayat (1) diberikan cleh menteri/kepala
badan yvang menyelenggarakan suburusan pemerintahan
ekonomi kreatil dan tugas pemerintahan di bidang
ckonomi kreatif, gubernur, bupati/wali kota, kepala
Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan
KEPEPB sesual dengan kewenangan masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketenluan mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif, mekanisme, Jjangka waktu, upava
administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam
peraluran menten/ kepala badan yang menyelenggarakan
suburusan pemerintahan ekonomi kreatif dan tugas
pemerintahan di bidang ekonomi kreatil.

Paragraf 17

Sektor Informasi Geospasial

Pasal 518

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
diternukan kelidaksesualan atau pelanggaran terhadap PB
pada sektor informasi geospasial, dikenai sanksi adminisiratil

berupa:

a. peringatan;

b. penghentian sementara;

c. pengenaan denda administratif; dan fatau
d. pencabutan PB.

(1)

(2}

Pasal 519

Pengenaan sanksi adminmistratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 518 diberikan oleh kepala badan yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi
geospasial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Ketentuan mengenalr tata cara pengenaan sanksi
administratif, mekanisme, jangka wakiu, upava
administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam
peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Paragraf . . .
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Paragraf 18
Sektor Ketenagakerjaan

Pasal 520

Seliap Pelaku Usaha wvang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan kelidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB
pada sektor kectenagakerjaan, dikenal sanksi administratif
berupa:

a. peringalan tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha;

¢. penghentian sementara kegiatan usaha;
d. pencabuilan PB; dan/atau

c.

pengenaan denda administratif.

Pasal 521

Setiap Pclalu Usaha vang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan kectidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB
UMKU pada sektor ketenagakerjaan, dikenai sanksi
administrarif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau

¢. pencabutan PB UMKLU.

Pasal 522
Pengenaan sanksi administratif PB dan/atan PB UMKU sektor
ketenagakerjaan diberikan oleh menteri yvang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan, menteri/ kepala badan yang

menyelenggarakan suburusan pemerintahan  pelindungan
pekerja migran Indonesia dan tugas pemerintahan di bidang
pelindungan pekerja migran Indonesia, gubernur, bupati/wali
kota, kepala Administrator KEK, dan kepala Badan
Pengusahaan KPBPFB sesuai dengan kewenangan masing-
masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 523

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif
PB dan/atau PB UMKU, mekanisme, jangka waktu, upaya
administratif, dan pejabal yang berwenang diatur dalam:

4. peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan

b. peraturan . ..
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peraturan menteri/kepala badan vang menyelenggarakan
suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran
Indonesia dan tugas pemerintahan di bidang pelindungan
pekerja migran Indonesia,

sesual  dengan kewenangan masing-masing berdasarkan
kelentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

)

{1

(2]

(1)

Paragraf 19
Sektor Perkoperasian

Pasal 524

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB
pada sektor perkoperasian, dikenai sankst administratl
berupa:

peringatan;

penurunan penilaian kesehatan;

penghentian sementara kegiatan usaha;

pengenaan denda administratif, dan/atau

pencabutan PB.

NN ST

Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dapat disertar dengan
ustilan pemberhentian sementara terhadap pengurus
dan/atau pengawas.

Pasal 525

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 324 diberikan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan  di bidang
koperasi, gubernur, bupati/wali kolta sesuail dengan
kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kelenluan mengenal tata cara pengenaan sanksi
administratif PB, mekanisme, jangka waktu, upaya
administratif, dan pejabat vang berwenang diatur dalam
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koperasi.

Paragraf 20
Secktor Penanaman Maodal

Pasal 526

Sctiap Pelaku Usaha sekter penanaman modal yang
melanggar ketenluan PB, dikenai sanksi administratif
berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan . . .
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pembatasan kegiatan usaha;

pembekuan kepatan usaha;

denda administratif;

pengenaan dava paksa polisional; dan/atau
pencabutan PB.

~t a0 g

(2) Pengenaan sanksi administratif berupa pengenaan denda
adrninistratif sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurul
d diberikan oleh  menterifkepala badan vyang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi
pendanaman modal.

{3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan:
a. secara bertahap; dan
b. secara tidak bertahap.

Pasal 527

Pengenaan sanksi administratif sektor Penanaman Modal
diberikan oleh menteri/kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerinlahan di  bidang investasi dan tugas
pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, kepala
Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB
sesual  dengan kewenangan masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pa=al 528

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif,
mekanisme, jangka waktu, upava administratif, dan pejabat
yang berwenang diatur dalam peraturan menteri/ kepala badan
yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
investasl dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi
penanamman modal.

Paragraf 21

BSektor Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Pasal 329

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran atas pemenuhan
FB oleh Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pada
subsekior aktivitas konsultasi dan perancangan internet of
things, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran . . .
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teguran tertulis; dan/atau

pencabutan PB.

Pasal 530

Pelaku Usaha aktivitas konsultasi dan perancangan
internet of things yang tidak melakukan kegiatan
konsultasi, perancangan, dan pembuatan solusi sistem
terintegrasi internet of things sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sclama jangka waktu 3
{riga) tahun berturut-turut, dikenai sanksi administratif
berupa teguran tertulis kesatu.

Pelalau Usaha akuUvitas konsultasi dan perancangan
internet  of things yang tidak melakukan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu
1 (saly} tahun berturut-turut sejak tanggal dikenakannya
teguran lertulis kesatu, dikenal sanksi administratif
berupa teguran tertuiis kedua.

Pelaku Usaha aktivitas konsultasi dan perancangan
intermet of things yang lidak melakukan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka wakiu
1 {satu} lahun berturut-turut sejak tanggal dikenakannya
teguran tertulis kedua, dikenai sanksi administratif
berupa pencabutan PB.

Pasal 531
Setiap  penyelenggara  sertifikasi  elekironik  vyang
berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan
ketidakscsuaian atau pelanggaran terhadap

penyelenggaraan sertifikasi elekironik, dikenai sanksi
administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian sementara;

c. pemutusan akses; dan/alau
d

dikelnarkan dari daftar penvelenggara sertifikasi
elektronik yang mendapat pcengakuan dan mentern
vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang komunikasi dan inflormasi.

Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada
avat {1} huruf b meliputi:

a. pcnghentian . ..
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penghentian sementara penyelenggaraan pendaftaran
pemilik sertifikat elektronik; dan/atau

penghentian sementara kegiatan penyelenggara
sertifikasi elektronik Indonesia.

Penvelenggara sertifikasi  clektronik  dikenai  sanksi
administratif berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui surat peringatan
pertama apabila penvelenggara sertilikasi elektronik
Indonesia tidak memenuhi kewajiban:

d.

o

memperoleh pengakuan dari menteri yang
menyclenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informasi dengan berinduk kepada
penyelengeara sertifikasi elektronik indulk;

berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di
Indoncsia dalam hal menyelenggarakan sertifikasi
elektronik dan  menyediakan layanan  yang
menggunakan sertifikat clektronik di Indonesia;

memeriksa kebenaran identitas  calon  pemilik
dan/atau permilik sertifikat elektronik;

melakukan validas: sertifikat elektronik;

membuat daftar sertifikat elektronik yang aktif dan
yvang dicabut dengan mengelola sistem  verifikasi
sertifikat elektronik pemilik sertifikat elektronik
(vafidation authority);

memperbarul tanda lulus penvelenggara sertifikasi
elektronik yang habis masa berlakunya;

mecngelola dan mengamankan sistem yang menyimpan
identitas pemilik sertifikat elektronik;

memberitahukan pernyataan penyelenggarasn
sertifikasi elektronik [certification practice siatement)
penyelenggaraan  sertifikasi  elektroniknya kepada
pihak lain yang menggunakan jasa penyelenggara
sertifikasi elcktronik Indonesia:
mempublikasikan pernyataan penvelenggaraan
sertilikasi elektronik (certification practice statement)
penyeclenggaraan sertifikasi elekitroniknya di situs
resmi layanannya,
memberitahukan kontrak berlangganan (subscriber
agreement) dan kebijakan privast penyelenggaraan
sertifikasi  elektroniknya kepada calon pemilik
dan/atau pemilik sertilikal elektronik;

k. memberikan . . .
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memberikan edukasi kepada calon pemilik dan/atau
pernilik sertifikat elektronik mengenai penggunaan dan
pengamanan sertifikat elektronik;

menjamin  kerugian akibat kegagalan layanan
penyelenggaraan sertifikasi elektronik, kesengajaan,
dan/atau kelalaian kepada orang, badan usaha, atau
instansi karena kegagalannya dalam mematuhi
kewajiban sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik
sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-
undangan;

. meminta persetujuan menteri vang menyelenggarakan

urusan pemcrintahan di bidang komunikasi dan
informasi dalam hal terjadi perubahan layanan
penyelenggara sertifikasi elektronik yang berbeda
dengan  ketentuan dalam  kebijakan  sertifikat
elektronik (certificate policy) penyelenpggara sertifikasi
elektronik induk Indonesia;

melaksanakan audit terhadap otoritas pendaftarannya
(registration authority);

memelihara dokumen arsip sccara sistematik dan
dapat dipertanggungjawabkan baik dalam bentuk
tertulis (paper-based) dan/atau elektronik {electronic-
hased);

menyampaikan laporan kegiatan penyelenggara
sertifikasi elektronik Indonesia secara berkala paling
sedildt 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berjalan atau
sewakiu-waktu kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informasi;

menerbitkan  sertifikat  elektronik  dalam  hal
permohonan untuk memilki sertifikat elektronik
mementiihi standar verilikasi identitas yang diterbitkan
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi;

mengawasi, mengembangkan, mengimplementasikan,
dan memperbarui dokumentasi terkail
pcnyelenggaraan preservasi tanda tangan elektronik
dan/atau segel elcktronik dalam hal penvelenggara
sertifikasi elektronik menyelenggarakan layanan
preservasl tanda tangan elektronik dan/atau sepel
elekironik;

s. mengembangkan . . .
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s. mengembangkan, mengimplementasikan, mengawasi,
dan memperbarui dokumentasi terkail
penyelengearaan penanda waktu elektronik dalam hal
penvelenggara sertilikasi elektronik menyelenggarakan
penanda waktu elektronik;

t. mengarsipkan informasi sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan dalam hal
penyelengeara sertifikasi elektronik menyelenggarakan
layanan pengiriman elektronik tersertifikasi;

u. menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketcrsediaan
dari log operasional lavanan penginiman elektronik
tercatat, log wverifikasi identitas dari penginnm dan
penerima, dan log  komunikasi dalam  hal
penyelenggara sertifikasi elektronik menyvelenggarakan
lavanan pengiriman elektronik tersertifikasi,

v. mengembangkan, mengimplementasikan, mengawasi,
dan memperbarui dokumentasi terkait
penyelenggaraan pengiriman elektronik tercatat dalam
hal menyelenggarakan layanan pengiriman elektronik
tercatat; dan/atau

w. menyetorkan setiap pendapatan yang diperolehnya
dari biayva layanan penggunaan sertifikat elektronik
yang dihitung dari persentase pendapatan kcpada
ncgara.

Penvelenggara  sertifikasi  elektronik  dikenai  sanksi
administratif berupa tcguran tertulis melalii surat
peringatan kedua dalam hal surat peringatan periama
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi oleh
penyclenggara sertifikasi eleklronik dalam jangka waktu
10 {sepuluh) Hari sejak tanggal surat peringatan pertama
diterima oleh penvelenggara scrtifikasi elektronik tersebut.

Penyelenggara sertifikasi elektronik  dikenai sanksi
admimistratif berupa teguran tertulis melalui  surat
peringatan Kkeliga dalam hal surat peringatan kedua
scbagaimana dimaksud pada ayat {4} tidak dipenuhi cleh
penyelenggara scrtifikast elektronik dalam jangka waktu
10 (sepuluh)} Hari sejak tanggal surat peringatan kedua
diterima oleh penyelenggara sertifikasi elektronik terscbut.

(0] Penyelenggara . . .
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Penyelenggara serlifikasi elektronik dikenai evaluasi
menyeluruh, baik dar sisi Kkelembagaan, manajemen,
maupun operasional dalam hal surat peringatan ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi oleh
penyvelenggara scrtifikasi elektronik dalam jangka waktu
10 {sepuluh] Hari sejak tanggal surat peringatan ketiga
diterima olch penyelenggara sertifikasi elektronik tersebut.

Penyelenggara  seriifikasi  elektronik dikenai sanksi
administratif berupa penghentian sementara
penyelenggaraan pendaftaran pemilik sertilikat elektronik
sebagaimana dimaksud pada avat {2) huruf a apabila
penyelengoara sertifikasi elektronik tidak melakukan
kewajiban:

a. meclakukan pemeriksaan terhadap permohonan
penerbitan sertifikat elektronik;

b. melakukan pemeriksaan ulang dalam hal terdapat
permohonan perpanjangan, pemblokiran, dan/atau
pencabutan sertifikat elektronik cleh pemchon, scrta
permohonan  penerbitan  sertiikal elektromk oleh
pemochon sedangkan pada saat permohonan diajukan
seriifikat elektronik sebelumnya sudah pernah dicabut
atau masa berlakunya sudah berakhir;

c. mcngawasi, mengembangkan, mengimplementasikan,
dan memperbarui dokumentasi lerkait
penyvelenggaraan prescrvasi tanda tangan elektronik
dan/atau segel elektronik jika menyelenggarakan
layanan preservasl tanda tangan elektronik dan/atau
scgel clektronik; dan /atau

d. mengectahui orang perseorangan sebagal penanggung
jawab dari segel clcktronik jika menyelenggarakan
layanan segel elektronik.

Penyelenggara sertifikasi  elektronik  dikenai  sanksi
administratii berupa penghentian sementara kegiatan
penvelenggara  sertifikasi  elektronik  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} huruf b apabila tidak melakukan
kewajiban:

a. dalam menyelenggarakan layanan penanda waktu
elektronik tersertilikasl, penyelenggara sertifikasi
elektronik menggunakan perangkal penanda waktu
yang memenuhi ketentuan:

1. memelihara . . .
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1. memelihara perangkat penanda waktu;

2. melindungi waktu perangkat penanda wakiu dari
scgala ancaman yang menyvebabkan perubahan
waktu; dan

3. mendeteksi jika waktu yang terindikasi pada
perangkat penanda waktu bergeser atau tidak
sinkron lebih dari 1 (satu) detik dengan tanda
waktu nasional.

menghentikan proses pemberian layanan penanda
waktu elektronik tersertifikasi melalui perangkat
penanda waktu, dalam hal waktu vang terindikasi
pada perangkat penanda waktu elektronik bergeser
atan tidak sinkron sebagaimana dimaksud pada
huruf a angka 3;

mengembangkan, mengimplementasikan, mengawasi,
dan memperbarui dokumentasi terkait
penyelenggaraan penanda waktu clektronik;

mengembangkan, mengimplementasikan, mengawasi,
dan memperbarui dokumentasi terkait
penyclenggaraan penanda waktu elektronik dalam hal
penyelengegara  sertifikasi  elektronik  Indonesia
menyelenggarakan layanan penanda waktu elektronik;

dalam  menvelenggarakan layvanan  pengiriman
elektronik tereatat tersertiflikasi mulai dari pengiriman
sampail dengan penerimaan, penyelenggara sertifikasi
elektronik menjamin keterscdiaan, integritas, dan
kerahasiaan dan:

1. informasi elektronik dan/atau dokumen elekironik
yang ditransmisikan;

2. 1dentitas pengirim dan penerima mulal dar
pengiriman sampal dengan penerimaan; dan

3. menjarmn akurasi tanggal dan waktu pengiriman
dan penerimaan informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik mulai dari pengiriman sampai
dengan penerimaan;

dalam  menyelenggarakan layanan  pengiriman
elektronik  tercatat tersertifikasi, penyelenggara
sertifikasi elcktronik mengarsipkan paling sedikit:

1. data identifikasi penginm dan penerima;
2. data . . .
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data autentikasi pengirim dan penerima;
bukti bahwa identitas pengirim telah diverifikasi;

log operasional layanan penginman elektronik
tercatat, log verifikasi identitas darl penginm dan
penenma, dan log komunikasi;

_':Jl

bukti verifikasi identitas pcnerima  sebelum
pengiriman  informasi  elektronik  dan/atau
dokumen elektronik;

6. bukli bahwa informasi elektronik dan/atau
dokumen elektromuk vang dikinmkan tidak
berubah selama proses pengiriman;

7. nilai hash dari informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik yang dikirim; dan

8. token penanda waktu yang terkail dengan tanggal
dan waktu pengiriman, penerimaan, dan
perubahan  informasi  elektronik  dan/atan
dolkumen elektronik;

g. menjamin kerahasiaan, integrilas, dan kelersediaan
dari log operasional layanan pengiriman elektronik
tercatat, log verifikasi identitas dam pengirim dan
penerima, dan log kormunikasi dalam
menyelenggarakan layanan pengiriman elektronik
tercatat tersertifikasi; dan/atau

h. mengembangkan, mengimplementasikan, mengawasi,
dan memperbarul dokumentasi terkait
penyelenggaraan pengiriman elektronik tercatat.

Penvelenggara serlilikasi elektronik dikenai sanksi
administratif berupa pemulusan akses sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ apabila tidak melakukan
kewajiban memperoleh pengakuan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
komunikasi dan informasi dengan berinduk kepada
penvelenggara  sertifikasi  clcktronik  induk  vang
diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerinlahan  di bidang komunikasi dan
informasi.

Penyelenggara sertifikasi elektromik dikenai sanksi
administratif  berupa dikeluarkan dari daftar
penyelenggara  sertifikasi  elektronik  yang  diakui
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:

a. tidak . ..
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a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dan ayat (8) paling lambat 7 {tujuh) Hari;

b. tidak memenuhi kewajiban dalam surat peringatan
ketipa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak
tanggal sural peringatan ketiga diterima;

c. atas permintaan penyelenggara sertifikasi elektronik
sendin; dan/atau

d. adanyva putusan pengadilan terkait pelanggaran
peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh
penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

Pasal 532
Setiap penyelenggara sistem elektronik linglkup privat yang
berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan
ketidaksesuaian alau pelanggaran terhadap

penyelenggaraan sistem clektronik lingkup privat, dikenai
sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;
b. denda administratif;
c. penghentian sementara;

d. pemutusan akses melalui pemblokiran akses (access
blocking); dan/atau

e. dikeluarkan dari daftar.

Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dikenai
sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila:

a. lelah mempunyail tanda daftar tetapi tidak melaporkan
perubahan terhadap informasi pendaftaran;

b. tidak memberikan informasi pendaftaran dengan
benar;

c. tidak melakukan pemutusan akses ftake down)
terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik vyang dilarang sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangarn; dan/atau

d. tidak memberikan akses lerhadap data elektronik dan
sistem elektronik dalam rangka Pengawasan dan
penegakan hulkum.

(3] Penyeclenggara . . .
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Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dikenai
sanksi administratif berupa penghentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ apabila:

a. tidak mengindahkan teguran tertulis yang dikenai
karena alasan sebagmimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dan huruf b; dan/atau

b, tidak memberikan akses terhadap data elektronik dan
sistemn clektronik dalam rangka Pengawasan dan
penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayal
{2] huruf d.

Penvelenggara sistem elcktronik lingkup privat dikenai
sanksl administratif berupa pemutusan akses melalui
pemblokiran  akses {access blockingl sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf d apabila:

a. udak melakukan pendaftaran;

b. tidak memberikan konfirmasi dalam jangka waktu 7
(tyuh} han kalender setelah penghentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) huruf a;
dan/fatay

c. tidak memberikan akses terhadap data elektronik dan
sistem elektronik dalam rangka Pengawasan dan
penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada avat
(2} huruf d.

Penyelenggara sistem clektronik lingkup privat user
generated content dikenai sanksi administratif berupa
denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b apabila lidak melakukan pemutusan akses [take
down) berupa penutupan akun dan/atau penghapusan
konten terhadap informasi clektronik dan/atau dokumen
elektronik yang dilarang.

Menteri yang menyelenggaralcan urusan pemerintahan di
bidang komunikasi dan informasi dapat mengenakan
sanksi administratif berupa pemutusan akses melalu
pemblokiran akses (access blocking) scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dan/atau memerintahkan
infernet service provider untuk melakukan pemutusan
akses terhadap sistem elektronik kepada:

a. penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang
tidak melakukan pemutusan akses [take downj
terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang dilarang; dan

b. penyelenggara . . .
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b. penyelenggara sistem elektronik lingkup pnivat user
generated content yang tidak melakukan pemutusan
akses ftake down] terhadap informasi elektronik
dan/atau dokurnen elektronik yang dilarang dan/atan
tidak membayar denda adminisiraif.

Sanksi admimstratif berupa pemutusan akses melalui
pemblokiran akses (aceess blocking) terhadap sistem
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan
setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh
penyelenggara  sistem  elektronik lingkup privat atau
penyelenggara sistem elektronik lingkup privat user
generated conternt.

Penyelenggara  sistem  elektronik  lingkup  privat
dikeluarkan dari daftar  penyelenggara sistem
elektroniknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e apabila:

a. tidak memberikan konfirmasi dalam jangka waktu 7
{tujuh) hari kalender setelah penghentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayal (3) huruf a;
dan/atau

b. tidak memberikan akses terhadap data elektronik dan
gistemn elektronik dalam rangka Pengawasan dan
penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
{(3) huruf b.

Pasal 533

Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 532 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud
pada ayal (1] dihitung berdasarkan satuan poin
pelanggaran dikalikan dengan 1anf denda administratif.

Tarif denda administratif sebagaimana dimaksud pada
avat (2} sebcsar RplQ0.000,00 (seratus ribu rupiahj
PET POln.

Pasal 534

Setiap Petalln Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran alas pemenuhan
PB oleh Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pada
subsektor aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan
artifisial, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran . . .
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a. teguran tertulis; dan/atau

b. pencabutan PB.

Pasal 535

(1) Pelaku Usaha aklivilas pemrograman berbasis kecerdasan
artifisial yang tidak melakukan kegiatan konsultasi yang
dilanjutkan analisis dan  pemrograman  berbasis
kecerdasan artifisial sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun
berturut-turut, dikenai  sanksi  administratif berupa
teguran tertulis kesatu.

{2} Pelaku Usaha aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan
artifislal yang tidak melakukan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) selama jangka waktu 1 {satu)
tahun berturut-rurut sejak tanggal dikenakannya tegiuran
tertulis  kesatu, dikenai sanksi administratif berupa
teguran tertuhs kedua.

(3) Pclaku Usaha aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan
artifisial vang tidak melakukan Lkegiatan secbagaimana
dimaksud pada avat (1) selama jangka waktu 1 (satu)
tahun berturut-turut s¢jak tanggal dikenakannya teguran
tertulis kedua, dikenai sanksi administratif berupa
pencabulan PB.

Pasal 536

Seliap Pelaku Usaha vang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan ketidaksesualan alau pelanggaran atas pemenuhan
PB oleh Pelaku Usaha yvang melakukan kegiatan usaha pada
subsektor aktivitas pengembangan tcknologi  blockchain,
dikenai sanksi administratif berupa:

4. leguran tertulis; dan/fatau
L. pencabutan PB.

Pasal 537

(1) Pelaku Usaha  aktivitas pengembangan teknologi
blockchain yang tidak melakukan kegiatan pengembangan
teknolegi blockchain sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun
berturut-turut, dikenai sanksi administrauf  berupa
teguran tertulis kesatu.

(2) Pelaku . ..
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Pelaku TUsaha aktivitas pengembangan teknologi
blockchain yvang tidak meclakukan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada avat (1} selama jangka waktu 1 (satu)
tahun berturut-turut sejak tanggal dikenakannya teguran
tertulis kesatu, dikenai sanksi administratil berupa
teguran tertulis kedua.

Pelaku Usaha aktivitas pengembangan teknolog
blockchain yang tidak melakukan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} selama jangka waktu 1 {satu)
tahun berturut-turut sejak tanggal dikenakannya teguran
tertulis kedua, dikenai sanksi administratul berupa
pencabutan PB.

Pasal 538

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
diternukan ketidaksesuaian atan pelanggaran atas pemenuhan
PB ocleh Pelaku Usaha vang melakukan kegiatan usaha pada
subscktor aktivitas peneratan piranti lunak (software}, dikenai
sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis; dan/fatau

b. pencabutan PB.

(1)

(2]

(3}

Pasal 339

Pelaku Usaha yang melakukan aktivitas penerbitan piranti
lunak (sofiware) dengan kriteria UMK-M vang tidak
melakukan kegiatan penerbitan piranti lunak (software}
terkait dengan sektor penyelenggaraan sistem dan
transaksi elektronik khusus gim selama jangka waktu 3
(tiga) tahun berturut-turut, dikenai sanksi administratif
berupa teguran tertulis kesatu.

Pelaku Usaha yvang melakukan aktivitas penerbitan piranti
lunak (software] dengan kriteria UMK-M vang tidak
melakulkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selama jangka waktu 1 (satu} tahun berturut-turul sejak
langeal dikenai teguran tertulis kesatu, dikenai sanksi
administralif berupa teguran tertulis kedua.

Pelaku Usaha yang melakukan aktivitas penerbitan piranti
lunak (softirare] dengan kriterta UMK-M vyang tidak
melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
selama jangka waktu 1 [satu) tahun berturut-turut sejak
tanggal dikenai teguran tertulis kedua, dikenai sanksi
administraiif berupa pencabutan PB.

Pasal . . .
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Pasal 540

{1) Pengenaan sanksi administratif scbhagaimana dimaksud
dalam Pasal 529, 531 ayat (1), Pasal 532 ayat (1), Pasal
534, Pasal 536, dan Pasal 538 diberikan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kemunikasi dan informasi berdasarkan dengan ketentuan
peraluran perundang-undangar.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pengenaan
sanksi administralif, mekanisme, jangka waktu, upaya
administratif, dan pcjabat yang berwenang diatur dalam
perdturan menteri yang menyclenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kemunikasi dan informasi.

Paragraf 22
Sektor Lingkungan Hidup

Pasal 541

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan kctidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB
pada sektor lingkungan hidup, dikenai sanksi administratif
berupa:

a. teguran tertulis;

paksaan pemerintah;
denda adminisirauf]
pembekuan PB; dan/atau
pencabutan PB.

Do oo

Pasal 542

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 541 ¢leh menleri/kepala badan yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan  di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan
tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan
hidup, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administralor
KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai
dengan  kewenangan  masing-masing  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2} Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dapal mendelegasikan
kewenangannya kepada pcjabat vang membidangi
penegakan hukum atau organisasi perangkat daerah vang
membidangi lingkungan hidup.

Pasal . ..
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FPasal 543

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif,
dan pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan
menlen/kepala badan yang menyelenggarakan 1risan
pemerinlahan di  bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan (lugas pemernntahan di bidang
pengendalian lingkungan hidup.

BAB XlI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 544

(1) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi atas pelaksanaan
Peraturan Pemerintah in1  dengan memperhatikan
perkembangan dan peningkatan ckosistem investasi dan
kegiatan usaha dalam rangka percepatan cipta kerja.

(2] Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh menteri vyang menyelenggarakan
sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian
pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 545

Dalam hal peraturan perundang-undangan vang memberikan
piihan tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, dan/atau
adanya slagnasi pemerintahan, menteri/kepala lembaga,
gubcrnur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau
kepala Badan Pengusahaan KPBPB dapat melakukan diskresi
untuk mengatasi persoalan konkret dalam penvelenggaraan
urusan pemerinlahan terkait dengan PBBR.

Pasal 546

Dalam hal subsisiem Pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 188 ayat (3} huruf [ belum tersedia, pelaksanaan
Pengawasan tetap dilaksanakan secsual dengan ketenluan
peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-
MASINE kementerian/lembaga, Pemeriniah Daerah,
Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB.

BAB . ..
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BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 547

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a.

persyaratan dasar, PB, dan/fatau PB UMKU yang dalam
proses permchonan sampal dengan Sistem OS5 yang telah
discsuaikan dengan Peraturan Pemerintah imi beroperasi,
tetap diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penvelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;

kegialan usaha dengan Risiko menengah tinggl yang telah
memperoleh:

1. sertifikat standar namun belum terveriikasi; dan/atau
2. PB UMKU namun belum berlaku efektif,

sampal dengan Sisiem 0SS vang telah discsuaikan dengan
Peraturan Pemerintah ini beroperasi, sertifikat standar
dan/atau PB UMKU tersebut tetap diproses berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penvelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

kegiatan usazha dengan Risiko tinggi yang telah
memperoleh:

1. Izin dalam rangksa percepalan namun belum memenuhi
persyaratan; dan/atau

2. PB UMKU namun belum berlaku efektif,

sampai dengan Sistem 033 vang telah disesuaikan dengan
Peraturan Pemerintah ini beroperasi, tetap diproses
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko:

lembaga pemerintah yang bertanggung jawab melakukan
pembinaan, pengaturan pengembangan, dan pengawasan
perdagangan berjangka tetap melaksanakan tugas terkait
PB terhadap kegiatan asct keuangan digital termasuk aset
kriptc serta derivatif keuangan sampal dengan waktu
beralihnya tugas pengaturan dan perngawasan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
peralihan tugas pengaturan dan  pengawasan aset
kcuangan digital termasuk aset kripto dan derivatif
keuangan.

Pasal . ..
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Pasal 548

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a. Pelaku Usaha vang telah memperoleh hak akses sebelum

berfakunya  Peraturan Pemerintah ini melakukan
pembaruan data hak akses pada Sistem O88; dan

atas pembaruan data hak akses sebagairnana dimaksud
dalam huruf a, Sistem 0885 memberikan notifikasi kepada
Pelaku Usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 549

Pada saal Peraluran Pemerintah 1m mulai berlalou:

a. ketentuan pelaksanaan PBBR yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha vang
persyaratan dasar, PB, dan PB UMK nya telah terbit, telah
terverifikasi, atau telah disetujui dan masih berlaku
sebelum Peraturan Pemeriniah imi berlaku, kecuali
ketentnan  dalam  Peraturan Pemerintah  ini  lebih
menguntungkan bagi Pelaku Usaha;

persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang memiliki
nomenklatur berbeda sebelumn Peraturan Pemerintah ini
berlaku  harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan
nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini;

usaha pariwisata dengan kategori menengah tinggi dan
tinggi yang telah memiliki Sertifikat Standar usaha
parnwisata, sertifikatnya tetap berlaku selama menjalankan
kegiatann usaha sesual dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan, dengan ketentuan harus:

1. mclaksanakan pemutakhiran administrasl Sertifikat
Standar usaha pariwisata melalul lembaga sertifikasi
usaha pariwisala vang menerbitkan sertifikatnya dan
mekanisme  transfer surveilans sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. mengunggah Sertifikat Standar usaha yang berlaku
dalam Sistem OSS.

Pasal . ..
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Pasal 530

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

=

semua ketenluan peraturan perundang-undangan vang
mengatur mengenai persyaratan dasar, PB, dan/atau PB
UMKU dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan  ketentuan dalam  Peraluran
Pemerintah 1ni; dan

Peraiuran Pemerinlah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617}, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 551

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaloa:

a.

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini wajib
ditetapkan paling lama 4 (empat] bulan sejak Peraturan
Pemerintah ini diundangkan;

Sistern 0SS dan Sistermn Indonesia National Single Window
wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah
ini paling lama 4 (empat) bulan sejak Peraturan Pemerintah
ini diundangkan; dan

terhadap pemberian PEr1ZINAan dalam rangka
penvelenggaraan kegialan ekspor, impor, dan pemenuhan
ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan
impor serta neraca komoditas yang belum dapat dilakukan
melalui Sistem Indonesia National Single Window maka
proses pembernian pernzinan  dilakukan melalui sistem
elektronik pada kementerian/lembaga sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 552

Peraturan Pemerintah 1 mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..
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Agar  setiap orang mengetahuinva, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya  dalam  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakartg
pada tanggal 5 Juni 2025

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

tid.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

L UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut Undang-Undang
Cipta Kerja merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengaturan dalam undang-undang
dimaksud melingkupi juga mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha
melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko vang merupakan
metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam
menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas atau frekuensi
Pengawasan. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta
Kerja, Peraturan Pemerintah ini berusaha mengakomaodir beberapa sektor
perizinan berusaha berbasis risiko lainnya, vaitu sektor ekonomi kreatil,
sektor informasi geospasial, scktor ketenagakerjaan, sektor perkoperasian,
sektor penanaman modal, sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi
elektronik, dan sektor lingkungan hidup.

Peraturan Pemerintah ini sebagai pengganti Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko berupaya memberikan kepastian hukum kepada Pelaku
Usaha terutama mengenai proses bisnis dan jaminan kualitas layanan
(service level agreement) dalam pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko. Dleh karena itu, dalam proses penyusunan Peraturan Pemerintah
ini melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti
kementerian/lembaga terkait, Pelaku Usaha, dan masyarakat. Hal ini juga
sebagai upaya menghasilkan peraturan perundang-undangan vyang
dibentuk berdasarkan partisipasi yang bermakna (meaningful participation).

Bentuk perubahan besar yang dilakukan dalam proses bisnis adalah
integrasi sistem yang semuanva menjadi terpusat di Sistem QSS sebagai
antarmuka pengguna (front-end system), sehingga Pelaku Usaha tidak akan
kebingungan lagi untuk mengurus ke sistem yang mana, karena semua
proses yang melibatkan Pelaku Usaha dilakukan melalui Sistern OSS.
Dalam hal ini Sistem OS8 akan meneruskan data kepada sistem yang ada
di kementerian/lembaga, namun hasil akhirnya tetap dikeluarkan di
Sistern 0S8,

Sementara . ..
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Semenlara itu perubahan besar yang dilakukan menyangkut jaminan
kualitas layanan [service level agreement) adalah kepastian hukum terkait
jangka waktu dalam setiap proses Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
lerutama pada Bab Persyaratan Dasar, baik pada KKPR, PL, PBG, dan SLF.
Peraturan Pemerintah ini memberikan jangka waktu yang tepat dan jelas
agar tidak membingungkan dan merugikan Pelaku Usaha. Bahkan di
beberapa ketentuan jaminan kualitas layanan (service level agreement)
diberlakukan pengaturan hktif positif, seperti dalam ketentuan penerbitan
pertimbangan teknis pertanahan.

Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen
Pemerintah Pusat dan Pemecrintah Daerah dalam mengendalikan suatu
kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan
perubahan pela pikir [change management) dan penvesuaian tata kerja
penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (business process re-
engineering) serta memerlukan pengaturan (re-design) proses bisnis
Perizinan Berusaha di dalam Perizinan Berusaha secara elekironik. Melalui
penerapan konscp ini, pelaksanan penerbitan Perizinan Berusaha dapatl
lebih efektif dan sederhana karena lidak seluruh kegiatan usaha wajib
memiliki Izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan
Pengawasan mcnjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi
yang harus dilakukan Pengawasan.

Selanjutnya sebagaimana pengaturan dalam Peraturan Pemcrintah
Nomor S Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko, tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha
ditetapkan menjadi Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan
tinggi. Untuk kegiatan usaha Risiko rendah, Pelaku Usaha hanya
dipersyaratkan memliki NIB. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah
rendah, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan
pemenuhan Sertifikat Standar, Untuk kegiatan usaha Risiko menengah
tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Seriifikat Standar
yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha Risiko tinggi,
Pelaku Usaha dipersyaratkan memilika NIB dan Izin.

Penyelenggaraan PBBR dalam Peraluran Pemerintah ini meliputi:
pengaturan PBBR,;

norma, standar, prosedur, dan kriteria PBBR;

PBBR melalui layanan Sistern OSS;

tata cara Pengawasan PBBE;

evaluasi dan reformasi kebyjakan PBBR,

pendanaan PEBR;

penyelesaian permasalahan dan hambatan PBBR; dan

TR M0 AN TP

sanksi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu diletapkan Peraturan
Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

II. PASAL . . .
5K No 279965 B
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II. PABAL DEMI PASAL

Paszal 1
Culuyp jelas.

Pasal 2
Culaap jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas.

Avat {2)
Cukup jelas.

Avat (3)
Cukup jelas.

Avat (4)
Culaup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “terintegrasi secara elektronik dengan
sistem di kementerian/lembaga” adalah:

1. Setiap permohonan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB
UMKU hanya diajukan cleh Pelaku Usaha melalui Sistem O88
dan kemudian permohonan tersebut dialirkan kepada sistem
elektronik yang dimiliki oleh kementerian/lembaga sesuai
dengan kewenangan masing-masing.

2. Seliap penerbitan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU
harus disampaikan kepada Pelalku Usaha hanya melalui
Sistem OS85 sctelah melalui proses tahapan vernfikas: oleh
kementerian/lembaga sesual dengan kewenangan masing-
masing.

Terintegrasi secara elektronik dimaksud mencakup pula
pemrosesan dan penerbitan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB
UMEKLU yang dilakukan di Sistem G335 cleh kementierian/lembaga,
Pemerintah  Daerah, Adminustrator KEK, dan/atau  Badan
Pengusahaan KPBPB dengan menggunakan hak akses.

Pasal . ..
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Pasal 5

Avat (1)

Cukup jelas.
Ayat {2)

Culaup jelas.
Ayat {3)

Cukup jelas.
Avat {(4)

Yang dimaksud dengan “jangka waktu penerbitan” adalah waktnu
vang dibutuhkan Pemernintah Pusat atau Pemerintah Daerah
untuk menerbitkan PB berdasarkan analisis Risiko, terhitung
sejak dokumen lengkap dan benar.

Ayal (9)

Yang dimaksud dengan “jangka waktu pencrbitan® adalah waktu
vang dibutuhkan Pemenntah Pusat atau Pemerintah Daerah
untuk menerbitkan PB-UMKU dengan mempertimbangkan
tingkat Risiko, terhitung sejak dokumen lengkap dan benar,

Ayat (6)
Cukup jelas.

Aval (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa serta
mekanisme penerbitan yvang menjadi pedoman bag Administrator
KEX dan Badan Pengusahaan KPBPB mcmperhatikan ketentuan

peraluran perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi
khusus dan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Ayat (9}

Cukup jelas.
Avat (10)

Cukup jelas.
Ayat (11)

Cukup jelas.
Avat [12)

Cukup jelas.
Pasal . . .

SK No 279963 B



@

PRESIDEN
REPLIBLIK INDONESIA

-5-

Pasal b
Cukup jelas.

Pasal 7
Culkup jelas.
Pasal 8
Avat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurufc
Yang dimaksud dengan “perolehan PB” adalah perolehan PB
secara otomatis vang berlaku bagl kategorl tingkat Risiko
usaha rendah dan menengah rendah.
Yang dimaksud dengan “pengajuan PB” adalah perolehan PB
melalui proses tahapan verifikasi yang berlakuy bagi kategori
tingkat Risiko usaha menengah tinggl dan tinggi.
Aval (2)
Cukup jelas.
Ayal (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Culcup jelas.
Paszal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Aval (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf . ..
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Subtahapan persiapan dalam pemenuhan Amdal atau UKL-
UPL mecrupakan tahapan perencansan usaha terkait PL
sesual dengan ketentuan peraluran perundang-undangan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Hurui ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 11
Avat (1)

Yang dimaksud dengan “pembersihan atau pembukaan lahan”

dapat berupa kematan:
a.
b.

C.

Cukup jelas.

penebangan;

pemadatan; dan/atau

pengurukan tanah.

Aval [2)

Cukup jelas.

Avat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukap jelas,

Ayat (3]

SK No 279961 B
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Avat (&)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jclas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “Bangunan Gedung atau  komplek
perdagangan /jasa vang dipakai bersama” antara lain Bangunan
Gedung berupa komplek pertckoan, perkantoran, lempat
peristirahalan {rest area), dan pasar.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal . . .
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Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Culkup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayal (2)
Huruf a

Bulkti bahwa Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan usaha
di KEK atau kawasan industri dapat berupa
rekomendasi/surat keterangan atau perjanjian/Kontrak
kerja sama dari pengelola KEK atau kawasan industri.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢

Pengalihan KKPR kepada Pelaku Usaha yang baru
dibuktikan dengan dokumen tertulis hubungan hukum yang
menyatakan pengalihan penguasaan tanah.

Huruf . . .
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Huruf d

Penerbitan KKPR kepada Pelaku Usaha dari Pelaku Usaha
lain dibuktikan dengan dokumen perjanjian sewa menycwa
atau pinjam pakai yang masih berlaku, vang paling sedikit
memuat  kesediaan  pemegang KKPR  sebelumnya
mengalihkan kepada Pelalu Usaha.

Huraf ¢

Dalam hal bentuk usaha tetap sudah memiliki kontrak kerja
sama dengan pemerintah, poligon/koordinat wilayah kerja
minyak dan gas bumi harus sudah ditanamkan dalam
Sistem OS85,

Huraf f

Yang dimaksud dengan “terinlegrasi” adalah sistem yang
menghubungkan fungsi dan/fatau proses dalam sebuah
entlitas usaha vang saling terhubung dan bekeria sama
untuk mencapai tupuarn.

Huruf g
Cukup jelas.
Ayal (3)
Culkup jelas.
Avat (4)
Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jclas.
Paszal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal . . .
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Pasal 33

Avat {1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Huruf a

Cukuyp jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “pcmbinaan” antara lain Pelaku
Usaha agar menyesuaikan bangunan sesuai dengan RTR atau
Pelaku Usaha tidak dapat melakukan kegiatan usaha di lokasi
vang diusulkan dan diarahkan melakukan kegialan usaha di

lokasl vang sesuai dengan RTR.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

SK No 279957 B
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Pasal 38
Ayat (1)
Culup jelas.
Avat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “tahapan pendaftaran” dalam
ketentuan ini dimaknai sama dengan lahapan permohonan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
vang mengatur pengglunaan kawasan hutan.

Huruf b

Culcup jelas.
Hurufe

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal . ..
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Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pazal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup elas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Paszal 35

Cukup jelas.

Pasal . . .
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Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1}
Cukup jelas.
Avat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “lahapan pendaftaran®™ dalam
ketentuan ini dimaknai sama dengan tahapan permohonan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang mengatur pelepasan kawasan hutan.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.

Pasai 58
Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jclas.

Pasal 61
Culcup jelas.

Pasal . ..
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Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal &7
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal . . .
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Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Puasal 76
Ayat {1)

Yang dimaksud dengan “kawasan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat” antara lain kawasan industri, KEK, atau
KPEPBE.

Yang dimaksud dengan “pengelola kawasan” adalah pengelola
kawasan industri administrator KEK ataut Badan Pengusahaan

KFEPB.
Ayat (2)

Culaap jelas.

Avat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77
Ayat (1}

Cukup jelas.

Avat (2

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Avat (4

Cukup jelas.

SK No 2799258
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Aval {3)

Yang dimaksud dengan “tidak diterbitkan® adalah menter: yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan
perikanan tidak menerima tanggapan (berupa menyetujui atan
menolak)] dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kehutanan dalam batas waktu 15 (lima
belas) Hari.

Ayal (6)

Sesual dengan asas umum pemerintahan yang baik, apabila
mernteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kehutanan menoclak rekomendas) pemanfaatan kawasan suaka
alam atau kawasan pelestarian alam, disertar dengan alasan
penolakan.

Ayat (V)

Cukup jclas.

Avat (8}

Pasal 78

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Aval {2)

Cukup jelas.

Avat (3)

SK No 279924 B

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Dalam rangka mcemberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha,
perierbitan SPPL dilakukan bersamaan dengan penerbitan
NIB melalu Sistem OSS.

Avat . ..
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Ayat (4}

Cukup jelas.
Ayat (D)

Cukup jelas.
Ayat {H)

Culaup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Culkup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jeias.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jclas.

Pasal 86

Cukup jelas.
Pasal . . .
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Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Culup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal . . .
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Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Paszal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 1008
Cukup jelas.

Pasal . . .
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Pasal 109
Culkup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan kebenaran data dan
dokumen® sama dengan pemeriksaan kesesuaian data dan
dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang bangunan gedung,

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pzsal 116
Cukup jelas.

Pasal . ..
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Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Culcup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal . ..

SK No 2799198



Pasal 128

Cukup jelas.

Pasgal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pazal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

SK No 253435 A
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Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas.
Avat (2]

Cukup jelas.
Avat (3)

Cukup jelas.
Avat (4)

Cukup jelas.
Avat (2)

Cukup jelas.
Ayat (&)

Huruf a

PB UMKU dalam rangka peredaran produk antara lain untuk
kegiatan usaha di bidang makanan minuman, farmasi obat-
obatan, alat kesehatan, kosmetik, uji tipe untuk kendaraan,
dan pertahanan.

Huruf b

PB UMKU dalam rangka kelayakan operasi antara lain untuk
kegiatan usaha di bidang transportasi, ketenagalistrikan,
komunikasi dan informatika, pekerjaan wumum, serta
ketenaganuldiran.

Hurul ¢

PB UMKU dalam rangka standardisasi produk/jasa antara
lain untuk kegiatan usaha vang memerlukan standar
nasional, sertifikasi untuk jasa pariwisata, sertifikasi
sanitasi, dan sertilikasi perangkat telekomunikasi.

Huruf d

PB UMKU dalam rangka kelancaran kegiatan usaha antara
lain untuk kegiatan usaha pengambilan air tanah,
penyelenggaraan terminal khusus, dan pergudangan.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal . . .
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Pasal 137
Avat (1}
Cukup jelas.
Avat (2]
Cukup jelas.
Avat {3)

Peraturan kecpala daerah antara lain mengatur peran, tugas, dan
tata kelola DPMPTSP serta organisasi perangkat daerah teknis
dalam pemrosesan PBBR di dacrah.

Avat (4)
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal . . .
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Pasal 145
Cukup jelas,

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147

Avat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4}

Yang dimaksud dengan “Lampiran II” adalah Lampiran 1T PB
UMKU sektor cnergi dan sumber daya mineral yang mengatur
mengenai [zin pengusahaan air tanah.

Pasal 148
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat {3)

Kegiatan usaha PB terteniu yang memerlukan perizinan bertahap
pada pemanfaatan sumber radiasi pengion meliputi:

a. fasilitas produksi radioisotop, radiolarmaka, dan radicisotop
dan radiofarmaka;

b. fasilitas preduksi peralatan  yang menggunakan zal
radiocaktif;

c. fasilitas iradiator kalegori II, kategori III, dan kategori IV
menggunakan sumber radicalktif; dan

d. fasilitas iradiator kategori 1 menggunakan pembangkit
radiasl pengion.

Kegiatan . . .
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Kegialan usaha PB tertentu yang memecrlukan perizinan bertahap
pada instalasi nuklir dan bahan nuklir meliputi:

a. reaktor nuklir; dan
. 1nstalasi nuklir nonreaktor.

Kematan usaha PB UMKU tertentu yang memerlukan perizinan
berlahap pada pemanfaatan sumber radiasi pengion melipudl:

a. fasilitas produksi radicisotop dan radiofarmaka yang
menunjang lavanan kedokteran nuklir;

b. fasilitas produksi radiofarmalta vang menunjang lavanan
kedokteran nuklir;

c. [fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;

fasilitas produksi barang konsumen yvang mengandung zat
radiocaktif;

c. fasilitas kalibrasi yang menggunakan sumber radiasi
pCngion;

fasilitas kedokieran nuklir terapi;
fasilitas kedokteran nuklir diagnestik in vivo;

=

fasilitas radioterapi;

fasilitas iradiator kategori II dan kategori 11T menggunakan
sumber radioaktil sebagal penunjang kegiatan utama,;

i

i. fasilitas iradialor kategori II mengpgunakan pembangkit
radiasi pengion sebagal penunjang kegiatan utama; dan

k. fasililas pemeriksaan petl kemas menggunakan sumber
radiasi pengion.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

5K No 279914 B

Pasal . . .



FRESIDEN
REFLBLIK INDONESIA

L A

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

FPasal 135

Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jclas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Avat (1)
Culaup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Lampiran 117 adalah Lampiran I PB
UMEKLU sekter pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang
merngatur mengenal subsektor sumber daya air.

Pasal 160

Culcup jelas.
Pasal . ..
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Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Ayat (1)
Cukup jelas.
Aval {2)
Yang dimaksud dengan “usaha tertentu” antara lain:

a. sebagian usaha (seperti parfum isi ulang) yvang dilakukan oleh
Pelaku Usaha mikro;

b. usaha vang dilakukan di tempat penimbunan berikat;

usaha kemasan dan aktivitas pengepakan vang ditujukan untuk
dickspor kembali pada KEK atau KPBPB; atau

d. fasilitas produksi obat penggunaan khusus,

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jclas,

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal . ..
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Pasal 168

Yang dimaksud dengan “penerbitan buku® adalah seluruh proses
kegiatan yang dimulai dari pengeditan, pengilustrasian, dan
pendesainan buku.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jeclas.

Pasal 175
Culaup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal 177
Culcup jelas.

Pasal . ..
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Pasal 178
Culaup jelas.

Pasal 179

Yang dimaksud dengan “berkoordinasi dengan kementerian terkait”
vaitu penyusunan peraturan menteri paling scdikit berkoordinasi
dengan kementerian/lembaga vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara atau kepabeanan dan
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga  sebagai
pengampu” adalah kementerian/lembaga yang menjalankan
fungsi penerbitan PB, pembinaan, dan pengawasan suatu
kegiatan usaha.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal . ..
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Pasal 186
Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Culcup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Culkup jelas.
Hurufe

Cukup jelas.
Huruf f

Aktivilas penerbitan piranti lunak [software) terkait dengan
scktor penyelenggaraan sislem dan transaksi elektronik

khusus gim.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 187
Cukup jelas.

Pasal 188
Cukup jelas.

Pasal 189
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avatl (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

SK No 194500 A
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Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Culaup jelas.

Ayat (6]

S No 194499 A

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Hurufc

Culaup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jclas.
Huruf

Cukup jelas.
Hurul k

Contoh badan hukum lainnya antara lain yayasan,
persyarikalan, atau perkumpulan.

Persyarikalan atau perkumpulan dimaksudkan dalam
rangka mengakomodas) persvarikatan atau perkumpulan
yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum kemerdelkaan
Republik Indonesia.

Avat . ..
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Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8}

Cukup jclas.

Pasal 190
Cukup jeias.

Pasal 191
Cukup jelas.

Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193
Cukup jelas.

Pasal 194
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.

Pasal 196
Cukup jelas.

Pasal 197
Cukup jelas.

Pasal 198
Cukup jelas.

SK No 194498 A
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Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jclas.

Pasal 201
Cukup jelas.

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 203
Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup jelas.

Pasal 205
Cukup jelas.

Pasal 206
Cukup jelas.

Pasal 207
Cukup jelas.

Pasal 208
Cukup jelas.

Pasal 209
Cukup jelas.

Pasal . ..
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Pasal 210
Cukup jelas.

Pasal 211
Cukup jelas.

Pasal 212
Cukup jelas.

Pasal 213
Cuizup jelas.

Pasal 214
Cukup jelas.

Pasal 215
Cukup jelas.

Pasal 216
Cukup jelas.

Pasal 217
Cukup jelas.

Pasal 218
Cukup jelas.

Pasal 219
Ayat (1}
Cukup jelas.
Ayat (2]
Cukup jelas.
Avat . ..
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Avat (3)
Cukup jelas.
Avat {4)

Yang dimaksud dengan “tidak perlu didahulu dengan pengajuan
persyaratan  dasar  baru®  adalah  izin  lokasi/KKPR, izin
lingkungan/PL, dan/fatau izin mendirikan bangunan/PBG/SLE
vang dimilila dan masih berlaku, tetap bisa digunakan.

Avat (2)
Cukup jelas.

Pasal 220
Cukup jelas.

Pasal 221
Cukup jelas.

Pasal 222
Cukup jelas.

Pasal 223
Cukup jclas.

Pasal 224
Cukup jelas.

Pasal 225
Cukup jelas.

Pasal 226
Cukup jelas.

Pasal 227
Cukup jelas.

Pasal . ..
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Pasal 228
Cukup jelas.

Pasal 229
Cukup jelas.

Pasal 230
Cukup jelas.

Pasal 231
Cukup jelas.

Pasal 232
Cukup jelas.

Pasal 233
Cukup jelas.

Pasal 234
Cukup jelas.

Pasal 235
Cukup jelas.

Pasal 236
Cukup jelas.

Pasal 237
Cukup jelas.

Pasal 238
Culkup jelas.

Pasal . . .
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Pasal 239
Cukup jelas.

Pasal 240

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Culkup jelas.
Avat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayar (3)

Yang dimaksud dengan “laporan kegiatan Penanaman Modal®
adalah laporan tentang kegiatan Penanaman Modal sebagaimana
diatur dalam kelentuan peralturan perundang-undangan di
bidang penanaman modal.

Ayart (6)
Cukup jelas.

Pasal 241
Cukup jelas.

Pasal 242
Cukup jelas.

Pasal 243
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Avat . . .
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Aval (3)

Inspeksi lapangan rutin secara terkoordinasi dimaksudkan agar
masing-masing kementerian/flembaga, organisasi  perangkal
daerah, Administrator KEK, dan KPBPB melakukan inspeksi
lapangan secara terkoordinasi sehingga tidak menyulitkan Pelaku
Usaha. Hal in1 mengingat jika dilakukan secara sendiri-sendiri,
Pelaku Usaha akan kesulitan menyiapkan data dan informasi bagi
pcjabat vang melakukan inspeksi lapangan.

Avat (4)

Culkup jelas.

Ayat (5)

Pasal 244

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Avat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Avat (6]

Cukup jelas.

Ayat (V)

Cukup jelas.

Ayat {8)

SK No 194492 A

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraluran perundang-
undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang
pemeriniah daerah, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan
perdagangan dan pelabuhan bebas.
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Pasal 245
Culkup jelas.

Pasal 246
Culcup jelas.

Pasal 247
Cukup jelas.

Pasal 2448
Cukup jelas.

Pasal 249
Cukup jelas.

Pasal 250
Avat (1)
Culcup jelas,
Ayat (2)

Pembinaan/pendampingan  yang dilakukan dapat berupa
penyuluhan, pemberian penjelasan, dan/alau bimbingan teknis.

Avat (3)

Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan
pengaturan mengenal sanksi administratif dalam Peraturan
Pemerintah ini,

Pasal 251
Cukup jelas.

Pasal 252
Cukup jelas.

Pasal . ..
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Pasal 253
Culup jelas.

Pasal 254
Cukup jelas.

Pasal 255
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Untuk pembinaan dilakukan termasuk untuk pemenuhan
perizinan tunggal.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Pasal 256
Cukup jelas.

Pasal 257
Cukup jelas.

Pasal 258
Cukup jelas.

Pasal 259
Cukup jelas.

Pasal 260
Cukup jelas.

Pasal . . .
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Pasal 261
Culcup jelas.

Pasal 262
Cukup jelas.

Pasal 263
Cukup jelas.

Pasal 264
Cukup jelas.

Pasal 265
Cukup jelas.

Pasal 266
Cukup jelas.

Pasal 267
Cukup jelas.

Pasal 268
Culaap jelas.

Pasgal 269
Cukup jelas.

Pasal 270
Cukup jelas.

Pasal 271
Cukup jelas.

Pasal . . .
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Cukup jelas.

Pasal 273

Cukup jeclas.

Pasal 274

Cukup jelas.

Pasal 275

Cukup jelas.

Pasal 276

Cukup jelas.

Pasal 277

Cukup jelas.

Pasal 278

Cukup jelas.

Pasal 279

Cukup jelas.

Pasal 280

Cukup jelas.

Pasal 281

Culaup jelas.

Pasal 282

Cukup jelas.

SK No 194488 A
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Pasal 283
Cukup jelas.

Pasal 284
Cukup jelas.

Pasal 285
Cukup jelas.

Pasal 286
Cukup jelas.

Pasal 287
Cukup jelas.

Pasal 288
Cukup jelas.

Pasal 280
Cukup jelas.

Pasal 290
Cukup jelas,

Pasal 291
Cukup jelas.

Pasal 292
Cukup jelas.

Pasal 293
Cukup jelas.

Pasal . ..
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Pasal 294
Cukup jelas.

Pasal 295
Culp jelas.

Pasal 296
Cukup jelas.

Pasal 297
Cukup jelas.

Pasal 2495
Cukup jelas.

Pasal 299
Cukup jelas.

Pasal 300
Cukup jelas.

Pasal 301
Cukup jelas.

Pasal 302
Cukup jelas.

Pasal 303
Cukup jelas.

Pasal 304
Cukup jelas.

Pasal . ..
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Cukup jeclas.

Pasal 306

Cukup jelas.

Pasal 307

Cukup jelas.

Pasal 308

Cukup jelas.

Paszl 309

Cukup jelas.

Pasal 310

Cukup jelas.

Pasal 311

Culup jelas.

Pasal 312

Cukup jelas.

Pasal 313

Cukup jelas.

Pasal 314

Cukup jelas.

SK No 1944585 A
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Pasal 315
Cukup jelas.

Pasal 316
Cukup jelas.

Pasal 317
Cukup jelas.

Pasal 318
Cukup jelas.

Fasal 319
Cukup jelas.

Pasal 320
Cukup jelas.

Pasal 321
Cukup jelas.

Pasal 322
Cukup jelas.

Pasal 323
Cukup jelas.

Pasal 324
Cukup jelas.

Pasal 325
Cukup jelas.

Pasal . ..

SK No 194484 A



o

X

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

_48 -

Pasal 326
Cukup jelas.

Pasal 327

Cukup jelas.

Pasal 328
Cukup jelas.

Pasal 329
Cukup jelas.

Pasal 330
Cukup jelas.

Pasal 331
Cukup jelas.

Pasal 332
Cukup jelas.

Pasal 333
Cukup jelas.

Pasal 334
Cukup jelas.

Pasal 335
Cukup jelas.

Pasal 336
Cukup jelas.

Pasal . . .
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Pasal 337
Cukup jelas.

Pasal 338
Cukup jelas.

Pasal 339
Cukup jelas.

Pasal 340
Cukup jelas.

Pasal 341
Cukup jelas.

Pasal 342
Cukup jelas.

Pasal 343
Cukup jelas.

Pasal 344
Cukup jelas.

Pasal 345
Cukup jelas.

Pasal 346
Cukup jelas.

Pasal 347
Cukup jelas.

Pasal . ..
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Cukup jelas.

Pasal 349

Cukup jelas.

Pasal 350

Cukup jclas.

Pasal 351

Cukup jelas.

Pasal 352

Cukup jelas.

Pasal 353

Cukup jelas.

Pasal 354

Cukup jelas.

Pasal 355

Cukup jelas.

Pasal 356

Cukup jelas.

Pasal 357

Cukup jelas.

SK No 194451 A
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Pasal 358
Cukup jelas.

Pasal 359
Cukup jelas.

Pasal 360
Cukup jclas.

Pasal 361
Cukup jelas.

Pasal 362
Cukup jelas.

Pasal 363
Cukup jelas.

Pasal 364
Cukup jelas.

Pasal 365
Cukup jelas.

Pasal 366
Cukup jelas.

Pasal 367
Cukup jelas.

Pasal 368
Culcup jelas.

Pasal . ..
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Pasal 369
Cukup jelas.

Pasal 370
Cukup jclas.

Pasgal 371
Cukup jelas.

Pasal 372
Cukup jelas.

Pasal 373
Cukup jelas.,

Pasal 374
Cukup jelas.

Pasal 375
Cukup jelas.

Pasal 376
Cukup jelas.

Pasal 377
Cukup jelas.

Pasal 378
Cukup jelas.

Pasal 379
Cukup jelas.
Pasal . ..
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Pasal 380
Cukup jelas.

Pasal 381
Cukup jelas.

Pasal 382
Cukup jelas.

Pasal 383
Cukup jelas.

Pasal 384
Cukup jelas.

Pasal 385
Cukup jelas.

Pasal 386
Cukup jelas.

Pasal 387
Cukup jelas.

Pasal 388
Cukup jelas.

Pasal 389
Cukup jclas.

Pasal 390
Cukup jelas.

Pasal . . .
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Pasal 391
Cukup jelas.

Pasal 392
Cukup jelas.

Pasal 393
Cukup jelas.

Pasal 394
Cukup jelas.

Pasal 395
Cukup jelas.

Pasal 396
Cukup jelas.

Pasal 397
Cukup jelas.

Pasal 398
Cukup jelas.

Pasal 399
Cukup jelas.

Pasal 400
Cukup jelas.

Pasal 401
Cukup jclas.

Pasal . . .
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Pasal 402
Cukup jelas.

Pasal 403
Cukup jelas.

Pasal 404
Cukup jelas.

Pasal 405
Cukup jelas.

Pasal 406
Cukup jelas.

Pasal 407
Cukup jelas.

Pasal 408
Cukup jelas.

Pasal 409
Cukup jelas.

Pasal 410
Cukup jclas.

Pasal 411
Cukup jelas.

Pasal 412
Cukup jelas.

Pasal . ..
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Cukup jelas.

Pasal 414

Cukup jelas.

Pasal 415

Cukup jclas.

Pasal 416

Cukup jelas.

Pasal 417

Cukup jelas.

Pasal 418

Cukup jelas.

Pasal 419

Cukup jelas.

Pasal 420

Cukup jelas.

Pasal 421

Cukup jelas.

Pasal 422

Cukup jelas.
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Pasal 423
Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf ¢
Cukup jelas.
hurutf d

Pengenaan daya paksa polisional dapat berupa penolakan
penerbitan PB UMKU dalam jangka waktu tcrtentu kepada
Pelaku Usaha apabila melakukan pclanggaran atas PB UMKU
yvang telah diterbitkan.

hurut e
Cukup jclas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayal (3)
Cukup jelas.

Pasal 424
Cukup jelas.

Pasal 425
Cukup jelas.

Pasal 426
Cukup jelas.

Pasal 427
Cukup jelas.

Pasal . . .
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Pasal 428
Cukup jclas.

Pasal 429
Cukup jelas.

Pasal 430
Cukup jelas.

Pasal 431
Cukup jelas.

Pasal 432
Cukup jelas.

Pasal 433
Cukup jelas.

Pasal 434
Cukup jelas.

Pasal 435
Cukup jelas.

Pasal 436
Cukup jelas.

Pasal 437
Cukup jelas.

Pasal 438
Cukup jelas.

Pasal . ..
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Pasal 439
Cukup jelas.

Pasal 440
Cukup jelas.

Pasal 441
Cukup jelas.

Pasal 442
Cukup jelas.

Pasal 443
Cukup jelas.

Pasal 444
Cukuj jelas.

Pasal 445
Cukup jelas.

Pasal 446
Cukup jelas.

Pasal 447
Cukup jelas.

Pasal 448
Cukup jelas.

Pasal 449
Cukup jelas.

Pasal . . .
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Pasal 450
Avat (1}
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “penghentian sementara pelayvanan
umum” antara lain terkait dengan analisis mengenat dampak
lalu lintas, Pelakn Usaha tidak memenuhi rekomendasi dari
pengawas maka Pelaku Usaha tidak diperkenankan untuk

melanjutkan pembangunan/ pengembangan sarana kegiatan
berusaha.

Huruf ¢

Culup jelas.
Hurufl d

Cukup jelas.
Hurufe

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 451
Cukup jelas.

Pasal 452
Avat {1}
Cukup jelas.
Avat (2}
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf. ..
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Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Kementerian vang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesehatan dalam mengenakan sanksi administratif
berupa daya paksa polisional melalul penutupan atau
pemblokiran sistem elektronik dan/atau media elektronik
lainnya dilakukan dengan menerbitkan surat/rekomendasi
kepada kementerian vyang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi untuk
selanjutnya dilakukan penutupan atau pemblokiran sistem
elektronik dan/atau media elektronik lainnya, sesual dengan
kewenangannya herdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Avat (3}

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 453

Culkup jelas.

Pasal 454

Cukup jelas.

Pasal 455

Cukup jelas.

Pasal 456

Cukup jelas.

Pasal 457

Cukup jelas.
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Pasal 458
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Hurufa
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Lembaga pemerintah nonkementerian VAarng
menyelenggaralkan  urusan pemerintahan i bidang
pengawasan obat dan makanan dalam mengenakan sankst
administratif berupa daya paksa polisional melalui
penutupan atau pemblokiran sistemn elektronik dan/atau
media elektronik lainnya dilakukan dengan menerbitkan
surat/rekomendasi kepada kementerian vang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan i bidang
komunikasi dan informasi untuk selanjutnya dilakukan
penutupan atau pemblokiran sisiem elektronik dan/atau
media clektronik lainnya, sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurul e
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal . ..
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Pasal 459
Cukup jelas.
Pasal 460
Cukup jelas.
Pasal 461
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Untuk subsektor pangan segar, penghenillan sementara
keglatan berusaha dapat berupa penghentian sementara
kegiatan produksi, percdaran, dan/fatau PB UMKU lainnya.
Huruf¢
Cukup jelas.
Hurufd
Untuk subsektor pangan segar, pengenaan daya paksa
polisional dapat berupa penarikan produk dari peredaran
dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran dan fatau tindakan pemulihan.
Huruf e
Cukup jelas.
Aval (2)
Cukup jelas.
Pasal 462
Ayat (1)
Cukup jclas.
Aval {2}
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (4)
Cukup jclas.
Avat (3)
Cukup jelas.
Avat (G)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Lembaga pemerintah  yang mempunyal kewenangan
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan
dalam mengenakan sanksi administratif berupa daya paksa
polisional melalul penutupan atan pemblokiran sistem
clektronik danfatau media elektronik lainnya dilalaukan
dengan menerbitkan surat/rekomendasi kepada
kementerian yang menyvelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang komunikasi dan informasi untuk selanjutnya
dilakukan penutupan atau pemblokiran sistem elektronik
dan/atau media elektronik lainnya, sesuai  dengan
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangarn.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Aval {7)
Cukup jelas.
Aval (8]
Cukup jelas.
Avat [9)
Cukup jelas.
Pasal 463
Cukup jelas.
Pasal . ..
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Cukup jclas.

Pasal 465

Cukup jelas.

Pasal 466

Culup jelas.

Pasal 467

Cukup jelas.

Pasal 468

Cukup jelas.

Pasal 469

Cukup jelas.

Pasal 470

Cukup jelas.

Pasal 471

Cukup jelas.

Pasal 472

Cukup jelas.

Pasal 473

Cukup jelas.
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Pasal 474
Cukup jelas.

Pasal 475
Cukup jelas.

Pasal 476
Cukup jelas.

Pasal 477
Cukup jelas.

Pasal 478
Cukup jelas.

Pasal 479
Cukup jelas.

Pagal 480
Cukup jelas.

Pasal 481
Cukup jelas.

Pasal 482
Cukup jelas.

Pasal 483
Cukup jelas.

Pasal 484

Cukup jelas.
Pasal . . .
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Pasal 485
Cukup jelas.

Pasal 486
Cukup jelas.

Pasal 487
Cukup jelas.

Pasal 488
Cukup jelas.

Pasal 489
Cukup jclas.

Pasal 490
Cukup jelas.

Pasal 491
Cukup jelas.

Pasal 492
Cukup jelas.

Pasal 493
Cukup jelas.

Pasal 4494
Cukup jelas.

Pasal 495
Cukup jelas.
Pasal . ..
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Pasal 4096
Cukup jelas.

Pasal 497
Cukup jelas.

Pasal 498
Culkup jelas.

Pasal 499
Culaup jelas.

Pasal 500
Cukup jelas.

Pasal 501
Cukup jelas.

Pasal 502
Cukup jelas.

Pasal 503
Cukup jclas.

Pasal 504
Cukup jelas.

Pasal 505
Cukup jelas.

Pasal 306
Cukup jelas.

Pasal . ..
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Pasal 507
Cukup jelas.

Pasal 508
Cukup jelas.

Pasal 509
Cukup jelas.

Pasal 510
Cukup jelas.

Pasal 511
Cukup jelas.

Pasal 512
Cukup jelas.

Pasal 513
Cukup jelas.

Pasal 514
Cukup jelas.

Pasal 515
Cukup jelas.

Pasal 5316
Cukup jelas.

Pasal 517
Cukup jelas.

Pasal . ..
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Pasal 518
Cukup jelas.

Pasal 319
Cukup jelas.

Pasal 520
Culcup jelas.

Pasal 521
Cukup jelas.

Pasal 522
Cukup jelas.

Pasal 523
Cukup jelas.

Pasal 524
Cukup jelas.

Pasal 525
Cukup jelas.

Pasal 326
Cukup jelas.

Pasal 527
Cukup jelas.

Pasal 5238
Cukup jelas.

Pasal . . .
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Pasal 529
Cukup jelas.

Pasal 530
Cukuyp jelas.

Pasal 531
Culkup jelas.

Pasal 532
Cukup jelas.

Pasal 533
Cukup jelas.

Pasal 534
Cukup jelas.

Pasal 535
Cukup jelas.

Pasal 536
Cukup jelas.

Pasal 537
Cukup jelas.

Pasal 538
Culcup jelas.

Pasal 339
Cukup jelas.

Pasal . ..
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Pasal 540
Cukup jelas.

Pasal 541
Cukup jelas.

Pasal 542
Culup jelas.

Pasal 543
Cukup jelas.

Pasal 544
Cukup jelas.

Pasal 545
Cukup jelas.

Pasal 546
Cukup jelas.

Pasal 547
Cukup jelas.

Pasal b48
Cukup jelas.

Pasal 549
Cukup jelas.

Pasal 350

Cukup jelas.
Pasal . ..
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Pasal 551
Cukup jelas.
Pasal 552
Cukup jelas.
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